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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:
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Huruf )
Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
-] Ba B Be
o Ta T Te
& Sla S| Es (dengan titik
diatas)
Jim J Je
(cl
Ha H{ Ha (dengan titik
< diatas
. Kha Kh Ka dan Ha
C
R Dal D De
3 Zlal Z| Zet (dgngan titik
diatas)
3 Ra R Er
3 Zal V4 Zet
o Sin S Es
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& Syin Sy Es dan ye
o Sad { Es (dengan titik di
bawah)
5 Déad D. De (dengan titik di
bawah)
b Ta T. Te (dengan titik di
bawah)
B Za Z. Zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Ain & apostrof terbalik
& Gain G Ge
) Fa F Ef
3 Qof Q Qi
A Kaf K Ka
J Lam L El
? Mim M Em
&) Nun N En
3 Wau W We
E Ha H Ha
e i Hamzah g Apostrof
< Ya Y Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (*).
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B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.\VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf latin Nama
\/ Fathdh A A
e Kasrah | |
\} Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
X Fathdh dan ya Ai Adan |
1 Fathah dan Au A dan U
wau
Contoh:
s ‘kaifa
J 42 - haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf tanda
L] fathahdan alif a’ a dan garis di
atau ya atas
C.. kasrah dan ya i’ i dan garis di atas
9. ddmmah dan u’ u dan garis di
wau atas
Contoh:
3\3 : Qaala
&2 :Qiila

D. TA’MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbu 'tah ada dua, yaitu: ta marbu téh yang hidup

atau mendapat harkat fathdh, kasrah, dan dadmmabh, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbu 'tdh yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu’tdh diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbu ‘téh itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

&>y : raudlah

i5db - thalhah
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E. SYADDAH

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan  huruf, vyaitu  huruf  yang
samadenganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

&, :rabbanaa

J¥  :nazala
F.  KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun  huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa

alif.
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H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM
BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah Kata,
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah
atau  kalimat yang sudah lazim dan  menjadi  bagian  dari
pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata
Al-Qur’an (dari al-Qur’a’n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.

I. LAFZ} AL-JALA’LAH (Jis\)

Kata Allah () yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muda’f ilaih (frasa nominal), ditransli-
terasi tanpa huruf hamzah.

B HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Xiii



KATA PENGANTAR
w2 A i o

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji syukur atas berkat, rahmat dan
pertolongan yang telah Allah berikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul:
“Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 Perspektif Teori Al-Wizarah Imam Al-
Mawardi” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan
kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun
hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan
mengikuti beliau, semoga Kkita tergolong orang-orang yang beriman dan
mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan
layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis
menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.

4. Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H., selaku dosen pembimbing penulis
yang telah mendedikasikan waktu, fikiran, tenaga dan keikhlasan untuk
memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Musleh Harry, S. H., M. Hum., selaku dosen wali penulis selama
menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau
yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama

menempuh perkuliahan.

Xiv



6.

10.

11.

Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada
kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua
menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
Murrobi Ruuhi, Abah Drs. Yahya Dja’far, MA dan Ibu Dr. Syafiyyah
Fattah, MA. Terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada Abah
dan Ibu atas bimbingan, pelajaran, dan segala kebaikan luar biasa yang
tidak bisa penulis tuliskan satu per satu selama penulis tinggal, hidup dan
belajar di Kota Malang. Semoga rahmat, ridha, dan perlindungan Allah
senantiasa beserta Abah dan Ibu.

Murrobi jismi, Ibu tercinta dan almarhum Bapak di surga. Terima kasih
tidak terhingga penulis ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak
pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu
dilangitkan serta nasehat yang tidak pernah lelah untuk diberikan.
Semoga rahmat, ridha, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan
menjaga Ibu serta semoga Allah hadiahkan surga dan ampunan untuk
Bapak.

Keluarga tercinta, lyong, Kakak-kakak, dan adek penulis yang tidak
hentinya menemani dan memberikan semangat selama pengerjaan skripsi
ini. Terima kasih sudah berkenan menjadi penopang dan pendengar setia
semua keluhan dan tangisan. Semoga Allah senantiasa memberikan
perlindungan, kesehatan dan segala hal yang terbaik bagi kalian semua.
Sahabat terdekat yang senantiasa ada di titik terendah penulis selama
penyusunan skripsi ini, Imarotul Alimi, Nadia Ayu Sahira, Nuril Dina
Ahasyim, Fina Wildaniyah, dan Niswah Ardhina. Terima kasih atas
kesabaran dan keikhlasan yang sudah diberikan untuk menemani,
menguatkan dan memberikan banyak sekali energi positif kepada penulis
selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah berikan sebaik-
baiknya balasan untuk kalian semua.

Para sahabat terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Malang,
Ardha, Bela, Mala, Putri, Ayu, Navida, Yusuf, Yunus, Kak Ulul, dan Teh

XV



Isma. Terimakasih atas kebaikan yang tidak hentinya diberikan dan

pertolongan yang tidak lelahnya dibagikan. Terimakasih, semoga Allah

berikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian semua.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang
telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di
dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis
sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi

upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 09 April 2021
Penulis,

Septiani
NIM.17230037

XVi



ABSTRAK

Septiani. NIM 17230037, 2021. “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019
Persepektif Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi.” Skripsi. Hukum Tata
Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M. H.

Kata Kunci : Politik Hukum, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan, Al-Wizarah

Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu 1) Konstitusionalitas praktik
rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri; 2) Politik hukum
pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut
Undang-Undang Kementerian Negara; 3) Kesesuaian secara ontologis antara
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 dengan teori al-
wizarah Imam Al-Mawardi terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan 3
(tiga) metode pendekatan yaitu statute appoach, conceptual approach, dan
comparative approach. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan
yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum
sekunder buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan
KBBI. Penelitian ini menggunakan metode analisis analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan
pada pengangkatan wakil menteri menunjukkan bahwa kewenangan Presiden
dalam pengangkatan wakil menteri merupakan tindakan yang bersifat
konstitusional berdasar pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil
menteri merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan
Undang-Undang BUMN, serta etika birokrasi pemerintahan; 2) Politik hukum
pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut
Undang-Undang Kementerian Negara secara historis memiliki perbedaan pada
setiap periode pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menunjukkan bahwa Presiden telah melampaui
batas dalam menggunakan hak prerogratifnya pada pengangkatan wakil menteri.
Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan yang
diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN karena mengangkat
seseorang yang masih memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan sebagai wakil
menteri; 3) Kesesuaian secara ontologis antara Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVI11/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi terkait
larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menunjukkan bahwa rangkap jabatan
adalah tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan etika wakil
menteri sebagai pejabat birokrasi pemerintahan. Ketentuan tersebut selaras dengan
teori al-wizarah bahwa rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip muraat al-
din dan mashalih aldunya serta tidak mencerminkan sifat jujur dan akhlakul
karimah seorang pejabat pemerintah.
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ABSTRACT

Septiani. NIM 17230037, 2021. “Politics of Law in the Appointment of the Vice-
Minister after the Verdict of Constitutional Court Number 80/PUU-
XV11/2019 Perspective of Al-Wizarah Theory by Imam Al-Mawardi.”
Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Shariah. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Mustafa Lutfi, S.
Pd., S.H., M. H.

Keywords: Politics of Law, Vice Minister, Double Job, Al-Wizarah

The focus of the study in this study covers 3 things, 1) Constitutionality
of the practice of having a double job in the appointment of the vice-minister; 2)
The politics of law in the appointment of vice-minister based on the prerogative of
the President according to the Act of State Ministry; 3) Ontological compatibility
between the Verdict of Constitutional Court Number 80/PUU-XV11/2019 and the
al-wizarah theory by Imam Al-Mawardi regarding the prohibition of having a
double job for the vice-minister.

This research used the normative legal writing method with three
approach methods, namely statute approach, conceptual approach, and
comparative approach. There were three sources of legal materials used, primary
legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in
the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal
dictionary and the Large Indonesian Dictionary. This study used a qualitative
juridical analysis method.

The results of this research are, 1) The constitutionality of the practice of
having a double job in the appointment of vice-minister show that the authority of
the President in the appointment of the vice-minister was a constitutional act
based on Article 17 of the 1945 Constitution. The practice of having the double
job carried out by the vice-minister was an act that is contrary to the principle of
professionalism and the State-Owned Enterprise (BUMN) Act as well as
bureaucracy ethics of government. 2) The politics of law in the appointment of
vice-minister based on the prerogative of President according to the Act of State
Ministry historically has differences in every period of government. The practice
of having a double job occurred in the Jokowi-Ma'ruf government showed that the
President has gone beyond the limit using his prerogative in the appointment of
the vice-minister. The President of Joko Widodo has violated the provisions of the
prohibition of having a double job regulated in Article 25 and Article 33 of the
BUMN Act due to appointing someone who still has a position in the government
as the vice minister. 3) Ontological compatibility between the Verdict of
Constitutional Court Number Nomor 80/PUU-XVI11/2019 and al-wizarah theory
by Imam Al-Mawardi regarding the prohibition of having a double job for vice-
minister showed that a double job is an act that is contrary to the principle of
professionalism and vice-minister ethics as the bureaucratic government officials.
The provision is in line with the al-wizarah theory that having a double job is
contrary to the principles of muraat al-din and mashalih aldunya, and does not
reflect an honest character and akhlakul karimah of a governmental official.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi pembentukan lembaga negara memiliki keterkaitan secara
langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, hal tersebut yang
kemudian menjadi latar belakang dibentuknya suatu lembaga negara.! Lembaga
negara sebagai alat kelengkapan negara memiliki peran penting dalam
penyelenggaaan negara.? Terdapat berbagai perbedaan di kalangan pakar terkait
klasifikasi lembaga negara.® Hans kelsen* dalam teorinya mengenai lembaga
negara menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) bagian dalam lembaga negara yaitu
lembaga negara yang berfungsi menciptakan norma dan melaksanakan norma
(“whoever fulfills a function determined by the legal order ”) dan lembaga negara

yang terdiri dari seseorang yang memiliki kedudukan hukum tertentu (“he

' Evy Trisulo D, "Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi" (Jakarta Pusat: Komisi
Informasi Pusat Rl Graha PPI, 2015), 1.

2 Zaki Ulya, "Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca
Reformasi)” (Aceh: Universitas Samudra, 2019), 4.

® Beberapa pakar yang mengemukakan pemikirannya tentang klasifikasi lembaga negara antara
lain yaitu Hans Kelsen yang mengklasifikasikan lembaga negara menjadi 2 bagian, Montesquieu
mengklasifikasikan lembaga negara menjadi 3 bagian, George Jellineck mengklasifikasikan
lembaga negara menjadi 2 yaitu lembaga negara langsung dan lembaga negara tidak langsung, dan
Fockema Andreae terdiri dari seluruh pegawai dalam negara dimulai dari Presiden hingga Kepala
Desa dimana pembentukannya dilaksanakan atas dasar undang-undang dan memiliki kewenangan
yang jelas guna merealisasikan fungsi yang dimilikinya. Dikutip dari Padmo Wahyono, "limu
Negara" (Jakarta: Indo Hil, 2003), 222. dan Made Nurmawati, dkk, "Hukum Kelembagaan
Negara" (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 4-5.

* Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria yang lahir pada tahun 1881. Hans
Kelsen adalah salah satu ahli hukum paling terkemuka pada masanya, selain itu Hans Kelsen juga
dikenal sebagai orang yang mempertahankan gagasan demokrasi dan teorinya yaitu teori hukum
murni. Pemikiran Hans Kelsen terkait lembaga negara ini dikemukakan dalam bukunya yang
berjudul General Theory of Law and State yang diterbitkan pada tahun 1973. Dikutip dari Jimly
Asshiddigie dan Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" (Jakarta: Sekretariat Jenderal &
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 1-11.



personally has a specific legal position”).> Berbeda dengan Montesquieu® yang
mengkategorikan lembaga negara menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lembaga negara
bidang legislatif, bidang eksekutif, dan bidang yudikatif.

Jimly Asshiddigie’” mengemukakan terkait klasifikasi lembaga negara
bahwa pengklasifikasian lembaga negara tidak terbatas pada ajaran trias politika®
saja, Jimly juga menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kategori dalam lembaga
negara yaitu:’

1. Setiap individu yang melaksanakan fungsi law creating dan law applying

merupakan lembaga negara, dalam hal ini seluruh warga negara
merupakan bagian dari suatu lembaga negara;

> Hans Kelsen, "General Theory of Law and State" (New York: Russel & Russel, 1961), 192.

® Montesquiei yang memiliki nama asli Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brede et de
Montesquieu adalah salah satu pemikir politik Prancis yang terkenal dengan teorinya tentang
pemisahan kekuasaan atau biasa dikenal dengan ajaran Trias Politika. Dikutip dari Ahmad
Suhelmi, “Pemikiran Politik Baraz” (Jakarta:Gramedia, 2001), 162.

" Jimly Asshiddigie adalah salah satu pakar Hukum Tata Negara di Indonesia, beliau merupakan
ketua Mahkamah Konstitusi Rl pertama (2003-2008). Jimly selain menjadi praktisi hukum, juga
merupakan akademisi dan penulis yang produktif menerbitkan buku dan berbagai karya tulis
ilmiah. Dikutip dari halaman profil penulis dalam Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", 323-330.

® Ajaran Trias Politika merupakan teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu
yang merupakan suatu ajaran yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 jenis
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-
undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang). Dikutip dari
Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar IImu Politik" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 282-
283. Ajaran Trias Politika sebagaimana yang telah digagas oleh Montesquieu ini pada
penerapannya dalam pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sama dengan teori
aslinya. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, konsep pembagian
kekuasaan di Indonesia tidak menerapkan ajaran trias politika secara murni, dengan kata lain
ajaran trias politika sudah tidak relevan lagi. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 terdapat 5
jenis pembagian kekuasaan antara lain yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan
konsultatif, dan kekuasaan eksaminatif. Kemudian pasca amandemen UUD 1945 kekuasaan
konsultatif yang pada masa itu dipegang oleh DPA dihapuskan, sehingga terdapat 4 jenis
pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan
kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Namun pada perkembangannya, pembagian
kekuasaan berkembang menjadi 6 jenis pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif,
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau
inspektif dan kekuasaan moneter. Dikutip dari Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias
Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” Lex Administratum, Jilid Vol. VIII
(2020): 132-133. dan Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelanggaraan
Pemerintahan di Indonesia," Jurnal Daulat Hukum, Jilid Vol. 1 (2018): 176.

® Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 40-41.



2. Setiap individu yang melaksanakan fungsi law creating dan law applying
serta memiliki kedudukan dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan
pemerintahan disebut lembaga negara, dimana pada konteks ini seluruh
warga negara bukan merupakan bagian dari suatu lembaga negara (warga
negara tidak bisa dikatakan sebagai lembaga negara).

3. Organisasi yang berperan dalam pelaksanaan fungsi penciptaan hukum
dan fungsi penerapan hukum dalam struktur kenegaraan, dimana dalam
hal ini lembaga negara yang dimaksud merupakan lembaga negara yang
dibentuk atas amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-
Undang (UU), Peraturan Presiden, maupun peraturan perundang-
undangan lain di bawahnya baik dalam pemerintahan pusat maupun
daerah.

4. Lembaga negara yang terbatas pada lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD, UU maupun peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah.

5. Lembaga negara yang bersifat khusus yang diatur dan ditentukan
pembentukannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), lembaga negara ini berada di
pemerintahan pusat yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan Badan
Pemerika Keuangan.

Amandemen*® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) membawa banyak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan
Indonesia, salah satunya yaitu perubahan tentang lembaga negara.! Terdapat
hierarki yang sangat jelas dalam susunan lembaga negara di Indonesia sebelum

adanya perubahan yaitu adanya lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara

10 Amandemen berarti perubahan atau melakukan perubahan, hak yang dimiliki oleh parlemen
untuk mengubah maupun mengusulkan perubahan rancangan undang-undang atau undang-undang.
terdapat 2 pengertian dalam hal amandemen konstitsi, yaitu constitutional amandement (perubahan
konstitusi) dan constitutional reform (pembaruan konstitusi). Adapun dalam perubahan UUD
1945 tergolong constitutional amandement dimana perubahan yang dilakukan merupakan
addendum dari konstitusi yang asli. Terdapat keterkaitan antara bagian perubahan dan konstitusi
yang asli, dimana konstitusi yang asli tetap berlaku dan bagian perubahan menjadi bagian dari
konstitusi tersebut. MPR 1999-2003 secara sadar menggunakan istilah “Perubahan UUD 1945~
bukan amandemen UUD 1945. Mengingat bahwa perubahan UUD 1945 ini tergolong
constitutional amandement maka hingga saat ini istilah amandemen lebih sering digunakan untuk
menyebut perubahan UUD 1945. Dikutip dari Taufiqurrahman Syahuri, "Hukum Konstitusi,
Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 145-2002 Serta Perbandingannya dengan
Negara Lain di Dunia" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 53.

1 Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi"
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), vi.



dan lembaga negara biasa. Pasca perubahan tersebut, hierarki lembaga negara
berubah menjadi lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan lembaga daerah.*?
Pasca amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara
akan tetapi menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sejajar
dengan lembaga tinggi negara lain. Amandemen UUD 1945 tersebut kemudian
membawa dampak pada kewenangan yang dimiliki oleh MPR, yakni kewenangan
MPR dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden dan kewenangan untuk
membuat garis-garis besar haluan negara juga dihapuskan.™® Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) dihapuskan dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan dibentuk juga
beberapa lembaga negara baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (KY) guna menyempurnakan sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pasca amandemen
UUD 1945 terdapat perubahan mendasar terkait susunan lembaga negara yaitu:**
1. Perubahan kedudukan MPR menjadi lembaga tinggi negara sejajar
dengan lembaga tinggi negara yang lain.
2. Kedudukan beberapa lembaga negara yang lama dipertahankan, yaitu
Presiden, DPR, BPK, dan MA dan penghapusan DPA.
3. Penambahan lembaga negara baru yaitu DPD dan Mahkamah
Konstitusi.

Berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen terdapat 34 lembaga negara di

Indonesia, dimana 28 diantaranya merupakan lembaga negara yang memiliki

2 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia” (Bandung: PT.
ALUMNI, 2010), 38.

13 patrialis Akbar, "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945" (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), vi.

4 Ernawati Munir, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara
Pasca Amandemen UUD 1945" (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2005), 24.



kewenangan konstitusional yang diatur secara langsung di dalam UUD 1945.%°
Jimly Asshiddigie mengelompokkan 34 lembaga negara tersebut ke dalam 2 (dua)
golongan vyaitu: a. apabila dilihat dari fungsinya terbagi menjadi dua yaitu
lembaga negara yang bersifat utama atau primer dan lembaga negara yang bersifat
sekunder atau penunjang (auxiliary); b. jika dilihat dari hierarkinya maka terdapat
3 (tiga) lapisan organ pada 34 lembaga negara tersebut, yaitu lembaga tinggi
negara (organ lapis pertama), lembaga negara (organ lapis kedua), dan lembaga
daerah (organ lapis ketiga).'®

Amandemen UUD 1945 selain membawa perubahan pada struktur
lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, juga mengakibatkan
perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penerapan
mekanisme checks and balances merupakan hal baru yang sebelumnya tidak
diterapkan. Dibuktikan dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden
(executive heavy) yang tidak hanya memiliki kewenangan pada bidang eksekutif,
melainkan juga memiliki kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Mahfud
MD berpendapat bahwa praktik kekuasaan yang bersifat executive heavy ini
merupakan salah satu kelemahan dari UUD 1945 (sebelum di amandemen) karena
bisa memicu lahirnya kekuasaan yang bersifat otoriter.'” Amandemen terhadap
UUD 1945 ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan

kekuasaan kepada Presiden.

15 Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, vi.

16 Evy Trisulo D, "Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi” (Jakarta: Komisi Informasi
Pusat RI Graha PPI, 2014), 17.

7 Sunarto, "Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Masalah-
Masalah Hukum, Jilid Vol. 45 (2016): 160.



Penerapan mekanisme checks and balances ini dapat dilihat dengan
adanya perubahan dalam struktur lembaga negara, dimana tidak lagi ada lembaga
tertinggi negara. Hubungan tersebut bersifat kerjasama antara lembaga legislatif
dengan lembaga eksekutif (DPR dan Presiden) dalam pembentukan UU dan
hubungan yang bersifat pengawasan oleh DPR kepada Presiden dalam
melaksanakan tugasnya.’® Presiden memiliki kewajiban untuk meminta
pertimbangan kepada Mahkamah Agung dalam hal pemberian grasi dan
rehabilitasi. Presiden juga harus meminta pertimbangan kepada DPR dalam
pemberian amnesti dan abolisi. Hal tersebut merupakan wujud adanya penerapan
mekanisme checks and balances.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang
dalam melakukan judicial review merupakan bentuk kerja sama antara DPR
sebagai lembaga legislatif dan Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga yudikatif
dalam melaksanakan mekanisme checks and balances. Hal ini dilakukan guna
mewujudkan terbentuknya Undang-Undang yang sesuai dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945.*°

Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sedikit banyak dibatasi dengan
adanya penerapan mekanisme checks and balances ini. Presiden sebagai
pemegang kekuasaan eksekutif dalam struktur lembaga negara menempati posisi

krusial, apabila dilihat dari segi fungsinya lembaga kepresidenan merupakan

8 A, Rosyid Al Atok, "Check and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang dengan Sistem
Bikameral di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Check and Balances in Law Making Using Bicameral
System in 5 (Five) Unitary State)," Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid Vol. 13 (2016): 264.

!9 Sunarto, "Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Masalah-
Masalah Hukum, 161-162.



lembaga negara yang bersifat utama atau primer karena luasnya cakupan
kekuasaan yang dimiliki sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.?

Lembaga kepresidenan termasuk salah satu lembaga negara yang berada
dalam organ lapis pertama yaitu termasuk bagian dari lembaga tinggi negara jika
dilihat dari segi hierarki. Pengaturan terkait tugas dan fungsi yang dimiliki diatur
secara langsung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19452
Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan mencakup semua bidang
kekuasaan baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun
kekuasaan ini berada dalam mekanisme checks and balances.

Lembaga kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif ini dalam
praktiknya juga memiliki kekuasaan dalam bidang legislatif yaitu dalam hal
pengajuan rancangan undang-undang, kekuasaan untuk mengeluarkan dan
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) serta
kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.??
Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan di bidang yudikatif
mencakup kewenangan dalam memberikan grasi dan rehabilitasi dengan
pertimbangan Mahkamah Agung serta pemberian amnesti dan abolisi dengan
pertimbangan DPR.?

Luasnya cakupan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan ini
tetap harus dilaksanakan dengan adanya penerapan mekanisme checks and

balances agar pemusatan kekuasaan kepada Presiden tidak terjadi lagi. Kekuasaan

2 patrialis Akbar, "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945", 116.

2! Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 90.
?2 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia", 84-94.

2 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia"”, 94.



lembaga kepresidenan yang sedemikian banyak mengakibatkan adanya
ketidakmungkinan Presiden melaksanakan semua tugas dan fungsinya hanya
dibantu oleh Wakil Presiden saja. Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan selain dibantu oleh Wakil Presiden
dan juga dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden memiliki kewenangan
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri selama masa jabatannya
sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 17 UUD 1945. Jabatan Menteri
merupakan jabatan yang bersifat politis karena pengangkatan dan pemberhentian
menteri dilaksanakan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden
tersebut.?*

Pada Pasal 17 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan
tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara, dimana seluruh menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.?®
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Undang-Undang Kementerian Negara) juga disebutkan bahwasannya
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara mendapatkan bantuan dari

selurun menteri yang tergabung dalam kementerian guna menyelenggarakan

24 Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System

Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)," Jurnal

Legislasi Indonesia, Jilid Vol. 13 (Juni 2016): 213.

% “pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-
undang.”



urusan tertentu dalam pemerintahan.?® Seluruh menteri dalam kementerian negara
Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.?’
Secara umum, terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang membidangi setiap
menteri yaitu:

“kementerian bidang urusan luar negeri, dalam negeri, dan
pertahanan; kementerian bidang urusan agama, hukum, keuangan,
keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial,
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; serta
kementerian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan
nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata,
pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.?®”

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, Presiden

selain berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri juga berwenang

2% pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Kementerian mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara”,

#" pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008 : “Kementerian berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”

%8 pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, 2008:

“Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”

dan “Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008 :

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi
urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan;

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi
urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan,
kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan
umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, kelautan dan perikanan;

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ meliputi urusan
perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan neghara, badan
usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah
tertinggal.”



mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri.?® Jabatan wakil menteri tidak
sama dengan jabatan menteri, jabatan wakil menteri bukan merupakan jabatan
politis sebagaimana jabatan menteri.*® Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, wakil menteri yang
diangkat oleh Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai
Negeri. Wakil menteri bukan anggota kabinet meskipun berada pada satu unsur
dalam unsur pemimpin di dalam struktur organisasi kementerian bersama dengan
menteri.

Istilah wakil menteri dikenal pertama kali dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia pada kabinet pemerintahan Indonesia yang pertama yaitu Kabinet
Presidensial (1945)*! vyaitu wakil menteri dalam negeri dan wakil menteri
penerangan.’® Pada Kabinet Sjahrir | (1945-1946) terdapat 2 (dua) wakil

menteri,®® Kabinet Sjahrir Il (1946-1947) terdapat 11 wakil menteri®* dan

# pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Dalam hal terdapat
beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil
Menteri pada Kementerian tertentu”

% Novira Maharani Sukma, Retno Saraswati, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem
ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
79/PUU-I1X/2011," Jurnal Law Reform (2013): 2.

%! Kabinet Presidensial biasa dikenal pula dengan sebutan Kabinet Wiranatakusuma dengan masa
periode sejak 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Wakil menteri yang diangkat pada
masa ini meliputi Wakil Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Mr. Hermani dan Wakil Menteri
Penerangan yang dijabat oleh Ali Sastroamidjojo. Dikutip dari Wahjudi Djaja, "Kabinet-Kabinet
di Indonesia" (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019), 7.

%2 P. N. H. Simanjuntak, "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai
Reformasi (dalam bahasa Indonesia)" (Jakarta: Djambatan, 2003), 15-23.

%3 Wakil menteri yang diangkat pada Kabinet Sjahrir | meliputi Wakil Menteri Keamanan Rakyat
yang dijabat oleh Abdul Murad dan Wakil Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Mr. Harmani.
Periode pemerintahan Kabinet Sjahrir | berlangsung mulai dari 14 November 1945 hingga 12
Maret 1946. Dikutip dari Ready Susanto, "Mari Mengenal Kabinet Indonesia" (Bandung: PT
Dunia Pustaka Jaya, 2018), 3.

3% Wakil Menteri Luar Negeri dijabat oleh H. Agoes Salim, Wakil Menteri Kehakiman dijabat oleh
Hadi, Wakil Menteri Keuangan dijabat oleh Lukman Hakim, Wakil Menteri Kemakmuran dijabat
oleh M. Yusuf Wibisono,Wakil Menteri Penerangan dijabat oleh AR Baswedan, Wakil Menteri
Kesehatan dijabat oleh Darma Setiawan, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh
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Kabinet Kerja Il (1962-1963) terdapat 10 Wakil menteri.*® Eksistensi jabatan
wakil menteri setelah berlalunya 3 (tiga) kabinet tersebut tidak ada lagi,®® hal ini
berarti eksistensi jabatan wakil Menteri tergantung pada kebijakan dan
kepentingan penguasa—Presiden—yang menganggap penting untuk mengangkat
wakil Menteri pada kementerian tertentu.

Lahirnya Undang-Undang Kementerian merupakan tanda kembalinya
eksistensi jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah
beberapa periode pemerintahan tidak ada pengangkatan wakil menteri pada setiap

kabinet pemerintahan yang berkuasa.®’

Gunarso, Wakil Menteri Sosial dijabat oleh Abdulmadjid, Wakil Menteri Keamanan Rakyat
dijabat oleh Harsono Tjodroaminoto, Wakil Menteri Komunikasi dijabat oleh Setiadjit, dan Wakil
Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Laoh. Periode pemerintahan Kabinet Sjahrir 11l dimulai
sejak 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Dikutip dari Wahjudi Djaja, "Kabinet-Kabinet di
Indonesia™, 9.

% Wakil Menteri Pertama | dijabat oleh Dr. J. Leimena, Wakil Mentei Pertama II dijabat oleh Dr.
Subandrio, Wakil Menteri Luar Negeri dijabat oleh Dr. Subandrio, Wakil Menteri Koordinator
Dalam Negeri dijabat oleh Mr. Saharjo,Wakil Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan
dijabat oleh Jenderal A.H Nasution, Wakil Menteri Koordinator Produksi dijabat oleh Mayjen
Suprayogi, Wakil Menteri Koordinator Distribusi dijabat oleh Dr. J. Leimena, Wakil Menteri
Koordinator Keuangan dijabat oleh Notohamiprojo, dan Wakil Menteri Koordinator Khusus
dijabat oleh Prof. Mr. Moh Yamin. Periode pemerintahan Kabinet Kerja berlangsung sejak 6
Maret 1962 hingga 13 November 1963. Dikutip Ready Susanto, “Mari Mengenal Kabinet
Indonesia™, 58.

% Eksistensi jabatan wakil menteri pada era awal kemerdekaan (1945-1949) berada pada masa
kabinet presidensial, kabinet sjahrir 1, dan kabinet sjahrir Ill. Kemudian pada era demokrasi
parlementer (1949-1959) sudah tidak terdapat jabatan wakil menteri akan tetapi ada jabatan
menteri muda. Selanjutnya pada era demokrasi terpimpin (1959-1968) jabatan wakil menteri
kembali eksis yaitu pada masa kabibnet kerja Ill diikuti dengan jabatan menteri muda. Pada era
selanjutnya yaitu di era orde baru (1968-1998) pada masa pemerintahan Soeharto tidak terdapat
jabatan wakil menteri tetapi masih terdapat jabatan menteri muda. Sedangkan pada era reformasi
dan pasca reformasi (1998-sekarang) yaitu pada masa pemerintahan B.J Habibie, Abdurrahman
Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono jilid | sudah tidak ditemukan
lagi jabatan wakil menteri dan/atau jabatan menteri muda. Dikutip dari P. N. H. Simanjuntak,
“Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa
Indonesia).”

%7 Apabila dilihat dari sudut pandang history jabatan wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan
Indonesia, eksistensi jabatan wakil menteri hanya terdapat pada masa orde lama. Dimulai dari pada
Kabinet Presidensial (1945) yang memiliki 2 wakil menteri dan Kabinet Sjahrir 1 (1945-1946)
dengan 2 wakil menteri. Pada periode selanjutnya yaitu pada kabinet Sjahrir 11 (1946) tidak
terdapat wakil menteri di dalamnya. Kemudian pada periode Kabinet Sjahrir 1l (1946-1947)
terdapat 11 wakil menteri yang diangkat. Selanjutnya pada Kabinet Amir Sjarifudin | (1947) juga
tidak terdapat wakil menteri, akan tetapi pada kabinet ini terdapat 2 wakil Perdana Menteri.
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Pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada
masa kabinet Indonesia Bersatu jilid 1l (2009-2014) kembali menghidupkan
jabatan wakil menteri pasca ditetapkannya Undang-Undang Kementerian pada
tanggal 6 November 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat
kurang lebih 20 wakil menteri pada 19 kementerian, diantaranya yaitu wakil
menteri luar negeri, wakil menteri pertahanan, wakil menteri hukum dan hak asasi
manusia, 2 wakil menteri keuangan, wakil menteri energi dan sumber daya
mineral, wakil menteri perdagangan, wakil menteri pertanian, wakil menteri
perindustrian, wakil menteri perhubungan, wakil menteri pekerjaan umum, wakil
menteri kesehatan, wakil menteri pendidikan nasional, wakil menteri pendidikan
dan kebudayaan bidang pendidikan, wakil menteri pendidikan dan kebudayaan
bidang kebudayaan, wakil menteri agama, wakil menteri pariwisata dan ekonomi

kreatif, wakil menteri perancanaan pembangunan nasional, wakil menteri badan

Begitupun pada Kabinet Amir Sjarifudin Il (1947-1948) hanya terdapat 4 wakil Perdana Menteri,
sedangkan wakil menteri tidak ada. Berlanjut pada Kabinet Hatta | (1948-1949), Kabinet Darurat
(1948-1949), Kabinet Hatta 1l (1949), Kabinet RIS (1949-1950) tidak ditemukan wakil menteri
pada periode tersebut. Pada Kabinet Susanto (1949-1950), Kabinet Halim (1950), Kabinet Natsir
(1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1963), Kabinet Ali
Sastroamidjojo | (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali
Sastroamidjojo Il (1956-1957), dan Kabinet Djuanda (1957-1958) terdapat wakil Perdana Menteri
akan tetapi tidak terdapat wakil menteri. Selanjutnya pada Kabinet Kerja 1 (1959-1960) dan
Kabinet Kerja Il (1960-1962) tidak terdapat wakil menteri pada periode ini. Pada Kabinet Kerja I11
(1962-1962) terdapat sekitar 10 wakil menteri yang diangkat. Kemudian, pada Kabinet Kerja 1V
(1963-1964), Kabinet Dwikora | (1964-1966), Kabinet Dwikora Il (1966), Kabinet Dwikora Il1
(1966) pada seluruh kabinet ini hanya terdapat wakil Perdana Menteri sedangkan jabatan wakil
menteri tidak ada. Kekosongan jabatan wakil menteri ini berlanjut hingga masuk pada era orde
lama pada Kabinet Ampera | (1966-1967), Kabinet Ampera Il (1967-1968), Kabinet Pembangunan
I (1968-1973), Kabinet Pembangunan Il (1973-1978), Kabinet Pembangunan 111 (1978-1983),
Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Kabinet
Pembangunan VI (1993-1998), dan Kabinet Pembangunan VIl (1998). Masuk pada era reformasi
tepatnya pada Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Kabinet Persatuan Nasional (1999-
2001), dan Kabinet Gotong Royong (2001-2004), pada seluruh periode ini juga tidak ditemukan
jabatan wakil menteri. Memasuki era pasca reformasi yaitu pada Kabinet Indonesia Bersatu (2004-
2009) masih belum ditemukan jabatan wakil menteri pada struktur organisasi kementerian, hingga
akhirnya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid 11 (2009-2014) jabatan wakil menteri kembali eksis
pada organisasi kementerian hingga saat ini. Dikutip dari Wahjudi Djaja, "Kabinet-Kabinet di
Indonesia™, 12-56. dan Ready Susanto, "Mari Mengenal Kabinet Indonesia", 1-153.
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usaha milik negara (BUMN), dan wakil menteri pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi demokrasi.*®

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada kabinet
Kerja (2014-2019) pengangkatan wakil menteri tidaklah sebanyak pengangkatan
wakil menteri yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Presiden Joko Widodo dalam kabinet Kerja ini hanya mengangkat 3
orang wakil menteri yang meliputi wakil menteri luar negeri, wakil menteri
keuangan,* dan wakil menteri energi dan sumber daya mineral.*

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua yaitu pada
kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang), jumlah wakil menteri yang diangkat
oleh Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan. Pada periode Kabinet
Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo mengangkat sekitar 12 wakil menteri di
11 kementerian yaitu 2 orang wakil menteri BUMN, wakil menteri pertahanan,
wakil menteri agama, wakil menteri luar negeri, wakil menteri perdagangan, wakil

menteri keuangan, wakil menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, wakil

menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, wakil menteri

%8 Admin, "Susunan Kabinet Indonesia Bersatu I1," KOMINFO, diakses pada 17 September 2020,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/1089/susunan-kabinet-indonesia-bersatu-ii-
O/berita_satker.

¥ Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu,"
Sekretariat  Kabinet Republik  Indonesia, diakses pada 17  September 2020,
https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/.

0 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil
Menteri,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-
menteri/.
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lingkungan hidup dan kehutanan, wakil menteri agraria dan tata ruang dan wakil
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Reshuffle kabinet kementerian yang dilakukan oleh Presiden Joko
Widodo pada akhir tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap formasi wakil
menteri. Terdapat pergantian wakil menteri pada kementerian pertahanan dan
kementerian BUMN serta pengangkatan wakil menteri baru pada kementerian
kesehatan, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian pertanian.*?
Perombakan terhadap susunan wakil menteri berdampak pada tambunnya
birokrasi kementerian. Peningkatan jumlah wakil menteri yang sangat signifikan
dari periode sebelumnya berakibat pada munculnya anggapan bahwa
pengangkatan wakil menteri hanyalah kamuflase politik bagi-bagi kekuasaan
belaka. Persepsi demikian apabila dapat dibuktikan kebenarannya, maka Presiden
dalam hal pengangkatan wakil menteri dinilai tidak menaati amanat yang terdapat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 terkait persyaratan
dalam pengangkatan wakil menteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011 telah

menetapkan bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara®

bersifat inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena

* Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
2019-2024," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.ig/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-
maju-2019-2024/.

*2 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia.

*% pPenjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ,
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Yang
dimaksud dengan ‘Wakil Menteri’ adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet
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melanggar pasal 28D ayat (1) UUD 1945* dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwasannya eksistensi wakil
Menteri dalam susunan pemerintahan sepenuhnya merupakan bagian dari
kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan bukan merupakan sesuatu yang

bersifat inkonstitusional.*®

Pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 menyebutkan beberapa
persyaratan yang harus dipatuhi oleh Presiden dalam pengangkatan wakil menteri
yaitu Presiden harus melaksanakannya dengan cara yang efektif & efisien, dan
Presiden dilarang mengobral jabatan menteri dan kementerian sebagai hadiah
politik tertentu.*

Pengangkatan 12 wakil menteri pada 11 Kementerian pada periode
pemerintahan Joko Widodo jilid Il ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa
Presiden tidak mematuhi pendapat Mahkamah karena banyaknya jumlah wakil
menteri yang diangkat oleh Presiden bertolak belakang dengan prinsip efektif dan

efisien serta pencegahan praktik obral jabatan. Penyederhanaan dalam struktur

pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo hanya menjadi wacana belaka,

* pasal 28D ayar (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”

* Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy‘ari, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan
Jabatan Wakil Menteri,” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1 (2017), 1. Pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, Pendapat Mahkamah Poin 3.13 halaman 75-77
menyebutkan bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogratif yang boleh dilakukan
oleh Presiden meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang. Kewenangan Presiden dalam
pengangkatan wakil menteri apabila ditujukan untuk menangani beban kerja kementerian yang
semakin berat dengan tetap berlandaskan pada konsitusi dan memiliki nilai manfaat yang dapat
memenuhi harapan dan mambu memberikan peningkatan dalam urusan pemenuhan kebutuhan
masyarakat, maka Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan wakil menteri tidak bertentangan
dengan konstitusi.

* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, Pendapat Mahkamah Poin 3.14 terkait
persoalan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri yang dianggap inkonstitusi,
74-75.
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penambahan 12 wakil menteri menjadikan birokrasi pemerintahan terkesan
semakin ‘gemuk’.

Undang-Undang Kementerian Negara menyatakan bahwasannya
pengangkatan wakil menteri dilakukan apabila terdapat beban kerja yang
membutuhkan penganganan secara khusus.*” Belum terdapat batasan atau
penjelasan lebih lanjut terkait pada kondisi seperti apa seorang Presiden
diperbolehkan menggunakan wewenangnya untuk mengangkat seorang wakil
menteri. Pengangkatan wakil menteri bebas dilaksanakan kapan saja oleh
Presiden, selagi Presiden merasa perlu penanganan khusus terhadap suatu
permasalahan yang terjadi dalam kementerian bidang tertentu.

Pemerintah dalam risalah sidang perkara Nomor 80/PUU-XV11/2019
mengemukakan bahwa maksud dari norma dalam Pasal 10 Undang-Undang
Kementerian yaitu “dalam hal presiden merasa terdapat beban kerja yang
memang membutuhkan penanganan secara khusus atau beban tugas lebih dalam
satu kementerian tertentu. Presiden berwenang menilai atau menaksir sendiri
seberapa berat beban kerja kementerian sehingga memerlukan pengangkatan

wakil menteri.”*® Muhtar Said menanggapi keterangan tersebut bahwa Presiden

" pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Dalam hal terdapat
beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil
Menteri pada Kementerian tertentu.”

*® Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 80/PUU-XVI11/2019 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Acara Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli
Pemohon, dan Ahli Presiden, Jakarta: 12 Maret 2020, 7
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sebagai pejabat administrasi tertinggi tidak diperbolehkan hanya menggunakan
‘perasaan saja’ sebagai tolak ukur dalam pengangkatan wakil menteri.*®

Kewenangan wakil Menteri yang bersifat mandat mengakibatkan wakil
menteri tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam kementerian sebelum
mendapatkan mandat secara langsung dari menteri. Mahkamah Konstitusi
beranggapan apabila sifat kewenangan yang dimiliki oleh wakil menteri ini dalam
struktur lembaga kementerian tidak memiliki manfaat karena dalam struktur
kementerian terdapat pejabat kementerian lain seperti sekretaris jenderal,
direktorat jenderal, dan lain sebagainya yang memiliki kewenangan lebih jelas.
Bahkan wakil menteri tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu
keputusan, hal ini tentu menunjukkan bahwa pengangkatan wakil menteri oleh
Presiden tidak disiapkan dengan berbagai aturan yang menunjang. Presiden
sebagai administratur tertinggi seharusnya mampu memahami bahwa
pengangkatan wakil menteri merupakan kategori recht handelingen® sehingga
menimbulkan adanya akibat hukum yang mengikuti.>*

Politik hukum pengangkatan wakil menteri yang masih belum memiliki
tolak ukur yang jelas. Kewenangan Presiden dalam mengangkat wakil menteri

menimbulkan berbagai anggapan bahwa wakil Menteri merupakan hadiah politik

* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019, Pendapat Ahli yang diajukan
Pemohon, Poin 1, terkait persoalan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri, 28-
29.

%0 Recht Handelingen merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya hak
dan kewajiban yang dapat menciptakan hukum baru, merubah hukum yang ada hingga menghapus
hukum sebelumnya. Tindakan hukum pada praktiknya terbagi menjadi dua yaitu tindakan hukum
bersegi satu dan tindakan hukum bersegi dua. Dikutip dari Indroharto, "Usaha Memahami
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku | Beberapa Pengertian Dasar
Hukum Tata Usaha Negara" (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 147.

5! pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019, Pendapat Ahli yang diajukan
Pemohon, Poin 1, terkait persoalan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Wakil Menteri, 28-
29.
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belaka. Pengangkatan wakil menteri juga menimbulkan adanya tumpang tindih
kewenangan dalam kementerian. Wakil menteri memiliki tugas untuk membantu
menteri sedangkan pada Undang-Undang Kementerian jelas disebutkan bahwa
unsur pembantu menteri adalah sekretariat jenderal.®® Ketentuan tersebut
kemudian mengakibatkan adanya dualisme posisi pembantu menteri antara wakil
menteri dengan sekretariat jenderal.

Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 menyebutkan pula
bahwasannya wakil menteri termasuk unsur pemimpin kementerian satu kesatuan
dengan menteri. Tafsir tersebut mengakibatkan kerancuan dalam berfikir dimana
wakil menteri yang menempati unsur pemimpin kementerian memiliki tugas
untuk membantu menteri sama dengan tugas yang dimiliki oleh sekretariat
jenderal sebagai pembantu pemimpin kementerian. Permasalahan tersebut apabila
dibiarkan maka kinerja menteri, wakil menteri dan pejabat lain dalam
Kementerian menjadi tidak efektif karena terdapat potensi terjadinya konflik
kepentingan di dalamnya serta memicu timbulnya miskoordinasi dalam birokrasi
Kementerian.

Undang-Undang Kementerian hanya memuat 1 pasal saja yang mengatur
tentang wakil menteri, bahkan wakil menteri tidak masuk ke dalam struktur
organisasi Kementerian dalam ketentuan undang-undang tersebut. Terdapat
vacuum of norm terkait pengaturan lebih lanjut tentang wakil menteri dalam

Undang-Undang Kementerian. Tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh

52 pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008 : “Susunan
organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
terdiri atas unsur: b. Pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal. ”
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Wakil Menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Wakil Menteri, dimana materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Presiden
tersebut adalah materi muatan yang seharusnya dimuat dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Perkara Nomor 79/PUU-1X/2011 menyebutkan bahwa ‘“sesuatu yang tidak
diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan. ">* Logika tersebut apabila
diadopsi dalam pengaturan hukum tentang wakil menteri dapat mengakibatkan
pelanggaran hukum, khususnya terkait persyaratan untuk menjadi seorang wakil
menteri yang tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.
Kemungkinan praktik pengangkatan wakil menteri berasal dari warga negara
asing, tidak memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan mantan narapidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak setia kepada
Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi memiliki potensi yang lebih besar
untuk terjadi.

Pengangkatan wakil menteri secara sepihak dan hanya mengikuti
kehendak Presiden tanpa adanya arah dan landasan yang jelas hanya akan
memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Pengangkatan wakil menteri
berpotensi hanya digunakan sebagai dalih untuk menutupi fakta bahwa
pengangkatan wakil menteri dilakukan hanya sebagai ajang akomodasi politik

saja.

53 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, Pertimbanan Hukum Mahkamah Poin
3.12 yang menyatakan bahwa pengangkatan wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari
kewenangan Presiden baik diatur atau tidak diatur dalam undang-undang, sehingga dari sudut
substansi tidak ada permasalahan konstitusional sepanjang tidak ada pertentangan dengan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Kekosongan hukum terkait pengaturan tentang wakil menteri dalam
Undang-Undang Kementerian ini mengakibatkan adanya beberapa pelanggaran
yang dilakukan dalam pengangkatan wakil menteri. Salah satu diantaranya
terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan yaitu oleh wakil menteri BUMN
rangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina (persero), wakil
menteri BUMN menjadi komisaris utama PT. Bank Mandiri (persero) dan wakil
menteri Keuangan menjadi wakil komisaris utama di PT. PLN (persero).**
Adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh 2 wakil menteri BUMN dan
wakil menteri keuangan tersebut melanggar ketentuan norma Pasal 25 dan Pasal
33°° Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Undang-Undang BUMN).

Tidak adanya aturan tentang larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri
dalam Undang-Undang Kementerian apabila mengadopsi logika Mahkamah
Konstitusi bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh
dilakukan,” maka wakil menteri diperbolehkan merangkap jabatan. Fakta ini

kemudian menunjukkan adanya conflict of norm antara Undang-Undang

* CNN Indonesia, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris,” CNN Nasional,

diakses pada 11 September 2020, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200827140548-12-

539942/mk-larang-wakil-menteri-rangkap-jabatan-komisaris.

*® pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran

Negara Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003: “Anggota Direksi

dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan
jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan
daerah; dan/atau

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

% pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran

Negara Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003: “Anggota Komisaris

dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan
jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan.”

20



Kementerian Negara dengan Undang-Undang BUMN terkait larangan rangkap
jabatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 dalam
pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa wakil menteri meskipun dalam
penyelenggaraan pemerintahan bertugas membantu menteri dalam memimpin
pelaksanaan tugas Kementerian. Ketentuan tersebut tidak merubah fakta jika
pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogratif
Presiden sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian Menteri. Dengan
demikian, wakil menteri dan menteri memiliki hak dan status yang sama karena
sama-sama diangkat oleh Presiden melalui hak prerogratifnya.

Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara®’ terkait larangan rangkap
jabatan yang berlaku bagi menteri, berlaku juga bagi wakil menteri. Pasca adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 —yang bersifat final
and binding®®—menunjukkan bahwa Presiden telah melanggar ketentuan norma
yang terdapat pada Undang-Undang Kementerian dan Undang-Undang BUMN

karena terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan.

% pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran

Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, 2008 : “Menteri dilarang

merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

%8 Final and binding merupakan sifat yang dimiliki oleh putusan yang dikeluarkan Mahkamah

Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi ketika menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut

langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Konstitusi

dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun untuk mengubahnya.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini juga bersifat mengikat bagi seluruh

masyarakat Indonesia tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa saja. Dikutip dari Pasal 10

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, Tahun 2003.
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Pendapat Mahkahmah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 terkait persoalan rangkap jabatan wakil menteri oleh
Pemerintah dianggap tidak memiliki sifat yang mengikat karena bukan bagian dari
keputusan Mahkamah Konstuitusi.®® Praktik rangkap jabatan memiliki resiko
buruk bagi instansi terkait antara lain yaitu adanya potensi conflict of interest,
penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetensi dan kapabilitas, penghasilan
ganda, dan menjadi pemicu konflik kepentingan yang melahirkan potensi
korupsi.®® Menteri BUMN—Erick Tohir—berpendapat bahwa rangkap jabatan
pada Kementerian BUMN, khususnya jabatan wakil menteri bukanlah hal baru
dan sudah lumrah terjadi di Kementerian BUMN bahkan sebelum menteri BUMN
dijabat oleh Erick Tohir, sehingga hal ini tentu bertentangan dengan pendapat
Mahkamah yang menegaskan bahwa wakil menteri merupakan pejabat negara dan
tidak boleh merangkap jabatan.®*

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI)—Fahri
Bachmid—mengemukakan bahwa statement yang dikeluarkan oleh Pemerintah
melalui Staff khusus Presiden Bidang Hukum terkait putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut adalah tidak tepat. Tafsir secara otoritatif yang telah dilakukan
oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait persoalan rangkap jabatan wakil menteri

harus dipahami secara utuh, sehingga mandat konstitusional yang disampaikan

> Dini Purwono, "Istana Jelaskan Pendapat MK soal Rangkap Jabatan Wakil Menteri," detik
News, diakses pada September November 2020, https://news.detik.com/berita/d-5162087/istana-
jelaskan-pendapat-mk-soal-rangkap-jabatan-wakil-menteri.

% Tri Wahyuni, "Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan" (Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 111 LAN, 2017),
4.

61 Akhdi Martin Pratama, "Wamen BUMN Rangkap Jabatan, Ini Pembelaan Erick Thohir,"
Kompas.com, diakses pada 11 September 2020,
https://money.kompas.com/read/2020/02/21/182528126/wamen-bumn-rangkap-jabatan-ini-
pembelaan-erick-thohir?page=all.
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Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat dilaksanakan dengan baik.®
Pemerintah dalam hal ini harus mengingat bahwa pendapat Mahkamah dalam
pertimbangan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan
amar putusan. Pendapat hakim konstitusi dan amar putusan tersebut merupakan
satu kesatuan yang sama pentingnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi.®®
Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait putusan tersebut juga
merekomendasikan seputar larangan rangkap jabatan wakil menteri. LAN
berpendapat bahwa jabatan wakil menteri merupakan pejabat yang memiliki
tingkatan setara dengan menteri mengingat prosedur pengangkatan keduanya
dilaksanakan oleh Presiden secara langsung sehingga apa yang dilarang bagi
menteri seharusnya juga dilarang bagi wakil menteri.** Sekretaris Umum DPP
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI)—terkait putusan
Mahkamah Konstitusi—berpendapat bahwa pasca putusan tersebut, maka wakil
menteri yang bersangkutan harus memilih untuk melepaskan salah satu jabatan
sebagai wakil menteri BUMN atau jabatan direksi dan komisaris di BUMN.®
Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang tertuang dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 harus ditaati dan dilaksanakan

%2 Dimas Ryandi, "Fahri: Putusan MK Soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan Tepat dan Final,"
JawaPos.com, diakses pada 11 September 2020,
https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/09/2020/fahri-putusan-mk-soal-larangan-wamen-
rangkap-jabatan-tepat-dan-final/.

% Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 211.

% Maulandy Rizky Bayu Kencana, "Larangan Wamen Rangkap Jabatan, LAN Perlu Beri Solusi ke
Jokowi," Liputans, diakses pada 11 September 2020,
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4351838/larangan-wamen-rangkap-jabatan-lan-perlu-beri-
solusi-ke-jokowi.

% Abdul Rochim, "Jabatan, GAMKI Ingatkan Wakil Menteri BUMN," SINDONEWS.com, diakses
pada 11 September 2020, https://nasional.sindonews.com/read/152482/13/soal-larangan-rangkap-
jabatan-gamki-ingatkan-wakil-menteri-bumn-1599062999.
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olen pihak yang bersangkutan, mengingat bahwa putusan akhir Mahkamah
Konstitusi bersifat final dan mengikat.®®

Presiden dengan adanya polemik terkait larangan rangkap jabatan wakil
menteri berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
diharapkan mampu untuk segera mengambil tindakan. Praktik rangkap jabatan
tersebut apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi
pemerintahan di Indonesia. Kekosongan hukum terkait hal-hal mengenai
pengangkatan wakil menteri akan memicu pertanyaan bagaimana politik hukum
yang diterapkan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri. Munculnya
pertanyaan tersebut diakibatkan oleh adanya pertimbangan Mahkamah pada
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 pengangkatan wakil
Menteri harus dilakukan berdasarkan kepentingan yang jelas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Kementerian sendiri juga
tidak ditentukan tolak ukur yang digunakan sebagai landasan diperbolehkannya
mengangkat wakil menteri, persyaratan, larangan, tugas, fungsi dan kewenangan
wakil menteri yang seharusnya di atur dalam undang-undang tetapi faktanya tidak
ada.

Salah satu ciri khas negara hukum menurut Sri Soemantri bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan
dimana pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus berdasar

pada hukum yang jelas.®” Sehingga pengaturan tentang wakil menteri dalam

% Marwan Mas, "Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara" (Depok: Rajawali Pers, 2017),
222.

%7 Dian Aminudin dan Sirojudin Fatkhurrohman, "Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi
di Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 1.
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peraturan perundang-undangan memiliki peran yang penting penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya terhadap kepastian hukum bagi wakil menteri itu
sendiri. Sejalan dengan konsep pemerintahan Islam yang mengatur segala hal
terkait pemerintahan berdasarkan hukum yang jelas. Terdapat salah satu konsep
politik dalam Islam yang mengatur secara detail terkait urusan pemerintahan,
yaitu pada pemikiran politik Imam al-Mawardi.

Imam al-Mawardi dalam konsep politiknya menegaskan bahwasannya
secara ideal kepala negara berkuasa untuk menentukan arah kebijakan politiknya
dan tidak dipengaruhi pembantu-pembantunya.®® Keberadaan menteri-menteri
dalam suatu sistem ketatanegaraan hanya untuk membantu tugas penguasa dan
tidak diperbolehkan mempengaruhi penguasa dalam hal menentukan arah
kebijakan politik. Imam al-Mawardi memberikan batasan yang jelas tentang
bagaimana kedudukan beserta tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh para
pembantu penguasa, atau selanjutnya disebut menteri. Pandangan tersebut
dibuktikan dengan dikembangkannya teori wazir tafwidh dan wazir tanfidz dalam
sistem pemerintahan oleh Imam al-Mawardi.

Imam al-Mawardi membagi Kementerian dalam 2 golongan yaitu:
pertama, Kementerian (pembantu kepala negara) yang memiliki kewenangan
yang lebih luas (semacam perdana menteri), ia dapat menentukan kebijakan
politik sendiri dan bertindak atas nama kepala negara. Kedua, Kementerian yang

tugasnya hanyalah sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh kepala negara

%8 Muhammad Igbal, Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Indonesia Kontemporer" (Depok: KENCANA, 2017), 22.
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dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri.®® Berdasarkan
konsep pemikiran politik Imam al-Mawardi di atas, kedudukan menteri secara
birokratis menempati salah satu posisi dalam empat bagian utama para pejabat
negara, yakni sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dan kebijakan
yang bersifat umum pada pekerjaan umum.” Imam Al-Mawardi juga menetapkan
kriteria tersendiri terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menduduki
jabatan baik sebagai wazir tafwidh maupun wazir tanfidz.

Pemikiran politik Imam al-Mawardi yang membagi Kementerian dalam 2
kategori, yaitu Kementerian yang memiliki kewenangan untuk menentukan
kebijakan publik (wazir tafwidh) dan Kementerian yang tidak memiliki
kewenangan untuk menentukan kebijakan publik (wazir tanfidz).”* Klasifikasi
tersebut memiliki kemiripan dengan konsep wakil Menteri di Indonesia. WakKil
menteri pada kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai wazir tafwidh karena
diangkat langsung oleh Presiden, akan tetapi pada kondisi yang lain dapat pula
dikategorikan sebagai wazir tanfidz karena tidak memiliki kewenangan
menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tidak adanya
tolak ukur yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengangkatan wakil
menteri menunjukkan adanya ketidakjelasan politik hukum yang digunakan oleh

Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri. Persoalan-persoalan yang

% Muhammad Igbal, Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Indonesia Kontemporer", 23.

" Sirojuddin Aly, Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan (Depok: Rajawali Pers,
2018), 224-225.

' Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," Tsagafah, Jilid Vol. 13
(2017): 169.
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penting untuk diatur dalam Undang-Undang Kementerian terkait persyaratan
wakil menteri, larangan, tugas, fungsi dan kewenangan faktanya juga tidak di atur
dalam undang-undang tersebut. Hanya terdapat 1 pasal yang mengatur
permasalahan tentang wakil menteri,”? hal ini tentu tidak relevan mengingat
jabatan wakil menteri memiliki status kedudukan yang sama dengan menteri yaitu
sebagai pejabat negara yang diangkat berdasarkan hak prerogratif Presiden
sehingga apa yang diberlakukan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri.

Kekosongan hukum terkait wakil menteri ini kemudian memicu
timbulnya berbagai pelanggaran. Praktik rangkap jabatan wakil menteri di
Kementerian BUMN merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam
norma yang terdapat pada Undang-Undang BUMN terkait larangan rangkap
jabatan. Pada praktik pengangkatan wakil menteri, tentu bukan sesuatu yang
mustahil apabila logika Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “sesuatu
yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” untuk
diterapkan. Logika tersebut apabila digunakan secara tidak tepat akan
berpengaruh pada pengangkatan wakil menteri yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan ini apabila dibiarkan tanpa adanya perbaikan, maka bisa

saja wakil menteri di angkat tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang

72 pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, , Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Dalam hal terdapat
beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil
Menteri pada Kementerian tertentu.”
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diterapkan bagi menteri pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Kementerian.”
Praktik pengangkatan wakil menteri yang demikian tentu bertentangan dengan
putusan Mahkamah yang menyebutkan bahwa apa yang berlaku bagi menteri
diberlakukan secara mutatis mutandis’ bagi wakil menteri.

Berbagai pemaparan data di atas menunjukkan bahwa permasalahan
utama mengenai wakil menteri adalah adanya vacuum of norm dalam Undang-
Undang Kementerian Negara yang kemudian diikuti dengan adanya conflict of
norm antara Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN,
serta adanya pelanggaran terhadap norma tentang larangan rangkap jabatan dalam
Undang-Undang Kementerian dan Undang-Undang BUMN.

Penelitian ini secara keseluruhan akan membahas permasalahan tentang

politik hukum pengangkatan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi

™ pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian,

Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008: “Untuk

dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negar, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih..”

™ Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur

yang terdapat pada ketentuan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada

hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Secara sederhana,

mutatis mutandis dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting untuk

dilakukan. Dikutip dari Pasal 1 ayat (11) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Arsip Nasional

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 253 Tahun 2016, 4.

Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa mutatis mutandis dipahami sebagai seluruh

perubahan yang perlu untuk dilakukan, akan tetapi perubahan yang diperlukan tersebut sudah

dilakukan. Sederhananya, mutatis mutandis merupakan pemberlakuan suatu ketentuan terhadap

semua ketentuan yang kemudian mengalami perubahan. “All necessary changes having been

made; with the necessary changes (what was said regarding the first contract applies mutatis

mutandis to all the later ones).” Dikutip dari Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary - 9th

Edition" (St. Paul: Thomson West, 2004).

28



Nomor 80/PUU-XV11/2019 terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri
perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi. Apabila dirinci, maka penelitian
ini akan menganalisa lebih lanjut tentang bagaimana konstitusionalitas praktik
rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri, menganalisa tentang
mekanisme politik hukum pengangkatan wakil menteri, dan penulis juga akan
menganalisis secara ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori

al-wizarah Imam Al-Mawardi.
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D.

Rumusan Masalah

Bagaimana konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan
wakil menteri?

Bagaimana politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak

prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian?

. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 terkait

larangan rangkap jabatan wakil menteri secara ontologis sesuai dengan teori
al-wizarah Imam Al-Mawardi?

Tujuan Masalah

Untuk menganalisis konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada
pengangkatan wakil menteri.

Untuk menganalisis dan menemukan politik hukum pengangkatan wakil
menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang
Kementerian.

Untuk menganalisis dan menemukan secara ontologis kesesuaian Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 terkait larangan rangkap
jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selain dalam rangka mewujudkan beberapa

tujuan yang telah disebutkan di atas, diharapkan pula dapat memberikan manfaat

bagi peneliti secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Terdapat beberapa

manfaat dari dibuatnya penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah peneliti berharap
bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah khazanah ilmu
pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literasi
dalam dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca baik
dari masyarakat umum pada umumnya dan dari kalangan akademisi di
perguruan tinggi pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat
digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian sejenis sebagai
update terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini adalah peneliti berharap
bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang
dapat dimanfaatkan oleh peneliti di masa mendatang untuk meneliti berbagai
perkembangan hukum baru yang kelak akan terjadi. Peneliti juga berharap
penelitian ini dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca
khususnya terkait masalah “Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 Terkait
Larangan Rangkap Jabatan Bagi Wakil Menteri Perspektif Teori Al-Wizarah
Imam Al-Mawardi”. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat secara
praktis bagi:

a. Bagi Presiden Republik Indonesia ialah sebagai bahan pertimbangan/
referensi tambahan dalam hal menentukan politik hukum

pengangkatan wakil menteri agar memiliki indikator yang jelas dan
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menghilangkan stereotip negatif tentang pengangkatan wakil menteri
yang digunakan hanya sebagai akomodasi politik saja. Sehingga
pengangkatan wakil menteri pada periode selanjutnya dapat
dilaksanakan dengan pertimbangan matang dan indikator yang jelas
dengan harapan dapat meningkatkan kinerja Kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai
referensi tambahan dan acuan yang dapat digunakan dalam rangka
penyusunan rancangan perubahan Undang-Undang Kementerian
Negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pedoman dalam kajian akademik tentang permasalahan terkait wakil
menteri di Indonesia. Sehingga kekosongan hukum terkait aturan
tentang wakil menteri di Indonesia dapat dimuat secara
komprehensif di dalam Undang-Undang Kementerian negara.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya
penelitian ini yang mengangkat topik pembahasan yang sama dengan topik
pembahasan pada penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian-penelitian sejenis, baik dari fokus utama pembahasan maupun teori
yang digunakan. Penelitian yang berkaitan dengan masalah Wakil Menteri hingga
saat ini merupakan salah satu topik penelitian yang belum terlalu banyak diangkat
pada suatu penelitian. Terlebih lagi, pada penelitian ini terdapat inovasi baru

dengan memadukan antara teori hukum murni dengan teori hukum Islam sebagai
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pisau analisisnya. Sehingga penulis dengan ini secara tegas menyaakan
bahwasannya penelitian ini merupakan karya asli dari penulis tanpa adanya
plagiarisme dari karya penelitian siapa pun.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang
pernah peneliti baca, antara lain yaitu:

Pertama, Sefti Nuraida Nasution, UIN Sumatera Utara dengan judul
Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi.” Peneitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang membahas permasalahan tentang pengangkatan menteri di
Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasannya
pengangkatan dan pemberhentian Menteri merupakan kewenangan konstitusional
yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Selain itu,
pengangkatan menteri telah diatur pada Bab V Pasal 22 aya (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. Adapun relevansi
pengangkatan menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-
Mawardi bahwa kepala negara sama-sama memiliki hak prerogratif dalam
memilih dan menentukan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
Pengangkatan menteri juga harus memiliki integritas yang baik agar tercapainya
kemaslahatan seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sefti
dengan penelitian penulis, yaitu fokus kajian antara kedua penelitian ini berbeda.

Dimana penelitian Sefti Nuraida Nasution lebih berfokus pada masalah

™ Sefti Nuraida Nasution, Skripsi "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi" (Medan: Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, 2018).
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pengangkatan menteri, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian
tentang politik hukum pengangkatan wakil Menteri, konstitusionalitas praktik
rangkap jabatan wakil menteri, dan menganalisis secara ontologis kesesuaian
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 terkait larangan
rangkap jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi .
Kedua, Yustiana, UIN Raden Intan Lampung dengan judul Konsep
Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi) dan Relevansinya Terhadap Sistem
Pemerintahan Kontemporer.” Adapun pada penelitian ini mengemukakan
bahwasannya Al-Wizarah menurut Imam Al-Mawardi dibagi menjadi dua, yaitu
wazir tafwidh dan wazir tanfidz. Berdasarkan perspektif Imam Al-Mawardi
tentang Kementerian kontemporer adalah Kementerian dianggap sebagai kepala
negara kedua, karena yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang
Menteri. Penelitian normatif ini fokus kajiannya yaitu pada konsep Kementerian
dalam pandangan Islam, yaitu konsep Wizarah imam Al-Mawardi. Hal ini adalah
sesuatu yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Yustiana dengan
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yustiana dalam penelitiannya membahas
permasalahan Kementerian dalam Islam secara umum, sedangkan penulis pada
penelitian ini  membahas politik hukum pengangkatan wakil Menteri,
konstitusionalitas praktik rangkap jabatan wakil menteri, dan menganalisis secara
ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-

Mawardi.

’® Yustiana, Skripsi "Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya
Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan,
2017).
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Ketiga, Novira Maharani Sukma dan Retno Saraswati, Universitas
Diponegoro dengan judul Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Republik
Indonesia Nomor 79/PUU-1X/2011.”" Penelitian yang dilakukan oleh Novira dan
Retno ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji secara yuridis normatif
terkait kedudukan wakil menteri pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011. Dimana sebelum adanya putusan tersebut
kedudukan wakil menteri di Indonesia masih tidak jelas. Adapun dalam penelitian
ini menyatakan bahwa Kedudukan Wakil Menteri di masa yang akan datang
sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur
Wakil Menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
IX/2011 namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan
Wakil Menteri.

Secara umum, garis besar penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan
penelitian Novira dan Retno membahas persoalan yang sama. Akan tetapi, tentu
terdapat perbedaan antara keduanya, pada penelitian ini penulis akan membahas
beberapa permasalahan mengenai politik hukum pengangkatan wakil Menteri,
konstitusionalitas praktik rangkap jabatan wakil menteri, dan menganalisis secara
ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-

Mawardi.

" Novira Maharani Sukma, Retno Saraswati, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem
ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
79/PUU-1X/2011," Jurnal Law Reform (2013).
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Keempat, Zaki Ulya, Universitas Samudra dengan judul Kedudukan
Wakil Menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in The
System Operation of Government Under The 1945 Constitution of The Republic of
Indonesia)’®. Adapun dalam penelitian ini memuat beberapa hal yaitu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
apabila dilihat dari segi kewenangannya, jabatan wakil menteri bukanlah jabatan
yang strategis.Wakil Menteri hanya berhak mewakili Menteri dan tidak punya hak
mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet.Wakil Menteri
adalah subordinasi Menteri karena kewenangan utama tetap berada di tangan
Menteri. Dan wakil menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia,
tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan
Menteri.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaki Ulya dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan, dimana pada penelitian
penulis ini akan mengkaji mengenai masalah politik hukum pengangkatan wakil
Menteri, konstitusionalitas praktik rangkap jabatan wakil menteri, dan

menganalisis secara ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

78 zaki Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position Of Deputy Minister Of State In The System
Operation Of Government Under The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia)," Jurnal
Legislasi Indonesia, Jilid Vol. 13 (Juni 2016).
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80/PUU-XVI1/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori
al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Kelima, Saiful Anam, Universitas Indonesia dengan judul Kedudukan
Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara.”® Adapun dalam
penelitian ini menyebutkan apabila makna “Presiden dapat mengangkat Wakil
Menteri pada Kementerian tertentu dalam hal terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan secara khusus” pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah pengangkatan wakil menteri
merupakan hak prerogratif Presiden untuk menentukan secara objektif
berdasarkan analisa dan alasan yang jelas. Sedangkan yang dimaksud penanganan
secara khusus, harus diartikan tidak dalam keadaan biasa, yakni terdapat sesuatu
yang memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan yang ekstra dan tidak dapat
dikerjakan oleh seorang Menteri dan struktur organisasi yang berada di bawah
Menteri.

Apabila dilihat secara sekilas, penelitian yang dilakukan oleh Saiful
Anam dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat topik yang
sama, yaitu wakil menteri. Pada dasarnya, terdapat perbedaan yang membedakan
kedua penelitian ini dimana pada penelitian yang dilakukan penulis akan
membahas dan mengkaji secara komprehensif tentang permasalahan politik
hukum pengangkatan wakil Menteri, konstitusionalitas praktik rangkap jabatan

wakil menteri, dan menganalisis secara ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah

™ Saiful Anam, Tesis "Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian
Negara" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013).
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Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil
menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.
Terkait perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian

sebelumnya akan dibahas secara lebih rinci pada tabel berikut.
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Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Nama/Perguruan R U N
Tinggi/Tahun/ tmusan Hasil Perbedaan nsur H
Masalah Kebaruan 7
Judul U
Sefti Nuraida 1. Bagaimana . Pengangkatan | Topik 1. Penelitian ini
Nasution/ UIN pengangkata dan penelitian merupakam
Sumatera Utara/ n menteri pemberhentian | Sefti Nuraida pengembanga
2018/ Skripsi/ dalam sistem menteri yaitu n dari
“Analisis pemerintaha merupakan permasalahan penelitian
Hukum n Indonesia kewenangan terkait sebelumnya;
Pengangkatan dan Undang- konstitusional | pengangkatan |2. permasalahan
Menteri dalam Undang yang dimiliki | menteri, yang diteliti
Sistem Nomor 39 oleh Presiden, | sedangkan merupakan isu
Pemerintahan Tahun 2008 selain itu topik hukum baru
Indonesia Tentang dalam penelitian terkait
Ditinjau dari Kementerian Undang- penulis adalah permasalahan
Perspektif Imam ? Undang mengenai wakil menteri
Al-Mawardi ” 2. Bagaimana Kementerian konstitusionali di Indonesia;
pengangkata pengangkatan | tas praktik 3. hasil
n menteri menteri diatur | rangkap penelitian
menurut dalam Bab VV | jabatan wakil merangkum
Imam Al- Pasal 22 ayat | menteri, seluruh
Mawardi? (1) dan (2). politik hukum jawaban mulai
3. Adakah . Imam Al- pengangkatan dari
relevansi Mawardi wakil Menteri, permasalahan
pengangkata membagi dan yang belum
n Menteri Kementerian menganalisis menemukan
dalam sistem ke dalam 2 secara jawaban yang
di Indonesia kelompok, ontologis tepat pada
perspektif yaitu wazir kesesuaian penelitian
Al-Mawardi? tafwidh yang | Putusan sebelumnya
pengangkatann | Mahkamah hingga
ya ditunjuk Konstitusi beberapa
secara Nomor permasalahan
langsung oleh | 80/PUU- baru yang
imam/khalifah | XV11/2019 ditimbulkan
dan wazir terkait akibat adanya
tanfidz yang larangan ketidakjelasan
pengangkatann | rangkap jawaban
ya hanya jabatan wakil terkait
dengan menteri masalah wakil
melalui izin dengan teori menteri di
dan al-wizarah Indonesia; dan
persetujuan Imam Al- 4. hasil penelian
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serta tidak
disyaratkan
adanya
prosedur
kontrak
langsung
dengan
khalifah.

3. Kepala negara
sama-sama
memiliki hak
prerogratif
dalam memilih
dan
menentukan
Menteri sesuai
dengan bidang
dan tanggung
jawabnya,
seorang
menteri harus
memiliki
integritas yang
baik sesuai
dengan
persyaratan
bagi seorang
menteri baik
yang terdapat
dalam
Undang-
Undang
Kementerian
maupun
menurut
pemikiran
imam Al-
Mawardi.

Mawardi

Yustiana/UIN
Raden Intan
Lampung/2017/
Skripsi/
“Konsep
Kementerian
(Al-Wizarah)
Imam Al-

1. Bagaimana
konsep Al-
Wizarah
Imam Al-
Mawardi?

2. Bagaimana

relevansi Al-
Wizarah

1.Kementerian
(wizarah)
menurut Imam
Al-Mawardi
dibagi menjadi
dua, yaitu
wazir tafwidh
dan wazir

Topik dan
orientasi
penelitian
berbeda.
Yustiana
dalam
penelitiannya
berfokus pada

diharapkan
dapat
digunakan
untuk
menjawab
permasalahan
pokok
mengenai
jabatan wakil
menteri di
Indonesia.
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Mawardi) dan Imam Al- tanfidz. relevansi
Relevansinya Mawardi 2. Perspektif konsep
Terhadap terhadap Imam Al- Kementerian
Sistem Kementerian Mawardi imam Al-
Pemerintahan kontemporer tentang Mawardi
Kontemporer.” ? Kementerian | terhadap
kontemporer sistem
adalah pemerintahan
Kementerian Indonesia,
dianggap sedangkan
sebagai kepala | penelitian
negara kedua, | penulis
karena yang mengkaji
menjalankan tentang
roda konstitusionali
pemerintahan | tas rangkap
adalah seorang | jabatan wakil
Menteri. menteri,
politik hukum
pengangkatan
wakil menteri,
dan
menganalisis
secara
ontologis
kesesuaian
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
80/PUU-
XV11/2019
terkait
larangan
rangkap
jabatan wakil
menteri
dengan teori
al-wizarah
Imam Al-
Mawardi.
Novira 1. Bagaimana 1. Pasca adanya Fokus kajian
Maharani kedudukan putusan pada
Sukma dan Wakil Mahkamah penelitian
Retno Menteri Konstitusi Novira
Saraswati/Unive dalam Nomor Maharani dam
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rsitas
Diponegoro/Jur
nal/
“Kedudukan
Wakil Menteri
dalam Sistem
Ketatanegaraan
Indonesia Pasca
Putusan
Mahkamah
Konsitusi
Republik
Indonesia
Nomor
79/PUU-
IX/2011.”

Sistem
ketatanegara
an Republik
Indonesia
pasca
putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
79/PUU-
IX/2011?

2. Bagaimana
kedudukan
Wakil
Menteri di
masa
mendatang?

79/PUU-
IX/2011 maka
terdapat
beberapa sudut
pandang
terkait
kedudukan
wakil menteri,
apabila dilihat
dari segi
kewenangan
berada di
bawah menteri
dan setara
dengan
sekretariat
jenderal.
Apabila dilihat
dari segi
pengangkatann
ya, ia sejajar
dengan
menteri dan
berada di atas
sekretariat
jenderal.
Apabila dilihat
dari segi
struktur
organisasi,
kedudukan
wakil menteri
tidak
dijelaskan
secara
normatif
dalam undang-
undang.

2. Peraturan

perundang-
undangan yang
mengatur
tentang wakil
menteri pasca
adanya
putusan

Retno
Saraswati ini
hanya pada
kedudukan
wakil Menteri
serta
bagaimana
sebaiknya
kedudukan
wakil Menteri
di masa yang
akan datang,
sedangkan
pada
penelitian
yang
dilakukan
penulis selain
mengkaji
masalah
konstitusionali
tas rangkap
jabatan wakil
menteri,
politik hukum
pengangkatan
wakil menteri,
dan
menganalisis
secara
ontologis
kesesuaian
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
80/PUU-
XVI1/2019
terkait
larangan
rangkap
jabatan wakil
menteri
dengan teori
al-wizarah
Imam Al-




Mahkamah Mawardi.

Konstitusi

Nomor

79/PUU-

IX/2011 belum

mampu

memberikan

ketegasan

mengenai

pengaturan

terkait Wakil

Menteri,

sehingga lebih

baik pada

masa yang

akan datang

kedudukan

Wakil Menteri

ditiadakan

saja.
Zaki . Apakah 1. Menteri dan Rumusan
Ulya/Universita kedudukan Wakil Menteri | masalah pada
S Wakil memiliki penelitian Zaki
Samudra/2016/J Menteri kedudukan Ulya dengan
urnal/ sama dengan yang berbeda | penelitian
“Kedudukan Menteri dalam penulis sangat
Wakil Menteri negara dalam melaksanakan | berbeda.
dalam Sistem menjalankan tugas dan Dimana pada
Penyelenggaraa tugas dan fungsinya penelitian Zaki
n Pemerintahan fungsi dalam bidang | Ulyaia
Negara bidang pemerintahan. | mengkaji
Menurut pemerintaha Dimana Wakil | tentang
Undang- n? Menteri perbandingan
Undang Dasar . merupakan kedudukan
Tahun 1945 Bagaimanak pembantu Menteri dan
(Position of ah peran menteri dalam | wakil Menteri
Deputy Minister Wakil melaksanakan | apakah sama
of State in The Menteri tugasnya. dalam
System dalam sistem Sehingga tugas | penyelenggara
Operation of penyelenggar dan an
Government aan negara kewenangan pemerintahan
Under The 1945 berdasarkan yang dimiliki | serta peran
Constitution of peraturan oleh keduanya | wakil Menteri
The Republic of perundang- sangat dalam
Indonesia).” undangan? berbeda. pemerintahan.

2. Tidak adanya | Sedangkan




rule of conduct
berdasarkan
Undang-
Undang
Kementerian
terkait posisi

pada
penelitian
penulis
mengkaji
masalah
konstitusionali

wakil Menteri | tas rangkap
akan jabatan wakil
menimbulkan | menteri,
kesulitan politik hukum
dalam pengangkatan
pembagian wakil menteri,
tugas antara dan
Menteri dan menganalisis
Wakil secara
Menteri, ontologis
sehingga wakil | kesesuaian
Menteri tidak | Putusan
bisa berperan | Mahkamah
aktif dalam Konstitusi
penyelenggara | Nomor
an 80/PUU-
pemerintahan | XV11/2019
di Indonesia. terkait
larangan
rangkap
jabatan wakil
menteri
dengan teori
al-wizarah
Imam Al-
Mawardi.
Saiful 1. Apa makna 1. Pengangkatan | Fokus kajian
Anam/Universit “Presiden Wakil Menteri | pada
as Indonesia/ dapat merupakan penelitian
2013/Tesis/ mengangkat hak prerogratif | Saiful Anam
“Kedudukan Wakil Presiden, terletak pada
Wakil Menteri Menteri dimana hal pemaknaan
dalam Susunan pada tersebut dapat | norma pada
Organisasi Kementerian dilaksanakan | pasal 10
Kementerian tertentu apabila Undang-
Negara.” dalam hal terdapat Undang
terdapat sesuatu yang Kementerian
beban kerja membutuhkan | dan
yang tenaga ekstra | kedudukan
membutuhka dan tidak wakil Menteri
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n
penanganan
secara
khusus”,
sebagaimana
Pasal 10
Undang-
Undang
Nomor 39
Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara?

. Bagaimana
kedudukan
Wakil
Menteri
dalam
struktur
organisasi
Kementerian
Negara?

. Bagaimana
Perbandinga
n kedudukan
Wakil
Menteri di
Indonesia
dengan
beberapa
negara yang
ada di dunia?

dapat
dikerjakan
oleh seorang
Menteri
maupun
pejabat lain di
bawah Menteri
dalam Struktur
Organisasi
Kementerian.

2. Pada struktur

organisasi
Kementerian
negara tidak
dijelaskan
secara
normatif
menganai
kedudukan
wakil menteri.

3. Perbandingan

Wakil Menteri
di Indonesia
dengan
Amerika
Serikat, Rusia,
Malaysia,
Canada dan
Korea Selatan
menunjukkan
terdapat
perbedaan baik
pada tingkatan
pengangkatan,
masa jabatan,
pemberhentian
, kewenangan,
pertanggung
jawaban
bahkan jumlah
dan kedudukan
Wakil Menteri
dalam struktur
organisasi
Kementerian
di Amerika

serta
bagaimana
sebaiknya
kedudukan
wakil Menteri
di masa yang
akan datang
serta
perbandingan
kedudukan
wakil Menteri
di Indonesia
dengan negara
lain,
sedangkan
pada
penelitian
yang
dilakukan
penulis
mengkaji
masalah
konstitusionali
tas rangkap
jabatan wakil
menteri,
politik hukum
pengangkatan
wakil menteri,
dan
menganalisis
secara
ontologis
kesesuaian
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
80/PUU-
XVI1/2019
terkait
larangan
rangkap
jabatan wakil
menteri
dengan teori
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Serikat, Rusia, | al-wizarah
Malaysia, Imam Al-
Canada, dan Mawardi.
Korea Selatan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang
paling mendasar terletak pada fokus penelitian. 2 penelitian pertama yang
dilakukan oleh Sefti Nuraida dan Yustiana berfokus pada masalah Kementerian
dalam sudut pandang imam Al-Mawardi, sedangkan 3 penelitian selanjutnya yang
dilakukan oleh Novira Maharani dan Retno, Zaki Ulya dan Saiful Anam berfokus
pada kajian tentang kedudukan wakil Menteri. Sedangkan penelitian yang
dilakukan penulis dititik beratkan pada analisis tentang mekanisme politik hukum
pengangkatan wakil Menteri, permasalahan yang dapat muncul akibat kekosongan
hukum tentang wakil Menteri dalam peraturan perundang-undangan dan
konstitusionalitas praktik rangkap jabatan wakil menteri, serta analisis secara
ontologis kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-
Mawardi.

Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa praktik rangkap jabatan yang
dilakukan oleh wakil menteri merupakan tindakan yang bertentangan dengan
hukum vyang berlaku. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI11/2019 bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi
menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Praktik rangkap jabatan yang terjadi
pada pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf dengan demikian dapat dikatakan
bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Kementerian Negara. Tidak hanya itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil
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menteri tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
BUMN. Terkait kekosongan hukum pengangkatan wakil menteri, dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengangkatan wakil menteri
mengalami perubahan setiap periodenya. Politik hukum pengangkatan wakil
menteri sebagian besar dipengaruhi oleh Presiden yang berkuasa saat itu, selain
adanya faktor lain yang juga mempengaruhi seperti faktor politik, sosial, dan lain
sebagainya. Penelitian ini juga berhasil menemukan kesesuaian secara ontologis
terhadap konsep wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam al-Mawardi, dimana
hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaharuan hukum tentang
wakil menteri.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada penelitian ini juga terdapat
rekomendasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pembaharuan hukum tentang
wakil menteri. Rekomendasi yang dipaparkan pada penelitian ini merupakan hasil
analisis komprehensif terhadap seluruh permasalahan yang dipicu akibat adanya
wakil menteri. Rekomendasi dalam penelitian ini juga didasarkan atas hasil dari
perbandingan dengan konsep wakil menteri di negara lain dan konsep wakil
menteri menurut sudut pandang Islam. Hasil dari penelitian ini dengan demikian
diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk
melakukan pembaharuan terhadap hukum tentang wakil menteri.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara
mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Metode penelitian bisa juga dikatakan sebagai panduan bagi peneliti mengenai
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urut-urutan bagaimana suatu penelitian dilakukan.®® Menurut pendapat lain
disebutkan bahwasannya metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur
yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk
mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang
diteliti.**

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum® merupakan suatu kegiatan penelitian yang
menerapkian suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan objek
kajian yang meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan
berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari
dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.®

Terdapat 2 jenis penelitian hukum®, yaitu penelitian hukum normatif

dan penelitian hukum empiris.®® Jenis penelitian yang digunakan dalam

8 Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 33.

81 Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif' (Bandung:
Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

82 Dalam Black Law Dictionary juga disebutkan bahwasannya penelitian hukum merupakan the
field of study cibcerbed with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law
yang bertujuan untuk menemukan dan menyatukan solusi hukum untuk menjawab suatu
permasalahan hukum tertentu, dikutip dari Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary - 9th
Edition" (St. Paul: Thomson West, 2004).

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasannya penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang
bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menempuh berbagai proses mengkaji dan
menganalisa berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang menunjang kajian terhadap isu
hukum tersebut, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta Timur:
Prenadamedia Group, 2019), 35.

8 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Depok:
Prenadamedia Group, 2018), 16.

8 Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggalian data, dimana pada penelitian
hukum normatif penggalian data dapat dilakukan berdasarkan riset perpustakaan dengan mengkaji
berbagai literatur tentang hukum sedangkan pada penelitian hukum empiris penggalian data
dilaksanakan secara langsung dilapangan yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta dan
permasalahan yang terjadi di masyarakat, dikutip dari Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum"
(Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

Akan tetapi, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris
ini dalam penerapannya dapat dilaksanakan secara terpisah maupun digabung, dikutip dari
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penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif®

merupakan kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah
hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi
kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana
permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan
karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya
konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma
tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya
kekosongan hukum.®’

Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam

mencitrakan hukum sebagai suatu disiplin preskriptif dimana hukum hanya

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 6.

¥ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari
Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Jurnal IImu Hukum, Jilid Vol. 8 (2014): 24.

% Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja tanpa memerlukan
adanya data lapangan, dikutip dari Abdul Rachmad Budiono, "llmu Hukum dan Penelitian
Hukum," MAKALAH (2015): 8.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya tolok ukur penelitian hukum normatif adalah dari
sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem
ajaran tentang kenyataan, yang boasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif dan
disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya
mencakup segi normatif saja, dikutip dari Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Jurnal [Imu
Hukum, Jilid Vol. 8 (Januari-Maret 2014): 25.

Philipus M. Hadjon tentang pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif menyatakan bahwa
penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menganalisis pokok permasalahan suatu isu hukum
untuk selanjutnya dirumuskan menjadi argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menjawab
isu hukum tersebut, dikutip dari Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, "Argumentasi
Hukum™ (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 3.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya penelitian hukum normatif ini merupakan suatu
kegiatan yang memuat suatu proses penelitian dan penelaahan berbagai bahan hukum yang berasal
dari data sekunder (bahan pustaka), yang kemudian mengakibatkan penelitian ini sering disebut
penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis, dan penelitian hukum dogmatis, dikutip
dari Ishag, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi" (Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

8 peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 60.
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dilihat dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tepatnya bersifat
preskriptif, dengan tema-tema penelitiannya meliputi beberapa hal berikut.®®

Penelitian terhadap asas-asas hukum;

Penelitian terhadap sistematika hukum;

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
Perbandingan hukum; dan

Sejarah hukum.

® o0 o

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif
karena memuat objek kajian yang berupa penelitian terhadap asas-asas hukum
yakni adanya kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang
Kementerian, Peraturan Presiden, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait
wakil Menteri yang akan digunakan untuk menganalisis berbagai
permasalahan mengenai politik hukum mekanisme pengangkatan wakil
menteri Selain itu, dalam penelitian ini juga memuat objek kajian yang
berupa penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yakni
analisis secara komprehensif tentang masalah konstitusionalitas praktik
rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan® merupakan salah satu metode dalam penelitian

hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan dengan objek

8 Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari
Metode Meneliti Hukum," Fiat Justisia Jurnal limu Hukum 25.

% Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki,
antara lain yaitu:

PoooTe

Pendekatan Undang-Undang (statute approach);
Pendekatan kasus (case approach);

Pendekatan historis (historical approach);

Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan
Pendekatan konseptual (conseptual approach).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 93.
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permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait
masalah penelitian.*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-
undang (statute approach)® ini merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.*

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua
Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-
permasalahan yang sedang ditangani.®® Pada penelitian ini akan dilakukan
penelaahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian.

% Ishag, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi", 68-69.

% pada suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-
undangan, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang akan diteliti fokus dan tema sentral dalam
penelitian tersebut adalah berbagai aturan hukum. Sehingga peneliti harus melihat hukum sebagai
suatu sistem tertutup yang memiliki beberapa sifat berikut.

a.

b.

C.

Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu
dengan lain secara logis.

All-inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung
permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

Systematic, bahwa norma-norma hukum tersebut, di samping bertautan antara satu dengan
yang lain, juga tersusun secara hierarkis.

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 133.

%2 peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum®, 133.

% Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif
Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum," Pranata Hukum, Jilid Vol. 6 (Juli 2011): 129.
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Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan
konseptual.** Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk menemukan jalan
tengah yang bisa digunakan sebagai solusi untuk menyeragamkan
pemahaman atau persepsi tentang bahasa hukum yang cenderung multi
tafsir.”> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penggunaan pendekatan konseptual
ini adalah adanya kekosongan aturan hukum terkait permasalahan atau isu
hukum yang tengah diteliti sehingga membangun suatu konsep sebagai acuan
dalam penelitian yang dilakukan.®

Penggunaan pendekatan konseptual ini dibuktikan dengan adanya
konsep pemikiran politik dari Imam al-Mawardi yang menjadi salah satu
landasan pokok dalam penelitian ini. Adanya dua perspektif yang digunakan
dalam mengkaji tentang permasalahan urgensi pengangkatan wakil Menteri
dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang terdapat
dalam penelitian ini, yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan
perspektif hukum Islam. Perpaduan konsep ini adalah hal baru yang
dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan relevan dengan
budaya hukum di Indonesia yang selain menggunakan hukum positif juga
menerapkan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam penyusunan suatu

peraturan perundang-undangan.

% Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, yakni dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin dalam llmu Hukum, sehingga pemahaman atas pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut kemudian akan menjadi landasan bagi peneliti dalam
membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi, dikutip dari Zulfi Diane
Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam
Penelitian IImu Hukum," Pranata Hukum 130.

% Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," Jurnal Yustisia,
Jilid Vol. 19 (2018): 208.

% Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", 84.
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Pada penelitian ini, selain menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, peneliti juga menggunakan pendekatan
perbandingan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan melakukan studi
perbandingan hukum® guna mencari jawaban atas isu hukum yang telah di
angkat. Penggunaan pendekatan perbandingan ini pada umumnya digunakan
ketika terdapat vacuum of norm terkait permasalahan hukum tertentu.*®
Terdapat beberapa tujuan dengan adanya proses membandingkan hukum
antar beberapa negara, salah satu di antaranya adalah guna mendapatkan
persamaan dan perbedaan hukumnya® yang dapat digunakan sebagai
pertimbangan untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan hukum yang
ada. Manifestasi pendekatan perbandingan ini dapat dilihat dengan adanya
perbandingan hukum dengan negara Korea Selatan, Malaysia dan Amerika

Serikat terkait permasalahan tentang model pengangkaan wakil menteri.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat 3 metode dalam pengumpulan data pada penelitian hukum

100

normatif, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip.” Adapun data yang

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Terdapat

% Studi perbandingan hukum merupakan aktivitas yang di dalamnya terdapat proses untuk
membandingkan hukum antar satu negara dengan negara yang lain, dikutip dari Peter Mahmud
Marzuki, "Penelitian Hukum", 173.

% | Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum"
(Jakarta: Kencana, 2016), 162.

% Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Palembang: Unpam Press, 2018), 86.

100 Aphdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
81.
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2 jenis bahan hukum dalam data sekunder penelitian hukum normatif

berdasarkan pendapat Abdul Kadir Muhammad yaitu:

a.

.101

Bahan hukum primer (yang berasal dari hukum), yaitu peraturan
perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan,
laporan hukum, dan catatan hukum;

Bahan hukum sekunder (yang berasal dari ilmu pengetahuan
hukum), yaitu doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukm,
ulasan hukum.

Bahan hukum tersier (merupakan pelengkap bagi bahan hukum
primer dan sekunder) yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa
Indonesia.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat

autoritatif (mempunyai otoritas), terdiri dari peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim.'®® Adapun bahan hukum primer yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain yaitu :

a.

b.

o

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Woakil
Menteri;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011; dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/20109.
Buku Al-Ahkam Al-Sulthaniyah dan kitab Adab Al-Wazir
(Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk).

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

101 Apdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", 121-122.
102 peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 181.
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putusan pengadilan.'®® Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Buku-buku terkait Kementerian Negara;
b. Buku-buku yang memuat pembahasan mengenai Wakil Menteri;
c. Jurnal-jurnal tentang teori al-wizarah Imam Al-Mawardi dan
tentang kedudukan wakil Menteri;
d. Jurnal terkait teori lembaga negara, teori checks and balances
dan teori politik hukum.
Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berupa
kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala atau
masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.’®* Analisis juga diartikan
sebagai suatu kegiatan mencari dan menyusun berbagai data yang telah
diperoleh melalui berbagai sumber untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam
kategori sesuai dengan sifat kepentingannya lalu data-data tersebut
disimpulkan agar lebih mudah dipahami.’® Analisis bahan hukum sendiri
dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu
permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan
hukum yang telah diperoleh.

Pada umumnya, terdapat 2 moteode analisis data, yaitu metode

analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif."®® Metode analisis yang

193 peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 181.

104 5perjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum™ (Depok: Ul Press, 1982), 137.

105 Muhammad, "Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2013), 152.

106 pada pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat 4 teknik dalam analisis bahan hukum, yaitu:

menemukan jawaban dari suatu permasalahan tertentu dengan cara menguraikan berbagai
fenomena yang ada berdasarkan semua sumber bahan hukum maupun bahan non-hukum
yang telah ada;
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digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu
cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan
terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam
penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan
memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang
berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat
khusus.*®” Selain itu, metode analisa yuridis kualitatif ini dilakukan dengan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan
masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan
dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa
dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi,
jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi
pembahasan.*®

Analisis yuridis kualitatif ini dimaknai juga sebagai suatu metode
analisis yang dilakukan dengan melakukan penguraian data secara
komprehensif dan bermuti dalam bentuk dan susunan kalimat yang runtun,

teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif guna mempermudah

b. Teknik interpretasi merupakan suatu teknik analisis yang mengutamakan penafsiran secara
sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang
diteliti;

c. Teknik evaluasi adalah teknik analisis yang berfokus pada penilaian peneliti terhadap suatu
pandangan, pendapat, ataupun rumusan norma yang terdapat baik dalam bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder;

d. Teknik sistematis suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu
rumusan norma yang saling berkaitan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat
maupun yang tidak sederajat.

Dikutip dari Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 85.

197 jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"”, 236.

198 Saiful Anam, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara"
(Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 20-21.
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interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.'®® Analisis data dalam metode
analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum
yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin,
prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada
satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran
umum penelitian sebagai berikut.

Bab Pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan
teori yang akan menjelaskan secara umum politik hukum pengangkatan wakil
Menteri, memaparkan poin-poin tentang wakil menteri dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 vyang berkaitan dengan masalah
konstitusionalitas rangkap jabatan dalam pengangkatan wakil menteri dan
menjelaskan secara umum terkait teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari
hasil penelitian, hasil analisis terkait konstitusionalitas praktik rangkap jabatan
dalam pengangkatan wakil menteri analisis terhadap mekanisme politik hukum
pengangkatan wakil menteri, dan analisis secara ontologis terkait kesesuaian
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 tentang larangan

rangkap jabatan wakil menteri dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

199 |shag, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi", 69.
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Bab Keempat ialah penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat

atas masalah yang diterapkan) dan saran.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

1. Politik Hukum adalah asas, konsep, kebijakan dasar dan pernyataan
kehendak para pemegang kekuasaan yang memuat kandungan politik
pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan
serta penegakan hukum terkait fungsi lembaga dan pembinaan para
penegak hukum guna menentukan bentuk, arah dan substansi hukum
yang hendak dibentuk, hukum yang berlaku dan arah perkembangan
hukum yang akan dibangun guna mencapai tujuan negara.**°

2. Wakil Menteri adalalah pejabat pemerintahan yang berada di lingkungan
kekuasaan eksekutif yang berasal dari pegawai Negeri atau bukan
pegawai Negeri yang bertugas untuk membantu Menteri dalam
melaksanakan tugas Kementerian.***

3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan
diucapkan secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).™?

10 Frenki, "Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca
Reformasi," ASAS, Jilid Vol. 3 (2011): 2.
111 peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor
129, 2012.
12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1996), 68. Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa jenis putusan yaitu:
- putusan akhir yang berarti satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah
mengakhiri suatu sengketa;
- putusan persiapan yang bermakna satu sikap yang dilaksanakan guna mempersiapkan
pemeriksaan yang efektif;
Amar putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki 3 sifat, yaitu:
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4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang
kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakan
hukum dan pengadilan.**?

5. Rangkap Jabatan adalah pelanggaran hukum dimana seseorang yang
sudah memiliki jabatan tertentu sebagai pejabat pemerintahan baik
jabatan struktural ataupun fungsional juga menduduki jabatan lain yang
berbeda sebagai direksi, komisaris atau yang lain di badan usaha berplat
merah.'**

6. Al-Wizarah adalah istilah untuk penyebutan lembaga Kementerian dalam
Islam. ™

7. Imam Al-Mawardi'*®

adalah pemikir, penulis dan tokoh Islam yang
pertama kali menggagas teori bernegara dalam bingkai Islam dan tokoh

Islam pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara.**’

- declaratoir, dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum dalam putusannya;
- constitutief merupakan suatu putusan menciptakan keadaan hukum baru atau meniadakan
satu keadaan hukum; dan
- condemnatoir terjadi apabila putusan berisi hukman terhadap tergugat atau termohon untuk
melakukan satu prestasi, putusan ini mengakibatkan adanya pemberian hak kepada
penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.
Dikutip dari Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia™, 205-206.
13 pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 70,
Tahun 2011, 2. “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Y4 Tri Wahyuni, "Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan" (Samarinda: Pusat Kajia dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Il LAN, 2017), 3.
15 Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," Tsaqafah 169.
1% 1mam Al- Mawardi memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin al-
Mawardi al-Bashri, lahir di Basrah pada tahun 364 H atau 975 M. Imam Al-Mawardi selain
dikenal sebagai tokoh Islam yang memiliki sumbangsih besar terhadap lahirnya teori kenegaraan
Islam juga merupakan tokoh terkemuka mazdzhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang memiliki
pengaruh besar pada dinasti Abbasiyah. Imam al-Mawardi juga dikenal sebagai penulis yang
memiliki berbagai karya tulis dalam bentuk kitab atau buku pada berbagai cabang keilmuan antara
lain ushul figh, tafsir, dan politik. Dikutip dari dkk. Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum
Islam Jilid IV" (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1162. dan Dedi Supriadi, "Sejarah
Peradaban Islam™ (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 139-140.
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B. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat 3
jenis teori yang menjadi penyusun kerangka teori pada penelitian ilmu hukum,
yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory.*® Terdapat 4 teori yang
digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori checks and
balances, teori lembaga negara, teori politik hukum dan teori al-wizarah. Teori
politik hukum menjadi grand theory™® pada penelitian ini, dimana teori politik
hukum di sini berfungsi sebagai landasan teori-teori yang lain untuk menjawab
berbagai permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Politik hukum dipahami
sebagai suatu legal policy yang dijadikan sebagai pedoman oleh para
penyelenggara negara dalam membentuk dan menentukan arah kebijakan hukum
suatu negara. Bagir Manan berpendapat bahwa politik hukum dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan berperan penting khususnya dalam urusan

pembentukan suatu kebijakan dasar dalam rangka pembaharuan hukum.?°

Penggunaan teori politik hukum pada penelitian ini ditujukan untuk
melihat tujuan dan arah hukum pemerintah dalam hal kebijakan mengenai
pengangkatan wakil menteri, dimana adanya kebijakan tersebut memicu berbagai
pro-kontra sejak awal adanya kebijakan pengangkatan wakil menteri. Teori politik

hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana politik

17 Qomaruddin Khan, "Al- Mawardi's Theory of the state, Kekuasaan, Pengkhianatan, dan

Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al- Mawardi tentang Negara, Terjemahan Imron Rosyidi"
(‘Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 37.

118 5perjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum™ (Jakarta: Ul Press, 1986), 53.

19 Grand Theory adalah teori yang menjadi dasar atau landasan teori-teori lain (middle range
theory dan applied theory) pada suatu penelitian. Dikutip dari Munir Fuady, "Teori-Teori Besar
(Grand Theory) Dalam Hukum" (Jakarta: Kencana, 2003), 41.

120 Sjdharta, "Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi"
(Jakarta: HuMa dan Epistema Institute, 2012), 1.
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hukum mekanisme pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif
Presiden menurut Undang-Undang Kementerian.

Teori selanjutnya yaitu teori al-wizarah Imam Al-Mawardi yang
merupakan middle range theory*® berfungsi sebagai teori pendukung yang
bertujuan agar penelitian menjadi lebih detail dengan menghadirkan perspektif
tertentu. Teori al-wizarah Imam Al-Mawardi yang merupakan versi Islam dari
teori kementerian ditujukan agar penelitian ini menjadi lebih fokus membahas
berbagai hal yang berkaitan dengan masalah wakil menteri, mengingat wakil
menteri merupakan bagian dari organisasi kementerian maka penggunaan teori al-
wizarah Imam Al-Mawardi dianggap relevan dan bisa menghadirkan sudut
pandang baru dalam menangani suatu permasalahan hukum positif. Teori al-
wizarah Imam Al-Mawardi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang
berkenaan dengan masalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI11/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri secara
ontologis sesuai dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Terakhir adalah teori lembaga negara dan teori checks and balances yang
merupakan applied theory'?® dan berperan sebagai teori yang akan mengkaji

bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan asas-asas

121 Middle range theory adalah teori yang bertujuan agar pembahasan suatu penelitian menjadi
lebih detail dan fokus atas suatu grand theory sehingga diharapkan kajian yang dilakukan menjadi
lebih komprehensif dan mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Dikutip dari Munir
Fuady, "Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum", 43.

122122° Applied theory adalah teori aplikasi yang digunakan untuk pembahasan terkait bagaimana
suatu asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diteliti
pada suatu penelitian tertentu. Dikutip dari Munir Fuady, "Teori-Teori Besar (Grand Theory)
Dalam Hukum", 44.
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hukum'® yang ada. Penggunaan teori lembaga negara ini dimaksudkan bahwa
wakil menteri merupakan bagian dari lembaga negara, yaitu pada cabang
kekuasaan eksekutif. Kendati posisinya dalam struktur organisasi kementerian
negara tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Kementerian,
namun eksistensi jabatan wakil menteri adalah bagian dari kekuasaan eksekutif
merupakan fakta yang tidak bisa dihindari.

Pengangkatan wakil menteri yang dilaksanakan secara langsung oleh
Presiden melalui hak prerogratif yang dimilikinya semakin memperkuat
kedudukan wakil menteri sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam
pemerintahan Indonesia. Wakil menteri, sebagai bagian dari cabang kekuasaan
eksekutif, dalam melaksanakan tugasnya harus menaati asas-asas hukum yang
berlaku, sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang wakil menteri terikat
pada mekanisme checks and balances. Penggunaan teori lembaga negara dan teori
checks and balances tidak hanya didasari pada alasan seputar wakil menteri saja.
Presiden sebagai bagian dari lembaga negara dan pemegang kekuasaan eksekutif
tertinggi di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya terikat pada aturan-aturan
hukum yang berlaku.

Mekanisme checks and balanes yang bertujuan untuk mencegah adanya
kekuasaan yang dominan pada salah satu cabang kekuasaan juga menjadi batasan
bagi Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan Presiden untuk

mengangkat wakil menteri merupakan salah satu fokus pembahasan yang akan

12 Asas hukum menurut Utrecht merupakan dasar dari berbagai peraturan hukum yang menjadi
pedoman untuk mengelompokkan beberapa peraturan hukum sesuai dengan tingkatannya. Dikutip
dari Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari lImu Hukum™ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008),
153.

63



dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori lembaga negara dan teori
checks and balances, apakah Presiden dalam menjalankan hak prerogratif yang
dimilikinya dalam pengangkatan wakil menteri sudah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Dengan demikian, teori
lembaga negara dan teori checks and balances ini digunakan untuk menjawab
rumusan masalah tentang bagaimana konstitusionalitas praktik rangkap jabatan
pada pengangkatan wakil menteri.
1.  Teori Politik Hukum
Secara etimologi, politik hukum terdiri dari dua kata politik yang
diartikan sebagai suatu tindakan, taktik, cara, kebijakan guna mencapai
suatu tujuan tertentu'®* dan hukum®® diartikan sebagai kaidah atau norma
yang berfungsi sebagai tolak ukur, pedoman dalam menilai tingkah laku
manusia dan benda.'?® Politik hukum sendiri diambil dari bahasa Belanda
rechtpolitiek yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti
politik hukum, dengan kata politik (beleid) yang dimaknai sebagai
kebijakan.'*’
Menurut terminologinya, politik hukum dimaknai sebagai suatu

kebijakan dasar yang digunakan oleh penyelenggara negara dalam bidang

12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua" (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 935.

15 Terdapat berbagai pengertian mengenai hukum antara lain yang dimaksud sebagai hukum
adalah seluruh undang-undang, peraturan dan sebagainya guna mengatur masyarakat, hukum
merupakan peraturan yang mengikat bagi masyarakat yang ditetapkan oleh penguasa, hukum
adalah suatu kaidah terhadap berbagai tindakan tertentu, dan hukum juga dimaknai sebagai suatu
keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Dikutip dari

126 Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"
(Jakarta: "Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", 2006), 40.

127 Abdul Manan, "Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan
Sistem Hukum Barat (Edisi Pertama)" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 8.
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hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku dimana kebijakan tersebut

merupakan Kristalisasi dari nilai-nilai masyarakat guna mewujudkan cita-

128

cita negara.” Mahfud MD menegaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kerangka

yang menyusun hubungan antara politik dan hukum, antara lain yaitu:

a. Pola politik dan hukum das-solen yang berangkat dari anggapan
bahwa politik determinan atas hukum, hukum (ius constitutum)
dijadikan patokan pelaksanaan hukum. Pada pola ini hukum ada
lebih dulu daripada politik;

b. Pandangan yang berpedoman pada das-sein, dimana hukum adalah
determinan atas politik. Hukum disini dimaknai sebagai hasil
kristalisasi, formalisasi dari kehendak politik melalui kompromi
kekuatan politik yang kuat;

c. Pola pandangan das-solen-sein, hukum dan politik pada pandangan
ini tidak saling mendominasi, antara hukum dan politik adalah
aspek yang tidak memiliki kecenderungan satu sama lain.*?

Satjipto  Rahardjo™®® mengemukakan bahwa politik hukum
merupakan suatu kegiatan memilih dan tata cara yang akan digunakan guna
mencapai suatu tujuan hukum dan tujuan sosial tertentu dalam kehidupan

bermasyarakat.™*

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan
dasar dalam kajian politik hukum, diantaranya yaitu pertanyaan tentang
tujuan adanya suatu sistem, cara yang digunakan guna mencapai tujuan dari

diterapkanya suatu sistem, waktu pelaksanaan dan realisasi di lapangan,

serta perumusan pola baku yang dapat digunakan untuk membantu

128 Djawahir Hejazziey, "Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia"
(Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 33.

29 Daniel Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia" (Jakarta: LP3ES, 2013).

130 gatjipto Rahardjo adalah salah satu pakar hukum di Indonesia, beliau adalah seorang guru besar
emeritus dalam bidang hukum, dosen, penulis dan aktivis penegakan hukum Indonesia. Satjipto
Rahardjo pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Beliau sangat terkenal dalam teorinya tentang teori hukum progresif. Dikutip dari lembar biografi
Satjioto Rahardjo dalam Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia"
(YYogyakarta: Genta Publishing, 2009), 153.

131 satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum™ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352.
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terwujudnya tujuan dari sistem yang diterapkan.'** Pada pendapat lain,
Padmo Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum merupakan suatu
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi dasar dalam
penentuan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk serta kriteria
yang dijadikan pedoman dalam menghukumkan sesuatu yang berkenaan
dengan hukum yang direncanakan untuk masa depan.**®

Politik hukum, oleh Ismail Sunny diilustrasikan sebagai suatu
gambaran tahapan penerimaan hukum Islam ke dalam dua periode yaitu
periode persuasive source® dan periode authority source®, dimana
pengkodifikasiaan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan
merupakan syarat berlakunya hukum Islam secara yuridis formal.**® Pada
pengertian ini, politik hukum dianggap memilik kehendak untuk
mengembangkan kehidupan beragama dan hukum agama pada penerapan
hukum nasional di Indonesia, dimana kebijakan yang diterapkan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam hukum Islam.

Jazim Hamidi, menegaskan bahwa politik hukum adalah
pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga negara

atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum,

132 Satjipto Rahardjo, "llmu Hukum", 352-352.

133 Abdul Manan, "Dinamika Politik Hukum di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2018), 9.

134 Periode persuasive source adalah periode dimana penerapan hukum Islam dapat diterima dan
diyakini oleh setiap orang Islam, dikutip dari Ismail Sunny, "Bunga Rampai Peradilan Islam di
Indonesia: Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" (Bandung:
Ulul Albab Press, 1997), 40-43.

135 periode authority source adalah periode dimana hukum Islam diyakini mempunyai kekuatan
dalam pelaksanaannya oleh setiap orang Islam, dikutip dari Ismail Sunny, "Bunga Rampai
Peradilan Islam di Indonesia: Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum
Islam", 40-43.

138 |smail Sunny, "Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia: Tradisi dan Inovasi Keislaman di
Indonesia dalam Bidang Hukum Islam™, 40-43.
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memilah mana hukum yang perlu diganti, diubah, dipertahankan dan mana
hukum yang penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan
dengan tujuan agar penyelenggaraan negara dan pemerintah bisa berjalan
sebagaimana mestinya guna mewujudkan tujuan negara.’*” Mahfud MD*'*®
berpendapat tentang politik hukum, dimana Mahfud mengartikan politik
hukum sebagai suatu legal policy tentang hukum yang hendak diterapkan
baik dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama guna
mewujudkan tujuan negara.**

Bagir Manan'*® juga mengemukakan pendapatnya bahwa politik
hukum merupakan suatu policy behind the legal policy yang memiliki dua
sifat yaitu tetap dan sementara.** Bagir Manan mengklasifikasikan politik
hukum ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Politik hukum pembentukan hukum, meliputi tata cara, prosedur

dan penentuan substansi dari suatu produk hukum yang akan
dibuat;

37 Abdul Latif dan Harki Ali, "Politik Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 21.

38 Moh. Mahfud MD adalah salah satu pakar hukum tata negara di Indonesia yang juga
merupakan seorang politisi, akademisi, dan hakim di Indonesia. Prof. Mahfud MD pernah
menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dan Hakim Konstitusi periode
2008-2013. la juga merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan
Nasional. Prof. Mahmud MD merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam
(Ull) Yogyakarta. Saat ini Prof. Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Indonesia. Dikutip dari kolom profil hakim dalam Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, "Lembaga Negara Pengawal Konstitusi : Hakim Konstitusi," Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3.

139 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

140 Bagir Manan adalah Ketua Dewan Pers Indonesia yang juga merupakan salah satu pakar hukum
tata negara di Indonesia. Bagir Manan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia periode 2001-2008. Saat ini Bagir Manan juga menjadi Guru Besar Bidang llmu Hukum
Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Dikutip dari Abdurrahman dkk, "Bagir Manan
llmuan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)" (Jakarta: Mahkamah Agung
Republik Indonesia, 2000), 9-17.

1 Sjidharta, "Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi"
(Jakarta: HuMa dan Epistema Institute, 2012), 1.
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b. Politik hukum penegakan hukum, meliputi kebijakan di bidang
pengadilan misalnya negosiasi, arbitrase,"*? dan rekonsiliasi*** dan
kebjakan pelayanan hukum.

Menurut Bagir Manan Politik Hukum memiliki 2 (dua) sifat
yaitu: 144

a. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan dengan sikap hukum
yang menjadi dasar suatu kebijakan.

b. Politik hukum yang bersifat sementara, berkaitan dengan beberapa
tindakan hukum tertentu.

Politik hukum dapat dipahami sebagai suatu tahapan dalam
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mampu menunjukkan sifat dan
arah hukum akan dibangun dan ditegakkan dalam suatu negara.'*®
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa politik
hukum merupakan segala hal yang berhubungan dengan pembentukan suatu
kebijakan dasar yang dijadikan pedoman oleh para penyelenggara negara
yang menentukan sifat dan arah hukum dalam rangka pembaharuan hukum,
dimana semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.

Politik hukum memiliki ruang lingkup kajian yang cukup luas yang

terdiri dari aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik

12 Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
dengan berdasar pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa. Dikutip dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Nomor 138. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3872, 1999.

13 Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan
pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
Dikutip dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Lembaran Negara Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429, 2004

144 Sidharta, "Mochtar Kusuma-Atmaja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*.
%5 Mirza Nasution, Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Medan: Penerbit
Puspantara, 2015), 17.
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hukum dan faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu
negara dengan batasan bahwa yang dibahas hanya seputar proses
pembentukan politik hukum dan tidak boleh memasuki tataran aplikasi
pelaksanaan produk hukum yang menjadi konsekuensi politis dari adanya
politik hukum. Secara lebih rinci, berikut adalah lingkup kajian politik
hukum:*4°

a. Proses penggalian nilai dan aspirasi yang berkembang di
masyarakat untuk kemudian dirumuskan menjadi politik hukum
oleh lembaga yang berwenang;

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai dan aspirasi masyarakat
untuk dibentuk menjadi sebuah rancangan peraturan perundang-
undangan;

c. Perumusan dan penetapan politik hukum adalah kewenangan
penyelenggara negara;

d. Politik hukum dimuat dalam peraturan perundang-undangan;

e. Faktor yang berpengaruh dan berperan dalam penentuan politik
hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan;

f. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan
sebuah implementasi dari politik hukum suatu negara.

Pengkajian dalam studi politik hukum terbagi menjadi 3 (tiga)
pembahasan utama yaitu : hukum yang akan diberlakukan atau tidak dalam
suatu kebijakan negara guna mewujudkan tujuan negara; latar belakang
lahirnya suatu produk hukum berdasarkan politik, ekonomi, sosial dan
budaya; dan penegakan hukum.'*’ Tiga poin utama dalam pembahasan

politik hukum menurut Mahfud MD tersebut juga biasa dikenal dengan

pengklasifikasian politik hukum.**® Upaya untuk mewujudkan tujuan negara

146 Djawahir Hejazziey, "Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah di Indonesia"”, 56.
7 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia" cet.10 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 4.

%8 Tiga kelompok politik hukum menurut Mahfud MD meliputi penetapan hukum yang akan
diberlakukan, penentuan arah hukum dan latar belakang lahirnya, serta berbagai pesoalan terkait
penegakan hukum, khususnya dalam ranah implementasi politik hukum yang sudah ditetapkan.
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dalam satu sistem hukum nasional melalui politik hukum ini setidaknya

harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a.

memiliki
Terdapat

a.

149

Orientasi politik hukum didasarkan pada tujuan negara dan/atau
masyarakat  Indonesia, dimana dalam  seluruh  proses
penyusunannya mulai dari penggalian nilai dasar tujuan negara
yang dijadikan pedoman dalam menetapkan politik hukum dalam
suatu negara juga harus berlandaskan pada tujuan negara dan
kepentingan masyarakat Indonesia;

Pencapaian tujuan negara yang menjadi dasar adanya politik
hukum dan faktor-faktor terkait membutuhkan adanya sistem
hukum nasional yang mendukung;

Kerangka berfikir dan perencanaan yang matang dalam
merumuskan suatu kebijakan hukum;

Isi hukum nasional beserta seluruh faktor yang berpengaruh; dan
Pemagaran hukum dengan adanya prolegnas, judicial review, dan
legislative review, dan lain sebagainya.

Keberadaan politik hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
peran penting untuk menentukan arah pemerintahan dijalankan.
beberapa tujuan adanya politik hukum yaitu sebagai berikut:

Sarana untuk menciptakan sistem hukum nasional yang
dikehendaki guna mempermudah upaya untuk mewujudkan tujuan
negara.'*

Memperbesar peluang terwujudnya cita-cita dan tujuan negara.**

Dikutip dari Nu

rus Zaman, "Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan

Harmonisasi Pembangunan Hukum (GMD)" (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 12.

149 Moh. Mahfud
Pers, 2017), 16.

MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" (Depok: Rajawali

10 C.F.G Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju satu sitem Hukum Nasional" (Bandung:

Alumni, 1991), 1.

131 Jmam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, "Dasar-Dasar Politik Hukum" (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), 59.
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2. Teori Al-Wizarah Imam al-Mawardi

Istilah wazir*®* pada umumnya dimaknai sebagai menteri atau

pembantu pemimpin tertinggi suatu negara. Pembahasan tentang masalah

wazir ini juga dibahas dalam Al-Qur’an, yakni sebagai berikut:

20 Y . D | Y 07T o ¥ o % Pr3
ay 3050 300 1 038 290 AT 12 5355 ) e 13
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320 Al B ispa Ty 314 &)
“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
(yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan

(adanya) dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
(Q.S Thaha (20): 29-31)"*>*

152 Secara bahasa, terdapat setidaknya 3 pendapat terkait makna wazir, antara lain sebagai berikut:

a.

Istilah wazir yang memiliki makna beban, dimana makna ini diambil dari kata dalam
bahasa arab yaitu al-wizru. Pemaknaan wazir sebagai beban dianalogikan dengan adanya
pengambil alihan beban yang pada awalnya ditanggung oleh seorang pemimpin kemudian
beralih menjadi tanggung jawab seorang wazir.

Wazir yang dimaknai sebagai tempat berlindung. Makna ini diambil dari salah satu kosa
kata dalam Al-Qur’an tepatnya yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Qiyamah ayat 11
yaitu kata Al-wazar. Wazir disini diartikan sebagai tempat berlindung disebabkan oleh
tugasnya sebagai tempat imam untuk mendapatkan pendapat dan bantuan, sehingga
seorang pemimpin dapat dikatakan menjadikan wazir sebagai tempat berlindung karena
adanya hal tersebut.

Kata wazir diartikan sebagai tulang punggung, yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari
kata al-azru. Pemaknaan ini didasarkan pada pemahaman bahwasannya adanya seorang
wazir berfungsi sebagai penguat posisi pemimpin, dimana posisi seorang pemimpin bisa
menjadi lebih kuat sebab adanya wazir yang membantu setiap tugas dan tanggung jawab
yang dimilikinya. Hal ini digiyaskan sebagaimana tubuh yang kuat dengan adanya tulang
punggung yang menopangnya.

Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam

Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi

Press, 2014).
153 Berdasarkan tafsir ayat di atas, disebutkan bahwasannya nabi Musa meminta agar Harun
(saudaranya) diangkat menjadi seorang wazir yang akan membantunya dalam menjalankan
pemerintahan. Adapun alasan pengangkatan Harun sebagai seorang wazir disini adalah nabi Musa
merasa membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dalam membantunya menjalankan tugas
sebagai seorang pemimpin. Dari sini dapat dipahami bahwasannya salah satu syarat dalam
mengangkat seorang wazir adalah adanya sikap dapat dipercaya (amanah) dalam diri calon wazir
tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan luasnya tanggung jawab dan kekuasaan yang diemban oleh
seorang wazir, karena tanpa adanya sifat amanah tersebut maka akan memperbesar kemungkinan
adanya penyelewengan kekuasaan.
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“Dan raja berkata, bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku
memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku. Ketika dai
(raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata,
‘sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang
berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya’. Dia
(Yusuf) berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri
(Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang
pandai menjaga dan berpengetahuan. (Q.S Yusuf (12):54-
55) 154

Imam al-Mawardi dalam pemikiran politiknya membagi
Kementerian menjadi dua bentuk, yaitu wazir tafwidh dan wazir tanfidz.*®
Wazir tafwidh adalah Kementerian (pembantu kepala negara) yang memiliki

kekuasaan luas untuk memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan,

merupakan koordinator kepala-kepala departemen atau bisa dikatakan

154 Berdasarkan tafsir ayat di atas, pada ayat 54 diceritakan ketika raja Mesir meminta nabi Yusuf
untuk menjadi pembantunya (raja) dalam menjalankan pemerintahan. Adanya permintaan raja
tersebut tidak serta merta begitu saja terjadi, sang raja sebelumnya telah bercakap-cakap dengan
nabi Yusuf, mencari tahu seluk beluk nabi Yusuf mulai dari akhlak dan kemampuan yang
dimilikinya, hingga raja akhirnya memutuskan untuk meminta nabi Yusuf menjadi pembantunya
(wazir). Kemudian dilanjutkan pada ayat 55 ketika nabi Yusuf menerima tawaran tersebut karena
nabi Yusuf menyadari jika dia memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan pada bidang yang
ditawarkan padanya. Selain itu nabi Yusuf juga berpengalaman pada bidang tersebut. Dari kedua
ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam pengangkatan seorang pembantu pemerintahan (wazir)
seorang pemimpin harus benar-benar mengetahui kapabilitas dari seseorang yang akan
diangkatnya menjadi seorang pembantu. Selanjutnya pada terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh seorang pembantu pemerintahan, yaitu adanya ilmu pengetahuan yang sesuai
dengan bidang yang akan diembannya dan berpengalaman pada bidang tersebut. Dengan kata lain,
dalam pengangkaan seorang pembantu pemerintahan harus dilakukan dengan pertimbangan yang
matang dan tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan politik saja.

1% syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia,"
AL-HADI, Jilid Vol. Il (Januari-Juni 2017): 491.
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sebagai Perdana Menteri; sedangkan wazir tanfidiz merupakan Kementerian
yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaa yang ditetapkan oleh
kepala negara, penghubung antara kepala negara dan pejabat-pejabat tinggi
negara dan rakyat, menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan
oleh kepala negara dan juga melaksanakan perintahnya, serta wazir tanfidz
ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan sendiri.®®
Adapun penjelasan lebih lanjut terkait klasifikasi wazir menurut teori al-
wizarah adalah sebagai berikut.
a. Wazir Tafwidh
Wazir tafwidh (pembantu pemimpin di bidang pemerintahan),
meskipun memiliki cakupan kekuasaan yang sangat luas, tidak bisa
dikatakan sejajar dengan kedudukan kepala negara. terdapat beberapa
perbedaan antara kepala negara dengan wazir tafwidh, yaitu menteri
(wazir) harus selalu melaporkan kepada kepala negara tentang
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambilnya dan
pelaksanaannya dan kepala negara berhak meneliti kebijaksanaan dan
pekerjaan wazir, untuk mengukuhkan yang benar dan untuk mengoreksi
yang tidak sesuai dengan kehendak kepala negara.®’ Sehingga disini
dapat kita pahami bahwasannya seluas apapun kewenangan yang
dimiliki oleh seorang wazir tafwidh, dalam melaksanakan
kewenangannya tersebut harus tetap berjalan pada koridor yang sesuai

dengan apa yang dikehendaki oleh kepala negara, dan ia juga memiliki

156 Muhammad Igbal, Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga
Indonesia Kontemporer", 23.
17 M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi,"” MIMBAR 142.
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kewajiban untuk bertanggung jawab kepada kepala negara atas semua
kebijaksanaan yang diambilnya sekaligus bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Terdapat beberapa hal yang hanya
berhak dilakukan oleh kepala negara, dan tidak dapat dilaksanakan oleh
wazir tafwidh, yaitu sebagai berikut.
a. Hanya kepala negara yang berhak menunjuk putra mahkota
atau calon pengganti;
b. Hanya kepala negara yang berhak meminta kepada rakyatnya
untuk dibebaskan dari imamah;
c. Kepala negara berhak memecat pejabat yang diangkat oleh
wazir tafwidh, sedangkan wazir tafwidh tidak berhak memecat
pejabat yang diangkat oleh kepala negara.*®
Menurut pendapat yang lain disebutkan bahwasannya wazir
tafwidh merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan
atau kekuasaan, tidak hanya untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh kepala negara, namun juga
ikut menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut bersama dengan
kepala negara dan membantunya dalam menangani segala urusan
rakyat, ia memiliki kewenangan penuh dari imam untuk mengatur dan
menyelesaikan masalah dari hasil pemikirannya sendiri.™®

Kedudukan wazir tafwidh ini dapat dikatakan hampir
menyamai kedudukan seorang Kkepala negara, meskipun pada

kenyataannya kedudukan antara keduanya adalah berbeda. Kedudukan

kepala negara tetap lebih tinggi daripada kedudukan seorang wazir

158 M. Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi," MIMBAR 142.

159 Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi" (Medan: Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, 2018), 56.
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tafwidh, dan seorang imam/kepala negara memiliki hak terhadap
seorang wazir tafwidh seperti hak untuk mengawasi Kinerja wazir
tafwidh terkait dengan penataan yang dilakukan, otoritas yang
dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya tidak
menggunakan kewenangan melebihi kewenangan seorang kepala
negara.'®
Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat
menduduki jabatan sebagai wazir tafwidh seseorang harus memiliki
syarat-syarat sebagaimana persyaratan untuk menjadi khalifah kecuali
syarat nasab, seperti memiliki sikap adil dengan segala persyaratannya,
memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka berijtihad
terhadap masalah-masalah aktual dan masalah-masalah hkum, sehat
jasmani dan rohani, tidak cacat secara fisik, memiliki wawasan yang
cukup dan memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola
kepentingan umat, keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat
dan mengalahkan musuh di medan perang.*®* Selain itu, terdapat
beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon wazir tafwidh,
yaitu.'®?
a. Memiliki sifat-sifat seperti mujtahid, guna membantu kepala
negara dalam memberikan ide ijtihad.

b. Memiliki keahlian dalam tugas yang dipecayakan kepadanya.
c. Menguasai secara detail bidang-bidang yang ditanganinya.

160 yystiana, "Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer™ (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 75.
161 Sirojuddin Aly, Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan, 213.

102 Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi", 57.
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b. Wazir Tanfidz

Berbeda dengan wazir tafwidh, wazir tanfidz (pembantu
pemimpin di bidang administrasi) hanya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara dan
menjalankan  apa yang telah  diputuskan  oleh  kepala
negara,berkedudukan di bawah wazir tafwidh dan selalu mengikuti
kemana pun kepala negara pergi dalam menjalankan pemerintahan.163
Dalam hal pengangkatan wazir tanfidz,tidak membutuhkan adanya
pelantikan, melainkan hanya sekedar pemberitahuan saja. Untuk
menjadi seorang wazir tanfidz tidak disyaratkan harus merdeka dan
berilmu karena tidak adanya wewenang untuk melantik pejabat yang
mensyaratkan harus merdeka, serta tidak adanya wewenang untuk
memberikan keputusan hukum sehingga tidak harus berilmu.**

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjadi seorang wazir tanfidz, yaitu:*®
Amanah.
Jujur dalam perkataan.
Tidak bersifat rakus.

Tidak senang bermusuhan.

Harus laki-laki karena ia harus mengikuti kemana Imam
pergi.

Cerdas dan cekatan.

Bukan orang yang sifatnya menuruti hawa nafsu.

P00 o

«Q

163 yustiana, "Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer", 76.

164 Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi", 61.

185 yustiana, "Konsep Kementerian (Al-Wizarah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap
Sistem Pemerintahan Kontemporer", 76.
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Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa perbedaan
antara wazir tanfidz dan wazir tafwidh, yaitu:

a. Wazir tafwidh dapat menentukan hukum, sedangkan wazir
tanfidz tidak.

b. Wazir tafwidh bisa menunjuk wali atau kepala daerah,
sedangkan wazir tanfidz tidak.

c. Wazir tafwidh harus bisa memimpin perang atau tentara,
sedangkan wazir tanfidz tidak harus memimping perang.

d. Wazir tafwidh dapat menggunakan uang negara untuk
kepentingan rakyat, sedangkan wazir tanfidz tidak boleh
menggunakan uang tanpa sepengetahuan dari kepala negara.
Berdasarkan pemaparan di atas, 4 (empat) teori yang meliputi

teori checks and balances, teori lembaga negara, teori politik hukum
dan teori al-wizarah ditujukan untuk menjawab seluruh rumusan
masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini. Teori checks
and balances dan teori lembaga negara akan digunakan untuk
menganalisis permasalahan terkait konstitusionalitas rangkap jabatan
pada pengangkatan wakil menteri. Teori politik hukum untuk
menganalisis permasalahan terkait politik hukum pengangkatan wakil
menteri. Penggunaan teori politik hukum juga bertujuan untuk melihat
dinamika politk hukum pada setiap periode pemerintahan dalam hal
pengangkatan wakil menteri. Teori al-wizarah imam al-Mawardi
berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan rangkap
jabatan dalam sudut pandang Islam. Teori al-wizarah selain digunakan
untuk mengkaji masalah rangkap jabatan juga akan dijadikan sebagai

pembanding terhadap konsep wakil menteri dalam pemerintahan

Indonesia. Keseluruhan teori tersebut di atas diharapkan mampu
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menjawab seluruh permasalahan pada penelitian ini dan mampu
menemukan solusi untuk berbagai permasalahan terkait wakil menteri

serta mampu merumuskan ius constituendum terkait wakil menteri.
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3.  Teori Lembaga Negara

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berhubungan
langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara Yyang
melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga negara.’®® Pembentukan
lembaga negara tidak lepas dari implementasi teori pemisahan kekuasaan,
yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kemudian
dilembagakan dalam 3 (tiga) organ negara untuk menjalankan masing-
masing fungsinya yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Konsep
mengenai lembaga negara (state organ) merupakan alat perlengkapan
negara, badan negara atau juga bisa disebut sebagai organ negara.*®’ Istilah-
istilah tersebut kemudian sering digunakan dalam konteks yang sama dan
merjuk pada pengertian yang sama, yaitu yang membedakannya dengan
lembaga swasta atau masyarakat. Istilah lembaga negara ini sering juga
dikenal dengan istilah lain, vyaitu lembaga pemerintahan, lembaga
pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja.

Hans Kelsen dalam gagasannya mengenai the concep of the state
organ yang dituangkan dalam bukunya berjudul General Thory of law and
State membagi lembaga negara ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:*®®
a. “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an

organ.” Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap individu, orang,
ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila

berfungsi untuk menciptakan norma (norm creating) dan
menjalankan norma (norm applying). Contohnya DPR berdasarkan

166 Evy Trisulo D, "Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi" (Jakarta Pusat: Komisi
Informasi Pusat Rl Graha PPI, 2015), 11.

167 Josef M. Monteiro, "Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945" (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2014), 3.

168 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia", 34-35.
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Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang memegang kekuasaan
membentuk undang-undang, adalah organ negara yang norm
creating sekaligus norm applying.

b. “..he personally has a specific legal position.” Menyempurnakan
pengertian sebelumnya, bahwa organ negara, dalam hal ini yakni
tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara
pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu/ karakteristik organ
negara dalam konteks ini meliputi: (1) organ negara itu dipilih atau
diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (2) fungsi
itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum
bersifat eksklusif; (3) karena fungsinya itu ia berhak untuk
mendapatkan imbalan gaji dari negara.

Terdapat berbagai perbedaan terkait Klasifikasi lembaga negara,
Hans kelsen sebagaimana telah dijelaskan di atas terdapat 2 (dua) bagian
dalam lembaga negara yaitu lembaga negara yang berfungsi menciptakan
norma dan melaksanakan norma (“whoever fulfills a function determined by
the legal order”) dan lembaga negara yang terdiri dari seseorang yang
memiliki kedudukan hukum tertentu (“he personally has a specific legal

position ”).'%

Berbeda dengan Montesquieu yang mengklasifikasikan
lembaga negara menjadi 3 (tiga) bidang yaitu lembaga negara bidang
legislatif, bidang eksekutif, dan bidang yudikatif.

Jimly Asshidigie dalam pendapatnya menegaskan bahwa konsep
organ negara dan lembaga negara sangat luas maknanya, sehingga sesuai

perkembangan tata negara saat ini pengklasifikasian lembaga negara tidak

terbatas pada ajaran trias politica’® saja. Menurut Jimly Asshidigie,

169 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia", 34.

70 Ajaran Trias Politika merupakan teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu
yang merupakan suatu ajaran yang mengemukakan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 jenis
kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-
undang), dan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang). Dikutip dari
Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar IImu Politik" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 282-
283. Ajaran Trias Politika sebagaimana yang telah digagas oleh Montesquieu ini pada

80



pengertian tentang organ negara dan lembaga negara meliputi beberapa

pengertian berikut:*"*

a. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang
menjalankan fungsi law-creating dan law-applying;

b. Organ negara dalam arti luas namun lebih sempit dari pengertian
pertama, yakni mencakup individu yang menjalankan fungsi law-
creating dan law-applying dan juga mempunyai posisi sebagai atau
dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;

c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau
organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying
dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau
pemerintahan.*’%;

d. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi, yaitu hanya
terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah dan
lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan
lembaga negara tingkat daerah;

e. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara
yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan
ditentukan oleh UUD 194517

penerapannya dalam pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sama dengan teori
aslinya. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, konsep pembagian
kekuasaan di Indonesia tidak menerapkan ajaran trias politika secara murni, dengan kata lain
ajaran trias politika sudah tidak relevan lagi. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 terdapat 5
jenis pembagian kekuasaan antara lain yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan
konsultatif, dan kekuasaan eksaminatif. Kemudian pasca amandemen UUD 1945 kekuasaan
konsultatif yang pada masa itu dipegang oleh DPA dihapuskan, sehingga terdapat 4 jenis
pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan
kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Namun pada perkembangannya, pembagian
kekuasaan berkembang menjadi 6 jenis pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif,
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau
inspektif dan kekuasaan moneter. Dikutip dari Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias
Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," Lex Administratum, Jilid Vol. VIII
(2020): 132-133. dan Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelanggaraan
Pemerintahan di Indonesia," Jurnal Daulat Hukum, Jilid Vol. 1 (2018): 176.

71 Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 35-
37.

72 Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang tingkatannya
lebih rendah, baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat daerah. Dikutip dari Jimly Asshiddigie,
"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 35.

173 |_embaga-lembaga seperti MPR, DPR, MA, MK, dan BPK dapat disebut juga sebagai lembaga
negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit. Dikutip dari Jimly Asshiddigie,
"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, 36.
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Berkaitan dengan pengertian keempat dan kelima, Jimly Asshidigie
kemudian menjabarkan dengan teori tentang norma sumber legitimasi, yakni
dengan memperhatikan bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau
yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara, dan berkaitan
dengan siapa yang merupakan sumber atau pemberi kewenangan terhadap
lembaga negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, Jimly Asshidigie
mengklasifikasikan lembaga negara dari segi hierarkinya menjadi 3 (tiga)
lapis,*™ yaitu:

a. Lapis pertama, disebut Lembaga Tinggi Negara yaitu lembaga

negara yang disebut dalam UUD 1945.*"

b. Lapisan kedua, yakni lembaga negara yang memperoleh
kewenangan dari UUD.'™®
c. Lapisan ketiga, merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori

lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regilator
atau pembentuk peraturan di bawah UU.*"

Berdasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga negara
pada tingkat pusat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat kelembagaan,

sebagai berikut:'"®

174 7aki Ulya, "Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca
Reformasi)" (Aceh: Universitas Samudra, 2019), 17.

> | embaga Tinggi Negara yaitu lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 terdiri dari
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Lembaga negara ini
kewenangannya bersumber langsung dari UUD 1945. Dikutip dari Evy Trisulo D, "Kajian
Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi* (Jakarta Pusat: Komisi Informasi Pusat Rl Graha PPI,
2015), 16.

16 | embaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD contohnya yaitu KY, TNI,
Kepolisian Negara, Bank Sentral, dan Menteri Negara. lembaga-lembaga negara pada lapisan ini
ada yang ditentukan baik nama maupun kewenangannya secara tegas dalam UUD 1945, namun
ada pula yang kewenangannya tidak ada tetapi namanya ada, yakni Komisi Pemilihan Umum.
Terdapat pula lembaga negara lain yang memperoleh kewenangannya dari UU, misalnya, Komnas
HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Dikutip dari Evy Trisulo D, "Kajian
Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi®, 16.

7 yang dimaksud dengan lembaga negara pada lapisan ketiga ini contohnya adalah KHN, Komisi
Ombudsman Nasional, dan sebagainya. Dikutip dari Made Nurmawati, dkk, "Hukum
Kelembagaan Negara™, 11.

178 Evy Trisulo D, "Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi®, 14-15.

82



a. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.!”

b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.® Lembaga negara pada tingkat ini pembentukan
sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden. Artinya, pembentukan,
perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kebijakan Presiden
semata.

c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang
ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan
pejabat di bawah Menteri.'®*

Adapun tujuan dibentuknya lembaga-lembaga negara selain untuk

menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan
secara aktual, lembaga-lembaga negara harus membentuk suatu kesatuan
proses yang satu sama yang lain saling berhbungan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi negara sehingga dapat membentuk suatu kesatuan
untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis

mewujudkan negara dalam jangka panjang.'®?

% Yang dimaksud dengan Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang
diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Keputusan Presiden. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Informasi, dan sebagainya. Dikutip dari Jimly
Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", 44.

180 | embaga negara pada tingkat ini pembentukan sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden.
Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kebijakan Presiden semata.
Dikutip dari Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi", 45.

181 | embaga ini dibentuk atas inisiasi menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan
berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembanguan di bidang yang menjadi tanggung
jawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga atau panitia-panitia yang sifatnya tidak
permanen dan spesifik. Dikutip dari Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga
Negara Pasca Reformasi™, 45.

182 Asri Agustiwi, "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
di Indonesia," RECHSTAAT lImu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Jilid Vol. 8 (Maret 2014): 5-6.
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4, Teori Checks and Balances

Secara harfiah,'®

checks and balances berasal dari dua kata yaitu
checks yang bermakna memeriksa, menilai, mengawasi dan balances
bermakna mencari keseimbangan. Berdasarkan Black’s Law Dictionary,
checks and balances dimaknai dengan “arrangement of governmental
powers whereby powersof one governmental branch check or balance those
of other brances.’®* Check and balances also see separation of power. "¢
Prinsip checks and balances berdasarkan pengertian di atas merupakan
suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara satu cabang
kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lainnya yang bertujuan agar tidak
terjadi pemusatan kekuasaan (kekuasaan yang dominan) pada satu cabang
kekuasaan saja.*®®

Penerapan prinsip checks and balances ini diharapkan agar masing-
masing lembaga negara dapat berfungsi secara maksimal dan sebagai
pembatasan kewenangan lembaga negara yang dapat mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan.'®’ Checks and balances merupakan suatu penerapan

konsep teori klasik mengenai mixed atau balanced government di

pemerintahan Inggris yang lebih menekankan partisipasi kelompok atau

183 putri Alvi Safira, "Mekanisme Pelaksanaan Checks and Balances Antara Kekuasaan Eksekutif
dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" (Palembang:
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018), 16.

184 Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary" (St. Paul: West Publishing Co, 1999), 680.

185 Henry Campbel, "Black Law Dictionary by Henry Campbel" (St. Paul: West Publishing Co,
1990), 238.

186 Zahra Amelia Riadini, "Model Kawal Imbang (Check and Balances) Sebagai Pola Hubungan
Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif di Kota Salatiga (Tinjauan Sosiologis-Yuridis
tTerhadap Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)" (Semarang: Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 28.

187 Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia," Jurnal Cita Hukum, Jilid Vol. | (2013): 218.
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kelas sosial yang ada dalam masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahannya daripada penerapan konsep pembagian kekuasaan.'®®
Baron de Montesquieu adalah orang yang pertama kali mengemukakan
prinsip checks and balances yang merupakan hasil dari ajaran separation of
power dan pertama kali diadopsi dalam konstitusi Amerika Serikat pada
tahun 1789."* Munculnya cabang kekuasaan yang diberikan kewenangan
untuk turut campur dalam cabang kekuasaan lain merupakan salah satu
dampak adanya penerapan prinsip checks and balances, akan tetapi hal ini
bukan bertujuan untuk memperbesar kewenangan cabang kekuasaan tertentu
namun sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu kewenangan di masing-
masing cabang kekuasaan.'*°

Di Indonesia sendiri, adanya mekanisme checks and balances ini
dimulai pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahfud MD dalam pendapatnya menyatakan bahwa tidak adanya
mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen.’®* Penerapan mekanisme
checks and balances ini dapat dilihat dengan adanya perubahan dalam

struktur lembaga negara, dimana tidak lagi ada lembaga tertinggi negara.

18 Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden

(Constitutional Limits of The Presidential Executive Power)," Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid
Vol. 12 (2015): 273.

189 pytri Alvi Safira, "Mekanisme Pelaksanaan Checks and Balances Antara Kekuasaan Eksekutif
dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, 15.

190 |ndra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia," Jurnal Cita Hukum 219.

91 Sunarto, "Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Masalah-
Masalah Hukum 159.
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Hal ini sejalan dengan pemikiran Saldi Isra yang menyatakan bahwasannya
realisasi prinsip checks and balances ini ditunjukkan dengan dihapusnya
sistem hierarki dalam susunan lembaga negara yang dibuktikan dengan
tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara,
susunan lembaga negara didasarkan pada fungsi dan kewenangan
konstitusional masing-masing lembaga negara.**

Implementasi mekanisme checks and balances juga ditunjukkan
dengan adanya hubungan yang bersifat kerjasama antara lembaga legislatif
dengan lembaga eksekutif (DPR dan Presiden) dalam pembentukan UU dan
hubungan yang bersifat pengawasan oleh DPR kepada Presiden dalam
melaksanakan tugasnya.’® Selain itu adanya kewajiban Presiden untuk
meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung dalam hal pemberian
grasi dan rehabilitasi, dan pertimbangan kepada DPR dalam pemberian
amnesti dan abolisi menunjukkan adanya penerapan mekanisme checks and
balances, ditambah dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
yang berwenang dalam melakukan judicial review merupakan bentuk kerja
sama antara DPR sebagai lembaga legislatif dan Mahkamah Konsitusi

sebagai lembaga yudikatif dalam melaksanakan mekanisme checks and

192 Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia," Jurnal Cita Hukum 220.

193 A Rosyid Al Atok, "Check and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang dengan Sistem
Bikameral di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Check and Balances in Law Making Using Bicameral
System in 5 (Five) Unitary State)," Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid Vol. 13 (2016): 264.
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balances guna mewujudkan terbentuknya Undang-Undang yang sesuai dan

tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

BAB Il

POLITIK HUKUM PENGANGKATAN WAKIL MENTERI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XV11/2019
TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI

PERSPEKTIF TEORI AL-WIZARAH IMAM AL-MAWARDI

A. Konstitusionalitas Praktik Rangkap Jabatan Pada Pengangkatan
Wakil Menteri

Rangkap jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan suatu tindakan yang terjadi apabila satu orang memiliki dua jabatan
atau lebih dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal atau
kepala biro.®® Rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang dapat
memicu adanya conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan.'®
Larangan rangkap jabatan setidaknya diatur dalam 9 (sembilan) peraturan
perundang-undangan yang terdiri dari 7 (tujuh) undang-undang dan 2 (dua)
peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang melarang praktik

rangkap jabatan beberapa di antaranya termuat dalam Undang-Undang

194 Sunarto, "Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Masalah-
Masalah Hukum 161-162.

19 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua".

19 May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)," Jurnal Legislasi Indonesia
5-6.
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Kementerian Negara dan Undang-Undang BUMN. Aturan larangan rangkap
jabatan yang terdapat pada Undang-Undang Kementerian Negara hanya ditujukan
pada menteri.'®” Praktik rangkap jabatan wakil menteri merupakan tindakan yang
perlu dikaji secara mendalam. Kendati tidak adanya aturan yang melarang
rangkap jabatan bagi wakil menteri, namun rangkap jabatan adalah tindakan yang
tidak bisa dibenarkan secara hukum. Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan
yang dilakukan oleh wakil menteri menjadi sesuatu yang harus dianalisis secara
mendalam, mengingat kaitannya terhadap etika wakil menteri sebagai pejabat
pemerintahan.
1. Konstitusionalitas Praktik Rangkap Jabatan Berdasarkan Teori Lembaga
Negara
Lembaga negara dapat dipahami sebagai lembaga yang
pembentukannya tidak hanya bersandar pada amanat UUD 1945 saja.
Lembaga negara adalah seluruh lembaga yang pembentukannya didasarkan
atas peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang memiliki
tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan.*®®
Terdapat beberapa ciri utama dari lembaga negara, diantaranya
yaitu; (i) pada suatu lembaga negara terdapat pengangkatan terhadap
seseorang guna menduduki jabatan atau fungsi tertentu dalam pemerintahan;

(it) adanya fungsi dalam setiap lembaga negara memiliki sifat eksklusif

197 pasal 23, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

198 “|sharyanto, "Hukum Kelembagaan Negara : Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai
Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia" (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, 2015), 6.
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secara hukum dan harus dijalankan sebagai profesi utama, dan; (iii) setiap
orang yang memiliki jabatan dalam suatu lembaga negara berhak menerima
gaji dari negara sebagai hak atas dilaksanakannya fungsi yang dimiliki oleh
masing-masing lembaga negara.'*°

Para pemangku jabatan publik—sebagai pelaksana fungsi lembaga
negara—memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Pejabat publik dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas tersebut bertujuan
agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan tujuan
negara dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada.
Penerapan AUPB ditujukan guna mencegah terjadinya praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat rentan terjadi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan.”®

Tumbuh suburnya praktik KKN dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia salah satunya dipicu karena terdapat konflik
kepentingan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara. Terdapat

setidaknya 5 hal yang menjadi latar belakang munculnya konflik

%9 Kendati lembaga negara dapat diartikan sebagai jabatan dan pejabat (jabatan umum, jabatan
publik dan pejabat umum), namun dalam pelaksanaannya tidak harus memiliki jabatan untuk dapat
menjalankan fungsi lembaga negara. Salah satu contohnya adalah adanya penggunaan hak pilih
dalam pemilihan umum oleh setiap individu dapat dikategorikan menjalankan fungsi lembaga
negara yaitu dalam hal pembentukan lembaga legislatif. Dalam hal ini perlu dipahami
bahwasannya tidak semua individu yang menjalankan fungsi lembaga negara dapat
diklasifikasikan sebagai lembaga negara dan memegang jabatan dalam makna yang sesungguhnya.
Sehingga dapat dipahami juga bahwasannya untuk dapat menjalankan fungsi lembaga negara tidak
harus menduduki jabatan dalam struktur organisasi negara, namun meskipun bisa melaksanakan
fungsi lembaga negara ia tidak begitu saja digolongkan sebagai lembaga negara. Dikutip dari
Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 33.

20 Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: UNY Press, 2019), 118.
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kepentingan®®* dalam penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia
diantaranya adalah rangkap jabatan, hubungan afiliasi, penerimaan
gratifikasi, kepemilikan aset dan penggunaan diskresi yang tidak sesuai
batas wajar (melebihi batas).?%

Rangkap jabatan, sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan
salah satu sebab adanya konflik kepentingan yang dapat memicu terjadinya
praktik KKN yang menjerat para penyelenggara fungsi lembaga negara
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya praktik rangkap jabatan—
baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik—menunjukkan tidak
adanya profesionalitas dalam diri masing-masing pejabat yang
bersangkutan. Tercapainya tujuan suatu negara sebagian besar dipengaruhi
oleh bagaimana alat-alat kelengkapan negara dan penyelenggara negara—
baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik—dalam menjalankan

seluruh fungsi negara sebagaimana diatur di dalam konstitusi, sehingga para

pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah

2% Konflik kepentingan merupakan suatu kondisi ketika seorang penyelenggara negara yang
memperoleh kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai
atau diduga mempunyai kepentingan pribadi dalam pemanfaatan wewenangnya, dimana hal
tersebut memiliki potensi untuk berpengaruh pada kualitas kerja dan Kkinerja yang bersangkutan.
Adanya konflik kepentingan ini dapat memicu timbulnya berbagai pelanggaran misalnya bebas
menetapkan gaji sendiri, memiliki pekerjaan sampingan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, dan memiliki saham pada suatu perusahaan yang memiliki potensi
mengganggu objektivitas dalam pengawasan. Dikutip dari May Lim Charity, "lroni Praktik
Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in
The Indonesian State System)," Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid VVol. 13 (2016): 5-6.

202 Komisi Pemberantasan Korupsi, "Konflik Kepentingan" (Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2009), 4-5.
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diamanatkan oleh negara harus mampu menjalankannya dengan dibarengi
profesionalisme dan pertanggungjawaban penuh.?®

Jimly Asshiddigie dalam bukunya mengemukakan bahwasannya
terdapat setidaknya 34 lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945,
dimana ke-34 lembaga negara tersebut menurut hierarkinya dibedakan
menjadi 3 (tiga) yakni lembaga negara lapis pertama, lembaga negara lapis
kedua dan lembaga negara lapis ketiga. Berdasarkan pembagian tersebut,
salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan secara

langsung®®*

adalah menteri. Menteri negara tergolong dalam lembaga negara
sebagai organ konstitusi lapis kedua.?®

Kewenangan yang dimiliki menteri diatur secara langsung dalam
Bab V UUD 1945, Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3).°° Sebagai salah satu

lembaga negara yang memiliki posisi krusial dengan kewenangan yang luas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, para menteri dalam menjalankan

% Fugoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip
Demokrasi Konstitusional," Jurnal Administrasi Negara, Jilid VVol. 3 (2015): 35.

204 pada pelaksanaannya, menteri negara merupakan kepala eksekutif yang sesungguhnya karena
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin langsung jalannya pemerintahan di setiap
bidang kementerian adalah menteri itu sendiri. Kendati secara hukum menteri merupakan
pembantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, namun secara tidak langsung dalam
praktek penyelenggaraan pemerintahan justru menteri adalah pemimpin jalannya roda
pemerintahan yang sebenarnya, sehingga menteri tidak bisa digolongkan ke dalam pejabat tinggi
biasa karena kekuasaan pemerintahan dalam praktik dipegang oleh menteri. Selain itu, dalam
penetapan politik pemerintah dan koordinasi terkait pemerintahan negaram Presiden membahas
dan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan para menteri. Dikutip dari Isharyanto,
"Hukum Kelembagaan Negara : Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan
Ketatanegaraan Republik Indonesia”, 105.

205 Beberapa lembaga negara yang meskipun kewenangannya diatur secara langsung dalam UUD
1945, namun secara protokoler lembaga negara yang termasuk ke dalam organ konstitusi lapis
kedua ini dianggap memiliki kedudukan yang sejajar dengan seluruh lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan undang-undang. Dikutip dari Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi™, 92.

2% Jimly Asshiddigie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", 85-
91.
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tugasnya selain harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, para menteri juga harus menerapkan AUPB dalam
penyelenggaraan pemerintahan agar terjadinya praktik rangkap jabatan oleh

menteri?®’

tidak terulang lagi di masa sekarang.

Pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara®®® disebutkan
bahwasannya seorang menteri dilarang melakukan praktik rangkap jabatan,
baik merangkap jabatan sebagai jabatan birokrasi maupun jabatan politik.
Adanya larangan ini ditujukan sebagai upaya preventif terhadap adanya
conflict of interest di lembaga kementerian. Adanya larangan rangkap
jabatan untuk selanjutnya tidak hanya berlaku bagi menteri saja. Wakil
menteri, sebagai pejabat publik yang diangkat langsung melalui hak
prerogratif Presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 juga diwajibkan untuk mematuhi aturan larangan
rangkap jabatan ini. Jabatan wakil menteri meskipun tidak secara eksplisit
disebutkan dalam UUD 1945, pada hakikatnya ia merupakan salah satu
lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVI11/2019 mengemukakan bahwa meskipun secara struktural jabatan wakil

menteri berada di bawah menteri dan bukan merupakan jabatan yang

207 pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat beberapa menteri
yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, diantaranya yaitu Suryadharma Ali
ketua umum PPP, Muhaimin Iskandar ketua umum PKB, Hatta Rajasa ketua umum PAN, dan Abu
Rizal Bakrie ketua umum Partai Golkar. Dikutip dari May Lim Charity, "lroni Praktik Rangkap
Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in The
Indonesian State System),” Jurnal Legislasi Indonesia 1-2.

208 pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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pembentukannya diamanatkan secara langsung dalam UUD 1945, perlu
diingat bahwa keberadaan jabatan wakil menteri adalah atas dasar hak
prerogratif Presiden sehingga seorang wakil menteri berhak dan wajib
diperlakukan dan ditempatkan pada kedudukan yang sama sebagai pejabat
negara yang setara dengan jabatan seorang menteri negara, berikut
kewajiban, hak dan larangan yang mengikutinya.”®

Larangan rangkap jabatan pada dasarnya tidak hanya berlaku bagi
pejabat kementerian saja, melainkan bagi seluruh pejabat negara lain baik
yang menduduki jabatan birokrasi maupun jabatan politik. Terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap
jabatan ini, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara,®*° Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara,?! Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik,®** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara,?® Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

29 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, Pertimbangan Hukum Mahkamah,
Poin [3.13], terkait penegasan jabatan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan
menteri, 96.

210 pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
Lembaran Negara Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003.

21 pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

212 pasal 17 huruf (a) Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran
Negara Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Tahun 2008 : “Pelaksana
dilarang : a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi elaksana yang
berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik
daerah.”

213 pasal 5 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494, Tahun 2014 : “Kode etik
dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai
ASN: h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.”
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Administrasi Pemerintahan,?* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,?*> Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,?'® Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia,?*’

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara,?*® dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.?

Berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah

disebutkan di atas memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencegah

terjadinya konflik kepentingan akibat adanya praktik rangkap jabatan oleh

14 pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601, Tahun
2014.

2> pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran
Negara Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409, Tahun 2019.

216 pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
Lembaran Negara Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439, 2004: “(1) Prajurit
hanya dapat menduduk jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif
keprajuritan.”

217 pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168, Tahun 2002:
“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

218 pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556, Tahun 2005 : “(1) Anggota Komisaris dan Dewan
Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

C. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.”

219 pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah, Lembaran Negara Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173, 2017 : “(1)
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.”

94



para pelaksana fungsi lembaga negara. Kendati tidak semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga negara
memuat aturan tentang larangan rangkap jabatan, sudah semestinya setiap
orang yang memangku jabatan dalam suatu lembaga negara harus paham
mengenai apa Yyang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.
Pengelompokan lembaga negara baik berdasarkan kewenangan maupun

fungsinya dalam pemerintahan®*

tidak memberikan pengaruh apapun dalam
kewajiban untuk menaati AUPB dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan kata lain setiap pejabat dalam seluruh lembaga
negara wajib menaati AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Arti penting yang dimiliki oleh AUPB sebagai pedoman dan arah
pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak hanya berlaku
bagi pejabat dalam lembaga negara pelaksana peraturan perundang-

undangan saja, melainkan berlaku bagi seluruh pejabat di setiap lembaga

negara yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia.?*

20 pengklasifikasian lembaga negara berdasarkan kewenangannya ini terbagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok lembaga negara yang mendapatkan kewenangan secara langsung dari
UUD 1945 dan kelompok mendapatkan kewenangan secara tidak langsung dari UUD 1945
melainkan dari Undang-Undang. Pengklasifikasian lembaga negara menurut fungsinya dalam
pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok lembaga negara utama(main state’s organ)
yang menjalankan fungsi pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kelompok lembaga
negara bantu (auxiliary state’s organ) sebagai penunjang jalannya pemerintahan. Dikutip dari
Ernawati Munir, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca
Amandemen UUD 1945" (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2005), 18-19.

221 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik selain berlaku bagi lembaga eksekutif selaku
lembaga yang secara langsung berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
berbagai peraturan perundang-undangan, juga berlaku bagi seluruh lembaga lain. Bagi lembaga
legislatif, adanya AUPB adalah sebagai pedoman dan arah dalam pembuatan undang-undang
sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan peraturan perundang-
undangan yang baik dan sesuai dengan tujuan serta cita-cita negara Indonesia. Bagi lembaga
kehakiman, AUPB merupakan dasar pengujian yang digunakan oleh hakim dalam
pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan. Sehingga disini dapat dipahami jika pelaksanaan
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa adanya
praktik rangkap jabatan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan
AUPB, khususnya pada asas profesionalitas.??” Eksistensi kekuasaan yang

dimiliki oleh setiap jabatan, baik scope of power®?

ataupun domain of
power??* yang menyebabkan suatu jabatan berfungsi, melahirkan
pemahaman yang meyakini jika tidak seharusnya jabatan publik dijabat oleh
seseorang yang memiliki jabatan lain dalam jabatan politik maupun jabatan
birokrasi ataupun sebaliknya.?®®

Rangkap jabatan—kendati tidak diatur dalam seluruh peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga negara—merupakan
perbuatan yang dilarang, terlebih terdapat etika pemerintahan budaya malu

dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin menunjukkan bahwa

rangkap jabatan merupakan sesuatu hal yang harus dihindari dalam proses

AUPB tidak hanya berlaku bagi lembaga negara tertentu saja, melainkan seluruhnya. Dikutip dari
Eny Kusdarini, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara"
(Yogyakarta: UNY Press, 2019), 13.

?22 Asas profesionalitas merupakan asas yang melandasakan keahlian dan kompetensi setiap
pejabat pemerintahan dalam melaksankan tugasnya, dimana pelaksanaan asas ini berpedoman pada
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas yang diampu.
Dikutip dari Cekli Setya Pratiwi, dkk., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara", ed. Imam Nasima (Jakarta: Netherlands Embassy in
Jakarta : The Center for International Legal Cooperation (CILC) and The Indonesian Institute For
Independent Judiciary (LelP), 2016), 74, leip.or.id.

223 scope of Power adalah ruang lingkup suatu kekuasaan yang merujuk pada seluruh sikap,
tingkah laku, kegiatan dan keputusan yang berfungsi sebagai objek dari kekuasaan. “Scope of
power is the set or collection of all the particular kinds of classes of behavior, relations, and
affairs that are effectively subjected to governmental power.” Dikutip dari KO Power, "Concept of
Power in Political Science," Political Science : The View of Encyclopedia, diakses pada 28 Maret
2021, https://www.politicalscienceview.com/concept-of-power-in-political-science/.

224 Domain of Power adalah jangkauan suatu kekuasaan yang merujuk pada sesuatu yang terkena
kekuasaan seperti orang, kelompok, atau organisasi yang dikenai kekuasaan. Dikutip dari KO
Power, "Concept of Power in Political Science,” Political Science : The View of Encyclopedia.

25 Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal apabila adanya rangkap jabatan ini merupakan
awal mula dari lahirnya konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan
pemerintahan. Dikutip dari Fuqoha, "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara
Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional," Jurnal Administrasi Negara 40.
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penyelenggaraan pemerintahan.?® Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa adanya praktik rangkap jabatan apabila dilihat dari perspektif teori

lembaga negara merupakan tindakan yang dilarang dan tidak diperbolehkan

karena tindakan tersebut baik secara asas, moral, dan etika merupakan hal

yang harus dihindari.

2. Vacuum of Norm Mekanisme Pengangkatan Wakil Menteri dalam
Undang-Undang Kementerian Negara

Pengaturan tentang wakil menteri dalam Undang-Undang
Kementerian Negara hanya dimuat pada Pasal 10 saja. Pasal tersebut hanya
mengatur tentang pemberian wewenang kepada Presiden untuk mengangkat
wakil menteri apabila terdapat kementerian yang memiliki beban kerja lebih
dan membutuhkan penanganan khusus. Peraturan lanjutan terkait wakil
menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Wakil Menteri®*’, akan tetapi dalam peraturan ini hanya memuat hal-hal
yang berkenaan dengan tugas, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wakil
menteri.

Pengangkatan wakil menteri dengan demikian  menjadi
kewenangan Presiden sepenuhnya karena tidak ada peraturan perundang-
undangan lain yang memuat aturan terkait pengangkatan wakil menteri.
Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri tidak memaparkan secara

jelas terkait job analysis dan job spesification setiap kementerian yang di

226 May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System),” Jurnal Legislasi Indonesia

227 peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Lembaran Negara Nomor
129, Tahun 2012
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dalamnya terdapat wakil menteri. Hal tersebut mengakibatkan munculnya
stigma negatif terhadap jabatan wakil menteri akibat masyarakat tidak
mengetahui urgensi pengangkatan wakil menteri pada kementerian-
kementerian yang dinilai membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan
fakta tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan aturan lebih lanjut terkait
hal-hal yang berhubungan dengan wakil menteri khususnya dalam urusan
pengangkatan wakil menteri dianggap perlu diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
a. Urgensi Jabatan Wakil Menteri dalam Risalah Rapat Pembahasan
RUU Kementerian Negara
Eksistensi jabatan wakil menteri berdasarkan sejarah
ketatanegaraan Indonesia pertama kali ada pada era kabinet
presidensial pertama, yakni pada masa pemerintahan Presiden
Soekarno pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terdapat
2 (dua) wakil menteri pada kabinet presidensial pertama ini Yyaitu
wakil menteri dalam negeri dan wakil menteri penerangan.”® Pada
periode pemerintahan selanjutnya, tepatnya pada Kabinet Sjahrir |
(1945-1946) terdapat 1 (satu) wakil menteri, Kabinet Sjahrir 11 (1946)
terdapat 11 wakil menteri, dan Kabinet Kerja 111 (1962-1963) terdapat

10 wakil menteri.?®®

228 p_ N. H. Simanjuntak, "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai
Reformasi (dalam bahasa Indonesia)", 15-23.

229 pada Kabinet Sjahrir | terdapat 1 wakil menteri yaitu wakil menteri keamanan rakyat.

Pada Kabinet Sjahrir 111 terdapat 11 wakil menteri yaitu wakil menteri luar negeri, wakil menteri
kehakiman, wakil menteri keuangan, wakil menterikemakmuran, wakil menteri penerangan, wakil
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Keberadaan jabatan wakil menteri pada setiap periode
pemerintahan  ditentukan oleh  kebijakan setiap  pemimpin
pemerintahan tersebut. Sehingga ada atau tidaknya jabatan wakil
menteri tidak dapat dipastikan setiap periodenya.?®® Setelah jabatan
wakil menteri pada Kabinet Kerja 11, jabatan wakil menteri baru eksis
kembali pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.

Berdasarkan risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Kementerian Negara, dapat dilihat
bahwasannya pada draft awal RUU Kementerian Negara tidak
memuat adanya pengaturan tentang jabatan wakil menteri. Adanya

pengaturan mengenai jabatan wakil menteri ini bermula dari usulan

menteri kesehatan, wakil menteri pendidikan dan kebudayaan, wakil menteri sosial, wakil menteri
keamanan rakyat, wakil menteri komunikasi, dan wakil menteri pekerjaan umum.

Pada Kabinet Kerja Ill terdapat 10 wakil menteri yaitu wakil menteri pertama I, wakil mentei
pertama Il, wakil menteri luar negeri, wakil menteri koordinator dalam negeri,wakil menteri
koordinator pertahanan dan keamanan, wakil menteri koordinator produksi, wakil menteri
koordinator distribusi, wakil menteri koordinator keuangan, dan akil menteri koordinator khusus.
Dikutip P. N. H. Simanjuntak, "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan
Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesia)", 15-23.

%0 Berdasarkan sudut pandang histori, eksistensi jabatan wakil menteri setidaknya mengalami
beberapa pola perubahan dari ada-tidak ada-kembali ada-tidak ada- dan kembali eksis hingga saat
ini. Hal ini dapat dilihat dari rekam jejak keberadaan jabatan wakil menteri sejak awal
keberadaannya pada era awal kemerdekaan (1945-1949) berada pada masa kabinet presidensial,
kabinet sjahrir 1, dan kabinet sjahrir 11l. Kemudian pada era demokrasi parlementer (1949-1959
tidak ditemukan jabatan wakil menteri akan tetapi ada jabatan menteri muda. Selanjutnya pada era
demokrasi terpimpin (1959-1968) jabatan wakil menteri kembali eksis yaitu pada masa kabinet
kerja 111 diikuti dengan jabatan menteri muda. Pada era selanjutnya yaitu di era orde baru (1968-
1998) pada masa pemerintahan Soeharto tidak terdapat jabatan wakil menteri tetapi masih terdapat
jabatan menteri muda. Sedangkan pada era reformasi dan pasca reformasi (1998-sekarang) yaitu
pada masa pemerintahan B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo
Bambang Yudhoyono jilid | sudah tidak ditemukan lagi jabatan wakil menteri dan/atau jabatan
menteri muda. Hingga saat ini eksistensi jabatan wakil menteri kembali muncul pasca pertama kali
diangkat wakil menteri pertama di era pasca reformasi pada periode pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono Jilid Il (2009-2014). Dikutip dari P. N. H. Simanjuntak, "Kabinet-Kabinet
Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesia)".
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dari tim perumus RUU Kementerian Negara yang menganggap

pentingnya pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri oleh

Presiden mengingat pada saat itu Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sudah mengangkat satu wakil menteri yaitu wakil menteri
luas negeri.***

Apabila dilihat dari historinya, pembahasan RUU
Kementerian Negara ini sudah ada sejak tahun 2003 yakni pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dimana pembahasannya
dilaksanakan secara internal olen Badan Legislasi (BALEG) DPR RI
bersamaan dengan pembahasan RUU Penasehat Presiden.?®?
Pembahasan RUU Kementerian Negara ini dimulai tepatnya setelah
adanya penyampaian RUU Ususl Inisiatif BALEG DPR RI tentang

Kementerian Negara pada 22 Juni 2005.>* RUU Kementerian Negara

21 Tim Perumus RUU Kementerian Negara, "Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU
Tentang Kementerian Negara" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008), 2.
%2 pembahasan RUU Kementerian Negara ini dapat dikatakan tidak berjalan mulus sebagaimana
yang diharapkan, hal ini dapat dilihat pasca pemilu tahun 2004 pembahasan RUU Kementerian
Negara tidak lagi dilanjutkan, bahkan RUU Kementerian Negara tidak masuk dalam Prolegnas.
Hingga akhirnya pada tahun 2005, RUU Kementerian Negara kembali masuk ke dalam Prolegnas
dan masuk kedalam Prolegnas prioritas yang akan dibahas dalam rentang waktu 2005-2009.
Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Kementerian Negara" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005-
2009), 14.
283 Terdapat setidaknya 3 pokok pikiran yang menjadi landasan utama pengajuan RUU
Kementerian Negara oleh BALEG DPR RI yaitu:
1. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945;
2. Penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden di bidang eksekutif dibantu oleh para
menteri sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945; dan
3. Guna mewujudkan tujuan yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 terwujud dalam
pembentukan Organisasi Kementerian Negara, maka diperlukan adanya pembentukan
landasan hukum yang memuat aturan tentang pembentukan, pengubahan dan pembubaran
Kementerian Negara.
Dikutip dari Surat Pemberitahuan Penyampaian Usul RUU Insiatif BALEG DPR RI tentang
Kementerian Negara kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005.
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yang diusulkan oleh BALEG DPR RI ini terdiri atas 6 (enam) Bab dan
12 Pasal yaitu: 1 (satu) pasal mengenai ketentuan umum; 2 (dua)
pasal tentang susunan dan kedudukan; 3 (tiga) pasal tentang
pembentukan, pengubahan dan perubahan; 4 (empat) pasal tentang
fungsi, tugas dan wewenang; 1 (satu) pasal tentang ketentuan
peralihan; dan 1 (satu) pasal mengenai ketentuan penutup.?**

Proses pembahasan RUU Kementerian Negara ini
berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimulai pada bulan
Juni 2005 dan disahkan pada bulan November 2008. Selama kurun
waktu tersebut, berikut adalah kronologi pembahasan RUU
Kementerian Negara:

1) Pada tahun 2005 RUU Kementerian Negara masuk ke dalam
Prolegnas prioritas yang merupakan salah satu RUU yang
menjadi  prioritas  jangka pendek untuk dilakukan
pembahasan.?*®

2) Pada tanggal 28 Juni 2005 RUU Kementerian Negara resmi
diusulkan pada saat Rapat Paripurna DPR RI bersamaan
dengan pengusulan RUU tentang Dewan Penasihat Presiden
yang juga menjadi RUU usul inisiatif BALEG DPR RI.%*

3) 30 Agustus 2005 dalam Rapat Paripurna DPR RI
memutuskan kedua RUU yang diusulkan diputuskan menjadi
RUU Usul Inisiatif DPR RI, 8 September 2005 pada Rapat
BAMUS (Badan Musyawarah) menetapkan bahwa kedua
RUU ini ditangani oleh satu Panitia Khusus (Pansus) dengan

% Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara, pada
Surat Pemberitahuan Penyampaian Usul RUU Insiatif BALEG DPR RI tentang Kementerian
Negara kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005.

2% Salah satu alasan dimasukkannya RUU Kementerian Negara dalam Prolegnas prioritas adalah
adanya urgensi dalam hal perimbangan kekuasaan pada proses penyelenggaraan negara guna
mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang stabil efektif dan efisien serta adanya amanat
dari Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi sumber yuridis adanya pengajuan usul inisiatif
RUU Kementerian Negara. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara", 10-11.

2% \Wacana usulan kedua RUU ini sudah ada sejak taun 2004 yaitu pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Naskah
Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara", 14.
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50 anggota Pansus dimana pembentukan Pansus ini disahkan
pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 September 2005.%%

4) 15 Februari 2006 dilaksanakan rapat intern Pansus RUU
Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasehat Presiden
yang menghasilkan kesepakatan terkait beberapa tahapan
dalam persiapan, penggodokan hingga finalisasi RUU
tersebut, %

5) 6 November 2008 RUU Kementerian Negara disahkan oleh
pemerintah menjadi Undang-Undang.

Pada proses pembahasan RUU Kementerian Negara muncul
gagasan yang berupa usulan mengenai pengangkatan wakil menteri
oleh Presiden, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa

pada draf RUU Kementerian Negara yang pertama kali diusulkan oleh

27 pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Kementerian Negara ini dikuatkan melalui
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
05/DPR RI/1/2005-2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang
Dewan Penasihat Presiden dan RUU tentang Kementerian Negara. Dikutip dari Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara",

11.

%% Tahapan sebagaimana dimaksud dalam rapat intern Pansus RUU Kementerian Negara ini
terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

Penghimpunan saran dan masukan publik dengan penerapan mekanisme Rapat Dengar
Pendapat (RDP)/ Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama beberapa narasumber agar
diperoleh kajian komprehensif dan dapat memenuhi standart serta tujuan yang ingin
diwujudkan. Kemudian dilaksanakan pula penjaringan, saran dan pendapat, masukan, pikiran
dan beberapa gagasan konstruktik dari berbagai pakar ahli pada beberapa disiplin ilmu yang
berlainan satu sama lain dengan tujuan penyempurnaan substansi RUU Kementerian Negara.
Rangkaian kegiatan RDPU ini berlangsung dalam kurun waktu 2 Masa Sidang DPR RI yaitu
kurang lebih sekitar 7 bulan.

Tahap penyempurnaan RUU yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu: Pertama, hasil masukan
yang diperoleh dari narasumber pada saat forum RDP/RDPU dihimpun dan dipetakan sesuai
dengan substansi materi yang dimaksud, pada tahapan ini dilakukan penyesuaian seluruh
saran dan pendapat, kritik dan gagasan konstruktif yang di dapat ketika pelaksanaan RDPU;
Kedua, kesimpulan yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya diserahkan kepada ahli bahasa
dan legal drafer untuk kemudian disajikan ke dalam bentuk draf RUU dan dibagikan kepada
seluruh narasumber yang terlibat dalam forum RDP/RDPU sebelumnya.

Tahap uji publik atau biasa disebut dengan tahap sosialisasi, dilaksanakan dengan kegiatan
sosialisasi terhadap adanya RUU Kementerian Negara ke beberapa daerah yang telah
ditentukan menurut sebaran wilayah geografis di wilayah Indonesia Barat ke Timur dengan
tujuan untuk menambah saran, pendapat masukan dan gagasan lain yang dapat
menyempurnakan draf akhir sebelum diserahkan kepada pemerintah.

Tahap terakhir, yaitu sinkronisasi atau tahap finalisasi guna memantapkan kembali desain
rancangan RUU Kementerian Negara, mengharmonisasikan dan pembulatan desain
rancangan RUU di BALEG DPR RI sebelum akhirnya dikirim dan disahkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Kementerian Negara", 13-14.
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BALEG DPR RI tidak memuat adanya ketentuan mengenai jabatan
wakil menteri. Berdasarkan laporan hasil pembahasan di tingkat Tim
Perumus dan Tim Sinkronisasi yang diterima oleh Panitia Kerja pada
tanggal 15 Oktober 2008, Tim Perumus RUU Kementerian Negara
mengusulkan adanya penambahan pasal baru yaitu ditambah pasal 10
yang memuat aturan mengenai kewenangan Presiden dalam
mengangkat wakil menteri pada kementerian yang membutuhkan
penanganan khusus dalam urusan tertentu.?*

Usulan penambahan pasal baru ini bermula dengan adanya
wakil menteri luar negeri yang sebelumnya telah diangkat dan dilantik
oleh menteri luar negeri. Berangkat dari hal tersebut, maka Tim
Perumus RUU Kementerian Negara menganggap bahwasannya
adanya pengaturan tentang pengangkatan wakil menteri dalam RUU
Kementerian Negara merupakan sesuatu yang penting demi
memenuhi asas kepastian hukum.

Pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri dalam
RUU Kementerian Negara ini dapat digunakan sebagai landasan

hukum apabila kelak di kemudian hari terdapat beban kerja

kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dengan

2% Usulan mengenai penambahan pasal baru terkait pengaturan tentang masalah pengangkatan
wakil menteri oleh Presiden ini bermula pada pembahasan pada rapat yang dilaksanakan oleh Tim
Perumus pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2008 sore yang kemudian dilanjutkan rapat Tim
Sinkronisasi pada malam harinya yakni pukul 20.00 s/d 24.15 WIB di Ruang Rapat Istana Negara
Cipanas. Dikutip dari Tim Perumus RUU Kementerian Negara, "Laporan Tim Perumus dan Tim
Sinkronisasi RUU Tentang Kementerian Negara", 1.

240 panitia Khusus RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang
Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia, 2008), 5.
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segera, sehingga Presiden dapat langsung mengangkat seorang wakil
menteri untuk membantu penanganan beban kerja tersebut. Adanya
jabatan wakil menteri ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja
kementerian, khususnya kementerian-kementerian lain yang memiliki
beban kerja yang berat dan membutuhkan penanganan intensif tidak
hanya kementerian luar negeri saja.?*!

Abdul Gafur—anggota fraksi Partai Gerindra—pada rapat
kerja Pansus RUU Kementerian Negara ini berpendapat bahwa adanya
rumusan pasal mengenai wakil menteri ini dikhawatirkan dapat
menimbulkan kerancuan dalam memahami makna yang ingin
disampaikan. Adanya pendapat tersebut dipicu oleh pengangkatan
wakil menteri luar negeri®®® yang pada praktiknya diangkat dan
dilantik oleh menteri luar negeri sendiri, sehingga wakil menteri disini
bukanlah kabinet minister. Namun demikian, pada rumusan pasal
mengenai wakil menteri ini jelas disebutkan bahwa yang berhak
mengangkat wakil menteri adalah Presiden melalui hak prerogratif

yang dimilikinya.

1 pengangkatan wakil menteri pada kementerian-kementerian bidang tertentu ini harus
memperhatikan beban kerja yang ditanggung oleh kementerian yang bersangkutan. Pengangkatan
wakil menteri hanya diperbolehkan bagi kementerian-kementeian yang memiliki urusan tertentu
yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dikutip dari Panitia Khusus RUU Kementerian
Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia™, 5.

242 pengangkatan wakil menteri luar negeri ini dilaksanakan sebelum RUU Kementerian Negara
disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga pengangkatan wakil menteri pada masa ini belum
memiliki landasan hukum yang jelas. Dikutip dari Panitia Khusus RUU Kementerian Negara,
"Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia", 17.
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Hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan wakil menteri
ini sama halnya dengan hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan
menteri, dengan demikian pengangkatan wakil menteri oleh Presiden
menimbulkan kerancuan apakah kemudian wakil menteri merupakan
kabinet minister karena diangkat oleh Presiden atau tidak?
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)—
Hatta Rajasa—menjelaskan bahwa wakil menteri luar negeri yang
diangkat secara langsung oleh menteri luar negeri sendiri bukanlah
kabinet minister, pengangkatan wakil menteri oleh Presiden yang
dimaksudkan dalam RUU Kementerian Negara tidak begitu saja
menjadikan jabatan wakil menteri menjadi bagian dari kabinet
minister. Mengingat batas maksimal anggota kabinet adalah 34,
apabila wakil menteri adalah kabinet minister maka akan terjadi
penggemukan pada birokrasi kementerian.?*®

Chozin  Chimaidy—anggota fraksi Partai  Persatuan
Pembangunan—mengemukakan bahwa pengangkatan wakil menteri
ini diperlukan, khususnya pada kementerian-kementerian yang
memiliki volume kerja yang berat seperti pada kementerian dalam
negeri khususnya volume kerja agraria dan volume kerja otonomi

daerah dirasa membutuhkan penanganan secara intensif. Namun

3 Jabatan wakil menteri tidak dimasukkan sebagai kabinet minister (anggota kabinet) selain
untuk mencegah adanya penggemukan pada birokrasi kementerian negara, adalah dikarenakan
pengangkatan wakil menteri yang hanya dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu yang
membutuhkan penanganan secara khusus. Dikutip dari Panitia Khusus RUU Kementerian Negara,
"Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia", 17.
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demikian, adanya penanganan khusus ini tidak ditangani dengan cara
menambah pejabat dalam kabinet, melainkan di luar kabinet yang
memang bertugas khusus membantu penanganan beban kerja
kementerian.?*

Urgensi adanya jabatan wakil menteri ini diperlukan selain
untuk meningkatkan kinerja kementerian yang memiliki beban kerja
lebih banyak daripada kementerian yang lain, juga dilaksanakan guna
meningkatkan  performa pemerintah dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa
pengangkatan wakil menteri hanya dilaksanakan ketika terdapat beban
kerja pada kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan
secara intensif, adanya beban kerja yang lebih berat dan lebih banyak
daripada kementerian yang lain maka Presiden dengan hak prerogratif
yang dimilikinya berwenang untuk mengangkat wakil menteri untuk
membantu penyelesaian beban kerja pada kementerian yang
dimaksud.

Adanya beban kerja yang menjadi indikator diperbolehkan
adanya pengangkatan wakil menteri sepenuhnya diserahkan kepada

5

Presiden,”® sehingga dalam keadaan seperti apa dan pada kondisi

bagaimana diperkenanankan mengangkat seorang wakil menteri,

24 panitia Khusus RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang
Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”, 18.

25 Agun Gunandjar Sudarsana—Ketua Rapat Kerja Pansus RUU Kementerian Negara—
menegaskan bahwa pengangkatan wakil menteri adalah hak prerogratif Presiden, sehingga seperti
apa indikator diperbolehkan adanya pengangkatan wakil menteri, seluruhnya diserahkan kepada
Presiden. Dikutip dari Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia
Khusus RUU Tentang Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia"”, 17.
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semua bergantung pada pertimbangan-pertimbangan Presiden dalam

menentukan perlu atau tidaknya diangkat seorang wakil menteri pada

suatu kementerian tertentu.

b. Mekanisme Yuridis Pengangkatan Wakil Menteri dalam Undang-
Undang Kementerian dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
79/PUU-1X/2011

Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan selain dibantu
oleh wakil Presiden juga dibantu oleh para menteri negara, dimana

Presiden sendiri yang memegang kekuasaan untuk mengangkat dan

memberhentikan seorang menteri.?*® Kewenangan Presiden dalam hal

pengangkatan menteri merupakan kewenangan yang didapat langsung
dari UUD 1945 yaitu pada Pasal 17 UUD 1945. Pasal tersebut
kemudian menjadi dasar lahirnya kewenangan Presiden dalam
pengangkatan wakil menteri.

Pengangkatan menteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

17 UUD 1945 ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tepatnya pada Pasal 22

ayat (1) dan (2) yang secara spesifik mengatur tentang pengangkatan

menteri oleh Presiden. Terdapat setidaknya 6 persyaratan yang harus
dipenuhi oleh seorang calon menteri, yaitu : pertama, seorang calon
menteri adalah warga negara Indonesia asli; kedua, bertakwa pada

Tuhan Yang Maha Esa; ketiga, merupakan warga negara yang

246 pasal 17 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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memiliki kesetiaan dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar
negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; keempat,
sehat jasmani dan rohani; kelima, seorang calon menteri harus
mempunyai integritas dan kepribadian yang baik; dan keenam,
seorang calon menteri merupakan warga negara yang tidak pernah
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.?*’

Praktik pengangkatan menteri dalam penyelenggaraan
pemerintahan Indonesia, pada faktanya selain harus berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi oleh
pemimpin yang berkuasa saat itu. Hal ini dapat dilihat pada
pengangkatan menteri di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, selain menerapkan aturan dalam peraturan perundang-

undangan, diterapkan pula fit and proper test**

pada setiap calon
menteri.
Berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, pengangkatan menteri pada era pemerintahan Presiden

7 pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

8 Fit and proper test merupakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap seorang calon pejabat
pemerintahan, fit and proper test ini pada awalnya merupakan serangkaian tes yang dilaksanakan
oleh Bank Indonesia bagi para pejabat yang memimpin sebuah Bank mulai dari para pemegang
saham pengendali, pengurus, hingga pejabat eksekutif bank. Adanya fit and proper test ini
ditujukan guna meningkatkan kualitas pengelolaan bank yang sehat dan sebagai wujud kehati-
hatian untuk menghindai konflik kepentingan antara pengurus dengan nasabah sehingga dapat
mewujudkan pelaksanaan bank yang menerapkan prinsip good coorporate governance. Dikutip
dari Perry Warjiyo, "Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar"
(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)- Bank Indonesia, 2004), 146.
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Joko Widodo dilaksanakan tanpa melalui fit and proper test.?*® Para
pakar Hukum Tata Negara di Indonesia beberapa Kkali
merekomendasikan Presiden Joko Widodo agar melakukan fit and
proper test terhadap para kandidat menteri yang akan menduduki
kabinet kementerian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
tahun 2019-2024. Abdul Kadir Karding—salah satu politikus PKB—
berpendapat bahwa adanya saran tersebut tidak bisa mengintervensi
hak prerogratif Presiden dalam hal pengangkatan menteri, sehingga
model pengangkatan menteri tetap sepenuhnya hak Presiden yang
berkuasa akan menggunakan metode seleksi seperti apa.>*°
Mekanisme pengangkatan wakil ~menteri—sebagaimana
mekanisme pengangkatan menteri—merupakan hak prerogratif
Presiden. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian,
ketentuan yang termuat mengenai pengangkatan wakil menteri tidak
menjelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme pengangkatan seorang
wakil menteri. Mekanisme pengangkatan wakil menteri yang
dilakukan dengan tahapan seleksi yang sama dengan pengangkatan
menteri menjadikan kesan politis dalam pengangkatan wakil menteri

menjadi lebih terasa, ditambah dengan tidak adanya ketentuan yang

%9 Rico Afrido Simanjuntak, "Perbedaan SBY dengan Jokowi Terkait Pengangkatan Menteri,"
Sindonews.com, diakses pada 26 Desember 2020,
https://nasional.sindonews.com/berita/1138020/12/perbedaan-shy-dengan-jokowi-terkait-
pengangkatan-menteri.

%0 Srihandiatmo Malau, "Diminta Pilih Menteri Baru Lewat Fit and Proper Test, PKB: Itu Hak

Presiden,”  Tribunnews.com,  diakses pada 26  Desember 2020,

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/04/diminta-pilih-menteri-baru-lewat-fit-and-
proper-test-pkb-itu-hak-prerogratif-presiden.
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jelas terkait beban kerja yang spesifik dalam setiap pengangkatan
wakil menteri semakin menjadikan mekanisme yang bersifat politis
dalam pengangkatan wakil menteri menjadi sangat terlihat.>*
Terlepas dari permasalahan pekatnya nuansa politik dalam
pengangkatan wakil menteri, terdapat beberapa hal pokok yang harus
diperhatikan dalam mekanisme pengangkatan wakil menteri, yakni
adanya tahapan fit and proper test yang menjadi tolak ukur kelayakan
seseorang untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri. Pada tahapan
fit and proper test terdapat setidaknya 2 (dua) faktor yang harus

dipenuhi, yaitu; pertama, integritas®>>

setiap calon wakil menteri; dan
kedua, kompetensi calon wakil menteri yang mencakup pengetahuan
di bidang kementerian yang akan ditangani, pengalaman dan keahlian

yang sesuai dengan tanggung jawab yang akan diemban di bidang

21 Zainal Arifin Mochtar mengkategorikan jabatan wakil menteri sebagai jabatan fungsional baru
dalam birokrasi kementerian dimana posisinya tidak disebutkan secara tegas dalam struktur
organisasi kementerian. Jabatan fungsional ini termasuk salah satu dari 2 jenis pejabat karir yang
terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional. Apabila dikaji secara lebih lanjut jabatan
karir ini merupakan bagian dalam pejabat birokrasi, dimana pengangkatannya harus melalui
prosedur sebagaimana prosedur pengangkatan pegawai menurut hukum kepegawaian pada
umumnya. Dikutip dari Pendapat Mahkamah Poin [3.14],Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
79/PUU-1X/2011, 77-80.

%2 Integritas merupakan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang,
nilai yang terkandung dalam pemaknaan integritas mencakup kesatuan antara pola pikir, perasaan,
ucapan dan perilaku dengan hati nurani dan norma yang diterapkan dalam masyarakat. Terdapat
setidaknya 3 jenis integritas, yaitu; 1. Integritas inti yang meliputi jujur, tanggung jawab dan
peduli; 2. Integritas etos kerja yang terdiri dari mandiri, kerja keras, dan sederhana; dan 3.
Integritas sikap yaitu berani, peduli dan adil. Sehingga integritas disini dapat dimaknai sebagai
keseluruhan attitude seseorang tidak hanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tapi
sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya membentuk pola pikir dan
perilaku orang yang bersangkutan. Dikutip dari Puji Suyata & Iwan Yudhiantoro, Modul Materi
"Integritas Untuk Umum" (c) Komisi Pemberantasan Korupsi 2016, ed. dkk. Teguh Handoko
(Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Bidang Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016), 1.
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kementerian yang bersangkutan, dan kemampuan dalam urusan
penyelenggaraan pemerintahan. >

Pengangkatan wakil menteri, meskipun menjadi hak
prerogratif Presiden, namun dalam pelaksanaannya harus benar-benar
memperhatikan kredibilitas dan kapabilitas orang yang akan diangkat
menjadi seorang wakil menteri. Terlebih pengangkatan wakil menteri
dilaksanakan dengan pertimbangan adanya beban kerja tertentu yang
membutuhkan penanganan khusus. Sehingga seseorang yang akan
diangkat menjadi wakil menteri harus mampu dan memiliki keahlian
pada bidang kementerian yang akan ditangani. Hal ini bermaksud agar
tujuan pengangkatan wakil menteri untuk menangani beban kerja
kementerian yang membutuhkan penanganan khusus dapat
direalisasikan sepenuhnya dan jabatan wakil menteri tidak hanya
dijadikan sebagai ajang akomodasi politik saja, akan tetapi benar-
benar digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan Kinerja
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
79/PUU-IX/2011 status jabatan wakil menteri yang merupakan
jabatan Kkarir tidak hanya terbatas pada seseorang yang berasal dari
kalangan pegawai negeri sipil (PNS) saja, akan tetapi dapat juga
berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota

Kepolisian Republik Indonesia, bahkan seorang wakil menteri dapat

253 Zaenal Arifin, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Fit and Proper Test dalam
Proses Pemilihan Pejabat Negara" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), xvi.
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diangkat dari kalangan warga negara biasa.”®* Ketentuan tersebut
sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menyebutkan
bahwasannya latar belakang wakil menteri tidak harus berasal dari
Pegawai Negeri melainkan juga diperbolehkan dari bukan Pegawai
Negeri.*®

Jabatan wakil menteri, yang dikategorikan sebagai jabatan
karir”®, dalam hal pengangkatannya sudah semestinya harus
mengikuti seleksi sebagaimana prosedur seleksi yang diterapkan
menurut hukum kepegawaian yang berlaku di Indonesia. Seorang
calon wakil menteri diwajibkan mengikuti seleksi dan penilaian oleh
Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden berdasar
usul dari setiap instansi yang bersangkutan, yang kemudian hasil dari
TPA diusulkan pengangkatannya kepada Presiden untuk selanjutnya
diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan wakil

menteri.?>’

Dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan tidak berlaku dan tidak
adanya kekuatan hukum pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang

Kementerian Negara mengakibatkan ketentuan pengangkatan wakil

4 pendapat Mahkamah, Poin [3.13],Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 76.
2% pasal 6, Peratuan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara
Nomor 129, 2012.

%6 penjelasan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, 2008.

7 pendapat Mahkamah Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 79.
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menteri menggunakan prosedur pengangkatan PNS pada umumnya
menjadi boleh untuk tidak dilakukan.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, pengangkatan wakil
menteri dilaksanakan dengan menggunakan tahapan yang sama
dengan mekanisme pengangkatan menteri yakni langsung
melaksanakan fit and proper test untuk kemudian diangkat dan
dilantik secara langsung oleh Presiden di istana negara.”*® Adanya
mekanisme  tersebut merupakan hak Presiden sepenuhnya,
sebagaimana halnya yang disampaikan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 bahwa pengangkatan wakil
menteri merupakan hak prerogratif Presiden, sehingga bagaimana
mekanisme pengangkatan wakil menteri tergantung pada kebijakan
Presiden yang bersangkutan.

Tidak adanya ketentuan yang secara tegas disebutkan baik
dalam Undang-Undang Kementerian maupun dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pengangkatan wakil menteri
menunjukkan bahwa Presiden diberikan hak secara utuh untuk
menentukan  dan  mempertimbangkan  bagaimana  prosedur
pengangkatan seorang wakil menteri. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-1X/2011 yang menetapkan bahwa penjelasan Pasal 10

Undang-Undang Kementerian Negara tidak memiliki kekuatan hukum

2% pendapat Mahkamah Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 78-
79.
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mengikat mengakibakan status wakil menteri sebagai pejabat karir
menjadi tidak berlaku kembali.?*

Keberadaan mekanisme pengangkatakan wakil mentei yang
sama dengan mekanisme pengangkatan menteri dengan demikian
menjadi sesuatu yang boleh dilakukan. Jabatan wakil menteri pasca
adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ikut beralih status
menjadi jabatan politis, dimana masa jabatan wakil menteri paling
lama adalah sama dengan masa jabatan Presiden yang
bersangkutan.”®

Dengan demikian, mekanisme pengangkatan wakil menteri
berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara maupun Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 tidak memiliki
prosedur pengangkatan yang tetap. Pengangkatan wakil menteri
merupakan sepenuhnya kewenangan Presiden, sehingga bagaimana
mekanisme pengangkatannya mutlak menjadi kewenangan Presiden.
Dengan kata lain, tidak terdapat mekanisme pasti dalam pengangkatan

wakil menteri dikarenakan pengangkatan wakil menteri dilaksanakan

berdasarkan kebijakan masing-masing Presiden yang bersangkutan.

9 Amar Putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011,82.

260 Masa jabatan wakil menteri ini menyesuaikan lamanya jabatan Presiden yang mengangkatnya
yakni berhenti ketika masa jabatan Presiden yang bersangkutan berakhir, kecuali ia diberhentikan
oleh Presiden yang bersangkutan sebelum masa jabatannya berakhir. Dikutip dari Pasal 4 ayat (2),
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor 129,

2012.
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c. Mekanisme Politis dan Sosiologis dalam Praktik Pengangkatan
Wakil Menteri

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
79/PUU-1X/2011 mengakibatkan status wakil menteri sebagai pejabat
karir menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Menimbang bahwa tugas wakil menteri adalah untuk membantu
pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh menteri dan bertanggung jawab
dalam pelaksanaan tugasnya langsung kepada menteri menjadi salah
satu alasan kenapa ketentuan pada penjelasan Pasal 10 Undang-
Undang Kementerian Negara dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum tetap.

Masa jabatan wakil menteri yang tergantung pada
kewenangan Presiden serta mekanisme pengangkatan Yyang
sepenuhnya ditentukan oleh Presiden menjadikan status wakil menteri
jika dikategorikan sebagai pejabat karir menjadi tidak sesuai. Prosedur
pengangkatan wakil menteri yang tidak dilaksanakan melalui pola
pengangkatan ASN dan cenderung bersifat politis semakin
memperkuat argumentasi yang mengkategorikan wakil menteri
sebagai pejabat politis, kendati seorang ASN dapat diangkat sebagai
seorang wakil menteri, hal tersebut tetap tidak mengubah ketentuan

jika jabatan wakil menteri termasuk jabatan politis.?*

%61 pendapat Ahli, Eko Prasojo Poin 4, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019,
68.
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Pengangkatan wakil menteri sekalipun adalah hak prerogratif
yang dimiliki Presiden, namun dalam praktik pengangkatan wakil
menteri harus didasarkan pada pertimbangan yang berlandaskan
tujuan yang berorientasi pada nilai kemanfaatan dalam rangka
mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat agar kesejahteraan
dalam kehidupan bermasyarakat semakin meningkat.?®* Presiden
disamping memiliki hak prerogratif dalam hal pengangkatan wakil
menteri juga memiliki kewajiban untuk tetap mematuhi peraturan
perundang-undangan dalam proses pengangkatan wakil menteri.

Ketentuan tersebut mengakibatkan Presiden dilarang
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan legalitas hukum di

Indonesia.?®®

Pada praktik pengangkatan wakil menteri, selain
dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga
dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini ditunjukkan dengan fakta
hukum yang terjadi saat ini, dimana pengangkatan wakil menteri yang
tidak memiliki job analysis dan job spesification yang jelas sehingga
menimbulkan berbagai persepsi bahwa eksistensi jabatan wakil
menteri hanyalah kamuflase politik belaka.?®*

Pertimbangan bahwa pengangkatan wakil menteri adalah
karena adanya beban kerja tertentu yang membutuhkan penanganan

khusus, sehingga Presiden dalam mengangkat seorang wakil menteri

harus benar-benar mampu mempertimbangkan kompetensi yang

262 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011, 77.
263 pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 77.
264 pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 78.
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dimiliki oleh setiap calon wakil menteri agar eksistensinya dalam
suatu kementerian dapat memberikan manfaat dan mampu
menuntaskan beban kerja pada suatu kementerian yang dimaksud.
Berkaca pada pengangkatan wakil menteri pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014),
dimana hampir seluruh wakil menteri diangkat berasal dari profesional
yang memiliki latar belakang mumpuni dan sesuai dengan bidang
kementerian yang bersangkutan.”®® Sama halnya dengan pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada era
pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni pada kabinet Indonesia

Kerja (2014-2019) hanya terdapat 3 wakil menteri yang menjabat

265 \Wakil menteri kesehatan memiliki latar belakang seorang dokter profesional dan akademisi di
bidang kesehatan, wakil menteri kebudayaan dan industri kreatif adalah seorang mantan Direktur
Jenderal Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wakil menteri luar negeri
adalah seorang mantan duta besar Indonesia untuk Singapura dan mantan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), wakil menteri
pendidikan dan kebudayaan nasional bidang pendidikan adalah seorang profesor dan akademisi,
wakil menteri pendidikan dan kebudayaan nasional bidang kebudayaan adalah seorang profesor
dan akademisi, wakil menteri BUMN adalah seorang mantan sekretaris BUMN, wakil menteri
perdagangan adalah mantan wakil menteri pertanian dan salah satu dosen di Institut Pertanian
Bogor (IPB), wakil menteri keuangan seorang ekonom terkemuka di Indonesia,wakil menteri
pertanian adalah seorang praktisi statistik, wakil menteri PAN dan reformasi birokrasi adalah guru
besar di bidang ilmu administrasi Universitas Indonesia dan ahli di bidang kebijakan publik, wakil
menteri hukum dan HAM adalah seorang guru besar ilmu hukum tata negara di Universitas
Gadjah Mada, wakil menteri energi dan sumber daya mineral adalah seorang akademisi dan
pengamat ahli perminyakan, wakil menteri perhubungan adalah seorang ekonom dan ahli
infrastruktur, menteri pertahanan adalah Letnan Jenderal TNI, wakil menteri pendidikan dan
kebudayaan nasional adalah mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nasional, wakil menteri perindustrian adalah mantan Direktur Jenderal Kelautan,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di Departemen Kelautan dan Perikanan, wakil menteri
keuangan adalahseorang ekonom, dosen ekonomi dan manajemen di Institut Pertanian Bogor
(IPB) dan mantan Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan, wakil menteri
perencanaan dan pembangunan nasional adalah seorang birokrat profesional, dan wakil menteri
pekerjaan umum adalah seorang insinyur sipil, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, dan
mantan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Dikutip dari Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Wakil Menteri , Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Wakil Menteri , Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Menteri dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun
2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Menteri.
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pada periode tersebut, dimana Presiden Joko Widodo mengangkat
ketiga wakil menteri tersebut dari kalangan profesional.?®

Hal yang berbeda terjadi pada masa pemerintahan Presiden
Joko Widodo Jilid Il yakni pada Kabinet Indonesia Maju (2019-2024),
dimana komposisi wakil menteri’®’ yang diangkat tidak hanya berasal
dari kalangan profesional saja, melainkan dari kalangan politikus, tim
sukses (timses) dan relawan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pemilu
2019.%® Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya
prosentase latar belakang wakil menteri yang berasal dari kalangan

profesional sebesar 41.70%, dari kalangan politisi sebesar 41.70% dan

yang berasal dari timses dan relawan sebanyak 16.70%.%%°

266 \Wakil menteri luar negeri adalah mantan duta besar Indonesia untuk Arab Saudi, wakil menteri
keuangan adalah mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan
wakil menteri ESDM adalah seorang mantan menteri ESDM.

Dikutip dari Keputusan Presiden Nomor 187/M/2014 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Luar
Negeri dan Wakil Menteri Keuangan, Keputusan Presiden Nomor 115P Tahun 2016 tentang
pengangkatan Wakil Menteri ESDM, Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu,
Mardiasmo Wamenkeu," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. dan Humas, "Presiden Jokowi
Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri," Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia.

7 \Wakil menteri luar negeri adalah mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, wakil
menteri pertahanan adalah mantan bendahara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf, wakil
menteri keuangan adalah mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal, wakil menteri agama adalah
seorang politisi PPP dan wakil ketua MUI, wakil menteri perdagangan adalah seorang politisi
partai Golkar, wakil menteri PUPR adalah seorang politisi PDI-P dan mantan bupati Jayawijaya,
wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan adalah pejabat Badan Restorasi Gambut, wakil
menteri desa adalah mantan ketua umum relawan Jokowi-Ma’ruf pada pemilu 2019, wakil menteri
ATR adalah politisi PSI, wakil menteri BUMN adalah seorang Direktur Utama Indonesia Asahan
Alumunium, wakil menteri BUMN adalah seorang Direktur Utama Bank Mandiri, dan wakil
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah seorang wakil sekretaris jenderal partai Perindo.
Dikutip dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 / M Tahun 2019 tentang
Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

268 Haryanti Puspa Sari, "Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta
Timses dan  Relawan,”  Kompas.com, diakses pada 29  Desember 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-
parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all.

9 Tirta Citradi, "Cek di Sini! Profil Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju," CNBC Indonesia,
diakses pada 29 Desember 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025133112-4-
110128/cek-di-sini-profil-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju.
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Komposisi wakil menteri pada kabinet Indonesia Maju ini
tergolong menarik, tidak sama dengan periode pemerintahan
sebelumnya yang menekankan bahwa seorang wakil menteri haruslah
orang yang benar-benar memiliki latar belakang yang sesuai dengan
kementerian yang akan ditempati, pada periode ini komposisi wakil
menteri menjadi lebih beragam. Adanya unsur politisi yang mewarnai
kerangka wakil menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo
Jilid 1l menimbulkan berbagai anggapan bahwa jabatan wakil menteri
hanyalah dalih bagi Presiden untuk membagi-bagi kursi jabatan saja.

Mubhtar Said dalam pendapatnya mengemukakan bahwa tidak
adanya kajian analisis yang jelas mengenai dasar pengangkatan wakil
menteri dan nilai kemanfaatannya dalam penyelenggaraan
pemerintahan merupakan salah satu alasan yang menjadi latar
belakang adanya argumentasi jika jabatan wakil menteri hanyalah
kamuflase politik saja, terlebih cukup banyaknya politisi yang
diangkat menjadi wakil menteri semakin memperkuat argumentasi
tersebut.?’

Komposisi wakil menteri pada masa kabinet Indonesia Maju
mengalami perombakan pada 23 Desember 2020 oleh Presiden Joko

Widodo. Terdapat beberapa wakil menteri yang diganti dan ada

penambahan beberapa wakil menteri baru.?* Ada 2 wakil menteri

270 pendapat Ahli Muhtar Said berupa keterangan tertulis yang disampaikan pada 17 Februari
2020, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, 28-29.

21 Wakil menteri pertahanan adalah seorang birokrat dan tokoh militer di Indonesia, wakil menteri
hukum dan HAM adalah seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada,
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yang diganti yaitu wakil menteri pertahanan dan wakil menteri
BUMN?? dan terdapat 3 wakil menteri baru yaitu wakil menteri
kesehatan, wakil menteri hukum dan HAM, dan wakil menteri
pertanian.?” Reshuffle yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo
pada beberapa menteri dan wakil menteri memicu berbagai respon
publik, pasalnya pelantikan menteri dan wakil menteri dilaksanakan
sehari setelah berita reshuffle dikabarkan oleh media. Hal tersebut
kemudian memicu berbagai pertanyaan tentang apa saja pertimbangan
Presiden dalam melakukan reshuffle.

Adanya pergantian wakil menteri pertahanan yang semula
dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan mantan
Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf diganti dengan
Muhammad Herindra yang merupakan seorang birokrat dan tokoh

274

militer dapat dipahami sebagai sesuatu yang masuk akal,

wakil menteri kesehatan adalah seorang dokter profesional, akademisi dan juga peneliti, wakil
menteri pertanian adalah pengurus besar NU (PBNU), dan wakil menteri BUMN adalah seorang
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Dikutip dari Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

272 pergantian wakil menteri BUMN ini disebabkan wakil menteri yang menjabat sebelumnya
diangkat menjadi menteri kesehatan. Reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak
hanya pada wakil menteri saja, akan tetapi reshuffle terhadap beberapa menteri di Kabinet
Indonesia Maju. Dikutip dari Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet
Indonesia Maju," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020,
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.

" Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia.

274 Alasan lain adanya pergantian wakil menteri pertahanan adalah Sakti Wahyu Trenggono selaku
wakil menteri pertahanan sebelumnya diangkat menjadi menteri kelautan dan perikanan, sehingga
menyebabkan jabatan wakil menteri pertahanan kosong yang kemudian diisi oleh Muhammad
Herindra sebagai wakil menteri pertahanan yang baru. Dikutip dari Dewi Nurita, "Jokowi Lantik
Letjen Herindra Sebagai Wakil Menteri Pertahanan,” Tempo.co, diakses pada 29 Desember 2020,
https://nasional.tempo.co/read/1416951/jokowi-lantik-letjen-herindra-sebagai-wakil-menteri-
pertahanan/full &view=ok.
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dikarenakan latar belakang menteri pertahanan sendiri yang
merupakan seorang tokoh militer sehingga adanya pergantian wakil
menteri yang berasal dari tokoh militer juga dinilai menjadi sesuatu
yang dapat menunjang kinerja kementerian pertahanan dalam
menjalankan tugasnya.

Pergantian pada salah satu wakil menteri BUMN yang
semula dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin diganti dengan Pahala
Mansury, padahal apabila dilihat keduanya memiliki latar belakang
yang sama Yaitu dari BUMN. Alasan penggantian wakil menteri Budi
Gunadi Sadikin tidak lain karena ia diangkat menjadi menteri
kesehatan sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut
diangkatlah Pahala Mansury sebagai wakil menteri BUMN yang
baru.””

Penambahan wakil menteri pada periode pemerintahan
Presiden Joko Widodo yang meliputi wakil menteri kesehatan, wakil
menteri hukum dan HAM, dan wakil menteri pertanian juga memicu
berbagai pertanyaan terkait apa pertimbangan Presiden dalam
mengangkat ketiga wakil menteri tersebut. Penanganan pandemi
Covid-19 yang dinilai kurang maksimal sehingga mengakibatkan
dicopotnya  Terawan  Agus  Putranto—menteri kesehatan

sebelumnya—dari jabatannya sebagai menteri kesehatan dapat

25 Dicky Aditya, "Ini Sosok Pengganti Budi Gunadi Sadikin Sebagai Wakil Menteri BUMN,"
Galamedianews.com, diakses pada 29 Desember 2020, https://galamedia.pikiran-
rakyat.com/news/pr-351152837/ini-sosok-pengganti-budi-gunadi-sadikin-sebagai-wakil-menteri-
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menjadi salah satu pertimbangan adanya penambahan wakil menteri
pada kementerian kesehatan.

Latar belakang menteri kesehatan yang baru saja dilantik—
Budi Gunadi Sadikin—adalah seorang pengusaha lulusan jurusan
fisika nuklir dapat dijadikan sebagai alasan perlunya jabatan wakil
menteri kesehatan, dimana latar belakang wakil menteri kesehatan—
Dante Saksono Harbuwono—yang sebelumnya merupakan anggota
Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia”® dinilai berkompeten
untuk membantu tugas menteri kesehatan yang saat ini memiliki
beban kerja kementerian kesehatan yang dinilai sangat berat,
khususnya dalam upaya penanganan kasus pandemi Covid-19. Dua
wakil menteri lain yakni wakil menteri hukum dan ham dan wakil
menteri pertanian belum ditemukan pertimbangan apa yang menjadi
dasar bagi Presiden mengangkat wakil menteri di kedua kementerian
tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwasannya
Presiden dalam mekanisme pengangkatan wakil menteri tidak
sepenuhnya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang
ada, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial yang
terjadi saat ini. Unsur politis yang hampir tidak bisa dipisahkan dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu sebab yang

menjadikan mekanisme pengangkatan wakil menteri pekat dengan

276 Rifan Aditya, "Profil Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI," Suara.com,
2020.
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nuansa politik. Tidak adanya job analysis dan job spesification®”” yang
menjadi landasan adanya beban kerja yang memperbolehkan adanya
pengangkatan wakil menteri seringkali menjadi dalil bahwa
pengangkatan wakil menteri hanya kamuflase politik belaka.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan
bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya untuk
mengangkat wakil menteri harus mengutamakan nilai kemanfaatan
dari tujuan yang ingin dicapai, dimana kepentingan rakyat harus
menjadi tujuan utama yang akan diwujudkan.’”® Tidak dapat
dipungkiri pada praktik pengangkatan wakil menteri tentu tidak bisa
dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang ada, mengingat tujuan
utama yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sehingga untuk menghindari adanya campur tangan kepentingan
politik, maka pengangkatan wakil menteri harus dilaksanakan dengan
berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi
masyarakat.

Dapat  disimpulkan  bahwasannya  Presiden  dalam
menggunakan hak prerogratifnya dalam hal apapun—dalam hal ini
pada pengangkatan wakil menteri—tidak hanya dipengaruhi oleh
peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi dipengaruhi
pula oleh faktor politik dan sosial, dimana ketiganya merupakan satu

kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap proses

2" pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 78.
278 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011, 77.
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penyelenggaraan pemerintahan. Secara politis Presiden dalam
mengangkat wakil menteri diberikan kebebasan untuk menentukan
landasan dasar dan pertimbangan apa saja pada proses pengangkatan
wakil menteri. Begitupun secara sosiologis Presiden berhak
menentukan kebijakannya dalam menyikapi fenomena sosial yang
tengah terjadi khususnya terkait kebijakan pengangkatan wakil
menteri.

Akan tetapi perlu diingat bahwa kedua hal tersebut harus
dilaksanakan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan
yang ada. Agar adanya anggapan publik bahwa pengangkatan wakil
menteri hanya sebagai hadiah politik saja dapat dibantah dan
dipatahkan dengan adanya peningkatan efektivitas dan Kinerja
kementerian, serta memberikan kemanfaatan secara luas bagi
masyarakat umum.

d. Kekosongan Hukum dalam lus Constitutum Mekanisme
Pengangkatan Wakil Menteri di Indonesia

Pengaturan hukum tentang wakil menteri dalam Undang-
Undang Kementerian Negara hanya diatur dalam 1 pasal saja dan
ditambah dengan penjelasan yang sudah dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
IX/2011. Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang memuat
aturan mengenai wakil menteri hanya membahas tentang

pengangkatan wakil menteri yang menjadi hak prerogratif Presiden,
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yang diwujudkan dengan norma “Dalam hal terdapat beban kerja
yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat
mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. 2"°

Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan wakil menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,®®® dimana peraturan tersebut
memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas dan hak yang dimiliki
oleh seorang wakil menteri. Tidak terdapat aturan lain terkait wakil
menteri dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal
mekanisme pengangkatan wakil menteri. Menurut Mahkamah
Konstitusi hal tersebut dianggap sebagai wewenang Presiden
sepenuhnya untuk menaksir sendiri pada kondisi seperti apa
diperlukan adanya pengangkatan wakil menteri dan menentukan
bagaimana mekanisme pengangkatannya.

Mahkamah  Konstitusi—terkait ~ kekosongan  hukum
mekanisme pengangkatan wakil menteri—memberikan beberapa
ketentuan yang harus dipatuhi oleh Presiden dalam hal pembentukan
kementerian, khususnya pengangkatan wakil menteri antara lain

yaitu: 2%

29 pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

280 peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Lembaran Negara Nomor
129, Tahun 2012.

281 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 76.
282 pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011, 77.
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1) Presiden dalam pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan
harus mengutamakan prinsip efektif dan efisien; dan

2) Dilarang menggunakan jabatan menteri dan kementerian
sebagai hadiah politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa
Presiden harus mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam
pengangkatan wakil menteri, dimana keberadaan jabatan wakil
menteri ini harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan bukan hanya
sekedar dalih untuk akomodasi politik saja. Pengangkatan wakil
menteri harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, agar
tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya pengangkatan wakil
menteri dapat direalisasikan dengan baik.?*®

Kekosongan hukum terkait mekanisme pengangkatan wakil
menteri apabila terus dibiarkan akan membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan kewenangan pengangkatan wakil menteri oleh
Presiden. Kendati Mahkamah Konstitusi sudah memberikan beberapa
persyaratan yang harus ditaati ketika mengangkat wakil menteri,

kemungkinan terjadinya pelanggaran masih sangat besar ditambah

283 Tujuan pengangkatan wakil menteri antara lain sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat
direalisasikan dengan lancar;
2. Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada beberapa
kementerian yang membutuhkan penanganan secara intensif; dan
3. Jaminan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh kementerian.
Dikutip dari bagian Il tentang Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Oleh
Para Pemohon, nomor 44, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 41.
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tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit
mengatur hal tersebut.

Kekosongan hukum mengenai prosedur pengangkatan wakil
menteri, khususnya dalam hal penentuan beban kerja yang menjadi
alasan utama adanya pengangkatan wakil menteri, persyaratan yang
harus dipenuhi oleh setiap wakil menteri, dan bagaimana mekanisme
pengangkatannya menimbulkan  kekhawatiran bahwa dalam
pengangkatan wakil menteri hanya dilakukan karena ada kepentingan
politik saja tanpa memiliki dasar pertimbangan pengangkatan yang
jelas.

Pemerintah—pada risalah sidang perkara nomor 80/PUU-
XV11/2019—menyebutkan bahwasannya keberadaan Pasal 10 dalam
Undang-Undang Kementerian adalah sebagai support untuk
mewujudkan peningkatan aktivitas pelaksanaan fungsi kementerian,
khususnya dalam hal realisasi visi, misi dan program kerja di setiap
lingkungan kementerian yang ada.”®* Tidak adanya aturan lebih lanjut
mengenai wakil menteri selain Pasal 10 tersebut, menurut pemerintah
merupakan hak Presiden sepenuhnya untuk menentukan hal tersebut.
Dalam hal menentukan beban kerja yang menjadi alasan utama

pengangkatan wakil menteri pun, pemerintah berpendapat bahwa

284 penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Poin d,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVI11/2019
Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Acara Mendengarkan
Keterangan DPR dan Presiden (111)" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020),
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untuk menentukan hal tersebut merupakan kewenangan Presiden,
dimana Presiden berhak menaksir sendiri seberapa berat beban
kementerian sehingga memerlukan adanya pengangkatan wakil
menteri termasuk bagaimana cara pengangkatan yang paling efektif
untuk diterapkan.?®

Mengingat bahwasannya pengangkatan wakil menteri ini
dilakukan karena terdapat beban kerja kementerian yang
membutuhkan penanganan khusus, sehingga dalam pengangkatan
wakil menteri harus memperhatikan dengan benar bagaimana
kualifikasi setiap calon wakil menteri. Pertimbangan terhadap latar
belakang, kredibilitas, kapabilitas, kemampuan dan juga pengalaman
yang sesuai juga harus diperhatikan selain persyaratan umum
sebagaimana sebagaimana yang diterapkan bagi menteri. Pada
Undang-Undang Kementerian hanya mengatur persyaratan bagi calon

menteri,®® ketentuan menganai bagaimana persyaratan yang harus

5 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-

XVI11/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Acara

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (I11)", 7-8.

%8 pasal 22 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara. Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916,

Tahun 2008 :

“(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

Warga negara Indonesia;

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan

f.  Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

oo
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dipenuhi oleh seorang calon wakil menteri juga tidak diatur oleh
undang-undang tersebut.

Terdapat salah satu asas umum dalam ilmu hukum yang
digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan mengenai
konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri oleh Presiden, asas
tersebut menyebutkan bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan
tidak dilarang itu boleh dilakukan.?®" Adanya asas tersebut dapat
dijadikan dasar oleh Presiden dalam pengangkatan wakil menteri yang
sepenuhnya menjadi hak Presiden untuk menentukan bagaimana
mekanisme yang paling efektif untuk pengangkatan wakil menteri.
Namun demikian, keberadaan asas tersebut dapat juga dijadikan
alasan pembenaran bagi Presiden apabila dalam hal pengangkatan
wakil menteri, seorang wakil menteri tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana yang ditetapkan bagi menteri. Kemungkinan seorang
wakil menteri diangkat dari seorang warga negara asing, tidak
memiliki integritas dan kepribadian yang baik, atau bahkan seorang
mantan narapidana menjadi sesuatu yang memiliki peluang untuk
terjadi, mengingat tidak adanya batasan dan ketentuan yang jelas
terkait pengangkatan wakil menteri dalam peraturan perundang-
undangan.

Vacuum of norm tentang permasalahan mekanisme

pengangkatan wakil menteri juga dapat menimbulkan permasalahan

287 pendapat Mahkamah, Poin [3.12], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 74.
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baru, salah satunya yaitu terjadinya praktik rangkap jabatan oleh 2

wakil menteri BUMN dan 1 wakil menteri keuangan.?®® Terjadinya

hal tersebut tentu dipicu karena sejak awal dalam prosedur

pengangkatannya, seorang calon wakil menteri hanya diangkat

berdasarkan pertimbangan Presiden yang tidak memiliki ketentuan

ataupun kriteria yang jelas. Apabila seleksi calon wakil menteri

dilakukan dengan pertimbangan yang matang, maka kejadian seperti

adanya praktik rangkap jabatan ini tidak mungkin terjadi. Sehingga

eksistensi pengaturan mekanisme pengangkatan wakil menteri

menjadi satu hal yang penting untuk ditetapkan agar Presiden

memiliki pedoman yang jelas dalam urusan mengangkat wakil menteri

serta sebagai upaya untuk mencegah adanya politisasi terhadap
jabatan wakil menteri.

3. Analisis Yuridis Praktik Rangkap Jabatan dalam Pengangkatan Wakil

Menteri Menurut Prinsip Checks and Balances

Wakil menteri sebagai pejabat pemerintahan yang menjadi bagian

dalam birokrasi kementerian berperan merupakan salah satu pemegang

kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Tugasnya sebagai

pembantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian®®

merupakan
bukti bahwa wakil menteri adalah salah satu pejabat eksekutif
pemerintahan. Wakil menteri dalam menjalankan tugasnya harus

menerapkan prinsip checks and balances sebagaimana pejabat eksekutif

288 CNN Indonesia, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris," CNN Nasional.
289 pasal 2, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara
Nomor 129, Tahun 2012.
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lainnya. Adanya mekanisme checks and balances ditujukan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan seimbang tanpa
adanya dominansi salah satu kekuasaan. Penerapan mekanisme checks and
balances juga diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran seperti praktik rangkap jabatan yang berpotensi dilakukan oleh
setiap pemegang cabang kekuasaan pemerintahan Indonesia.

a. Rekonstruksi Aturan Larangan Rangkap Jabatan Bagi Wakil
Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019

Secara filosofis, pengangkatan wakil menteri ditujukan untuk
meningkatkan kinerja kementerian agar beban kerja yang terlalu berat
pada kementerian bidang tertentu dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang sudah ditentukan.”®® Perkembangan zaman yang dibarengi
dengan perkembangan berbagai bidang dalam kehidupan
bermasyarakat mulai dari peningkatan jumlah penduduk, masalah
ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya
menjadikan beban pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan
pemerintahan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat membutuhkan penanganan yang ekstra.”®* Adanya berbagai
permasalahan tersebut merupakan salah satu pertimbangan

diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu menteri selaku

2% Bagian 11l Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon,
Poin Penjelasan Pemerintah Tentang Jabatan Wakil Menteri Nomor 43, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 41.

291 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 76.
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pelaksana kekuasaan di bidang eksekutif dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif utama dalam
pemerintahan Indonesia, dianggap sebagai sosok yang paling
mengetahui  seberapa besar beban kerja di masing-masing
kementerian. Kewenangan Presiden untuk mengangkat dan
memberhentikan  menteri-menteri?®® pada setiap kementerian
menunjukkan bahwa selain ketentuan yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, Presiden dipercaya untuk menentukan
calon menteri yang sesuai dengan beban kerja masing-masing
kementerian. Hal tersebut berlaku pula pada pengangkatan wakil
menteri, Presiden merupakan satu-satunya orang yang dianggap paling
layak untuk memegang kewenangan mengangkat wakil menteri baik
diatur ataupun tidak diatur dalam UUD 1945 sepanjang tidak
melanggar hak-hak konstitusional dan/atau ketentuan lain dalam UUD
1945 2%

Kewenangan Presiden dalam mengangkat dan
memberhentikan wakil menteri harus benar-benar dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan tujuan untuk mewujudkan kepentingan
rakyat dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena

itu pula, pengangkatan wakil menteri tidak boleh dijadikan ajang

292 pasal 17 ayat (2), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 22 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916,

Tahun 2008.

2% pendapat Mahkamah, Poin [3.12], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 74.
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untuk bagi-bagi kekuasaan atas dasar kepentingan politik belaka.
Munculnya berbagai argumen yang mengatakan bahwa eksistensi
jabatan wakil menteri dijadikan sebagai kamuflase politik terjadi
bukan tanpa alasan.

Adanya vacuum of norm terkait berbagai aturan hukum
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wakil menteri
menjadikan persepsi tersebut menjadi bertambah kuat. Pemberian
kewenangan secara mutlak kepada Presiden untuk menentukan
besaran beban kerja kementerian yang dapat dijadikan pertimbangan
untuk pengangkatan wakil menteri merupakan sesuatu Yyang
berpotensi besar memicu adanya pelanggaran. Ketiadaan job analysis
dan job spesification dalam pembentukan jabatan wakil menteri,
ditambah tidak adanya analisis mendalam terkait beban kerja
kementerian yang membutuhkan penanganan khusus semakin
memperkuat asumsi masyarakat yang mempercayai bahwasannya
jabatan wakil menteri hanyalah sebatas dalih untuk bagi-bagi
kekuasaan saja.

Praktik rangkap jabatan oleh 2 (dua) wakil menteri BUMN
dan 1 (satu) wakil menteri keuangan®®* yang terjadi pada periode
pemerintahan kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo ini
menjadi salah satu bukti konkret yang menjadikan persepsi jabatan

wakil menteri hanya hadiah politik saja semakin dipercaya

2% CNN Indonesia, "MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris,” CNN Nasional.
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masyarakat. Presiden selaku pemegang kewenangan mengangkat
wakil menteri dinilai mampu untuk menentukan kandidat calon wakil
menteri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada kementerian
yang memiliki beban kerja yang sangat berat dan harus mendapat
penanganan khusus. Sehingga selain harus memiliki kemampuan dan
pengalaman yang mumpuni, Presiden juga harus mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Termasuk menaati larangan
rangkap jabatan pada setiap pemangku jabatan pemerintah. Seleksi
dan pertimbangan matang yang seharusnya dilakukan sejak awal
sebelum wakil menteri dilantik oleh Presiden menjadi salah satu
upaya yang apabila dilakukan tidak mungkin terjadi praktik rangkap
jabatan sebagaimana yang sudah ada saat ini.

Larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia diatur kurang lebih dalam 7 (tujuh) Undang-
Undang dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah. Undang-Undang
Kementerian adalah salah satu undang-undang yang memuat aturan
larangan rangkap jabatan, dimana pada Pasal 23 disebutkan bahwa
seorang menteri dilarang merangkap jabaan sebagai pejabat negara
lainnya, komisaris atau direksi di perusaan negara atau swasta, dan
pimpinan organisasi yang operasionalnya dibiayai oleh APBN

ataupun APBD.*®

2% pasal 23, Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916,
Tahun 2008 :

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
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Pengaturan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang
Kementerian secara eksplisit hanya ditujukan pada jabatan menteri.
Pasal tentang rangkap jabatan ini tidak juga ditujukan untuk jabatan
wakil menteri. Pada Undang-Undang Kementerian tidak terdapat pasal
yang melarang adanya praktik rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012%°°

yang secara
khusus membahas masalah wakil menteri juga tidak ditemukan
adanya aturan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, termasuk
dalam Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014%°" yang merupakan
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 juga tidak
memuat aturan larangan tersebut.

Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada 3 (tiga) wakil
menteri di 2 (dua) kementerian ini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara pertimbangan awal pengangkatan wakil
menteri. Wakil menteri diangkat untuk membantu penanganan beban
kerja kementerian tertentu, sehingga secara logika selain harus
memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang memadai, seorang wakil

menteri dituntut harus loyal dan fokus pada tugasnya membantu

penanganan beban kerja pada suatu kementerian.

a.
b.
C.

Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau

Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

2% peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor
129, Tahun 2012.

97 peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor 272, Tahun 2014.
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Apabila seseorang yang memegang jabatan sebagai seorang
wakil menteri dapat merangkap jabatan di instansi lain, maka perlu
dipertanyakan apakah benar-benar terdapat beban kerja tertentu dalam
suatu kementerian yang membutuhkan penanganan khusus? Adanya
praktik rangkap jabatan ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan
wakil menteri tidak dilakukan dengan mekanisme pengangkatan yang
sesuai, dibuktikan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk rangkap
jabatan.

Eko Prasojo—ahli Presiden—dalam risalah sidang perkara
nomor 80/PUU-XVI11/2019 mengemukakan bahwasannya tujuan awal
keberadaan jabatan wakil menteri adalah untuk membantu
pelaksanaan tugas tertentu yang menjadi prioritas pembangunan
nasional, oleh sebab itu seorang wakil menteri harus diangkat dari
kalangan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai serta
bebas dari kepentingan politik praktis apapun dalam organisasi lain.?%

Kekosongan hukum terkait larangan rangkap jabatan bagi
wakil menteri ini kemudian membangun pondasi berfikir bahwa wakil
menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris utama, wakil
komisaris utama, direktur utama, anggota direksi ataupun jabatan lain
di instansi lain karena tidak adanya larangan yang mengatur hal

tersebut. Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena

2% Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-
XVI1/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, 2020), 9.
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seorang anggota direksi ataupun anggota komisaris dilarang
merangkap jabatan di instansi lain sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang BUMN.?*

Terhadap adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan
oleh 2 (dua) wakil menteri BUMN dan 1 (satu) wakil menteri
keuangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan
rangkap jabatan bagi menteri sebagaimana termuat dalam Pasal 23
Undang-Undang Kementerian juga berlaku bagi wakil menteri. Wakil
menteri sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan
berdasar hak prerogratif yang dimiliki oleh Presiden, walaupun tugas
wakil menteri hanya terbatas membantu menteri dalam memimpin
pelaksanaan tugas kementerian, seorang wakil menteri memiliki status
sebagai seorang pejabat negara sebagaimana status yang sama yang
diberikan kepada menteri.*® Sehingga apa yang dilarang bagi menteri,
secara otomatis juga dilarang bagi wakil menteri.

Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, selain
disebabkan karena status wakil menteri sebagai pejabat negara yang
diangkat berdasarkan hak prerogratif Presiden—sama seperti
menteri—juga dikarenakan pertimbangan awal pengangkatan wakil
menteri adalah untuk membantu penanganan terhadap beban kerja
tertentu pada suatu kementerian. Eksistensi wakil menteri dalam suatu

kementerian diharapkan dapat meningkatkan Kkinerja kementerian

2% pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, 23.
300 pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019, 96.
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sehingga adanya larangan tersebut ditujukan agar wakil menteri
berfokus pada beban kerja kementerian yang membutuhkan
penanganan khusus tersebut.*** Dengan demikian, dapat diambil
kesimpulan bahwa meskipun larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kementerian, hal
tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran adanya praktik
rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Wakil menteri, sebagai pejabat yang membantu menteri
dalam memimpin kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk
mematuhi seluruh aturan dan larangan yang ditetapkan bagi menteri.
Sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan secara
langsung oleh Presiden melalui hak prerogratif yang dimiliki Presiden,
sudah selayaknya wakil menteri memperoleh pengakuan status yang
sama sebagai pejabat negara sama halnya dengan status yang
diberikan kepada seorang menteri.

b. Implementasi Prinsip Checks and Balances dalam Tataran Yuridis-
Sosiologis Hukum Pengangkatan Wakil Menteri

Checks and balances merupakan suatu prinsip dalam sistem
ketatanegaraan  yang memiliki  tujuan untuk  mewujudkan
keseimbangan antara para pemegang kekuasaan dalam suatu

pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

%01 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-
XVI1/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara
Pengucapan Ketetapan dan Putusan™ (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020),
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Ketiga kekuasaan tersebut diharapkan mampu saling bekerja sama dan
saling mengontrol satu sama lain sehingga tidak terjadi adanya
dominasi  kekuasaan tertentu.**? Penerapan prinsip checks and
balances dalam pemerintahan Indonesia ini selain untuk menghindari
adanya dominasi cabang kekuasaan tertentu sebagaimana yang pernah
terjadi di masa lalu, penerapan prinsip ini bertujuan agar setiap cabang
kekuasaan memiliki hubungan baik dan saling mengimbangi satu
sama lain sehingga pola pemerintahan yang efisien untuk dijalankan
dapat diwujudkan dengan mudah.®

Adanya penerapan prinsip checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada masa reformasi, dimana
prinsip tersebut menjadi salah satu usulan agar dimasukkan dalam
sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Pada periode pemerintahan
selama masa orde lama dan orde baru dapat dipastikan tidak ada
mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan
pemerintahan, hal ini ditunjukkan adanya dominasi kekuasaan oleh
salah satu cabang kekuasaan pada saat itu baik cabang kekuasaan
eksekutif, legislatif, ataupun cabang kekuasaan lain.**

Awal mula dicetuskannya usulan penerapan prinsip checks

and balances ini adalah adanya sentralisasi kekuasaan yang terlalu

%02 Sunarto, "Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Masalah-
Masalah Hukum 159.

Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances ke dalam Kontitusi : Incorporation
of Checks and Balances into Constitution,” Jurnal Konstitusi, Jilid Vol. 13 (2016): 561.

%4 Moh. Mahfud MD, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi" (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
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f,305

besar dan terpusat di tangan eksekuti sehingga diharapkan dengan

adanya mekanisme checks and balances hal tersebut dapat dicegah

agar tidak terjadi lagi.>®

Dengan demikian, penyelenggaraan
pemerintahan  berbasis pada sistem ketatanegaraan yang good
governance and clean governance dapat diwujudkan dengan adanya
penerapan mekanisme checks and balances pada seluruh cabang
kekuasaan yang ada.>"’

Penerapan mekanisme checks and balances antar seluruh
lembaga negara yang ada setidaknya terbagi menjadi 3 hubungan
yaitu mekanisme checks and balances eksekutif-legislatif, eksekutif-
yudikatif, dan legislatif-yudikatif. Terdapat setidaknya 3 bentuk
mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR vyaitu

8

legislasi, anggaran dan pengawasan.’®® Mekanisme checks and

balances antar lembaga eksekutif dan yudikatif dilaksanakan dalam

%5 Montisa Mariana, "Check And Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik
Indonesia," Logika, Jilid Vol. XXI (2017): 20-28,
https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004.

%6 F Y. AR, "Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-
Amandemen UUD 1945," Sumber Cahaya, Jilid Vol. XIX (2012): 3245-3258.

%7 Dengan adanya mekanisme checks and balances ini, maka kedudukan seluruh lembaga negara
pada masing-masing cabang kekuasaan adalah sejajar. Antara cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama dan tidak dapat saling menjatuhkan atau
mendominasi satu sama lain. Seluruh cabang kekuasaan dituntut untuk saling bekerjasama dan
saling mengawasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dikutip dari
Bustamin & Rony Jaya, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam,"
Jurnal llmiah Syari‘ah, Jilid Vol. 18 (2019): 222.

%% pengaturan mengenai mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR ini diatur
dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk pengawasan dalam
mekanisme checks and balances Presiden-DPR ini meliputi pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan, pemberian keputusan dan persetujuan terhadap agenda kenegaraan, pemberian
pertimbangan pada agenda kenegaraan serta pada urusan pengisian dan pemilihan jabatan-jabatan
strategis kenegaraan olen DPR terhadap Presiden. Dikutip dari Hezky Fernando Pitoy,
"Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan
Presidensial di Indonesia," Lex et Societatis, Jilid Vol. 11 (2014): 32.
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urusan pemberian grasi dan rehabilitasi yang harus meminta
pertimbangan kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan
kehakiman. 3%

Adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk mengajukan 3
calon Hakim Mahkamah Konstitusi juga merupakan wujud checks and
balances antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.**® Hubungan
antara legislatif dan yudikatif dalam penerapan mekanisme checks and
balances antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan
melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan,
pemutusan sengketa lembaga negara, pemutusan pembubaran partai
politik, memutus sengketa hasil pemilu®'* hingga pemutusan terhadap
pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Presiden. 2

DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk
peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang
lembaga kehakiman atau kekuasaan yudikatif di Indonesia, dalam
mekanisme checks and balances pemegang kekuasaan yudikatif juga
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian produk hukum

yang dihasilkan oleh legislatif terhadap UUD 1945.3 Hal ini

%9 pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

310 pasal 24C ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

311 pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

312 pasal 24C ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

313 Montisa Mariana, "Check And Balances Antar Lembaga Negara di Dalam Sistem Politik
Indonesia," Logika 25-26.
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dilakukan dengan tujuan agar produk hukum yang dihasilkan tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memberikan dampak buruk
yang merugikan bagi masyarakat luas.

Salah satu bentuk mekanisme checks and balances antara
eksekutif dan legislatif adalah adanya fungsi legislasi yang melekat
pada kedua cabang kekuasaan ini, dimana dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh 2 (dua) cabang
kekuasaan sekaligus. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
yang mendapat wewenang dalam hal pengangkatan wakil menteri oleh
Undang-Undang Kementerian pada dasarnya memperoleh kekuasaan
tersebut berdasarkan hasil kesepakatan yang telah disetujui selama
proses penyusunan Undang-Undang Kementerian.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Tim Perumus dan
Tim Sinkrosasi pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2008 dan dilaporkan
pada Panitia Kerja pada tanggal 15 Oktober 2008 yang kemudian
disampaikan dalam rapat kerja Panitia Khusus pada tanggal 16
Oktober 2008 menunjukkan bahwa perlunya penambahan pasal 10
terkait kewenangan Presiden untuk mengangkat wakil menteri selain
karena adanya pengangkatan wakil menteri sebelum Undang-Undang

Kementerian disahkan, tetapi juga untuk meringankan beban kerja

3% Tim Perumus RUU Kementerian Negara, "Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU
Tentang Kementerian Negara" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008), 2.
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kementerian yang membutuhkan penanganan khusus sehingga dapat
meningkatkan efektivitas kerja kementerian.*'

Pada awal pembahasan, seluruh anggota rapat menyetujui
usulan penambahan pasal 10 ini tanpa adanya pembahasan lebih
lanjut. Pada pembahasan selanjutnya, terdapat sedikit perdebatan
mengenai status wakil menteri apakah ia merupakan bagian dari
kabinet atau bukan. Menimbang pengangkatan dan pelantikan wakil
menteri dilakukan secara langsung oleh Presiden. Agun Gunandjar
Sudarsana berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ranah hak
prerogratif yang dimiliki Presiden, sama halnya dengan pertimbangan
awal pengangkatan wakil menteri yang diserahkan sepenuhnya kepada
Presiden. Menanggapi hal tersebut, Hatta Radjasa—selaku Menteri
Sekretaris Negara—menegaskan bahwa status wakil menteri bukanlah
anggota kabinet, kendati pengangkatan hingga pelantikannya
dilakukan secara langsung oleh Presiden.*!®

Secara yuridis, adanya rapat pembahasan Undang-Undang
Kementerian yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai
wakil menteri ini menunjukkan adanya penerapan mekanisme checks

and balances antara eksekutif dan legislatif. Kewenangan Presiden

315 panitia Khusus RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang
Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia, 2008), 5.

316 Keterangan Hatta Radjasa terkait status wakil menteri yang bukan anggota kabinet ini
kemudian dimasukkan ke dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.
Dikutip dari Panitia Khusus RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus
RUU Tentang Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia" (Jakarta: Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008), 16-18.
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dalam hal pengangkatan wakil menteri yang diperoleh melalui
Undang-Undang Kementerian, dirumuskan berdasarkan hasil
kesepakatan antara DPR dan pemerintah pada waktu itu.®*” Termasuk
kewenangan penuh yang diberikan kepada Presiden untuk
menentukan indikator pengangkatan wakil menteri serta bagaimana
mekanisme pengangkatannya dapat dikatakan sebagai hasil
kesepakatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang menerapkan prinsip checks and balances.

Pada pelaksanaan praktik pengangkatan wakil menteri, selain
harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, Presiden
harus mampu menyeleksi calon wakil menteri mulai dari latar
belakang kehidupan hingga pengalaman Kkerja yang menunjang
kelayakan seseorang untuk dapat menjadi seorang wakil menteri.
Kewenangan penuh yang diberikan kepada Presiden untuk
menentukan segala hal yang berkaitan dengan pengangkatan wakil
menteri, pada realisasinya menimbulkan beberapa permasalahan
seperti munculnya isu jika jabatan wakil menteri hanya dijadikan
ajang untuk bagi-bagi kekuasaan saja hingga adanya kasus rangkap
jabatan oleh wakil menteri pada periode pemerintahan kabinet
Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

Ketidakmampuan Presiden menangani permasalahan terkait

pengangkatan wakil menteri yang notabene sudah sering

37 Tim Perumus RUU Kementerian Negara, "Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU
Tentang Kementerian Negara" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2008).
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dipertanyakan urgensinys dalam pemerintahan semakin memperparah
persepsi negatif pada jabatan wakil menteri. Presiden dianggap tidak
mampu menakar sejauh mana beban kerja masing-masing
kementerian sehingga dengan mudahnya mengangkat wakil menteri
tanpa adanya analisis secara mendalam terhadap hal tersebut. Adanya
kasus rangkap jabatan ini juga menunjukkan bahwa Presiden tidak
teliti dan hati-hati dalam mengangkat wakil menteri, sehingga terdapat
wakil menteri yang masih tetap memiliki jabatan di instansi lain.

Pengangkatan wakil menteri yang pada dasarnya bertujuan
untuk membantu pelaksanaan berbagai tugas tertentu yang menjadi
prioritas dan membutuhkan penanganan khusus pada suatu
kementerian, secara tidak langsung menuntut seorang wakil menteri
harus memiliki keahlian, kepakaran dan pengalaman yang mumpuni
sehingga tugas yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan
optimal.**® Dengan adanya kriteria yang harus dipenuhi, maka
seorang wakil menteri disarankan diangkat dari kalangan profesional
untuk  menghindari  adanya  konflik  kepentingan  dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Pengangkatan wakil menteri dari kalangan politisi

menimbulkan pertanyaan apakah seluruh wakil menteri yang berasal

318 pendapat ahli Presiden, Eko Prasojo yang dikemukakan pada sidang perkara nomor 80/PUU-
XVI1/2019 pada tanggal 2 Juli 2020. Dikutip dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
"Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVI1/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945: Acara Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)" (Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), 9.
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dari kalangan politisi memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang
mumpuni sehingga layak untuk menjadi seorang wakil menteri?
Mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/12019 menyebutkan bahwa adanya saran pengangkatan wakil
menteri dipilih dari kalangan profesional adalah untuk menghindari
adanya kepentingan politik praktis tertentu dalam menjalankan
pemerintahan.®*® Kendati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 79/PUU-1X/2011 telah menyebutkan jika Presiden berhak
mengangkat siapapun yang dinilai layak untuk menjadi wakil menteri,
baik dari kalangan PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian Republik
Indonesia, ataupun rakyat biasa.’® Akan tetapi, adanya konflik
kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dihindari.
Berbagai fakta yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa
pada praktik pengangkatan wakil menteri, mekanisme checks and
balances tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan
luputnya perhatian Presiden terhadap beberapa wakil menteri yang
memiliki jabatan ganda. Analisis beban kerja yang tidak dipaparkan
secara komprehensif juga menjadi bukti bahwa penerapan prinsip
checks and balances kurang maksimal. Adanya kerjasama antar
lembaga negara untuk saling berkoordinasi dan mengawasi satu sama

lain belum mampu dilaksanakan dengan baik.

319 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, 68.
%20 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011, 76.
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Penerapan mekanisme checks and balances dalam
pengangkatan wakil menteri, secara yuridis dapat dilihat dari proses
penyusunan Undang-Undang Kementerian yang memuat aturan
tentang wakil menteri, dimana dalam proses pembahasannya terdapat
kerjasama antar lembaga legislatif dan eksekutif. Sehingga hasil yang
ditetapkan dan saat ini sudah berwujud pada Pasal 10 Undang-Undang
Kementerian Negara®** merupakan kesepakatan antara para penyusun
undang-undang baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan sudut pandang sosiologis, penerapan mekanisme
checks and balances dapat dilihat dari realisasi Pasal 10 Undang-
Undang Kementerian, dimana pada awal penerapannya dapat berjalan
dengan baik dimana pengisian jabatan wakil menteri diambil dari
kalangan profesional dan tidak terdapat permasalahan lain. Namun
demikian, pada periode pemerintahan kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo, realisasi Pasal 10 Undang-Undang
Kementerian menuai banyak kritikan mulai dari isu bahwa wakil
menteri hanya sarana kamuflase politik dan adanya kasus rangkap
jabatan oleh beberapa wakil menteri. Hal tersebut menunjukkan
bahwa penerapan mekanisme checks and balances belum berjalan
dengan optimal.

Konstitusionalitas ~ praktik  rangkap  jabatan  pada

pengangkatan wakil menteri dengan demikian memiliki dua

%21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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kesimpulan utama yaitu Presiden berdasarkan amanat dari Pasal 17
UUD 1945 memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat menteri.
Ketentuan Pasal 17°% ini menurut Mahkamah Konstitusi pada
praktiknya tidak hanya berlaku untuk pengangkatan menteri saja, akan
tetapi berlaku pula pada pengangkatan wakil menteri. Penafsiran Pasal
17 UUD 1945 tidak hanya terbatas pada kewenangan Presiden dalam
mengangkat menteri saja, melainkan berlaku umum dalam hal
kewenangan Presiden untuk mengangkat para pembantunya di
pemerintahan. Wakil menteri dengan tugasnya membantu menteri
melaksanakan tugas kementerian maka dapat dikategorikan sebagai
pembantu Presiden. Maka, kewenangan Presiden dalam hal
pengangkatan wakil menteri adalah bersifat konstitusional.
Kesimpulan kedua yaitu praktik rangkap jabatan baik secara
filosofis, yuridis maupun sosiologis merupakan tindakan yang
bertentangan dengan hukum dan tidak seharusnya dilakukan oleh
pejabat pemerintahan. Rangkap jabatan merupakan tindakan yang
melanggar beberapa ketentuan yaitu Undang-Undang BUMN terkait
larangan rangkap jabatan, asas profesionalitas dan melanggar etika
wakil menteri sebagai pejabat pemerintahan. Praktik rangkap jabatan

yang dilakukan oleh wakil menteri dengan demikian dapat

%22 pasal 17 merupakan pasal yang khusus memuat hal-hal yang berkaitan tentang kementerian
negara, mulai dari pemberian kewenangan untuk mengangkat menteri hingga kewenangan untuk
membuat peraturan perundang-undangan lanjutan apabila diperlukan sebagai tindak lanjut dari
adanya pasal ini, dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma,

hukum dan etika yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia.
B. Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Berdasarkan Hak

Prerogratif Presiden Menurut Undang-Undang Kementerian Negara

Politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar yang dijadikan sebagai
pedoman dalam pembentukan hukum, pembaharuan hukum hingga penentuan
arah kebijakan hukum di Indonesia®*® merupakan dasar dari kebijakan
pengangkatan wakil menteri yang menjadi wewenang Presiden. Politik hukum
merupakan sesuatu yang bersifat dinamis mengikuti kebutuhan dan perkembangan
zaman. Sama halnya dengan hukum yang selain bersifat rigid juga memiliki sifat
fleksibel*** terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Politik
hukum terkait pengangkatan wakil menteri memiliki perbedaan dalam setiap

periode pemerintahan.

Penetapan politik hukum selain dipengaruhi oleh Presiden sebagai
pemegang kekuasaan, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor politik,
faktor sosial, dan kondisi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan
dalam hal model pengangkatan wakil menteri oleh Presiden, mulai sejak pertama
kali jabatan wakil menteri ada hingga saat ini.  Disparitas mekanisme
pengangkatan wakil menteri dapat dilihat dari adanya perbedaan formasi wakil

menteri pada setiap periode pemerintahan, dimana eksistensi wakil menteri dalam

%23 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia”, 1.
%24 Moh. Kusnardi dan Bintan R.Saragih, "Ilmu Negara" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1994),
146-149.
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suatu kementerian tidak bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis menyesuaikan

kebutuhan.

1. Original Intent Hak Prerogratif Presiden dalam Risalah UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden dalam Pasal 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut
Undang-Undang Dasar.®* Terdapat setidaknya 17 pasal dalam konstitusi
yang memuat aturan tentang kewenangan yang dimiliki oleh Presiden.3%
Kewenangan Presiden sebagaimana termuat dalam konstitusi tersebut tidak
serta merta disusun hanya dalam sekali proses penyusunan. Perubahan
aturan tentang kekuasaan Presiden dalam konstitusi memiliki catatan sejarah
yang panjang sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga berakhirnya

amandemen konstitusi pada tahun 2002.

a. Potret Kekuasaan Presiden Berdasarkan Risalah Rapat Amandemen
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konvensi Montevidio tahun 1993 menyebutkan bahwa suatu

negara dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional apabila

memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi adanya penduduk,

wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari

%25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

326 pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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negara lain.**" Pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu unsur
dalam pembentukan suatu negara dimaknai sebagai suatu kekuasaan
tertinggi yang ada dalam suatu negara, dimana terdapat pemerintah
yang terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang mewakili
rakyat sebagai badan politik dan hukum yang berperan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan, dan menjaga integritas
negara di mata asing.**®

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan
pemerintahan dipegang oleh Presiden yang dijalankan menurut

Undang-Undang Dasar.**

Pesiden selaku kepala pemerintahan
tertinggi di Indonesia memiliki cakupan wilayah kekuasaan yang
sangat luas, dimana semua kewenangan yang dimiliki oleh Presiden
diatur secara langsung dalam UUD 1945.3%°

Pada awal kemerdekaan, Presiden dipilih secara musyawarah
mufakat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada
sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945.°* Kedudukan

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengalami

beberapa kali perubahan, dimana seorang Presiden hanya menjadi

%27 Huala Adolf, "Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional” (Jakarta: Raja Grafindo,

%28 A. Masyhur Effendi & Andri, "Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau
dari Hukum Internasional,” Lex Jurnalica, Jilid Vol. 8 (2011): 222.

329 pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

330 pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 20 ayat (2) dan (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal
24B ayat (3), dan Pasal 24C ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

%1 R.M.A.B Kusuma, "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945" (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), 492.
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kepala negara atau kepala pemerintahan saja dan kembali memegang
jabatan sebgai kepala negara dan kepala pemerintahan pasca
dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959.%%

Jauh sebelum adanya kesepakatan bahwa pemegang
kekuasaan pemerintahan adalah Presiden, Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sempat membahas dan
memperdebatkan terkait mekanisme kepemimpinan Indonesia pasca
kemerdekaan.®®*®  Perdebatan  tersebut akhirnya mewujudkan
kesepakatan bahwa kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden
sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang telah disahkan pada
tanggal 18 Agustus 1945.3%

Pengaturan tentang lembaga kepresidenan dalam UUD 1945

memiliki rekam jejak yang panjang, dimulai sejak sebelum Indonesia

%52 presiden hanya memegang kedudukan sebagai kepala negara berdasarkan Maklumat Wakil
Presiden No. X, 14 November 1945. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS pada 19 Desember
1949 hingga ditetapkannya UUD Sementara 1950 Presiden tetap berkedudukan sebagai kepala
negara saja. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kembali berlaku
ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berakibat berlakunya
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia lagi. Dikutip dari Tim Penyusun Revisi
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
"Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan
Pemerintah Negara Jilid I" (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
2010), 10.

%33 Terdapat setidaknya 4 usulan terkait mekanisme kepemimpinan di Indonesia antara lain yaitu
kepemimpinan yang dijalankan oleh Dewan Pemimpin Negara yang terdiri atas 3 orang,
kepemimpinan oleh seorang Pemimpin Besar, kepemimpinan oleh maharaja, dan kepemimpinan
yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan/atau Presiden. Dikutip dari R.M.A.B Kusuma,
"Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945", 181-183.

334 pembahasan mengenai lembaga kepresidenan pada rancangan pertama dan kedua diletakkan
pada bab Il dan dimulai dari Pasal 2, hingga kemudian terdapat masukan dari para anggota
BPUPKI yang sudah diperbaiki oleh Panitia Perancang UUD dimana pengaturan tentang lembaga
kepresidenan pada rancangan ketiga dan seterusnya diletakkan pada bab I11 dan dimulai dari Pasal
4 sampai Pasal 15. Dikutip dari Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 15-21.
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merdeka hingga mengalami beberapa kali perubahan dalam proses
amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Berikut adalah
periodisasi perumusan materi tentang lembaga kepresidenan dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia.

1) Perumusan Lembaga Kepresidenan oleh BPUPK/PPKI

Pada periode ini, pembahasan lebih fokus pada hal-hal
yang bersifat general terkait kekuasaan pemerintahan. Pada
periode ini pula ditentukan model kepemimpinan yang akan
diterapkan di Indonesia, berangkat dari beberapa usulan model
kepemimpinan mulai dari model Dewan Pemimpin Negara,
Pemimpin Besar, Maharaja, hingga Perdana Menteri dan/atau
Presiden. Pada periode ini pula ditetapkan bahwasannya
pengaturan mengenai lembaga kepresidenan dimulai dari bab 111
yakni mulai pasal 4.

Proses pembahasan materi mengenai lembaga
kepresidenan pada periode ini tidak hanya terbatas pada
perumusan pasal saja, tetapi terdapat berbagai penambahan,
pengurangan hingga penghalusan bahasa yang menjadi tahapan
dalam merumuskan pasal-pasal terkait lembaga kepresidenan

tersebut.3®

3% Salah satu contoh dari adanya berbagai perubahan dalam proses penyusunan suatu pasal dapat
dilihat pada rumusan awal Pasal 4 ayat (1)—yang pada rancangan pertama dan kedua adalah Pasal
2 ayat (1)—yang awalnya berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan” hingga kemudian atas usul Moh. Hatta rumusan tersebut ditambahi kalimat
menurut Undang-Undang dan jadilah rumusan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang kita ketahui saat
ini . Selain itu, Moh. Hatta juga mengusulkan adanya perubahan terhadap berbagai pasal yang
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2) Lembaga Kepresidenan dalam UUD 1945

Pasal-pasal tentang lembaga kepresidenan dalam UUD
1945 merupakan hasil dari pembahasan panjang yang telah
dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari BPUPKI, PPKI hingga
Panitia Penyusun UUD 1945. Presiden sebagai kepala
pemerintahan secara spesifik memiliki wewenang yang diatur
secara langsung dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 yakni
pada Pasal 5 vyang berisi kewenangan Presiden dalam
mengajukan RUU kepada DPR, Pasal 17 tentang kewenangan
Presiden mengangkat menteri, Pasal 22 kewenangan Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPPU), Pasal 23 kewenangan menyusun APBN. 33

Sebagai kepala negara, kewenangan Presiden diatur
dalam Pasal 10 tentang pemegang kekuasaan tertinggi atas
angkatan darat, laut dan udara, Pasal 11 kewenangan untuk
menyatakan perang, membua perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain, Pasal 12 kewenangan untuk menyatakan negara
dalam keadaan bahaya, Pasal 13 tentang pengangkatan dan

penerimaan duta dan konsul, Pasal 14 pemberian grasi, amnesti,

memuat frasa “Wakil-Wakil Presiden” diubah dengan “Wakil Presiden”. Dikutip dari Tim
Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 :
Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, 11-21.

%% Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 21-23.
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abolisi dan rehabilitasi serta Pasal 15 tentang kewenangan dalam
hal pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.**’
3) Lembaga Kepresidenan dalam Konstitusi RIS
Pada konstitusi RIS, kedudukan Presiden hanya sebagai
kepala negara saja. Adanya hal ini mengakibatkan perubahan
terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Kewenangan
yang dimiliki oleh Presiden dalam konstitusi RIS terdapat dalam
beberapa pasal yang terdiri atas Pasal 74 yang memuat
kewenangan untuk menunjuk 3 pembentuk kabinet dan
mengangkat salah satu dari 3 orang tersebut untuk menjadi
Perdana Menteri yang kemudian akan mengangkat menteri yang
lain, Pasal 76 tentang kewenangan Presiden untuk menerima
pemberitahuan tentang berbagai urusan penting negara.*®
Pasal 85 kewenangan mengangkat ketua senat, Pasal
103 tentang kewenangan untuk mengesahkan ketua dan wakil
ketua DPR terpilih, Pasal 114 kewenangan untuk mengangkat
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung, Pasal 116
tentang wewenang untuk memberhentikan Dewan Pengawas

Keuangan atas permintaan sendiri, Pasal 126 wewenang untuk

%7 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 23.

338 Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara
Jilid 1", 23-29.
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memberikan tanda kehormatan, Pasal 128 mengenai wewenang
Presiden untuk mengajukan RUU, Pasal 175 wewenang untuk
mengadakan perjanjian dengan negara lain, Pasal 178 tentang
kewenangan dalam hal pengangkatan dan penerimaan
perwakilan negara-negara lain, Pasal 182 bahwa Presiden adalah
panglima tertinggi tentara RIS, dan Pasal 187 tentang
kewenangan Presiden untuk memberikan amanat membuat
rancangan konstitusi.**°
4) Lembaga Kepresidenan dalam UUD Sementara 1950

Perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara
1950 sebagai konstitusi yang diterapkan dalam sistem
pemerintahan Indonesia, faktanya tidak banyak memberikan
perubahan terhadap kedudukan Presiden. Presiden dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia hanya memegang kekuasaan sebagai
kepala negara saja, sedangkan kekuasaan pemerintahan
dipegang oleh Perdana Menteri.**°

Kekuasaan Presiden sebagai seorang kepala negara
dalam UUD Sementara 1950 diatur dalam beberapa pasal, yaitu

pada Pasal 45 kewenangan Presiden untuk mengangkat Wakil

%% Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara
Jilid I, 23-29.

%0 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 29.
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Presiden atas usulan yang diberikan oleh DPR, Pasal 50
kewenangan untuk membentuk kementerian, Pasal 51
kewenangan Presiden untuk menunjuk orang atau beberapa
orang pembentuk kabinet dimana dari orang-orang yang dipilih
tersebut salah satunya akan diangkat sebagai Perdana Menteri
dan yang lainnya sebagai menteri, Pasal 52 tentang hak
Presiden untuk menerima pemberitahuan tentang urusan penting
yang berkaitan dengan urusan negara, Pasal 53 melantik
menteri, Pasal 62 mengesahkan pemilihan ketua dan wakil ketua
DPR, Pasal 63 melantik DPR, Pasal 79 memberhentikan
anggota Mahkamah Agung atas permohonan sendiri, dan Pasal
81 kewenangan Presiden untuk memberhentikan anggota Dewan
Pengawas Keuangan atas permohonan sendiri.**

Pasal 84 kewenangan Presiden untuk membubarkan
DPR, Pasal 85 kekuasaan Presiden atas Angkatan Perang
Republik Indonesia, Pasal 87 kewenangan Presiden untuk
meberikan tanda kehormatan, Pasal 90 kewenangan Presiden
untuk mengajukan RUU, Pasal 92 menerima pemberitahuan
tentang status usulan RUU yang diajukan oleh Pemerintah, Pasal
93 mengesahkan RUU yang sudah diputuskan oleh DPR, Pasal

94 mengesahkan usul RUU dari Pemerintah yang sudah

% Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 29-35.
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disetujui oleh DPR, Pasal 107 hak presiden untuk memberi grasi
dan amnesti dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Pasal
120 kewenangan untuk menjalin hubungan dan mengesahkan
perjanjian dengan negara lain, Pasal 123 mengenai kewenangan
untuk mengangkat dan menerima wakil-wakil negara lain di
Indonesia, Pasal 127 pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia, Pasal 128 kewenangan untuk
menyatakan perang dengan persetujuan dari DPR, Pasal 129
kewenangan untuk menyatakan bahwa daerah Republik
Indonesia dan/atau bagiannya berada dalam keadaan bahaya,
dan Pasal 137 mengesahkan RUU yang sudah disusun dan
diterima oleh Konstituante.>*?
5) Lembaga Kepresidenan dalam UUD 1945 Pasca Amandemen
1999-2002
Pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, konstitusi
yang berlaku di Indonesia kembali pada UUD 194534
Diterapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia secara
tidak langsung memberikan pengaruh bagi kekuasaan Presiden,

dimana Presiden yang semula hanya memegang kekuasaan

sebagai kepala negara saja maka dengan diberlakukannya lagi

%2 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 29-35.

%3 Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan
Demokrasi di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia, Jilid Vol. 15 (2018): 59-60.
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UUD 1945 kekuasaan Presiden tidak hanya sebagai kepala
negara akan tetapi juga sebagai kepala pemerintahan.

Pada perkembangannya, kewenangan Presiden dalam
UUD 1945 mengalami berbagai pembaharuan mengikuti adanya
amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Terdapat
beberapa kewenangan yang terpengaruh akibat adanya
amandemen tersebut. Sebagian besar pasal yang dirubah dengan
adanya amandemen ini adalah pasal-pasal yang mengatur
tentang kewenangan Presiden. Hal ini dilakukan sebagai upaya
untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu
luas dan untuk menghindari adanya dominasi kekuasaan oleh
Presiden.3**

Kekuasaan pertama yang mengalami beberapa
perubahan adalah kekuasaan memegang pemerintahan. Pada
sidang pembahasan  pertama, pembicaraan = mengenai
pembatasan kekuasaan Presiden menjadi salah satu hal yang
mengalami perdebatan panjang, hampir seluruh anggota rapat
berpendapat bahwa harus diadakan pembatasan terhadap
kewenangan Presiden dan diperlukannya penerapan mekanisme

checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.3*

%4 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 69.

%> pada sidang pertama tentang pembahasan perubahan UUD 1945 ini diawali dengan
mendengarkan pemandangan umum dari seluruh fraksi-fraksi MPR, yaitu F-PDIP, F-PG, Fraksi
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Hal tersebut dilakukan agar terdapat kontrol dan
penyeimbang terhadap kekuasaan Presiden yang sedemikian
luas, sehingga kemungkinan terjadinya dominasi kekuasaan oleh
Presiden dapat dihindari. Namun demikian, pasal terkait
kewenangan  Presiden  sebagai pemegang  kekuasaan
pemerintahan dalam UUD 1945 tidak mengalami perubahan
secara redaksi norma yang terdapat dalam pasal tersebut.
Perubahan yang ditekankan adalah pada pelaksanaan
mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberian batasan yang jelas terhadap
kekuasaan Presiden.

Pada rapat Badan Pengkajian (BP) MPR ke-3, 14
Oktober 1999 vyang diketuai oleh Amien Rais, kembali
ditegaskan bahwa kendati Pasal 4 ayat (1) yang mengatur
mengenai kekuasaan Presiden dalam hal memegang kekuasaan
pemerintahan dan termasuk pokok materi yang menjadi prioritas
untuk dilakukan perubahan. Pada sidang ini dihasilkan
kesepakatan untuk tetap mempertahankan norma asli dengan
catatan dalam penerapannya dilakukan pembatasan dengan

adanya mekanisme checks and balances.®*

Reformasi, F-PBB, F-KKI, F-PDU, F-PDKB, F-PPP, F-TNI/Polri, dan F-UG. Dikutip dari
Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,

2008), 17-29.

¢ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
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Pembahasan mengenai kekuasaan Presiden dalam Pasal
4 ayat (1) ini pada rapat pembahasan perubahan UUD 1945
yang kedua dan ketiga juga tidak mengalami perubahan, dimana
pasal tersebut juga tidak termasuk dalam materi prioritas yang
akan dibahas sehingga seperti hasil rapat sebelumnya bahwa
norma dalam pasal tersebut dipertahankan sebagaimana aslinya
dengan catatan penerapan mekanisme checks and balances
sebagai pembatas kekuasaan Presiden.**’

Kewenangan Presiden yang turut menjadi salah satu
topik pembahasan dalam amandemen UUD 1945 tahun 1999-
2002 adalah terkait kewenangan Presiden dalam kekuasaan
penyusunan peraturan perundang-undangan. Presiden sebagai
pemegang kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan untuk
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan juga
Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Adanya
kewenangan Presiden ini merupakan bentuk penerapan
mekanisme check and balances antar kekuasaan eksekutif dan
legislatif dalam pemerintahan Indonesia.

Kewenangan Presiden untuk mengajukan usulan

rancangan undang-undang ini merupakan hasil perubahan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 94-95.

347 Sekretariat Jenderal MPR RI, "RisalahPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Tiga" (Jakarta: Sekretariat Jenderal

MPR RI, 2009), 578.
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pertama dari rumusan asli naskah UUD 1945, dimana pada
UUD 1945 sebelum amandemen kewenangan Presiden dalam
hal pembentukan undang-undang adalah untuk membentuk
undang-undang berdasarkan persetujuan DPR.3*® Setelah adanya
amandemen, kewenangan Presiden yang semula berkuasa dalam
hal pembentukan undang-undang berubah menjadi kekuasaan
dalam hal mengajukan rancangan undang-undang.**® Dengan
kata lain, rancangan tersebut harus terlebih dahulu dibahas
bersama antara DPR dengan pemerintah untuk selanjutnya
disetujui dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. **°
Selain  memiliki kewenangan untuk mengajukan

rancangan undang-undang, Presiden juga berwenang dalam hal

%8 Adanya kewenangan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang dengan persetujuan
DPR ini menimbulkan anggapan bahwasannya DPR hanya berperan dalam hal pemberian
persetujuan terhadap undang-undang yang telah dibentuk oleh Presiden. Hal tersebut dinilai tidak
sesuai dengan tugas DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia yang seharusnya berperan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan menyetujui undang-undang yang telah
dibentuk saja. Kewenangan Presiden membentuk undang-undang ini berpotensi menimbulkan
adanya excecutive heavy akibat terlalu luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Dikutip dari
Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999", 76-147.

%9 Kekuasaan Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang ini merupakan bentuk
kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya kekuasaan tersebut
merupakan bentuk pemberdayaan Presiden sebagai kepala eksekutif yang memiliki kekuasaan
pemerintahan. Sehingga Presiden tetap memiliki andil dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Dikutip dari Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999", 295-296.

%0 Kesepakatan perubahan terhadap kekuasaan Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai
kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilaporkan pada Rapat
Paripurna Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 19 Oktober 1999 dan disahkan secara langsung
oleh Ketua MPR, M. Amien Rais, pada Rapat Paripurna ke-12 (lanjutan) Sidang Umum MPR
1999. Dikutip dari Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999", 717-813.
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pembentukan Peraturan Pemerintah®®! dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang®™?, dimana kewenangan ini
merupakan kewenangan yang sudah ada pada naskah asli UUD
1945 yang tetap dipertahankan dan tidak diubah selama proses
amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002.

Selama proses amandemen UUD 1945 ini terdapat pula
kewenangan Presiden yang diubah, yaitu kekuasaan dalam hal
pembekuan dan/atau pembubaran DPR. Pada rapat perubahan
pertama tahun 1999 dan rapat perubahan kedua tahun 2000 tidak
terdapat pembahasan mengenai topik terkait pembubaran
dan/atau pembekuan DPR. Pembahasan terkait kekuasaan
Presiden dalam hal pembubaran dan/atau pembekuan DPR ini
dilaksanakan pertama kali pada rapat perubahan ketiga tahun
2001.

Adanya usulan mengenai penghapusan kewenangan
Presiden terkait pembubaran dan/atau pembekuan DPR ini
diusulkan dengan pertimbangan untuk menjaga keseimbangan
kekuasaan antara Presiden dan DPR agar tidak saling
menjatuhkan satu sama lain, mengingat keduanya merupakan

lembaga negara yang secara langsung dipilih oleh rakyat,

%! pasal 5 ayat (2), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

%2 pasal 22 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang.”’
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sehingga baik DPR maupun Presiden dilarang untuk
membubarkan dan/atau membekukan satu sama lain.**

Secara garis besar, kekuasaan Presiden pasca
amandemen UUD 1945 ini dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk,
yaitu kewenangan sebagai kepala negara dan kewenangan
sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara
memiliki kekuasaan, antara lain yaitu pemegang kekuasaan
tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan
udara®*; pemegang kekuasaan untuk menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain®*®;

%3 salah satu pertimbangan adanya usulan untuk penghapusan kewenangan Presiden untuk
membubarkan dan/atau membekukan DPR ini adalah adanya praktik pembekuan DPR dan MPR-
RI oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001, dimana tindakan tersebut oleh
MPR dinilai tidak sah dan bertentengan dengan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang
berakibat diberhentikannya Presiden Abdurrahman Wahid dari kedudukannya sebagai Presiden
Republik Indonesia. Dikutip dari Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku
Dua" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), 2.

Usulan terkait larangan pembubaran dan/atau pembekuan DPR oleh Presiden sebagaimana termuat
dalam rumusan Pasal 7C UUD 1945 ini kemudian disepakati dalam Rapat Komisi A dan
disampaikan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR Ke-7 (Lanjutan 2) pada tanggal 9
November 2001 untuk kemudian menyetujui rumusan pasal tersebut. Dikutip dari Tim Penyusun
Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, “"Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV
Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 542.

%4 pada pasal terkait kekuasaan Presiden terhadap angkatan darat, angkatan laut dan angkatan
udara ini pada seluruh rapat pembahasan amandemen UUD 1945 ini tetap dan tidak mengalami
perubahan. Kendati pada rapat perubahan pertama terdapat pembahasan mengenai kekuasaan ini,
terdapat beberapa fraksi yang menganggap perlunya perubahan terhadap pasal ini. Namun
demikian, usulan-usulan tersebut tetap tidak berpengaruh terhadap pasal mengenai kekuasan
Presiden ini, bahkan pada rapat perubahan kedua sudah tidak terdapat pembahasan mengenai
perubahan pada pasal ini. Hingga kemudian pada rapat perubahan ketiga, Pasal 10 UUD 1945
tetap dan tidak mengalami perubahan apa pun. Dikutip dari Tim Penyusun Revisi Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
"Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan
Pemerintah Negara Jilid I, 602-612.

%5 Kekuasaan Presiden ini diatur dalam Pasal 11 UUD 1945, dimana pada amandemen UUD 1945
pasal ini tidak mengalami perubahan akan tetapi mendapatkan tambahan, sehingga Pasal 11 yang
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kekuasaan untuk memberikan pernyataan bahwa negara dalam
keadaan bahaya®*®; kekuasaan untuk mengangkat dan menerima

duta dan konsul dari dan ke negara lain®’; kekuasaan untuk

semula hanya terdiri hanya berupa pasal tanpa ayat, pasca amandemen Pasal 11 memiliki 3 ayat.
Dengan kata lain terdapa 2 ayat tambahan di dalamnya. Pada rapat perubahan pertama, diusulkan
adanya tambahan untuk meminta pertimbangan pada DPR dalam hal menyatakan perdamaian dan
membuat perjanjian dengan negara lain. Kemudian pada rapat perubahan kedua tidak terdapat
pembahasan tentang materi dalam Pasal 11 ini, akan tetapi pada rapat perubahan ketiga kembali
muncul pembahasan tentang Pasal 11 dimana terdapat usulan perubahan terhadap materi Pasal 11,
sebagaimana termuat dalam rumusan Pasal 11 yang baru yaitu terdapat 2 ayat tambahan pada pasal
tersebut dan disahkan pada Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) yang dipimpin langsung oleh ketua
MPR. Dikutip dari Sekretariat Jenderal MPR RI, "Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia : Buku Ketiga Jilid 3 Risalah Rapat Paripurna Ke-7 (Lanjutan 1) s/d Ke-8 Tanggal 9
November 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR
RI, 2001), 107.

Pada rapat perubahan keempat amandemen UUD 1945, dibahas kembali terkait perubahan pada
pasal 11, dimana perubahan yang dilakukan pada pasal ini yaitu terkait masalah penomoran dalam
Pasal 11. Dimana pada rapat perubahan kedua dan ketiga telah disahkan rumusan Pasal 11 yaitu
dengan adanya penambahan ayat (2) dan (3). Pada rapat perubahan keempat ini diusulkan adanya
ayat (1) untuk merubah susunan rumusan Pasal 11, yang awalnya tersusun atas:

Pasal 11

(bunyi pasal)

(2)......(bunyi ayat 2)

(3)......(bunyi ayat 3)

Diubah menjadi:

Pasal 11

(1)....(bunyi ayat 1)

(2)....(bunyi ayat 2)

(3)....(bunyi ayat 3)

Usulan ini disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-6 Lanjutan-2 Sidang Tahunan MPR
tanggal 10 Agustus 2002. Dikutip dari Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *"Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 633-
636.

%% pada amandemen UUD 1945 tahun sidang 1999-2001 tidak mengalami perubahan apapun,
kendati mengalami perdebatan panjang oleh fraksi-fraksi MPR pada rapat PAH I11 tahun 1999 dan
rapat PAH | pada tahun 2000 sampai 2002. Namun demikian, karena masih dianggap relevan,
materi pada Pasal 12 terkait kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya ini dipertahankan dan
tidak mengalami perubahan. Dikutip dari Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 636-
642.

%7 pengaturan terkait kewenangan dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul ini
dimuat dalam Pasal 13 UUD 1945, dimana pasca adanya amandemen UUD 1945 pasal yang
semula terdiri dari 2 ayat ini berubah menjadi 3 ayat. Dengan kata lain terdapat tambahan ayat
dalam pasal ini. Perubahan mendasar pada pasal ini adalah tentang adanya keterlibatan DPR dalam
pengangkatan duta dan konsul serta untuk penerimaan duta dan konsul dari negara lain. Sebelum
adanya perubahan, DPR tidak terlibat sama sekali dalam hal ini, dimana Presiden memiliki
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memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi**®;
kekuasaan untuk memberikan gelar dan tanda kehormatan®>®.
Presiden sebagai kepala pemerintahan, pasca
amandemen UUD 1945 memiliki kewenangan antara lain yaitu
kekuasaan memegang pemerintahan; kekuasaan dalam urusan
legislatif yang meliputi kewenangan mengajukan rancangan
undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, membahas
dan memberi persetujuan serta mengesahkan rancangan undang-
undang yang telah disepakati dengan DPR dalam rapat
pembentukan peraturan perundang-undangan, menetapkan

peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang, dan

kekuasaan mutlak untuk mengangkat dan menerima perwakilan dari dan untuk negara lain. Pasca
adanya amandemen, Presiden dalam mengangkat ataupun menerima perwakilan negara lain (baik
duta ataupun konsul) harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh DPR. Dikutip dari
Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 :
Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, 642-663.

%58 perubahan mendasar pada materi muatan Pasal 14 terkait wewenang pemberian grasi, amnesti,
abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden ini adalah perlunya Presiden untuk memperhatikan
pertimbangan dari lembaga negara lain untuk mengurangi tingkat subjektivitas Presiden dalam
memberikan hal tersebut. Sehingga pada amandemen UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam
hasil perubahan pertama UUD 1945 bahwa Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi
harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam
memberikan amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dikutip dari Tim
Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 :
Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, 663-682.

%9 Kewenangan Presiden dalam Pasal 15 ini mengalami sedikit perubahan, dimana berdasarkan
hasil rapat perubahan pertama disebutkan bahwa pada rumusan Pasal 15 diperlukan adanya
penambahan ketentuan bahwa aturan lebih lanjut mengenai Pasal 15 ini diatur dengan undang-
undang. Adanya usulan penambahan ketentuan ini ditujukan untuk mempertahankan tingkat
obyektivitas Presiden dalam memberikan penghargaan kepada siapa pun, dimana pemberian
penghargaan tersebut didasarkan pada undang-undang yang notabene seluruh ketentuan yang
terdapat di dalamnya merupakan hasil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dikutip dari
Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 :
Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, 682-691.
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mengajukan rancangan APBN kepada DPR; kekuasaan
membentuk dewan pertimbangan Presiden®’; kekuasaan untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri®®*; kekuasaan untuk
meresmikan anggota BPK; menetapkan hakim agung;
mengangkat dan memberhentikan anggota KY, dan mengajukan
3 (tiga) calon hakim konstitusi.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa berdasarkan
penafsiran risalah UUD 1945 kewenangan Presiden
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan sebagai

kepala negara dan kewenangan sebagai kepala pemerintahan.

%0 Apabila melihat dari sejarah adanya lembaga ini, pada UUD 1945 sebelum amandemen,
terdapat satu lembaga negara yang memiliki fungsi sama untuk memberikan pertimbangan pada
Presiden dalam menjalankan tugasnya dan diatur pada bab khusus dalam UUD 1945 yakni pada
Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Namun, karena adanya berbagai pertimbangan dan
praktik penyelewengan kekuasaan dalam lembaga ini, maka Dewan Pertimbangan Agung ini pun
dibubarkan berikut dengan bab dan pasal yang memuat aturan tentang lembaga ini juga
dihapuskan. Akan tetapi, mengingat pentingnya keberadaan lembaga yang memiliki fungsi khusus
untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan semua tugas yang
dimilikinya sehingga pada hasil akhir rapat perubahan keempat UUD 1945 Presiden diberikan
kewenangan untuk membentuk dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan
pertimbangan dan nasehat kepada Presiden dalam menjalankan tugas yang dimilikinya. Dikutip
dari Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 1", 691-897.

%! pembahasan mengenai menteri negara ini dimulai sejak rapat perubahan pertama dan
menghasilkan kesepakatan akhir pada rapat perubahan ketiga. Pada perubahan pertama disahkan
ayat (2) dan ayat (3), dimana pada awalnya pasal mengenai kementerian negara hanya termuat
dalam Pasal 17 saja. Setelah adanya perubahan pertama ini disahkan maka Pasal 17 terdiri dari 3
ayat, dimana dalam ketentuan pasal ini menyebutkan bahwasannya kewenangan untuk
mengangkat menteri merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden. Kemudian pada rapat
perubahan ketiga disepakati pula adanya penambahan bahwa hal-hal terkait pembentukan,
pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur secara khusus dalam undang-undang.
Mengingat bahwasannya pembentukan lembaga kementerian melibatkan adanya anggaran negara
yang digunakan untuk semua pihak terkait yang berada dalam organisasi kementerian ini, sehingga
diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait berbagai hal tentang masalah kementerian negara yang
perlu melibatkan DPR dalam hal pembahasan hingga persetujuannya. Dikutip dari Tim Penyusun
Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan
Hasil Pembahasan, 1999-2002 : Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2 (Edisi Revisi)"
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 919-1105.
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Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam urusan
pemerintahan, UUD 1945 memberikan kewenangan bagi
Presiden untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan
pemerintahan, salah satunya dalam urusan kementerian.
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya
kementerian, mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian

dan ketentuan lain yang berhubungan dengan tugas kementerian.

b. Konfigurasi Kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang

Kementerian Negara

Eksistensi Undang-Undang Kementerian Negara merupakan

wujud realisasi dari amanat yang terdapat dalam Pasal 17 UUD 1945.
Pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan bahwa hal-hal lain terkait
masalah yang berhubungan dengan kementerian akan diatur lebih
lanjut dalam undang-undang. Berdasarkan surat yang disampaikan
oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada
22 Juni 2005 mengenai penyampaian usul RUU usul inisiatif Baleg
DPR RI tentang Kementerian Negara, dapat dipahami bahwa
amandemen UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001%% adalah

awal pembahasan untuk pembentukan Undang-Undang Kementerian

%2 pada amandemen UUD 1945 ketiga pada tahun 2001 terdapat perubahan pada Pasal 17
mengenai kementerian negara, dimana pada pasal tersebut diamanatkan untuk membentuk undang-
undang khusus terkait kementerian negara, dikutip dari Tim Penyusun Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan,
1999-2002 : Buku 1V Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2 (Edisi Revisi)", 1105.
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Negara pada tahun 2005 yaitu 4 tahun setelah perubahan ketiga
amandemen UUD 1945 dilakukan.

Pembahasan RUU Kementerian Negara dimulai setelah
diumumkan dalam Rapat Bamus 8 September 2005 bahwa
pembahasan RUU Kementerian Negara dan RUU Dewan Penasihat
Presiden ditangani oleh satu Panitia Khusus (Pansus) yang sama.
Pembentukan Pansus tersebut telah dikukuhkan melalui Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/DPR
RI/1/2005-2006 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR RI
mengenai RUU tentang Dewan Penasihat Presiden dan RUU tentang
Kementerian Negara.*®

Pasca ditetapkannya Pansus yang menangani pembentukan
Undang-Undang Kementerian Negara, dilaksanakan rapat intern
Pansus RUU Kementerian Negara yang dimulai dengan melakukan
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga

Administrasi Negara (LAN)*®*, RDPU dengan Perguruan Tinggi

%3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), "Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Kementerian Negara", 11.

%4 Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan dengan Lembaga Administrasi Negara ini
diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2006 dan dihadiri oleh 35 anggota Pansus dari 50 anggota
keseluruhan Pansus. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara : Masa Persidangan |1l
Rapat ke-4" (Jakarta: DPR RI, 2006).
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Negeri USU, Ul, UNDIP, UNPATI, UNAND, dan UNMUL®*®, dan
RDPU dengan tokoh politik Akbar Tandjung dan Hamzah Haz.3®
Setelah melaksanakan RDPU dengan sejumlah tokoh dan ahli
terkait, pembahasan mengenai RUU Kementerian Negara dilanjutkan
dengan diselenggarakannya 1 (satu) kali rapat kerja®®’ dan 5 (lima)
kali rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara®® pada tahun 2007.
Pembahasan mengenai RUU Kementerian Negara ini kemudian

dilanjutkan dalam rapat Pansus yang diselenggarakan dalam masa

%% RDPU dengan perwakilan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia ini dilaksanakan
Pada 1 Februari 2006 dan diikuti oleh kurang lebih 32 dari 50 anggota Pansus. Dikutip dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Tentang Kementerian Negara: Masa Persidangan 111 Rapat ke-6" (Jakarta: DPR RI, 2006).

%6 RDPU dengan tokoh politik ini dilaksanakan pada 2 Februari 2006 dan dihadiri oleh 34 dari 50
anggota Pansus. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara : Masa Persidangan I11
Rapat ke-9" (Jakarta: DPR RI, 2006).

%7 Rapat kerja yang pertama dilaksanakan dengan acara penyusunan jadwal acara dan mekanisme
pembahasan RUU Kementerian Negara yang diselenggarakan pada 24 Januari 2007 dan dihadiri
oleh 35 dari 50 anggota Pansus. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
"Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara : Masa
Persidangan 111 Rapat ke-4" (Jakarta: DPR RI, 2007).

%8 Rapat kerja Pansus yang dilaksanakan dengan Menteri Sekretaris Negara ini diselenggarakan
dengan acara utama untuk membahas masalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU
Kementerian Negara, dilaksanakan pada 15 Maret 2007 dan dihadiri oleh 38 anggota dari 50
anggota Pansus. Pembahasan mengenai pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian
Negara ini dilanjutkan lagi pada sidang pembahasan RUU Kementerian Negara yang dilaksanakan
dengan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 28 Maret 2007. Dikutip dari Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Kementerian Negara : Masa Persidangan 111 Tahun 2006-2007" (Jakarta: DPR RI, 2007).
Pembahasan pada rapat kerja selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tentang daftar inventarisasi
masalah (DIM) RUU Kementerian Negara yang dilaksanakan dalam 2 kali persidangan yaitu pada
tanggal 21 Maret 2007 dan tanggal 22 Maret 2007. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kementerian
Negara : Masa Persidangan 111 Tahun 2006-2007" (Jakarta: DPR RI, 2007).

Rapat kerja yang terakhir dilaksanakan dengan Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2007
dilaksanakan dengan pembahasan utama mengenai penyusunan jadwal acara kegiatan Pansus,
tindak lanjut dari Rapat Panja (lobi RUU Kementerian Negara), dan lain sebagainya. Rapa ini
dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2007 dan dihadiri oleh 23 dari 50 anggota Pansus. Dikutip dari
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-
Undang tentang Kementerian Negara : Masa Persidangan IV Tahun 2006-2007" (Jakarta: DPR
RI, 2007).
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sidang

tahun 2008-2009 dimana pada tahun sidang tersebut

dilaksanakan 2 (dua) kali persidangan.3®

Rancangan awal UU Kementerian Negara hanya terdiri atas 6

(enam) Bab dan 12 Pasal. Pada perkembangannya setelah mengalami

proses pembahasan panjang baik oleh seluruh anggota Pansus, tim

perumus dan tim sinkronisasi, RUU Kementerian Negara mengalami

beberapa perubahan fundamental yaitu :*"°

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pembagian tugas masing-masing kementerian, dimana urusan
yang dibidangi oleh setiap kementerian tidak hanya terbatas
pada satu urusan ditangani oleh satu kementerian. Akan tetapi
dalam satu kementerian dapat menjalankan tugas lebih dari
satu urusan menyesuaikan dengan tugas yang telah diberikan
oleh Presiden;

Penambahan pasal baru mengenai aturan tentang kewenangan
Presiden untuk mengangkat wakil menteri sebagaimana
termuat dalam rumusan Pasal 10 RUU Kementerian Negara;
Pembentukan organisasi kementerian merupakan hak
prerogratif yang dimiliki oleh Presiden;

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri yang dirumuskan dengan tujuan untuk peningkatan
profesionalisme  masing-masing menteri dalam suatu
kementerian;

Pengaturan hubungan fungsional antara Kementerian dan
lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan

Hubungan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa kesepakatan di atas, maka RUU

Kementerian Negara yang kemudian disahkan menjadi Undang-

%9 Rapat pembahasan RUU Kementerian Negara yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008
diselenggarakan dengan acara pembahasan mengenai jadwal pembahasan RUU Kementerian
Negara, yang dilaksanakan dalam 2 kali persidangan yaitu pada tanggal 30 Januari 2008 dan 29
Mei 2008. Dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Kerja
Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian Negara : Masa Persidangan IV Tahun 2007-2008"
(Jakarta: DPR RI, 2008).

370 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang
Kementerian Negara : Rapat Paripurna DPR Rl Masa Persidangan | Tahun Sidang 2008-2009"
(Jakarta: DPR RI, 2009), 7.
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Undang Kementerian Negara rumusannya terdiri atas 9 (sembilan)
Bab dan 28 Pasal.>"*

Adanya Undang-Undang Kementerian Negara merupakan
bentuk realisasi dari amanat yang telah diberikan oleh Pasal 17 ayat
(4) UUD 1945. Kewenangan Presiden dalam mengangkat menteri-
menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945
tidak kemudian dibatasi dengan adanya pembentukan Undang-Undang
Kementerian Negara ini. Pembentukan Undang-Undang Kementerian
Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rambu-rambu
pelaksanaan pemerintahan bagi Presiden dalam menjalankan hak
prerogratif yang dimilikinya, sehingga dapat mewujudkan
pemerintahan yang stabil, efektif, dan efisien guna meminimalisir
munculnya persoalan yang dapat muncul karna adanya keputusan
Presiden dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal membentuk,
mengubah an membubarkan organisasi Kementerian Negara.*"?

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam setiap rapat
pembahasan yang dilaksanakan oleh Pansus RUU Kementerian
Negara bahwa pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara ini
bukan bertujuan untuk mengurangi hak prerogratif yang dimiliki oleh

Presiden. Adanya Undang-Undang Kementerian Negara dapat

%1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

372 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang
Kementerian Negara : Rapat Paripurna DPR Rl Masa Persidangan | Tahun Sidang 2008-2009",
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dijadikan oleh Presiden sebagai payung hukum dalam menjalankan
roda pemerintahan yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu.3

Kementerian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam
Undang-Undang Kementerian Negara memiliki tugas untuk
membantu Presiden dalam hal penyelenggaraan urusan-urusan tertentu
dalam menjalankan pemerintahan.®’* Sehingga secara tidak langsung,
menteri dapat dikategorikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
dalam urusan pemerintahan. Kendati tugasnya hanya membantu
Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan, tapi menteri
memimpin secara langsung penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian menteri-menteri yang bertugas untuk membantunya
dalam penyelenggaraan pemerintahan ini dapat dikategorikan ke
dalam kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mengingat
tugas menteri di sini adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas
pemerintahan, sehingga hal-hal yang dikerjakan adalah terkait
kekuasaan dalam bidang pemerintahan.

Pada Undang-Undang Kementerian Negara, kekuasaan
Presiden sebagai kepala pemerintahan diwujudkan dalam beberapa

pasal di seluruh bagian dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Kewenangan Presiden dalam Undang-Undang Kementerian Negara

7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU
Tentang Kementerian Negara : Masa Persidangan IV Tahun 2007-2008", 13.
% pasal 7, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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secara khusus diatur dalam beberapa bab tersendiri pada Undang-
Undang Kementerian Negara, vyaitu pada Bab IV®" terkait
kewenangan untuk membentuk, mengubah dan membubarkan suatu
kementerian, Bab V/*"® terkait kewenangan untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri, dan pada Pasal 10 terkait kewenangan untuk
mengangkat wakil menteri dalam urusan tertentu®”’, menerima
pertanggungjawaban dari menteri dalam pelaksanaan tugasnya®’®,
serta kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden
yang mengatur ketentuan lebih lanjut terkait tugas, fungsi, dan
susunan dalam organisasi kementerian®’.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam
Undang-Undang Kementerian Negara, kekuasaan Presiden sebagai
seorang kepala pemerintahan diwujudkan ke dalam beberapa bentuk
kewenangan, antara lain yaitu kewenangan dalam hal pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran suatu kementerian, kewenangan dalam
pengangkatan dan pemberhentian menteri, kewenangan untuk

mengangkat wakil menteri apabila terdapat beban tertentu yang

memerlukan penanganan khusus, kewenangan untuk menerima

37> pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal 21, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

376 pasal 22 dan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

377 pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

378 pasal 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

9 Pasal 11, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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pertanggungjawaban dari menteri, dan kewenangan untuk menetapkan
Peraturan Presiden dalam hal pengaturan tentang berbagai ketentuan
terkait tugas, fungsi dan susunan yang terdapat dalam organisasi
kementerian.

Berbagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Presiden
dalam Undang-Undang Kementerian Negara dalam pelaksanaannya
harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan urusan kementerian. Presiden dalam menjalankan
hak prerogratifnya tidak serta merta bebas untuk menetapkan
kebijakan hanya berdasar pertimbangan pribadi saja, melainkan harus
tetap patuh dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dinamika Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia

Perubahan politik hukum pengangkatan wakil menteri dalam setiap
periode pemerintahan merupakan hal yang wajar. Sebagaimana yang telah
disebutkan sebelumnya bahwa politik hukum merupakan sesuatu yang
bersifat dinamis yang dapat berubah kapan saja mengikuti kebutuhan dan
faktor lain yang mempengaruhinya. Adanya dinamika politik hukum
pengangkatan wakil menteri dapat dilihat salah satunya dari perbedaan

formasi wakil menteri pada setiap periode pemerintahan.®® Perbedaan

%0 Keputusan Presiden Nomor 111/N/2009 tentang Pengangkatan Wakil Menteri, Keputusan
Presiden Nomo 3/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Menteri, Keputusan Presiden Nomor
159/M/2011 tentang Pengangkatan Wakil Menteri, Keputusan Presiden Nomor 187/M/2014
tentang Pengangkaan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan, Keputusan
Presiden Nomor 115P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Menteri ESDM, Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 72 / M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri
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politik hukum pengangkatan wakil menteri dapat pula dilihat dari nuansa
politik yang terdapat pada setiap periode pemerintahan. Hal tersebut
ditandai dengan adanya campur tangan politisi yang turut diangkat menjadi
wakil menteri. Mulai sejak pertama adanya jabatan wakil menteri pada
Kabinet Presidensial (1945)*' yang mendasarkan pengangkatan wakil
menteri pada kebutuhan yang paling mendesak, mengingat pada periode ini
merupakan awal pembangunan Indonesia pasca penjajahan kolonial.
Termasuk pada periode pemerintahan Kabinet Sjahrir | (194501946),
Kabinet Sjahrir 111 (1946-1947), dan Kabinet Kerja 111 (1962-1963)32
berpedoman dengan dasar yang sama dalam hal pengangkatan wakil
menteri, yaitu pada sektor apa yang paling membutuhkan penanganan

khusus dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

Berbeda dengan periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu
I1 (2009-2014) yang mengangkat wakil menteri karena kinerja menteri yang
kurang maksimal akibat seringnya reshuffle kabinet yang dilakukan oleh
Presiden.®® Terdapat 20 wakil menteri pada 19 pos kementerian, dimana
keseluruhan wakil menteri yang diangkat berasal dari kalangan profesional.
Pada periode pemerintahan Indonesia Kerja (2014-2019) terdapat penurunan

jumlah wakil menteri, yaitu hanya 3 wakil menteri yang diangkat oleh

Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

%81 Wahjudi Djaja, "Kabinet-Kabinet di Indonesia", 7.

%2 Ready Susanto, "Mari Mengenal Kabinet Indonesia”, 1-153.

%83 Aly Yusuf, "Policy Assessment : Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla", 10-13.
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Presiden.®®* Keseluruhan wakil menteri yang diangkat pada periode ini
berasal dari kalangan profesional ahli. Penurunan jumlah wakil menteri ini
menunjukkan adanya perbedaan politik hukum yang digunakan. Kemudian
pada periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (2019-sekarang) jumlah
wakil menteri yang diangkat oleh Presiden mengalami peningkatan yang
signifikan.®®* Ditambah formasi wakil menteri yang tersusun tidak hanya
dari kalangan profesional melainkan dari kalangan politisi dan simpatisan
Presiden juga. Beberapa hal tersebut menunjukkan adanya perubahan politik
hukum yang digunakan sebagai landasan bagi Presiden dalam pengangkatan
wakil menteri sehingga berakibat pada adanya kenaikan jumlah wakil

menteri dan adanya keterlibatan politisi sebagai wakil menteri.

a. Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Periode Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014)

Regulasi terkait kewenangan Presiden untuk mengangkat

wakil menteri pada awal pembentukannya sudah menuai banyak pro

dan kontra, terlebih tidak adanya kejelasan kedudukan wakil menteri

dalam organisasi kementerian mengakibatkan keberadaan wakil

%4 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil
Menteri," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-
menteri/. dan Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo
Wamenkeu," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/.

%85 Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
2019-2024," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.ig/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-
maju-2019-2024/. dan Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia
Maju," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020,
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.
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menteri  semakin dipertanyakan urgensinya. Mantan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara—Widodo AS—mengemukakan
bahwa dari sebagian peraturan perundang-undangan yang sudah
diselesaikan Presiden SBY pada periode pemerintahan sebelumnya
pada pelaksanaannya masih mengalami berbagai kesulitan.

Terdapat beberapa aturan yang dirasa masih terlalu umum
dan perlu dipertajam, salah satunya yaitu pada Undang-Undang
Kementerian Negara dimana aturan terkait pengangkatan wakil
menteri dinilai sangat umum, tidak ada aturan terkait berapa jumlah
maksimal wakil menteri dalam setiap kementerian dan bagaimana
kriteria yang harus dipenuhi dalam prosedur pengangkatan wakil
menteri.®® Ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum tersebut
untuk selanjutnya akan dipertajam secara langsung oleh pemerintah
dengan melakukan pembentukan peraturan di bawah undang-undang
sebagai peraturan pelaksana undang-undang tersebut.’

Keberadaan jabatan wakil menteri pada era pemerintahan
Presiden SBY dianggap sebagai jalan pintas yang diambil Presiden

SBY untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terdapat dalam

kementerian akibat seringnya dilakukan reshuffle kabinet yang

% Gatot Sugiharto, dkk., "Layanan Publik Edisi XXXI Tahun V 2009" (Jakarta: Biro Humas
Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, 2009), 35.

%7 Evert Erenst Mangindaan—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi—mengemukakan terkait pengangkatan wakil menteri, Presiden memiliki hak untuk
menentukan siapa yang akan menjadi wakil menteri dan pada kementerian mana diperlukan
adanya wakil menteri yang akan membantu pelaksanaan tugasnya. Lebih lanjut Evenrt Erenst
Mangindaan menjelaskan bahwa dari pihak kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terkait
pengangkatan wakil menteri ini hanya akan memberikan saran kepada Presiden dalam bentuk
pertimbangan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang wakil menteri. Dikutip dari Gatot
Sugiharto, dkk., "Layanan Publik Edisi XXXI Tahun V 2009", 35.
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berdampak pada tidak maksimalnya kinerja menteri terutama menteri-
menteri yang berasal dari kalangan partai politik.*®® Reshuffle menjadi
sesuatu yang sering dilakukan pada praktek penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY.
Pada era kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama (2004-
2009) terdapat 2 (dua) kali reshuffle dimana Presiden SBY merombak
13 posisi menteri yaitu 6 (enam) menteri pada tahun 2005 dan 7
(tujuh) menteri pada tahun 2007.*® Sedangkan pada masa
pemerintahan kabinet Indonesia Bersatu jilid Il (2009-2014) terdapat 3
(tiga) kali reshuffle pada 7 (tujuh) kementerian yaitu 1 (satu) menteri
pada tahun 2010, 5 (lima) menteri pada tahun 2011, dan 1 (satu)

menteri pada tahun 2013.>*° Perombakan kabinet Indonesia Bersatu I

%88 Beverly Evangelista, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia
Menurut UUD 1945 : Coalition Existence in Presidential System in Indonesia According to The
Constitution of Republic of Indonesia 1945," Jurnal 1US, Jilid Vol. 11 (2014): 345.

%9 Adanya reshuffle ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk tetap mempertahankan
stabilitas pemerintahan agar tetap berjalan dengan lancar. Dikutip dari Beverly Evangelista,
"Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945 :
Coalition Existence in Presidential System in Indonesia According to The Constitution of Republic
of Indonesia 1945," Jurnal 1US, 345.

Salah satu penyebab adanya reshuffle pada kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama ini adalah
kinerja kabinet yang tidak maksimal yang bermula dari adanya berbagai pelanggaran yang
dilakukan oleh Presiden SBY dalam proses pembentukan kabinet diantaranya yaitu pengangkatan
menteri tidak melalui mekanisme fit and proper test yang benar, dimana seleksi dilakukan secara
mendadak dan memilih menteri secara dalam kelompok tertentu tanpa adanya pertimbangan
terhadap kapabilitas masing-masing calon menteri. Selain itu Presiden SBY juga mengabaikan
lima kriteria utama calon menteri sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang
Kementerian Negara. Kepentingan politik sangat menonjol dalam proses pembentukan kabinet
pada era pemerintahan Presiden SBY jilid pertama ini. Adanya konflik kepentingan memiliki
potensi yang sangat besar untuk terjadi pada kabinet yang dibentuk oleh Presiden SBY ini,
sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan apabila di keudian hari terdapat perombakan kabinet.
Dikutip dari Aly Yusuf, "Policy Assessment : Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla" (Jakarta: The
Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2005), 10-13.

3% pada tahun 2010, menteri yang di-reshuffle hanya menteri keuangan, kemudian pada tahun
2011 terjadi perombakan terhadap 6 menteri yaitu menteri hukum dan HAM, menteri
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri BUMN, menteri perumahan
rakyat, menteri perdagangan, dan pada tahun 2013 terdapat pergantian pada menteri pemuda dan
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ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya beberapa alasan antara lain
kinerja kementerian yang dinilai tidak mampu mencapai target,
terdapat dugaan korupsi oleh beberapa menteri, dan faktor kesehatan
menteri serta persoalan pribadi menteri yang bersangkutan.®*!
Sehingga Presiden SBY memutuskan untuk melakukan reshuffle
sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian.**

Sebelum Undang-Undang Kementerian Negara disahkan,
jabatan wakil menteri sudah lebih dahulu ada pada pemerintahan
Presiden SBY, vyaitu pada kementerian luar negeri dimana
pengangkatan wakil menteri luar negeri ini tidak diangkat oleh
Presiden melainkan oleh Menteri Luar Negeri sendiri secara
langsung.®*® Adanya reshuffle pada kabinet Indonesia Bersatu 1 selain

berdampak pada perubahan susunan organisasi kementerian juga

olahraga. Dikutip dari Evan, "SBY 5 Kali Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu,” Tempo.co,
diakses pada 27 January 2021, https://nasional.tempo.co/read/472712/shy-5-kali-reshuffle-kabinet-
indonesia-bersatu/full &view=ok.

1 Debora Sanur L, "Tarik Ulur Perombakan Kabinet," Jurnal Info Singkat Politik Dalam Negeri,
Jilid Vol. 111 (2011): 18-19.

%2 Upaya peningkatan kinerja kementerian ini dilaksanakan selain untuk mengoptimalkan tugas
kementerian untuk menunjang jalannya pemerintahan juga untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap pemerintahan Presiden SBY yang sempat mengalami penurunan. Dikutip dari
Lembaga Survei Nasional, "Akuntabilitas Politik : Evaluasi Publik Atas Pemerintahan SBY-
Boediono" (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2010), 46.

%3 Adanya praktik pengangkatan wakil menteri oleh menteri pada kementerian yang bersangkutan
dan dilantik secara langsung oleh menteri yang mengangkatnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, kendati pada praktiknya terjadi sebelum
Undang-Undang Kementerian Negara disahkan, adanya hal ini merupakan sesuatu yang menarik.
Pasalnya urgensi pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden juga belum memiliki
indikator dan prosedur pengangkatan yang jelas. Perlu diketahui pula bahwa wakil menteri yang
dilantik sebelum Undang-Undang Kementerian Negara disahkan ini pada saat Presiden SBY
kembali mengangkat wakil menteri, ia tidak diangkat dan dilantik kembali, hingga pasca reshuffle
kabinet pada tahun 2011 posisi wakil menteri luar negeri yang lama ini digantikan dengan yang
baru. Dikutip dari Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di
Indonesia," Politica, Jilid Vol. Il (2011): 259.
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memberikan pengaruh terhadap pengangkatan wakil menteri, dimana
terdapat penambahan dan perombakan formasi wakil menteri.>*
Pengangkatan wakil menteri pada masa pemerintahan
Presiden SBY tidak dilakukan sekaligus 20 wakil menteri dalam
waktu bersamaan. Pengangkatan wakil menteri pada era Presiden
SBY terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, tahapan pertama yaitu
pengangkatan 5 (lima) wakil menteri oleh Presiden SBY pada 11
November 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/N/2009
tentang Pengangkatan Wakil Menteri.**® Tahapan kedua yang terdiri
atas pengangkatan 3 (tiga) wakil menteri berdasarkan Keputusan
Presiden Nomo 3/P Tahun 2010 pada tanggal 6 Januari 2010.%%
Pengaruh reshuffle terhadap pengangkatan wakil menteri sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat pada pengangkatan wakil
menteri tahap ketiga yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2011 dimana
terdapat setidaknya 13 wakil menteri yang diangkat berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 159/M/2011.%%’

%4 yusron Munawir, "Problematik Pelaksanaan Hak Prerogratif Presiden Dalam Perombakan
Kabinet Indonesia Bersatu 11" (Yogyakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2013), 122.

%% 5 wakil menteri yang diangkat Presiden SBY pada tahap ini terdiri atas wakil menteri pertanian,
wakil menteri pekerjaan umum, wakil menteri perhubungan, wakil menteri perdagangan, dan
wakil menteri perindustrian. Dikutip dari Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya
Terhadap Birokrasi di Indonesia," Politica, 256.

3% Wakil menteri yang diangkat pada tahap kedua meliputi wakil menteri pertahanan, wakil
menteri perencanaan pembangunan nasional, dan wakil menteri pendidikan nasional. Dikutip dari
Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di Indonesia,"
Politica 256.

%97 pengangkatan 13 wakil menteri pada tahapan ketiga ini terdiri dari wakil menteri kesehatan,
wakil menteri kebudayaan dan pariwisata, wakil menteri luar negeri, wakil menteri pendidikan dan
kebudayaan bidang pendidikan, wakil menteri pendidikan dan kebudayaan bidang kebudayaan,
wakil menteri BUMN, wakil menteri perdagangan, wakil menteri keuangan, wakil menteri
pertanian, wakil menteri PAN dan reformasi pembangunan, wakil menteri hukum dan HAM, dan
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Presiden dalam pernyataannya terkait pengangkatan wakil
menteri menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan pentingnya
pengangkatan wakil menteri pada beberapa lembaga kementerian.
Contohnya pada kementerian pertanian memiliki tugas yang cukup
berat terkait upaya untuk mewujudkan langkah strategis agar berbagai
komoditas pertanian mampu swasembada. Kemudian pada
kementerian perindustrian Presiden menganggap upaya untuk
mensukseskan revitalisasi bidang industri gelombang pertama
memerlukan bantuan lebih mengingat luasnya sektor perindustrian
yang ada di Indonesia.

Pada kementerian pendidikan dan kementerian kesehatan
yang dinilai membutuhkan gebrakan khusus untuk mewujudkan
pendidikan yang baik dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Terakhir pada kementerian luar negeri Presiden menilai beban kerja
yang dimiliki oleh kementerian luar negeri sangat luas, sehingga untuk
menangani berbagai urusan di luar negeri tersebut diperlukan adanya
tenaga tambahan untuk membantu penanganan beban kerja tersebut.

Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri seharusnya
terbuka terhadap berbagai pertimbangannya dalam mengangkat wakil
menteri, sehingga tujuan utama pengangkatan wakil menteri agar

dapat membantu pelaksanaan tugas menteri dalam peningkatan kinerja

wakil menteri agama. Dikutip dari Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya
Terhadap Birokrasi di Indonesia," Politica 257.
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kementerian dapat diwujudkan®® dan tidak menjadi omong kosong
belaka.

Reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Il yang pekat dengan
nuansa politisasi jabatan menteri secara tidak langsung juga
berpengaruh terhadap komposisi pada formasi wakil menteri.**®°
Komposisi seluruh  wakil menteri yang diangkat pada masa
pemerintahan Presiden SBY apabila diklasifikasikan terdiri dari 47%
berasal dari pegawai karir yang notabene adalah pegawai kementerian
yang bersangkutan, 42% dari kalangan akademisi, 11% dari kalangan
profesional dan politisi.**® Komposisi kabinet yang sebagian besar
berasal dari kalangan partai politik ini berimbas menurunnya Kinerja
kementerian, sehingga pengangkatan wakil menteri yang sebagian
besar berasal dari kalangan profesional dilakukan sebagai penunjang

untuk meningkatkan kinerja kementerian yang bersangkutan.

%% Rusnan, "Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia
The Position of Vice Minister and The Implication Thereof on Indonesia's Constitutional Law,"
Jurnal 1US, Jilid Vol. 1 (2013): 188.

%% Komposisi kabinet Indonesia Bersatu 11 ini memiliki komposisi 20 menteri dari kalangan
politisi dan 14 menteri dari kalangan non-parpol, dimana 14 menteri yang berasal dari kalangan
non-parpol ini diisi oleh orang-orang dari tim sukses pada pemenangan Pilpres SBY yang bukan
anggota partai politik. Sehingga apabila diprosentasekan maka 60% menteri dalam kabinet
Indonesia Bersatu Il berasal dari anggota partai politik koalisi dan 40% sisanya berasal dari
kalangan non-parpol. Dikutip dari George Junur Aditjondro, "Menggugat Gurita Cikeas"
(Yogyakarta: Galang Press, 2010), 102.

Adanya dominasi politisi dalam kabinet Indonesia Bersatu Il ini berujung pada anggapan
masyarakat yang menilai bahwa Presiden SBY dan para menterinya memiliki wajah ganda sebagai
penyelenggara negara sekaligus pengurus partai politik, dimana dari seluruh menteri yang berasal
dari kalangan politisi ini 4 (EMPAT) diantaranya merupakan ketua umum partai politik yaitu
PKB, PPP, PAN dan Demokrat, termasuk Presiden SBY yang menjabat pula sebagai ketua umum
Partai Demokrat saat itu. Dikutip dari Pol-Tracking Institute, "Evaluasi 4 Tahun SBY-Boediono :
Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR RI Periode 2009-2014"
(Jakarta: Pol-Tracking Institute, 2012), 42.

0 Formasi wakil menteri era Presiden SBY ini terdiri dari 9 orang pegawai karir kementerian
yang bersangkutan, 8 (delapan) orang dari akademisi, dan 3 (tiga) orang dari kalangan partai
politik.  Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di
Indonesia," Politica, 263.
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Jabatan wakil menteri—sebagaimana dijelaskan dalam
Undang-Undang Kementerian Negara —bukan jabatan politik,
sehingga dalam pengangkatannya Presiden harus mampu
mempertimbangkan berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh
seorang calon wakil menteri. Wakil menteri dinilai memiliki tugas
yang membutuhkan keahlian dan pengalaman yang matang agar
berbagai beban kerja kementerian yang membutuhkan penanganan
khusus dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga pengangkatan
wakil menteri harus benar-benar memiliki pertimbangan yang matang
dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan politik tertentu saja.

Berdasarkan sudut pandang politik, pengangkatan wakil
menteri merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden, sehingga segala
hal terkait pengangkatan wakil menteri merupakan kekuasaan
Presiden mulai dari alasan pengangkatan, pertimbangan, bagaimana
prosedur pengangkatannya hingga siapa yang akan dilantik menjadi
wakil menteri adalah hak Presiden sepenuhnya.®* Namun demikian,
apabila dilihat dari sudut pandang publik, Presiden dalam hal
pengangkatan wakil menteri harus memiliki alasan yang jelas, dimana
Presiden harus mampu menjelaskan secara terbuka terkait berbagai
pertimbangan yang menjadi alasan pengangkatan wakil menteri. Hal
ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan,

dimana transparansi adalah sesuatu yang sangat penting dalam

1 Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di Indonesia,"

Politica, 260.
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penyelenggaraan pemerintahan, terlebih tindakan yang diambil
menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga sudah seharusnya
Presiden terbuka terkait alasan dan pertimbangan yang digunakan
pada setiap pengangkatan wakil menteri.

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan menyebutkan
bahwa pengangkatan wakil menteri hanya boleh dilakukan apabila
terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus saja,
oleh karena itu Presiden dituntut mampu memaparkan berbagai beban
kerja yang membutuhkan penanganan khusus dan berbagai
pertimbangannya hingga terjadi pengangkatan wakil menteri. Hal ini
dilakukan selain sebagai bentuk transparansi Presiden dalam
melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya, juga bertujuan untuk
mencegah adanya intervensi politik Presiden terhadap birokrasi
kementerian, khususnya karna keberadaan wakil menteri dalam
organisasi kementerian.**

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pada
praktik pengangkatan wakil menteri justru jauh dari kriteria ideal
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Presiden SBY dalam hal
pengangkatan wakil menteri tidak menerapkan prinsip transparansi
pada seluruh prosedur pengangkatan wakil menteri. Presiden SBY
hanya memamparkan beberapa beban kerja pada setidaknya 5 (lima)

kementerian, padahal jumlah keseluruh wakil menteri yang diangkat

2 Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di Indonesia,"
Politica, 260-261.
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adalah 20 wakil menteri pada 19 pos kementerian. Pada proses
pengangkatan wakil menteri ini, Presiden juga tidak melibatkan
menteri-menteri terkait, padahal secara logika yang mengetahui beban
kerja setiap kementerian adalah para menteri terkait.*®> Namun pada
faktanya, seluruh kementerian yang di dalamnya terdapat wakil
menteri  justru tidak memiliki partisipasi apa pun dalam
mempertimbangkan perlunya pengangkatan wakil menteri ini.

Tidak adanya pertimbangan dan indikator yang jelas dalam
hal pengangkatan wakil menteri pada masa pemerintahan Presiden
SBY mengakibatkan birokrasi pemerintahan menjadi semakin gemuk
dan mengurangi efektivitas kerja birokrasi kementerian. Adanya
pembengkakan terhadap  komposisi  organisasi  kementerian
mengakibakan adanya pemborosan APBN karena tingginya jumlah
pegawai birokrasi yang berujung pada peningkatan keperluan
khususnya dalam sektor belanja pegawai.

Banyaknya wakil menteri yang diangkat oleh Presiden SBY
juga berakibat pada munculnya tumpang tindih tugas dan fungsi
kementerian, dimana terdapat banyak pegawai birokrasi yang tidak
mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal karena pembagian

404

sumber daya manusia yang tidak merata. Ketidakjelasan

%% Riris Katharina, "Posisi Wakil Menteri dan Implikasnya Terhadap Birokrasi di Indonesia,"

Politica, 260.

%% Tidak meratanya pembagian sumber daya manusia ini terlihat dari adanya beberapa lembaga
kementerian yang kekurangan sumber daya manusia, dan lembaga lain yang kelebihan sumber
daya manusia. Pernyataan ini diambil dari artikel Kompas edisi 3 Mei 2012 dengan judul
“Birokrasi Terlampau Gemuk” yang dikutip dari Fajar Kuala Nugraha, "Model Birokrasi
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pertimbangan dan indikator pengangkatan wakil menteri ini pada
akhirnya mengakibatkan makin menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah. Pengangkatan wakil menteri yang
semula bertujuan untuk meningkatkan kinerja kementerian, karena
pengangkatan tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang
mengakibatkan jabatan wakil menteri tidak mampu menjalankan
tugasnya secara optimal.

Terdapat beberapa wakil menteri yang tidak memiliki staff
sama sekali, padahal sebagai pembantu tugas kementerian keberadaan
staff yang turut mendampingi wakil menteri merupakan sesuatu yang

penting.*®

Fakta demikian semakin memperkuat kepercayaan
masyarakat yang menganggap wakil menteri hanya pajangan sebagai
wujud akomodasi politik belaka.

Harapan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan
adanya pengangkatan wakil menteri pada kenyataannya berbanding
terbalik dengan yang diharapkan, dimana birokrasi pemerintahan
bekerja dengan lamban dan memiliki kualitas kerja yang rendah.*%

Berbagai fakta yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa

pengangkatan wakil menteri pada dasarnya ditujukan untuk

Parkinson dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," Jurnal Transformative, Jilid
Vol. I11 (2017): 60.

%5 Fajar Kuala Nugraha, "Model Birokrasi Parkinson dalam Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)," Jurnal Transformative, 64.

%% Banyaknya wakil menteri yang diangkat oleh Presiden SBY mengakibatkan penggemukan
birokrasi kementerian, sehingga tujuan keberadaan wakil menteri untuk meningkatkan kinerja
wakil menteri menjadi sulit untuk diwujudkan. Dikutip dari Fajar Kuala Nugraha, "Model

Parkinson dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," Jurnal

Transformative, 62.
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mewujudkan pemerintahan yang ideal dan mampu mencapai semua
target yang telah ditentukan.

Akan tetapi, karena hal-hal terkait pengangkatan wakil
menteri dilimpahkan pada Presiden seutuhnya mengakibatkan
kurangnya pertimbangan yang matang dalam proses pengangkatan
wakil menteri dimana pengangkatan wakil menteri seolah-olah
dilakukan hanya untuk kepentingan akomodasi kekuasaan saja,
sedangkan tujuan utama keberadaan wakil menteri malah diabaikan.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya kinerja
pemerintah dan berdampak pada kualitas kerja yang dihasilkan oleh
birokrasi kementerian semakin menurun.*®’

Kewenangan penuh yang diberikan kepada Presiden tanpa
melibatkan pihak lain dalam hal pengangkatan wakil menteri ini pada
akhirnya berakibat pada penempatan wakil menteri yang tidak sesuai.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya perombakan pada beberapa posisi
wakil menteri tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwasannya Presiden dalam menjalankan kewenangannya untuk
mengangkat wakil menteri harus mampu mempertimbangkan dengan
baik terkait semua hal yang berhubungan dengan wakil menteri.

Presiden juga harus mampu memaparkan semua alasan
pentingnya pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu

sebagai wujud keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7 Aly Yusuf, "Policy Assessment : Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla" (Jakarta: The Indonesian
Institute Center For Public Policy Research, 2005).
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Selain itu, Presiden harus terbuka pada kementerian yang

bersangkutan, mengingat bahwa yang paling mengetahui beban kerja

masing-masing kementerian adalah kementerian itu sendiri, sehingga

keterlibatan para menteri yang bersangkutan juga diperlukan untuk

mempertimbangkan pentingnya pengangkatan wakil menteri.

b. Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Periode Pemerintahan
Presiden Joko Widodo (2014-2019)

Eksistensi jabatan wakil menteri pada periode pemerintahan
Presiden Joko Widodo jilid pertama mengalami penurunan ketimbang
pada masa pemerintahan Presiden SBY. Presiden Joko Widodo hanya
mengangkat 3 (tiga) wakil menteri pada 3 (tiga) pos kementerian
saja.**® Berbeda dengan pemerintahan Presiden SBY, adanya reshuffle
kabinet sebanyak 6 (enam) kali perubahan®®® pada pemerintahan
Presiden Joko Widodo tidak banyak memberikan pengaruh terhadap

praktik pengangkatan wakil menteri. Dari awal hingga akhir

% Humas, "Kabinet Kerja Dilantik, AM. Fachir Jadi Wamenlu, Mardiasmo Wamenkeu,"
Sekretariat ~ Kabinet  Republik  Indonesia, diakses pada 17  September 2020,
https://setkab.go.id/kabinet-kerja-dilantik-am-fachir-jadi-wamenlumardiasmo-wamenkeu/.

9 perombakan susunan kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama
ini terjadi sebanyak 6 kali perubahan yaitu reshuffle pertama terjadi pada 12 Agustus 2015 yang
merombak posisi 6 menteri, reshuffle kedua dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016 dengan adanya
perubahan pada 12 kementerian, reshuffle yang ketiga terdapat pergantian pada menteri ESDM
pada tanggal 15 Agustus 2016, reshuffle keempat terdapat perombakan pada satu menteri yang
dilaksanakan pada 17 Januari 2018, reshuffle kelima pada 15 Agustus 2018 mengganti 1 menteri
karena menteri yang bersangkutan mengundurkan diri, dan reshuffle yang keenam dilaksanakan
pada 24 Agustus 2018 dimana pada perombakan ini terdapat pergantian terhadap 1 menteri yang
melakukan pengajuan pengunduran diri dari Kabinet Kerja. Dikutip dari Kumparan, "Enam Kali
Bongkar Pasang Kabinet di Era Jokowi-JK," kumparanNEWS, diakses pada 29 January 2021,
https://kumparan.com/kumparannews/enam-kali-bongkar-pasang-kabinet-di-era-jokowi-jk-
1535157474210194439/full. Dan Aulia Hatmani & Bambang Sudibyo, "Pengaruh Pelantikan
Kabinet Kerja Hasil Reshuffle Jilid Il Tehadap HargaSaham LQ-45," Jurnal Economia, Jilid Vol.
13 (2017): 4.
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pemerintahannya, jumlah wakil menteri pada era kekuasaan Presiden
Joko Widodo jilid pertama tidak mengalami perubahan sama sekali.

Stagnasi jumlah wakil menteri ini menunjukkan konsistensi
Presiden Joko Widodo dalam penetapan kebijakan terkait
pengangkatan wakil menteri, dimana Presiden dinilai sudah mampu
mempertimbangkan pada pos kementerian mana saja yang benar-
benar membutuhkan bantuan dan penanganan khusus untuk realisasi
berbagai tugas yang dimilikinya sehingga tidak diperlukan lagi
perombakan terkait jumlah wakil menteri yang ada.**°

Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh beberapa
kementerian yang dinilai membutuhkan penanganan secara intensif
dinilai menjadi salah satu pertimbangan adanya pengangkatan wakil
menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati Presiden
juga tidak memaparkan secara langsung dan terbuka terkait
pertimbangan yang digunakan dalam pengangkatan wakil menteri,
adanya penurunan angka wakil menteri yang di angkat pada periode
pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menunjukkan bahwa Presiden
lebih selektif dan serius dalam mempertimbangkan pada kementerian

mana saja yang benar-benar membutuhkan bantuan khusus sehingga

menyebabkan perlunya diangkat seorang wakil menteri.

0 pada periode pemerintahan Jokowi-JK, penyelenggaraan pemerintahan dinilai cukup stabil
khususnya dalam urusan pengambilan suatu kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat
dimana Presiden dinilai mampu mengambil langkah strategis yang dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Dikutip dari Istigfaro Anjaz Azizi, dkk., "Relasi Pembantu Presiden
dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK," Jurnal Penelitian Hukum, Jilid Vol. 111 (2016): 9.
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Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung lebih
lambat daripada negara lain,** khususnya negara-negara ASEAN
menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Joko
Widodo jilid pertama ini. Guna mendorong laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi
oleh beberapa kementerian agar target untuk membantu meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini
kemudian menjadi salah satu alasan adanya beban kerja tambahan
pada beberapa kementerian yang terdapat wakil menteri di dalamnya.

Pada kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) memiliki tantangan yang cukup besar khususnya terkait
kelistrikan, migas, Energi Baru Terbarukan Koservasi Energi
(EBTKE) mineral dan batu bara.**? Selain itu, pada kementerian
ESDM juga memiliki tantangan lain terkait permasalahan
pemberantasan mafia minyak dan gas.**® Awal pemerintahan Jokowi-
JK juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan tekait sumber daya
alam, seperti kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap
hingga Singapura dan Malaysia, praktik Kkriminalisasi lahan,

pembagunan pabrik, bandara, waduk dan jalan tol yang melalui

1 CNBC Indonesia Research, "Tahun-Tahun Menentukan : Tinjauan Tematik Kinerja Ekonomi
Jokowi-JK" (Jakarta: CNBC Indonesia Research, 2019), 4.

12 pebrianto Eko Wicaksono, "Tantangan Energi di Era Jokowi-JK," Liputan6, diakses pada 29
January 2021, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2121530/tantangan-energi-di-era-jokowi-jk.
2 Angga Yudha Pratomo, "Menteri ESDM di Era Jokowi-JK Harus Profesionaldan Tahu Politik,"
merdeka.com, diakses pada 29 January 2021, https://www.merdeka.com/uang/menteri-esdm-di-
era-jokowi-jk-harus-profesional-dan-tahu-politik.html.
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prosedur yang tidak benar sehingga menyebabkan perusakan sumber
daya alam.***

Berbagai permasalahan tersebut apabila dikaji lebih lanjut
dapat dijadikan alasan yang wajar apabila Presiden mengangkat wakil
menteri ESDM, mengingat berbagai tantangan kerja yang harus
diselesaikan oleh kementerian ESDM cukup banyak dan semuanya
membutuhkan penanganan khusus untuk mewujudkan target yang
diharapkan, sehingga dengan adanya pengangkatan wakil menteri
dapat membantu pelaksanaan dan memperbesar tingkat pencapaian
target yang telah ditentukan.

Selain berbagai tantangan pada sektor ekonomi dan sumber
daya mineral sebagaimana disebutkan di atas, tantangan yang cukup
berat bagi awal pemerintahan Jokowi-JK ini berada pada sektor
keuangan. Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo
dihadapkan pada tantangan utama untuk menghadapi berbagai gejolak
ekonomi global, adanya hal tersebut mengakibatkan perekonomian
Indonesia mengalami tekanan yang berakibat pada penurunan drastis
terhadap komoditas alami Indonesia.**

Perubahan susunan pada kabinet Jokowi-JK dimana terdapat

pembentukan beberapa kementerian baru, pemisahan dan peleburan

4 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja
Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja (Jakarta: Komisi Untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2018).

M5 Chandra Gian Asmara, "Tahun ke-4 Jokowi-JK, Sri Mulyani: Ekonomi Banyak Tekanan,"

Indonesia, diakses pada 30 January 2021,

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181023100939-4-38569/tahun-ke-4-jokowi-jKk-sri-
mulyani-ekonomi-banyak-tekanan.
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beberapa kementerian lain  mengakibatkan adanya berbagai
permasalahan mengenai anggaran operasional kementerian.**® Hal
tersebut tentu berdampak pada APBN yang membutuhkan perubahan
terhadap susunannya. Adanya beberapa permasalahan tersebut juga
dibarengi dengan adanya tuntutan untuk menangani permasalahan
terkait laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung rendah,
pemerintahan Jokowi-JK ditargetkan mampu meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi hingga 5.8-6%*"'

dengan dibarengi adanya
permasalahan dalam birokrasi Jokowi-JK yang dinilai gemuk dan
boros serta adanya penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang susah
dihilangkan menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.**®

Keberadaan wakil menteri keuangan yang diangkat oleh
Presiden Joko Widodo pada kabinet Kerja ini diharapkan mampu
membantu penanganan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh
kementerian keuangan. Sama halnya pada pengangkatan wakil
menteri ESDM, Presiden meskipun tidak memaparkan secara spesifik

terkait seluruh pertimbangannya dalam mengangkat wakil menteri

keuangan, namun dengan adanya berbagai permasalahan dan

M8 Asep Munazat Zatnika, "Ini tantangan awal kabinet kerja Jokowi," Kontan.co.id, diakses pada
20 January 2021, https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tantangan-awal-kabinet-kerja-jokowi.

“7 Barratut Tagiyyah Rafie, "Tantangan terbesar Jokowi-JK bukan dari parlemen," Kontan.co.id,
diakses pada 30 January 2021, https://nasional.kontan.co.id/news/tantangan-terbesar-jokowi-jk-
bukan-dari-parlemen.

8 Eko Prasojo, "Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK," Kompas.com, diakses pada 30

2021,

https://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pemerintahan.Jokow
i-JK?page=all.
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tantangan yang jelas sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan
bahwa pengangkatan wakil menteri memang diperlukan.

Terakhir yaitu pengangkatan wakil menteri luar negeri,
sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang menangani
berbagai urusan yang berkaitan dengan negara lain mulai dari urusan
warga negara hingga urusan pemerintahan adalah tugas dari
kementerian luar negeri. Pencapaian pemerintahan SBY-Boediono
dalam hal memposisikanIindonesia pada konteks hubungan luar negeri
di tingkat bilateral, regional dan global dengan posisi srategis dan
penguatan stabilitas domestik yang baik menjadi patokan dalam
pelaksanaan politik luar negeri yang harus dilaksanakan oleh
pemerintahan Jokowi-JK agar pencapaian yang sudah diraih bisa
dipertahankan.**°

Berbagai urusan yang menjadi tanggung jawab kementerian
luar negeri, khususnya terkait hubungan luar negeri pada
pemerintahan Jokowi-JK memiliki beberapa tantangan antara lain
tuntutan untuk mampu mempertahankan pencapaian di tingkat
regional dan multilateral pemerintahan SBY-Boediono, mewujudkan
Trisakti*® dalam berbagai kebijakan luar negeri yang diambil,

kebijakan luar negeri difokuskan pada penanganan berbagai masalah

M9 Zamroni Salim, "THC Review : Indonesia Pasca Pesta Demokrasi" (Jakarta: The Habibie
Center, 2014), 81.

*20 Trisakti dalam hal ini terbagi dalam 3 (tiga) poin utama yaitu Indonesia berdaulat dalam bidang
politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian secara budaya. Dikutip dari
CNN Indonesia, "Tantangan Global Menanti Pemerintah Jokowi," CNN Indonesia, diakses pada
January 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141021105321-107-
7140/tantangan-global-menanti-pemerintah-jokowi.
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dalam hubungan bilateral, peningkatan kualitas penanganan dalam
penyelesaian masalah warga negara ketika terjerat permasalahan
hukum di luar negeri, menerapkan fungsi baru diplomat sebagai
pemasar produk lokal Indonesia, peningkatan upaya untuk
penyelesaian kasus Palestina, dan mensinergikan kebijakan luar negeri
dengan upaya untuk mewujudkan visi Poros Maritim sebagai bentuk
investasi masa depan dalam urusan kelautan di Indonesia.**

Luasnya tanggung jawab dan tugas yang harus diselesaikan
olen menteri luar negeri ini dapat dijadikan pertimbangan mengapa
Presiden Joko Widodo mengangkat wakil menteri pada kementerian
luar negeri. Mengingat berbagai tantangan yang telah disebutkan
sebelumnya menyangkut kepentingan pemerintahan Indonesia di
kancah internasional sehingga adanya wakil menteri diharapkan
mampu meningkatkan kinerja kementerian luar negeri sebagaimana
diharapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berbeda dengan wakil menteri pada pemerintahan SBY-
Boediono yang memiliki latar belakang beragam, pada pemerintahan
Joko Widodo ini seluruh wakil menteri berasal dari kalangan
profesional yang berpengalaman di bidangnya. Dikutip dari
Keputusan Presiden Nomor 187/M/2014 tentang Pengangkaan Wakil
Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan dan Keputusan

Presiden Nomor 115P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil

21 CNN Indonesia, "Tantangan Global Menanti Pemerintah Jokowi,” CNN Indonesia, diakses
pada 30 January 2021, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141021105321-107-
7140/tantangan-global-menanti-pemerintah-jokowi.
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Menteri ESDM dapat dilihat bahwasannya wakil menteri luar negeri
adalah seorang mantan duta besar Indonesia untuk Arab Saudi
sehingga hal-hal terkait urusan luar negeri bukan sesuatu yang asing.
Wakil menteri keuangan yang merupakan seorang mantan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan wakil
menteri ESDM adalah mantan menteri ESDM yang sebelumnya
diberhentikan Presiden Joko Widodo pada reshuffle tahun 2016 karena
permasalahan kewarganegaraan yang menjeratnya.*??

Pengangkatan wakil menteri pada 3 (tiga) pos kementerian
pemerintahan Jokowi-JK memberikan sumbangsih yang baik, terbukti
dari adanya peningkatan pencapaian pada masing-masing kementerian
yang bersangkutan. Pada kementerian ESDM upaya pemerintah untuk
merealisasikan program BBM satu harga di seluruh daerah di
Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dimana pemerintah telah
membangun 170 titik penyalur di daerah 3T untuk mensukseskan
pengoperasian lembaga penyalur BBM satu harga.*? Selain itu, upaya
untuk mewujudkan program “Listrik Untuk Rakyat” masih terus

mengalami peningkatan dan diharapkan seluruh pelosok tanah air

%22 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM, Arcandra Wakil

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,

https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-ignasius-jonan-sebagai-menteri-esdm-archandra-wakil-

%28 Realisasi program BBM satu harga yang diwacanakan pemerintah ini dipegang langsung oleh
wakil menteri ESDM Arcandra Tahar, seluruh perkembangan, proses dan pencapaian dalam
pelaksanaan program ini berada langsung di bawah tanggung jawab wakil menteri ESDM. Dikutip
dari Idris Rusadi Putra, "Meski Ekonomi Tak Meroket, Presiden Jokowi Cetak Prestasi ini di 5

Pertama," Merdeka.com, diakses pada 30 January 2021,

https://www.merdeka.com/uang/meski-ekonomi-tak-meroket-presiden-jokowi-cetak-prestasi-ini-
di-5-tahun-pertama.html?page=4.
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dapat dijamah oleh listrik, dan pemberian lampu surya gratis untuk
rakyat sebagai akses penerangan dan listrik terbatas untuk seluruh
desa yang belum mempunyai akses jaringan listrik.*** Beberapa hal
yang sudah disebutkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah
mampu mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
dengan baik.

Pada kementerian keuangan kendati target untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi belum dapat diwujudkan,
namun berbagai permasalahan perekonomian sedikit banyak mampu
diatasi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan
Jokowi-JK cenderung stabil dan tidak mengalami banyak penurunan
daripada negara lain, inflasi terjaga sesuai sasaran di angka 3,5%, dan
menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. %

Perbaikan terhadap rasio defisit anggaran dan defisit
keseimbangan primer, APBN lebih mandiri dan tidak bergantung pada
pendapatan dari luar negeri, perbaikan sistem pajak yang
mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, rasio utang pemerintah

terhadap PDB dinilai aman, dan cadangan devisa Indonesia dinilai

424 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, "Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf
Kalla" (Jakarta: Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019), 92-94.

2% Yohana Artha Uly, “https://www.merdeka.com/uang/meski-ekonomi-tak-meroket-presiden-
jokowi-cetak-prestasi-ini-di-5-tahun-pertama.html?page=4," okefinance, diakses pada 30 January
https://economy.okezone.com/read/2019/10/19/20/2119002/menko-darmin-beberkan-4-
prestasi-pemerintahan-jokowi-jk.
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tinggi dan aman merupakan bentuk prestasi yang dicapai oleh
kementerian keuangan.*?

Pada kementerian luar negeri, berbagai target yang
diwacanakan pada awal pemerintahan dapat diwujudkan dengan baik.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbaikan yang signifikan
terhadap penanganan WNI yang bermasalah di luar negeri, terpilihnya
Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan
Indonesia memiliki peran aktif dalam berbagai perdamaian
mancanegara.*?’ Pencapaian tersebut merupakan prestasi yang cukup
memuaskan, mengingat beratnya beban kerja yang dimiliki oleh
kementerian luar negeri setiap tahunnya.

Berbagai prestasi cemerlang yang diraih pada seluruh pos
kementerian yang terdapat wakil menteri di dalamnya menjadi bukti
nyata manfaat keberadaan wakil menteri. Ketika seorang Presiden
melakukan pertimbangan dengan tepat terkait permasalahan tentang
pada kementerian mana dibutuhkan wakil menteri dan siapa yang
akan menjadi wakil menteri maka bukan sesuatu yang mustahil bahwa
kementerian-kementerian yang memiliki beban kerja cukup luas
mampu melampaui target yang diharapkan untuk realisasi keseluruhan

tugas yang diberikan.

#26 Kantor Staff Presiden, "Lima Tahun Maju Bersama : Capaian Pemerintahan Joko Widodo -
Jusuf Kalla™ (Jakarta: Kantor Staff Presiden, 2020), 87-105.

27 Kantor Staff Presiden, "Lima Tahun Maju Bersama : Capaian Pemerintahan Joko Widodo -
Jusuf Kalla™ (Jakarta: Kantor Staff Presiden, 2020), 38-42.
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Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
memperbolehkan pengangkatan wakil menteri hanya dalam kondisi
terdapat beban kerja kementerian yang membutuhkan penanganan
khusus apabila dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tujuan
untuk meningkatkan kinerja kementerian bukan sesuatu yang mustahil
untuk diwujudkan, terbukti dengan berbagai prestasi yang berhasil
diwujudkan sebagaimana disebutkan di atas.

c. Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Periode Pemerintahan
Presiden Joko Widodo Jilid 11 (2019-sekarang)

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid I,
terjadi peningkatan jumlah wakil menteri yang diangkat oleh Presiden.
Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengangkat 13
wakil menteri pada 25 Oktober 2019.*® Jumlah wakil menteri
mengalami perubahan pasca dilakukannya reshuffle pada kabinet
Indonesia Maju, dimana selain melakukan perombakan terhadap
susunan kementerian Presiden juga melakukan perubahan dan
penambahan wakil menteri. Terdapat pergantian pada wakil menteri
pertahan dan wakil menteri BUMN*®, serta adanya penambahan

wakil menteri pada kementerian hukum dan HAM, kementerian

28 Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
2019-2024," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.ig/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-
maju-2019-2024/.

%29 pergantian pada posisi wakil menteri BUMN ini disebabkan karena wakil menteri BUMN yang
sebelumnya—Budi Gunadi Sadikin—diangkat menjadi menteri kesehatan oleh Presiden Joko
Widodo. Dikutip dari Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020,
https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.
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kesehatan, dan kementerian pertanian.**® Sehingga jumlah total wakil
menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 15 wakil menteri.
Adanya peningkatan jumlah wakil menteri yang diangkat pada
pemerintahan  Jokowi-Ma’ruf menimbulkan berbagai macam
pertanyaan terkait urgensi pengangkatan wakil menteri di masing-
masing kementerian yang bersangkutan.

Banyaknya wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko
Widodo dianggap hanya sebagai akomodasi politik belaka, terlebih
adanya beberapa wakil menteri yang berasal dari kalangan politisi.
Ditambah dengan adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh
beberapa wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo
tersebut semakin memperburuk penilaian masyarakat terhadap
pentingnya jabatan wakil menteri.

Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa wakil
menteri tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa proses
seleksi dalam pemilihan calon wakil menteri tidak dilaksanakan
dengan benar sehingga adanya wakil menteri yang merangkap jabatan
dibiarkan begitu saja. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
menegaskan bahwa seorang wakil menteri dilarang merangkap jabatan
kendati dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan

431

larangan tersebut™" namun perlu diingat bahwasannya pengangkatan

0 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020, https://setkab.go.id/presiden-
jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.

31 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019.
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wakil menteri dilakukan langsung oleh Presiden sebagaimana halnya
pengangkatan menteri, sehingga segala peraturan terkait kode etik
yang berlaku bagi menteri berlaku juga bagi wakil menteri.

Apabila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya,
terdapat penambahan sekitar 12 kementerian yang memiliki jabatan
wakil menteri. Pada pemerintahan Jokowi-JK jabatan wakil menteri
hanya terdapat pada kementerian luar negeri, kementerian keuangan
dan kementerian ESDM. Namun pada periode pemerintahannya yang
kedua, Presiden tetap mempertahankan keberadaan jabatan wakil
menteri pada kementerian luar negeri dan kementerian keuangan, serta
menambah 13 wakil menteri pada 12 pos kementerian dimana
kementerian ESDM tidak menjadi salah satu kementerian yang di
dalamnya terdapat wakil menteri.

Penambahan jumlah wakil menteri yang diangkat oleh
Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa pengangkatan wakil
menteri tidak dapat dipastikan setiap periode pemerintahannya,
menyesuaikan tantangan dan beban kerja yang dimiliki oleh masing-
masing kementerian.

Tidak adanya indikator yang jelas terkait beban kerja seperti
apa yang dapat dijadikan dasar bahwasannya pada suatu kementerian
membutuhkan bantuan khusus oleh wakil menteri menimbulkan pro-
kontra terhadap pengangkatan wakil menteri. Pasalnya terjadi

peningkatan sekitar 5 (lima) kali lipat jumlah wakil menteri yang
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diangkat oleh Presiden dari periode sebelumnya. Ditambah komposisi
wakil menteri yang diangkat tidak hanya berasal dari kalangan
profesional saja, melainkan dari kalangan politisi yang berasal dari
partai politik pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Adanya kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh
beberapa wakil menteri juga menunjukkan bahwa pengangkatan wakil
menteri tidak dilakukan sesuai amanat dalam peraturan perundang-

undangan.**?

Fakta-fakta tersebut semakin memperkuat asumsi
masyarakat yang menganggap bahwa peningkatan jumlah wakil
menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hanya sebagai ajang
akomodasi politik belaka.

Formasi 12 wakil menteri yang pertama kali diangkat oleh
Presiden Joko Widodo memiliki berbagai macam latar belakang yaitu
5 (lima) orang berasal dari kalangan politisi, 5 (lima) orang
profesional, 1 (satu) berasal dari tim sukses Pilpres Jokowi-Ma’ruf,
dan 1 (satu) dari relawan Jokowi-Ma’ruf.*** Apabila diprosentasekan,

komposisi dari formasi 12 wakil menteri ini adalah 41.7% dari

kalangan profesional, 41.7% dari kalangan politisi, dan 16.7% dari

*2 pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
mengamanatkan bahwa Presiden diperbolehkan mengangkat wakil menteri hanya ketika terdapat
beban kerja pada kementerian tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Bahkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo
80/PUU-XV11/2019 jelas menyebutkan bahwa pengangkatan wakil menteri tidak boleh dijadikan
dalih untuk bagi-bagi kekuasaan ataupun untuk akomodasai politik saja karena dapat
menyebabkan adanya konflik kepentingan.

*¥ Haryanti Puspa Sari, "Komposisi Wakil Menteri Jokowi: 5 dari Parpol, 5 Profesional, serta
dan  Relawan,”  Kompas.com, diakses pada 29  Desember 2020,
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/16234391/komposisi-wakil-menteri-jokowi-5-dari-
parpol-5-profesional-serta-timses-dan?page=all.
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kalangan pebisnis dan politisi.*** Berikut adalah rincian latar belakang

12 wakil menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo.

Tabel 2
Susunan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju**®
No. Jabatan Nama Latar Belakang
1. | Wakil Menteri | Budi Gunadi | Direktur Utama MIND
BUMN Sadikin ID
Wakil Komisaris Utama
PT Pertamina
2. | Wakil Menteri | Kartika Komisaris Utama PT
BUMN Wirjoatmojo | Bank Mandiri (Persero)
3. | Wakil Menteri | Suahasil Kepala Badan
Keuangan Nazara Kebijakan Fiskal
Kemenkeu
Wakil Komisaris Utama
PT PLN
4. | Wakil Menteri | Sakti Wahyu | Mantan Bendahara
Pertahanan Trenggono Umum Tim Kampanye
Nasional Jokowi-Ma’ruf
5. | Wakil Menteri | Zainut Tauhid | Politisi PPP
Agama Wakil Ketua Umum
MUI
6. | Wakil Menteri | Angela Politisi Perindo
Pariwisata dan | Tanoesoedibjo
Ekonomi Kreatif
7. | Wakil Menteri | Surya Tjandra | Politikus PSI
Agraria dan Tata
Ruang
8. | Wakil Menteri | John Wempi | Mantan Bupati
PUPR Wetipo Jayawijaya
Politisi PDI-P
9. | Wakil Menteri | Mahendra Mantan Kepala
Luar Negeri Siregar BKPM/Duta Besar
Amerika Serikat
10. | Wakil Menteri | Budi Arie | Ketua Umum Relawan
Desa, Setiadi Projo
Pembangunan

¥ Tirta Citradi, "Cek di Sini! Profil Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju," CNBC Indonesia,
diakses pada 29 Desember 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025133112-4-
110128/cek-di-sini-profil-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju.

% Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 / M Tahun 2019 tentang Pengangkatan
Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
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Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi

11. | Wakil Menteri | Alue Dohong | Deputi Konstruksi,
Lingkungan Hidup Operasi, dan
dan Kehutanan Pemeliharaan Badan

Restorasi Gambut

12. | Wakil Menteri | Jerry Politisi Golkar

Perdagangan Sambuaga

Berbeda dengan susunan wakil menteri yang diangkat pada

awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, wakil menteri yang diangkat

bersamaan dengan adanya reshuffle kabinet Indonesia Maju hampir

seluruhnya memiliki latar belakang keahlian yang sesuai dengan

bidang kementerian yang bersangkutan. Tidak ada politisi yang

mewarnai jabatan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko

Widodo pada saat reshuffle ini. Berikut adalah rincian latar belakang

wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo.

Susunan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Pasca Reshuffle

Tabel 3

436

No. Jabatan Nama Latar Belakang
1. | Wakil Menteri | Pahala Mantan Direktur Utama
BUMN Nugraha PT Garuda Indonesia
Mansury Mantan Direktur
Keuangan PT
Pertamina
Direktur Utama Bank
Tabungan Negara
(BTN)
2. | Wakil Menteri | Muhammad | Kepala Staf Umum
Pertahanan Herindra Tentara Nasional
Indonesia
3. | Wakil Menteri | Edward Guru Besar lmu
Hukum dan HAM | OmarSharif Hukum  Pidana  di
Hiariej Universitas Gadjah

% Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
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Mada (UGM)
4. | Wakil Menteri | Dante Dokter spesialis
Kesehatan Saksono penyakit dalam dengan
Harbuwono | bidang keahlian
metabolik endokrin
Staf Pengajar di
Fakultas  Kedokteran
Universitas Indonesia
Anggota lkatan Dokter
Indonesia (ID1)
Anggota Spesialis
Penyakit Dalam
Indonesia (PAPDI)
Kolegium Persatuan
Endokrinologi
Indonesia (PERKENTI)
Sekretaris Jenderal
Himpunan Studi
Obesitas Indonesia
Komnas Badan
Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM)
Komisaris PT
Pertamina Bina Medika
HC
5. | Wakil Menteri | Harvick Bendahara  Pengurus
Pertanian Hasnul Qolbi | Besar Nahdlatul Ulama
Ketua Lembaga
Perekonomian
Nahdlatul Ulama

Latar belakang politik yang mewarnai formasi wakil menteri

pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada dasarnya apabila wakil

menteri yang berasal dari kalangan politisi ini memiliki kapasitas yang

sesuai pada bidangnya bukanlah

sesuatu  yang  dapat

dipermasalahkan.”” Namun demikian, adanya unsur kepentingan

37 Adanya latar belakang politik yang mewarnai formasi wakil menteri saat ini merupakan sesuatu
yang berbeda, dimana pada 2 (dua) periode pemerintahan sebelumnya komposisi wakil menteri
seluruhnya berasal dari kalangan profesional baik pada pemerintahan Presiden SBY maupun pada
pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid pertama. Kendati mayoritas wakil menteri yang diangkat
oleh Presiden Joko Widodo adalah berasal dari kalangan profesional, namun adanya politisi yang
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politik yang berpotensi untuk memperburuk efisiensi dan efektivitas
kerja pemerintahan juga menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari
sejak awal terlebih jika penempatan posisi wakil menteri tidak sesuai
dengan kapasitasnya. Hal ini dapat dilihat pada pengangkatan wakil
menteri pertahanan, dimana Presiden Joko Widodo mengangkat
Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 yang
merupakan seseorang dengan riwayat keahlian pada dunia industri
informasi telekomunikasi.**® Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan
posisinya sebagai wakil menteri pertahanan yang seharusnya memiliki
latar belakang keahlian di bidang militer dan pertahanan, mengingat
tugas wakil menteri adalah membantu penanganan beban Kkerja
kementerian agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga jika
wakil menteri yang bersangkutan tidak memiliki keahlian yang sesuai
maka hanya akan menghambat kinerja kementerian saja.**
Peningkatan jumlah wakil menteri pada pemerintahan

Jokowi-Ma’ruf dinilai bertentangan dengan pernyataan yang telah

diangkat menjadi wakil menteri dikhawatirkan akan memicu adanya konflik kepentingan di
kemudian hari. Dikutip dari Ayomi Amindoni, "Jokowi: Antara 'Kompromi Politik' dan
'‘Pemborosan  Anggaran'," BBC NEWS, diakses pada 31  January 2021,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50179625.

% |hsanuddin, "12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh
Oligarki," Kompas.com, diakses pada 31 January 2021,
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/07531851/12-wakil-menteri-dugaan-bagi-bagi-
kekuasaan-dan-kuatnya-pengaruh-oligarki?page=all.

*% pada reshuffle kabinet Indonesia Maju, wakil menteri pertahanan juga menjadi salah satu wakil
menteri yang mengalami perubahan. Wakil menteri pertahanan yang lama digantikan oleh seorang
Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengangkatan
wakil menteri, calon wakil menteri harus memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai dengan
bidang dimana ia ditempatkan agar tidak semakin menghambat kinerja kementerian. Dikutip dari
Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju,” Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020, https://setkab.go.id/presiden-
jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.
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disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya
bahwa akan diadakannya perampingan birokrasi pemerintah dengan
memangkas jumlah tingkatan eselon PNS.*° Banyaknya wakil
menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo pada nyatanya
mengakibatkan birokrasi pemerintahan semakin tambun. Terkait
peningkatan angka wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko
Widodo, melalui juru bicaranya—Fadjroel Rachman—Presiden
menegaskan bahwa target kerja cepat pemerintah adalah salah satu
alasan adanya penambahan terhadap jumlah wakil menteri, sehingga
penambahan jumlah wakil menteri yang diangkat diharapkan dapat
membantu peningkatan dan percepatan masing-masing kementerian
yang bersangkutan.**!

Kepala Staf Kepresidenan—terkait penambahan jumlah wakil
menteri—mengemukakan bahwa adanya pengangkatan wakil menteri
yang lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya merupakan
salah satu upaya yang dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan
percepatan kerja pada setiap kementerian yang bersangkutan agar

target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.**?

0 Kementerian Perindustrian, Mengurai Dilema Perampingan Birokrasi (Jakarta: Solusi :
Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian, 2019).

*1 Medcom, "Fadjroel Beberkan Alasan Jokowi Tunjuk 12 Wakil Menteri," medcom.id, diakses
pada 31 January 2021, https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2A9mnN-fadjroel-beberkan-
alasan-jokowi-tunjuk-12-wakil-menteri.

#2 |hsanuddin, "12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh

Oligarki,"

Kompas.com, diakses pada 31 January 2021,

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/26/07531851/12-wakil-menteri-dugaan-bagi-bagi-
kekuasaan-dan-kuatnya-pengaruh-oligarki?page=all.
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Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi
(Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember menyatakan bahwa
adanya pengangkatan 12 wakil menteri di awal pemerintahan Presiden
Joko Widodo dinilai bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang
Kementerian Negara, dimana seharusnya untuk mengetahui beban
kerja pada masing-masing kementerian tersebut dinilai dari hasil
evaluasi yang diperoleh setelah roda organisasi berjalan.**®* Namun
faktanya Presiden mengangkat wakil menteri pada awal pemerintahan
sehingga secara logika bagaimana Presiden menentukan pada
kementerian mana terdapat beban kerja yang membutuhkan
penanganan khusus menjadi dipertanyakan.

Tidak adanya job analysys dan job spesification dalam
pengangkatan wakil menteri juga menambah kesan adanya politisasi
terhadap pengangkatan wakil menteri. Pengamat politik LIPI
mengemukakan bahwa kendati pengangkatan wakil menteri adalah
hak prerogrogratif Presiden, namun dalam pelaksanaannya Presiden
harus benar-benar memperhatikan kriteria setiap calon wakil menteri
dan  penempatannya.  Selain  itu, Presiden juga harus
mempertimbangkan dengan benar indikator dibutuhkannya wakil

menteri pada suatu kementerian.***

% Haris Prabowo, "Pengangkatan 12 Wakil Menteri Dianggap Menyalahi Undang-Undang,"
tirto.id, diakses pada 31 January 2021, https://tirto.id/pengangkatan-12-wakil-menteri-dianggap-
menyalahi-undang-undang-ekpR.

“4 Ayomi Amindoni, "Jokowi: Antara 'Kompromi Politik' dan 'Pemborosan Anggaran'," BBC
NEWS, diakses pada 31 January 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50179625.
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Perlu diperhatikan juga bahwa eksistensi wakil menteri tidak
selalu berkorelasi pada peningkatan kinerja kementerian, potensi
adanya benturan kepentingan dalam organisasi kementerian juga
menjadi salah satu resiko apabila pengangkatan wakil menteri tidak
dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri  bahwa
pengangkatan wakil menteri merupakan jalan terbaik yang dapat
ditempuh guna membantu pelaksanaan tugas kementerian-
kementerian yang memiliki beban kerja sangat luas. Pada kementerian
kesehatan misalnya, pandemi Covid-19 yang menjadi beban kerja
yang benar-benar membutuhkan penanganan ekstra terlebih dampak
yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini tidak hanya pada bidang
kesehatan saja melainkan juga berpengaruh pada bidang lain
khususnya perekonomian Indonesia. Adanya pergantian jabatan
menteri kesehatan yang diikuti dengan pengangkatan wakil menteri
kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menangani beban kerja
kementerian kesehatan yang dinilai menjadi semakin berat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada
periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo pengangkatan
wakil menteri dinilai tidak dilakukan dengan pertimbangan yang
matang. Terdapat dugaan politisasi jabatan wakil menteri, terbukti
dengan adanya penempatan posisi wakil menteri yang tidak sesuai

dengan bidang keahlian calon yang diangkat. Wakil menteri dengan
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latar belakang politik juga turut mewarnai formasi wakil menteri pada
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.**® Meskipun beberapa politisi yang
diangkat menjadi wakil menteri juga didukung dengan keahlian yang
mumpuni, namun fakta bahwa wakil menteri tersebut berasal dari
partai politik pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019
tidak dapat dipungkiri dan menjadi salah satu alasan timbulnya
anggapan bahwa terdapat politisasi pada pengangkatan wakil menteri.

Praktik rangkap jabatan oleh beberapa wakil menteri**® juga
menjadi bukti yang memperkuat dugaan bahwa pengangkatan wakil
menteri tidak dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan berujung
pada terjadinya pelanggaran oleh wakil menteri yang bersangkutan.
Sehingga Presiden dituntut untuk lebih selektif dalam hal
pengangkatan wakil menteri, terlepas fakta bahwa mengangkat wakil
menteri adalah hak prerogratif Presiden namun dalam pelaksanaannya
Presiden harus mampu memaparkan indikator, job analysis dan job
description yang jelas bagi setiap wakil menteri.

Dengan demikian, tujuan diangkatnya wakil menteri guna
meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja kementerian dapat

diwujudkan.**” Pengangkatan wakil menteri apabila dilakukan dengan

*° Humas, "Usai Diumumkan, Presiden Jokowi Lantik 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
2019-2024," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 17 September 2020,
https://setkab.go.ig/usai-diumumkan-presiden-jokowi-lantik-12-wakil-menteri-kabinet-indonesia-
maju-2019-2024/.

#8 Utami Argawati, "Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri," Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, diakses pada 02 February 2021,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2.

“7 Penjelasan Pemerintah tentang Jabatan Wakil Menteri, angka 43 dan 44, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 41.
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pertimbangan yang matang, pemilihan calon yang selektif dan
memenuhi kriteria yang sesuai, pengangkatan dilaksanakan dengan
prosedur yang jelas dan sesuai peraturan perundang-undangan serta
menghindari adanya campur tangan kepentingan politik tertentu maka
berbagai tujuan pengangkatan wakil menteri pasti dapat diwujudkan
dengan baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa secara
historis politik hukum mekanisme pengangkatan wakil menteri yang
diterapkan pada setiap periode pemerintahan memiliki perbedaan satu
sama lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor yuridis,
faktor politis dan faktor sosiologis. Ketentuan dalam Undang-Undang
Kementerian Negara terkait pengangkatan wakil menteri telah
memberikan kewenangan sepenuhnya pada Presiden dalam urusan
pengangkatan wakil menteri, sehingga adanya pergantian Presiden
juga mempengaruhi perubahan terhadap politik hukum mekanisme
pengangkatan wakil menteri. Pengangkatan wakil menteri juga tidak
dapat dilepaskan dari adanya kepentingan politik penguasa dan
keadaan pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat itu.

3. Praktik Model Pengangkatan Wakil Menteri di Negara Lain

Eksistensi jabatan wakil menteri tidak hanya terdapat pada struktur
ketatanegaraan Indonesia saja, terdapat negara-negara lain yang juga
memiliki jabatan wakil menteri dalam pemerintahannya. Negara-negara

tersebut antara lain Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada, dan Korea

211



Selatan. Perbandingan terhadap beberapa negara lain khususnya dalam hal
model pengangkatan wakil menteri ditujukan untuk mencari kelebihan dari
masing-masing model yang dapat diterapkan untuk memperbaiki model
pengangkatan wakil menteri di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) negara yang
akan dianalisis yaitu Korea Selatan, Malaysia, dan Amerika Serikat.
Pemilihan 3 (tiga) negara ini bukan tanpa alasan, Korea Selatan dipilih
sebagai salah satu negara pembanding karena memiliki kesamaan dalam hal
sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan yaitu sistem presidensial
dengan pemerintahan yang berbentuk republik.**® Alasan lain pemilihan
Korea Selatan sebagai negara pembanding yaitu adanya persamaan dalam
hal pemegang kekuasaan pemerintahan yaitu berada di tangan Presiden.
Pengangkatan wakil menteri di Korea Selatan dilakukan oleh menteri yang
bersangkutan atas persetujuan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Model
pengangkatan wakil menteri di Korea Selatan yang berbeda dengan yang
diterapkan di Indonesia dinilai mampu menjadi inovasi terhadap
pembaharuan mekanisme pengangkatan wakil menteri di Indonesia.
Berbeda dengan Malaysia yang cukup memiliki banyak perbedaan
dengan Indonesia mulai dari sistem pemerintahan hingga bentuk
pemerintahan. Malaysia sebagai negara yang menerapkan sistem
pemerintahan parlementer dengan pemerintahan berbentuk monarki
konstitusional**® dijadikan sebagai salah satu negara pembanding guna

melihat bagaimana mekanisme pengangkatan wakil menteri di negara

8 The Constitution of the Republic of Korea, article 1.

449

Federation of International Trade Associations, diakses pada 4 February 2021,

http://www.fita.org/countries/malaysia.html?ma_rubrique=cadre.
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dengan corak pemerintahan yang bertolak belakang dengan Indonesia.
Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak perlu dipermasalahkan, mengingat
bahwa setiap corak pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya
masing-masing. Kelebihan-kelebihan yang terdapat pada mekanisme
pengangkatan wakil menteri di Malaysia yang dinilai relevan dengan
pemerintahan Indonesia dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk coba
diterapkan di Indonesia.

Sama halnya dengan Korea Selatan, pemerintahan Amerika Serikat
memiliki banyak persamaan dengan Indonesia yaitu sama-sama menganut
sistem pemerintahan presidensial dengan pemerintahan yang berbentuk

republik.**°

Amerika Serikat juga menganut sistem pemisahan kekuasaan
dalam pemerintahannya sebagaimana diterapkan dalam pemerintahan
Indonesia. Pengangkatan wakil menteri dilakukan langsung oleh Presiden
sebagai kepala pemerintahan. Perbedaan prosedur pengangkatan wakil
menteri di Amerika Serikat merupakan alasan Amerika Serikat dijadikan
sebagai salah satu negara pembanding. Banyaknya persamaan corak
pemerintahan  mengakibatkan  hal-hal ~yang  berkaitan  dengan
penyelenggaraan pemerintahan Amerika Serikat banyak yang relevan dan
diadopsi dalam pemerintahan Indonesia.
a. Model Pengangkatan Wakil Menteri di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara demokrasi dengan bentuk

pemerintahan republik demokrasi yang kedaulatan tertinggi dipegang

#0 .S Citizenship and Immigration Services, Learn About the United States : Quick Civics
Lessons for the Naturalization Test (Washington DC: U.S Citizenship and Immigration Services,
2019), 1.

213



oleh rakyat, dimana otoritas kekuasaan negara berasal dari rakyat dan
diatur dengan undang-undang.*! Wilayah Republik Korea terdiri atas
Semenanjung Korea dan pulau-pulau yang berdekatan dengan
Semenanjung Korea.**? Konstitusi negara Korea Selatan biasa dikenal
dengan sebutan The Constitution of the Republic of Korea** yang
diundangkan pada 17 Juli 1948 dengan 9 (sembilan) Kkali
amandemen.** Konstitusi negara Korea Selatan menganut demokrasi
liberal sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dimana dalam konstitusi ini juga menjamin kebebasan dan hak
rakyat.*>

Korea Selatan adalah salah satu negara yang menganut sistem
pemerintahan Presidensiil, dimana dalam pemerintahannya terbagi

atas 3 (tiga) wilayah kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif

dan yudikatif. Legislatif di negara Korea Selatan menganut sistem satu

! The Constitution of the Republic of Korea, article 1.

2 The Constutution of the Republic of Korea, article 3.

3 Konsitusi negara Korea Seletan terbagi dalam 3 bagian yaitu Mukadimah, Batang tubuh dan
Penutup/lampiran. Batang tubuh konstitusi Korea Selatan terdiri atas 10 bab yaitu Bab | Ketentuan
Umum, Bab Il Hak dan Kewajiban Warga Negara, Bab 111 Dewan Nasional, Bab IV Eksekutif Bab
V Pengadilan, Bab VI Pengadilan Konstitusional, Bab VII Pelaksanaan Pemilihan, Bab VIII
Otonomi Daerah, Bab IX Ekonomi, dan Bab X Amandemen Konstitusi. Dikutip dari The
Constitution of the Republic of Korea.

% Konstitusi negara Korea Selatan telah mengalami perubahan sebanyak 9 kali yaitu pada 17 Juli
1948, 7 Juli 1952, 29 November 1954, 15 Juni 1960, 29 November 1960, 26 Desember 1962, 21
Oktober 1969, 27 Desember 1972, 27 Oktober 1980, dan 29 Oktober 1987. Dikutip dari The
Contitution of the Republic of Korea, Preamble.

% Konstitusi negara Korea juga menjamin kesempatan yang sama di seluruh bidang termasuk
dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat dan budaya. Dalam Konstitusi negara Korea juga
mengatur kewajiban tentang membayar pajak, keikutsertaan warga negara dalam membela negara,
kewajiban untuk mendidik anak dan bekerja. Negara Korea Selatan dalam Konstitusinya juga
mempunyai kewajiban untuk menjaga perdamaian internasional. Perjanjian internasional yang
boleh ditandatangani harus sesuai dengan hukum domestik dan sesuai dengan kepentingan negara.
Dikutip dari Department Global Communication and Contents Division, "Constitution and
Government," KOREA .net, diakses pada 06 February 2021,
https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Constitution.
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kamar (unikameral) yang dipegang oleh Majelis Nasional atau biasa
disebut the National Assembly, dimana seluruh anggota Majelis
Nasional ini dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana
yang disebutkan dalam articel 41 (1) The Constitution of the Republic
of Korea bahwa “The National Assembly shall be composed of
members elected by universal, equal, direct and secret ballot by the
citizens.”

Jumlah seluruh anggota Majelis Nasional sekurang-
kurangnya berjumlah 200 orang yang mewakili setiap daerah di Korea
Selatan dengan masa jabatan tunggal selama 4 (tahun.*® Adapun
komposisi anggota Majelis Nasional yang berasal dari partai politik

adalah sebagai berikut.

*%¢ The Constitution of the Republic of Korea, Article 41 (2) dan Avrticle 43.
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Seats of the 21st National Assembly [As of September 2020]
Occupied by Political Parties

Independent & Transition Korea 1
Open Democratic Party 3 Basic Income Party 1

People’s Party 3

Justice Party 6

People
Power Party 104

Democratic Party of
Korea 176

The 21st
National Assembly

Gambar 1 Komposisi Anggota Majelis Nasional Korea Selatan®’

Formasi Majelis Nasional Korea Selatan pada tahun 2020
terdiri dari kurang lebih 253 anggota yang dipilih dari daerah
pemilihan lokal dan 47 anggota dipilih melalui perwakilan

proporsional.**®

7 Department Global Communication and Contents Division, "Executive, Legislature and the

Judiciary," KOREA.net, diakses pada 9 February 2021,
https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-
Judiciary.

8 pemilihan anggota Majelis Nasional yang berasal dari perwakilan proporsional ini ditujukan
agar terdapat anggota majelis yang memiliki keahlian profesional tertentu yang dapat membantu
peningkatan kerja majelis, mengingat tugasnya sebagai pembentuk seluruh hukum yang berlaku di
Korea Selatan sehingga tenaga profesional yang duduk sebagai anggota majelis sangat dibutuhkan.
Dikutip dari Department Global Communication and Contents Division, "Executive, Legislature
and the Judiciary," KOREA.net, diakses pada 9 February 2021,
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Presiden merupakan kepala negara Korea Selatan yang
menjadi Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan
sekaligus merangkap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di Korea
Selatan.**® Pemilihan Presiden di Korea Selatan dilaksanakan secara
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan
prinsip universal, equal, direct and secret untuk masa jabatan lima
tahun tunggal.*®°

Presiden sebagai kepala negar
a dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Korea Selatan
memiliki kewenangan yang sangat luas mulai dari memimpin
penyelenggaraan pemerintahan hingga kewenangan dalam hal
perumusan hukum di Korea Selatan.*®* Kewenangan yang dimiliki
olen Presiden secara rinci dapat dilihat pada Bab IV Kekuasaan
Eksekutif dalam The Constitution of the Republic of Korea.
Kekuasaan Eksekutif dalam pemerintahan Korea Selatan memiliki

setidaknya 4 cabang kekuasaan eksekutif yang keseluruhannya

dipimpin oleh Presiden.*®® Cabang kekuasaan eksekutif Korea Selatan

https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-

Judiciary.

*° The Constitution of the Republic of Korea, Article 66.
“0 The Constitution of the Republic of Korea, Article 67 dan Article 70.
*! presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada

Majelis Nasio

nal. Dikutip dari The Constitution of the Republic of Korea, Article 52.

#2 Hal ini bermakna bahwa seluruh cabang kekuasaan eksekutif yang terdapat dalam pemerintahan
Korea Selatan dipimpin oleh Presiden. Dikutip dari The Constitution of the Republic of Korea,

Article 66 (4).
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terdiri atas Perdana Menteri, Dewan Negara, Executive Ministries,dan
Departemen Audit dan Pemeriksaan.*®

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan
dari Majelis Nasional .*®* Perdana Menteri bertugas untuk membantu
Presiden dalam melaksanakan seluruh tugasnya dalam urusan
penyelenggaraan pemerintahan. Kabinet dalam pemerintahan Negara
Korea Selatan disebut dengan istilah Dewan Negara (The State
Council) yang terdiri atas Presiden sebagai ketua Dewan Negara,
Perdana Menteri sebagai wakil ketua Dewan Negara dan menteri-
menteri kabinet sebagai anggota Dewan Negara.

Menteri-menteri anggota Dewan Negara diangkat oleh
Presiden atas rekomendasi yang diberikan oleh Perdana Menteri,
dimana jumlah menteri dalam Dewan Negara tidak boleh lebih dari 30
anggota dan juga tidak boleh kurang dari 15 anggota.“®® Demikian
pula dalam pengangkatan ketua dari Executive Ministries juga
dilaksanakan oleh Presiden yang dipilih dari anggota Dewan Negara
atas rekomendasi Perdana Menteri.

Adapun cabang kekuasaan yudikatif dipegang oleh
Pengadilan yang terdiri atas hakim-hakim. Pengadilan di Korea

Selatan terdiri atas Supreme Court (Mahkamah Agung) yang

%62 The Constitution of the Republic of Korea, Chapter IV The Executive.

“4 The Constututiion of the Republic of Korea, Chapter 86 (1).

% Dalam hal pengangkatan Perdana Menteri maupun Menteri tidak boleh berasal dari anggota
militer yang masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban militer di negara
Korea Selatan. Tidak ada Perdana Menteri ataupun Menteri yang berasal dari anggota militer
hingga kewajiban militernya sudah diselesaikan (purnatugas). Dikutip dari The Constitution of the
Republic of Korea, Article 86 (2), 87 (1), dan 87 (4).
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merupakan pengadilan tertinggi di Korea Selatan dan pengadilan lain
dengan tingkatan-tingkatan tertentu.*® Kekuasaan kehakiman di
Korea Selatan terbagi atas beberapa tingkatan yaitu Mahkamah
Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Negeri, Pengadilan Keluarga,
Pengadilan Administrasi, dan Pengadilan Paten.*®’

Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan diangkat oleh
Presiden dengan persetujuan dari Majelis Nasional, sedangkan hakim
agung di pengadilan lain diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari
Ketua Mahkamah Agung.*®® Masa jabatan yang dimiliki oleh Ketua
Mahkamah Agung dan hakim agung lain adalah 6 (enam) tahun untuk
satu kali masa jabatan dan tidak boleh diangkat lagi.*®® Selain
beberapa pengadilan yang sudah disebutkan di atas, terdapat satu
pengadilan yang tidak termasuk ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan
negara Korea Selatan yaitu Mahkamah Konstitusi.*"

Mahkamah Konstitusi Korea merupakan lembaga pengadilan
independen dan khusus dengan kewenangannya sebagai penguji

konstitusionalitas seluruh peraturan perundang-undangan di bawah

%% The Constitution of the Republic of Korea, Article 101.

7 Department Global Communication and Contents Division, "Executive, Legislature and the
Judiciary," KOREA.net, diakses pada 9 February 2021,
https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-
Judiciary.

“%8 The Constitution of the Republic of Korea, Article 104.

*%° The Constitution of the Republic of Korea, Article 105.

4% | embaga lain yang tidak termasuk ke dalam cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan
Yudikatif antara lain yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Korea (NHRCK). Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi independen masing-
masing. Dikutip dari Department Global Communication and Contents Division, "Independent
Organizations," KOREA.net, diakses pada 10 February 2021,
https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Independent-Organizations.
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The Constitution of the Republic of Korea terhadap The Constitution

of the Republic of Korea, memberikan putusan terhadap usulan

pemakzulan dan memutus perkara terkait pembubaran partai politik.*"*

Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 hakim dengan komposisi 3
hakim diangkat langsung oleh Presiden, 3 hakim diangkat oleh Ketua
Mahkamah Agung, dan 3 hakim dipilih oleh Majelis Nasional, dengan
Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat pula oleh Presiden dengan
persetujuan Majelis Nasional.*"

Pada pemerintahan negara Korea Selatan, terdapat setidaknya

15-30 kementerian.*”® Adapun kementerian yang terdapat di Korea

Selatan adalah sebagai berikut.*™

1) Ministry of Patriots and Veterans Affairs
2) Ministry of Personnel Management

3) Ministry of Government Legislation

4) Ministry of Food and Drug Safety

5) Ministry of Economy and Finance

6) Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs
7) Ministry of Education

8) Ministry of Trade, Industry and Energy
9) Ministry of Science and ICT

10) Ministry of Health and Welfare

11) Ministry of Foreign Affairs

12) Minitry of Environment

13) Ministry of Unification

14) Ministry of Employment and Labor

15) Ministry of Justice

16) Ministry of Gender Equality and Family

"1 The Constitution of the Republic of Korea, Article 111 (1).

#2 The Constitution of the Republic of Korea, Article 111 (2), (3), dan (4).

% Jumlah kementerian yang terdapat di Korea Selatan menyesuaikan dengan ketentuan jumlah
menteri-menteri kabinet yang menjadi anggota Dewan Negara yaitu paling sedikit 15 dan
maksimal 30. Dikutip dari The Constitution of the Republic of Korea, Article 88 (2).

" Department Global Communication and Contents Division, "Executive, Legislature and the

Judiciary,"”

KOREA .net, diakses pada 9 February 2021,

https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-

Judiciary.
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17) Ministry of National Defense
18) Ministry of Land, Infrastructure and Transport
19) Ministry of the Interior and Safety

20) Ministry oe Oceans and Fisheries

21) Ministry of Culture, Sports and Tourism
22) Ministry of SMEs and Startups

Berikut adalah bagan pemerintahan Korea Selatan.

Office of the President

Office of Mational Security

Presidential Security Service Republic of Korea

Personal Information Pretection Commission

Mational Human Rights Commission of Korea

Board of Audit and Inspection of Korea

Mational Intelligence Service

Korea Communications Commission

Mational Security Council

Mational Unification Advisory Council

Mational Econamic Advisory Council

Presidential Advisory Council
on Science and Technology

I Office for Government Policy Coordination I—(I)—I

Ministry of Patriots and Veterans Affairs

Ministry of Personnel Management

Ministry of Gavernment Legislation

Ministry of Food and Drug Safety

Ministry of Economy
and Finance

Mational Korea
Tax Service Custoams
Service
FPublic
Procurement || Statistics
Service Harea

Ministry of Education

Ministry of Science
and ICT

Ministry of Foreign

Supreme Prosecutors’
Office Republic of Korea

Affairs

Ministry of Unification —

Defense Acquisition
Program Administration

Military Manpower
Administration

Ministry of justice  —

Ministry of National
Defernse

Korean Mational
Palice Agency

Ministry of the

I Mational Fire Agency

Interior and Safety

Prime Minister's Secretariat

Korea Fair Trade Commission

Financial Services Commission

Anti-corruption and Civil Rights Cammission

Muclear Safety and Security Commission

_1 Ministry of Agriculture,

Food and Rural Affairs

Ministry of Trade,
Industry and Energy

Ministry of Health
and Welfare

Ministry of
Ermvirariment

- Ministry of
Employment and Labor

Ministry of Gender
Equality and Family

Ministry of Land,
— Infrastructure and
Transpart

Ministry of Oceans
and Fisheries

Ministry of Culture,

Cultural Heritage
Administration

I Sports and Tourism
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Ministry of SMEs
and Startups

| Rural Development
Administration

—

Korea Forest Service

i

| Korean Intellectual
Property Ofice

Korea Disedase
Control and
Frewvention Agency

Korea
Meteoraological
Administration

Mational Agency for

Saemangeum
Development and
Investment Agency

Administrative City
Construction

Korea Coast Guard
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Gambar 2 Bagan Pemerintahan Korea Selatan*’

Pada organisasi Kementerian Korea Selatan terdapat wakil
menteri dalam setiap kementerian yang ada. Setiap wakil menteri
diangkat secara langsung oleh Menteri di setiap kementerian yang
bersangkutan setelah Menteri diangkat oleh Presiden dengan
ketentuan maksimal 2 (dua) wakil menteri di setiap kementerian.*”®
Wakil menteri bertugas sebagai pembantu menteri dalam
melaksanakan tugas di masing-masing kementerian. Apabila dilihat
dari pengangkatannya yang dilaksanakan secara langsung oleh
menteri, maka otoritas kekuasaan wakil menteri sepenuhnya berada di
bawah menteri dan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab
kepada menteri.*”’

Pada praktiknya, kedudukan wakil menteri dalam organisasi
kementerian Korea Selatan sejajar dengan Sekretariat Jenderal dan
Inspektorat Jenderal. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi wakil
menteri adalah sebagai staf ahli menteri dalam melaksanakan tugas
dan wewenang yang dimilikinya. Dalam The Constitution of the
Republic of Korea tidak terdapat pasal yang secara spesifik mengatur
tentang permasalahan wakil menteri, termasuk hal-hal terkait tugas

spesifik yang dimiliki oleh seorang wakil menteri. Tugas yang

#® Department Global Communication and Contents Division, "Executive, Legislature and the
Judiciary,"” KOREA .net, diakses pada 9 February 2021,
https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-
Judiciary.

#® Sung Chul Yang, "The North and South Korean Political Systems : A Comparative Analysis"
(Seoul: Hollym, 1999), 42.

7 Sung Chul Yang, "The North and South Korean Political Systems : A Comparative Analysis",
42.
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dimiliki wakil menteri hanya terbatas pada hal-hal yang diperintahkan
oleh menteri yang bersangkutan.

Pada setiap kementerian memiliki jumlah wakil menteri yang
berbeda antara satu kementerian dengan kementerian lain. Terdapat 2
(dua) sistem struktur organisasi kementerian yaitu kementerian
dengan sistem 1 (satu) wakil menteri dan kementerian dengan sistem 2
(dua) wakil menteri. Berikut adalah contoh susunan organisasi

kementerian yang menganut sistem 1 (satu) wakil menteri.

223



Feyqanlor Cavmral S i e ol oy e [l ey Achrcn o U Marsdar
= sl e e = Pabila it (efice-
Wy TS L’
= sl S el Ll

- Dl ol bollep Lvsndogsmear L.i‘.ll-‘n-’.‘.n’.ul-‘l.uhg

= Ul p ol Lomapeney Sy uﬂl-ﬂ:.':m-. = il S Ll

vy, - el | ol A, i - Faubilic ey AR ""'"":""'""’"H':*“'"
= P ol H ety snd Lidye - Wl e STl - FEerrarenl Lol A = PP L i S Ly
- Pt Al e e e Lol [LEERE ~ ek s e L,
- L p ol 1 ey Mgy s - LEyTa Lol - Lolrmaali ke Ll - Al Lvdant
= P ol W T LU T = LIl o' | AT, LN, = o WD ke ey Ll
- U p ol il e = LTl & iyl Al e

mlaTucs sy - Loyl bralngicon Lisie,

= U p ol oy TR TR

== iI——=1 ==]]

- FLFEME Fi o, Folay e
- LT O g Daichcat e ol ok Burra DeenorGarwral ol Imrsipraian
= L Ry T I il Faloy
JEE = Vewel A Bl aveng (i
- LM My, o P - Wl | ey, = BT Ikl L by
hraldern Ckainny - el P LA = e el Lty
- Py Lk = BT P B B A e
- TRl i | e
Ll
= il ey e ST T
b
= LTy Ll
-|.I-'|.nn = areew Tevrecal of Matioralny
[
ok e iryyaan Fedoy
= Fephcoyrd | Rl v - ey akon Py Cikdeien
= Ty R
= I sl By Tl SR
= e Lo i

Gambar 3 Struktur organisasi Ministry of Justice Republic of Korea*’®

48 Ministry of Justice, "About MOJ : Organization," diakses pada 10 February 2021,
https://www.moj.go.kr/moj_eng/1770/subview.do.
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Spokesperson

Pullic Relations Team |

Digitzl Media Communication Team

Inspector General

Audit and Inspection Division

Policy Advisor to the Minister

| Enviromentzl Investigation Division

General Senvice Division
i

Living Evwironment Integrated Watar ‘Water Environment Water Resources
Policy Office Menagement Bureau Policy Bureau Policy Buregu

Gambar 4 Struktur organisasi Ministry of Environtment Republic of
Korea*'

4 Ministry of Environment, "Organizational Structure,” diakses pada 10 February 2021,
https://eng.me.go.kr/eng/web/index.do?menuld=475.
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Adapun contoh struktur organisasi kementerian dengan

sistem 2 wakil menteri adalah sebagai berikut.

Deputy Prime Minister and
Minister of Economy and Finance

Spokesperson

Director for
Fublic Relations

Deputy Minister for

Policy Advisor
to the Minister

Inspectar
General

Director for
Audit and Inspection

Deputy Minister for

Deputy Minister
International Affairs Fiscal Affairs
Human Resources General Affairs
Division o Divislon
|
Tax and Customs Office ‘ ‘ Economic Policy Bureau ‘ ‘ Palicy Coordination Bureau ‘ ‘ Economic Structural Reform Bureau

—

Future and Soclal Economy Bureau ‘ ‘

International Finance Bureau

International Economic Affairs Buraau

‘ ‘ Development Finance Bureau

—

Planning and Cocrdination Office ‘ ‘

Budpet Office

Treasury Bureau

‘ ‘ Fiscal Innovation Bureau

Fiscal Management Bureau ‘ ‘

Public Institutions Policy Bureau

Korea Lottery Commission

Gambar 5 Struktur organisasi Ministry of Economy and Finance

Republic of Korea

480

0 Ministry of Economy and Finance, "Organization,” diakses pada 10 February 2021,
https://english.moef.go.kr/co/selectAboutMosf.do?boardCd=C0006.
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Ministerial Palicy
Advisar
spokesman Side varable Fress Officer | Policy and Public Relations Officer
Ambaszsadar for
Public Diplomacy
comptraller Audit Officer | Inspector
Assistant Secretary
Dip'lnmati; Palicy Flanning Dfficer | Strateqy Conedinatinn Officer
Strategy Planning
Officear

Head of Planning  Adjustment

and Coordination  Planning Officer

Office Flanning and Finance Officer | Operation Suppart (fficer | innovation Administration Officer
Owerseas Embassy Officer

HR: Planning Officer

Information

Management

Planning Office

Informztinn (fficer | Foreign Affairs and Communications Officer
Diplomatic information Security Officer

Emergency Safety Officer

Battlafizld UijOn Hall Protoonl General Manager | Pratocal Event Officer | Diplomatic Mission Officer
Asia Pacific Deliberation officer
FirStWCE countries Asia Pacific Depariment 1 | Asia Pacific Department 2
Minister Asia-Pacific Regional Cooperation Division

Martheast Asia Delibemation officer
Martheast Asia Division 1 | Northeast Asia Division 2
Northeast Asia Conperation Division

ASEAN countries  Deliberation officer
Seastheast Asia Division 1 | Southeast Asia Division 2 | ASEAN Conperatinn Divisian

Gambar 6 Struktur organisasi Ministry of Foreign Affairs Republic of

Korea*!

81 Ministry of Foreign Affairs, "Organizational Chart," diakses pada 10 February 2021,
http://www.mofa.go.kr/www/pgm/m_4277/uss/org/orgcht.do
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Multilataral
diplormatic
coordinator

Economic
Diplomacy
Coordinator

Climate Changs
Metabalism

Intarnational
Security
Ambassadar

Overseas Korean  Overseas Korean
Consular Office Consulate Planning
Offica Owverseas Koreans Department | Consular Service Division | Passport and
Overseas Safety
Management
Planning Orffice
Cverseas National Protection Division | Overseas National Safety Divisior
Cverseas Safety Protection Center | Consular Call Center

Nuclear/Non- Nuck=ar Diplomacy Officer | Disarmament Expenses Proliferation Gffice
proliferation Export Contral and Sanction (Mficer

Diplomatic

Planning Officer

International Cooperation Hall

Organization With the United Nations | Human Rights and Social Sciences

Bureau nternational Security Division

Development Jevelopment Policy Division | Development Cooperation Division
Cooperation Multilateral Cooperation and India Support Division

Bureau

International Law  Deliberation officer
Bureau Treaty Division | International Law Divisiaon | Territorial Ocean Division

Public Culture and Department of Public Diplomacy - UNESCO Department
D'Iplnmac_\,r Bureay | Cultural Ex = and Cooperation Division | Policy Public Diplomacy Bvisian 1
Bolicy Public Diplomacy 2

International Department Itilateral Economic Organization

Economic Buraau Economic Agresmeant Standards Division

Gambar 7 Struktur organisasi Ministry of Foreign Affairs Republic

of Korea*®?

b. Meneropong Mekanisme Pengangkatan Wakil Menteri di Malaysia
Malaysia adalah negara federasi*® dengan bentuk
pemerintahan monarki konstitusional.*®* Negara Malaysia terbagi

dalam 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan—persekutuan

2 Ministry of Foreign Affairs, "Organizational Chart," diakses pada 10 February 2021,
http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5745/contents.do.

3 Federation of International Trade Associations, diakses pada 4 February 2021,
http://www.fita.org/countries/malaysia.html?ma_rubrique=cadre.

8 Bentuk pemerintahan monarki konstitusional merupakan suatu negara kerajaan yang seluruh
peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam konstitusi. Dikutip dari Pasal 32,
Federal Constitution of Malaysia.
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Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya—yang menjadi wilayah
administrasi federal.*® Pada setiap negara bagian di Malaysia
dipimpin oleh chief minister yang diangkat oleh setiap majelis yang
terdapat di masing-masing negara bhagian.*®

Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer
westminster, yang merupakan sistem pemerintahan penguasa kolonial
Britania yang diwariskan kepada negara bekas jajahannya. Kepala
negara Malaysia adalah seorang raja dengan sebutan Yang di-Pertuan
Agong®®’ dimana raja tersebut dipilih oleh sembilan Sultan Negeri-
Negeri Malaya, sedangkan kepala pemerintahan negara Malaysia
adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih dari anggota dewan
rendah.*®®

Kekuasaan di negara Malaysia terbagi ke dalam 3 (tiga)
kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Yang di-
Pertuan Agong dan pelaksanaannya dilakukan oleh Perdana Menteri,
kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Parlemen, dan kekuasaan
yudikatif yang dipegang oleh Pengadilan Federal.”®® Kekuasaan

legislatif negara Malaysia terdiri atas Yang di-Pertuan Agong dan 2

*® 13 negara bagian dari negara Malaysia terdiri dari Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negeri
Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Sabah, Serawak, Selangor, dan Terengganu. Sedangkan
3 wilayah persekutuan yang telah disebutkan di atas disebut juga sebagai daerah federal. Dikutip
dari Pasal 1 ayat (3) dan (4), Federal Constitution of Malaysia.

*% pasal 44, Federal Constitution of Malaysia.

87 Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu Malaysia Sabah, "Profil Negara dan
Kerjasama," diakses pada 04 February 2021,
https://www.kemlu.go.id/kotakinibalu/id/pages/profil_negara_dan_kerjasama/809/etc-menu.

8 Uni Antar Parliamenter, "MALAYSIA : Dewan Rakyat (Hous of Representatives),” diakses
pada 04 February 2021, http://archive.ipu.org/parline/reports/2197_A.htm.

8 Bab IV tentang Federasi dan Bab IX tentang Pengadilan, Federal Constitution of Malaysia.
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(dua) majelis yaitu Dewan Negara (senat) dan Dewan Rakyat (House
of Representative).**

Anggota senat terdiri atas 70 anggota yang berasal dari 26
anggota perwakilan dari seluruh negara bagian, 4 (empat) anggota dari
wilayah federal dan 40 anggota dipilih secara langsung oleh Yang di-
Pertuan Agong.*®* Sedangkan anggota House of Representative terdiri
atas 220 anggota dengan pembagian 209 dari seluruh negara bagian
dan 13 anggota dari wilayah federal yang seluruhnya dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui popular vote untuk 5 (lima) tahun masa
jabatan.*%

Malaysia menganut sistem hukum yang berdasar pada hukum
Inggris dan sebagian besar peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Malaysia merupakan adaptasi dari hukum India. Negara
Malaysia juga menggunakan hukum Islam sebagai landasan hukum
utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahannya, dimana

setiap konstitusi dan hukum yang berlaku di seluruh negara bagian

harus berpedoman pada hukum Islam dan Federal Constitution of

0 pasal 44, Federal Constitution of Malaysia.

% Apabila dirinci anggota Senat terdiri atas 2 anggota dari setiap negara bagian dengan total
keseluruhan 26 anggota dari negara bagian, 4 anggota dari wilayah federal (2 anggota dari wilayah
Federal Kuala Lumpur, 1 anggota dari wilayah federal Labuan, dan 1 anggota dari wilayah federal
Putrajaya), dan 40 anggota senat yang ditunjuk secara langsung oleh Yang di-Pertuan Agong.
Dikutip dari Pasal 45, Federal Contitution of Malaysia.

92 Komposisi 209 anggota House of Representative dari negara bagian terbagi atas 26 anggota
dari Johore, 15 anggota dari Kedah, 14 anggota dari Kelantan, 6 anggota dari Malaka, 8 anggota
dari Negeri Sembilan, 14 anggota dari Pahang, 13 anggota dari Penang, 24 anggota dari Perak, 3
anggota dari Perlis, 25 anggota dari Sabah, 31 anggota dari Sarawak, 22 anggota dari Selangor dan
8 anggota dari Terengganu. Sedangkan komposisi 13 anggota House of Representative dari
wilayah federal terdiri atas 11 anggota dari wilayah Federal Kuala Lumpur, 1 anggota dari wilayah
Federal Labuan dan 1 anggota dari wilayah Federal Putrajaya. Dikutip dari Pasal 46, Federal
Constitutuon of Malaysia.
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Malaysia.**® Terkait kekuasaan kehakiman, terdapat setidaknya 6 jenis
pengadilan yaitu Federal Court (Mahkamah Persekutuan), Court of
Appeals (Mahkamah Rayuan), High Courts, Session’s Courts,
Magistrate’s Courts, dan Juvenile Courts.*%*

Kekuasaan eksekutif di negara Malaysia berada di tangan
Yang di-Pertuan Agong yang dalam pelaksanaannya Yang di-Pertuan
Agong mengangkat Perdana Menteri  sebagai  pemimpin
penyelenggaraan pemerintahan negara Malaysia. Yang di-Pertuan
Agong dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut hukum
federal dilaksanakan dengan nasehat dari menteri-menteri yang
tergabung dalam kabinet.**® Sebagai ketua eksekutif, Yang di-Pertuan
Agong memiliki beberapa fungsi, yaitu menunjuk Perdana Menteri,
menolak memberikan persetujuan terhadap permohonan pembubaran
parlemen, dan mengambil alih Konferensi Penguasa yang berkaitan

dengan hak istimewa, posisi, kehormatan dan martabat Yang di-

Pertuan Agong.

%93 pasal 3, Federal Constitution of Malaysia.

% Di Malaysia, terdapat dua jenis pengadilan yaitu pertama, Pengadilan Tinggi yang terdiri atas
Pengadilan Federal (pengadilan tertinggi di negara Malaysia), Pengadilan Banding (Court of
Appeals) dan Pengadilan Banding. Kedua Pengadilan Bawahan yang terdiri atas Pengadilan Sesi
(memiliki kekuasaan menangani masalah perdata dan pidana dan memiliki yuridiksi tidak terbatas
berdasarjab Pasal 65 (1) (a) SCA, Pengadilan Magistrat, dan pengadilan lain, serta pengadilan
syari’ah yang hanya memiliki yuridiksi terbatas pada permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan permasalahan yang melibatkan orang muslim. Dengan demikian, apabila
dilihat dari kedudukan yang paling tinggi, maka hierarki pengadilan di negara Malaysia adalah
Pengadilan Federal, Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Sesi, dan Pengadilan
Magistrat. Dikutip dari Asosiasi Pengacara Kriminal Pesemakmuran, "Sistem Pengadilan Pidana
Malaysia," diakses pada February Mei 2021, http://www.acclawyers.org/resources/malaysia/. dan
Bab 1X, Federalm Constitution of Malaysia.

*% pasal 40 (1A), Federal Constitution of Malaysia.
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Yang di-Pertuan Agong adalah Panglima Tertinggi angkatan

bersenjata Federasi Malaysia,*®

mempunyai kekuasaan dalam hal
pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan penundaan
hukuman terhadap seluruh pelanggaran yang telah diadili oleh
pengadilan militer dan semua pelanggaran yang terjadi di wilayah
federal Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.*®’

Yang di-Pertuan Agong dalam hal pembentukan Jemaah
Menteri (Kabinet Menteri) wajib mengangkat seorang Perdana
Menteri yang akan menjadi pemimpin kabinet, dimana pemilihan
Perdana Menteri ini diambil dari anggota House of Representative
yang dinilai memiliki peluang besar untuk mendapatkan kepercayaan
dari mayoritas anggota House of Representative. Setelah mengangkat
Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong mengangkat menteri-
menteri lain dari anggota Dewan Parlemen.

Kabinet menteri dalam menjalankan tugasnya bertanggung

jawab kepada Parlemen.*®

Perdana Menteri akan mengajukan
pengunduran diri dari jabatannya apabila ia tidak mendapatkan
percayaan lagi dari House of Representative, kecuali atas permintaan
Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong berkenan membubarkan

Parlemen.”® Berbeda dengan Perdana Menteri, menteri-menteri

kabinet masa jabatannya mengikuti lama masa jabatan Yang di-

*% pasal 41, Federal Constitution of Malaysia.
7 pasal 42, Federal Constitution of Malaysia.
“%8 pasal 42 (3), Federal Constitution of Malaysia.
% pasal 42 (4), Federal Constitution of Malaysia.
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Pertuan Agong kecuali ia diberhentikan oleh Yang di-Pertuan Agong
atas nasehat Perdana Menteri.”®
Menteri-menteri  kabinet sebelum menjalankan fungsi
jabatannya diwajibkan untuk mengambil sumpah jabatan, sumpah
kesetiaan dan sumpah kerahasiaan di hadapan Yang di-Pertuan
Agong. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin
Yassin®® melantik 31 menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-
Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah pada 10 Maret
2020.°%
Menteri-menteri kabinet ini terbagi ke dalam 5 kelompok
sebagai berikut.>®
1) kelompok pertama, menteri perdagangan antarbangsa dan
industri, menteri pertahanan, menteri kerja raya, menteri
pendidikan, menteri kewangan, menteri pengangkutan, dan
menteri di jabatan perdana menteri hal ehwal Sabah dan
Serawak;
2) kelompok kedua, menteri alam sekitar, menteri sumber
manusia, menteri wanita dan keluarga, menteri pengajian
tinggi, menteri di jabatan perdana menteri tugas-tugas khas,

menteri pertanian dan industri makanan, dan menteri di
jabatan perdana menteri-ekonomi;

500 Selain ketentuan yang tersebut di atas, seorang menteri dapat mengajukan pengunduran diri atas
jabatannya dengan alasan tertentu. Dikutip dari Pasal 42 (5), Federal Constitution of Malaysia.

0% perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah perdana menteri pertama yang tidak
mengangkat wakil perdana menteri dalam pemerintahannya. Dikutip dari Bernama, "PM
Muhyiddin pengerusikan mesyuarat Kabinet pertama hari ini," Pejabat Perdana Menteri Malaysia
Laman Web Rasmi, diakses pada 05 February 2021, https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/pm-
muhyiddin-pengerusikan-mesyuarat-kabinet-pertama-hari-ini/.

%02 Berrnama, "Kesemua 31 menteri kabinet angkat sumpah jawatan di hadapan Agong," Pejabat
Perdana Menteri Malaysia Laman Web Rasmi, diakses pada 5 February 2021,
https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/kesemua-31-menteri-kabinet-angkat-sumpah-jawatan-di-
hadapan-agong/.

503 Berrnama, "Kesemua 31 menteri kabinet angkat sumpah jawatan di hadapan Agong," Pejabat
Perdana Menteri Malaysia Laman Web Rasmi, diakses pada 5 February 2021,
https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/kesemua-31-menteri-kabinet-angkat-sumpah-jawatan-di-
hadapan-agong/.
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3) kelompok ketiga, menteri dalam negeri, menteri komunikasi
dan multimedia, menteri perumahan dan kerajaan tempatan,
menteri pembangunan luar bandar, menteri wilayah
persekutuan, menteri belia dan sukan, dan menteri tenaga dan
sumber asli;

4) kelompok keempat, menteri luar, menteri sains, teknologi dan
inovasi, menteri perpaduan negara, menteri kesihatan, dan
menteri perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna

5) kelompok kelima, menteri pembangunan usahawan dan
koperasi, menteri pelancongan, kesenian dan kebudayaan,
menteri di jabatan perdana menteri —Parlimen dan Undang-
Undang, menteri perusahaan perladangan dan komoditi, dan
menteri di jabatan perdana menteri —hal ehwal agama.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Perdana
Menteri selain dibantu oleh para menteri juga dibantu oleh para wakil
menteri. Yang di-Pertuan Agong atas saran yang diberikan oleh
Perdana Menteri dapat menunjuk wakil menteri yang dipilih dari
anggota Dewan Parlemen.*® Pada Pasal 43A (2) Federal Constitution
of Malaysia disebutkan bahwa Deputy Ministers shall assist Ministers
in the discharge of their duties and functions, and for such purpose
shall have all the powers of Ministers®”. Berdasarkan ketentuan pasal
tersebut dapat dipahami bahwa tugas yang dimiliki oleh seorang wakil
menteri adalah membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan

fungsi yang dimilikinya, sehingga semua wewenang yang dimiliki

oleh menteri adalah wewenang wakil menteri.

%04 Terdapat catatan dalam pengangkatan wakil menteri ini yaitu apabila seorang calon wakil
menteri diangkat ketika parlemen dibubarkan maka apabila calon wakil menteri yang bersangkutan
pernah menjadi anggota House of Representative maka ia tetap bisa diangkat akan tetapi masa
jabatannya berakhir ketika sidang parlemen yang baru dimulai. Akan tetapi hal calon wakil
menteri yang diangkat ketika parlemen dibubarkan ini tetap dapat menjabat sebagai wakil menteri
ketika sidang parlemen yang baru sudah dimulai dengan syarat ia adalah salah satu anggota dari
House of Representative atau Senat. Dikutip dari Pasal 43A (1), Federal Constitution of Malaysia.
505 pasal 43A (2), Federal Constitution of Malaysia.
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Sama halnya dengan menteri, masa jabatan wakil menteri
adalah mengikuti lama masa jabatan Yang di-Pertuan Agong dan
setiap wakil menteri juga dapat mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum berakhirnya masa jabatan wakil menteri yang bersangkutan.
Wakil menteri sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu
mengambil sumpah jabatan dan kesetiaan di hadapan Yang di-Pertuan
Agong.

Dalam struktur organisasi kementerian di Malaysia, setiap
kementerian memiliki wakil menteri yang bertugas membantu
pelaksanaan tugas dan fungsi menteri yang bersangkutan. Pada setiap
kementerian terdapat setidaknya 1 (satu) hingga 2 (dua) wakil menteri
yang membantu menteri melaksanakan tugas kementerian. Pada masa
pemerintahan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terdapat
sekitar 37 wakil menteri dalam struktur kementerian negara
Malaysia.>®® Adapun susunan wakil menteri yang diangkat oleh

Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sebagai berikut.>®’

506 Berrnama, "Kesemua 31 menteri kabinet angkat sumpah jawatan di hadapan Agong," Pejabat
Perdana Menteri Malaysia Laman Web Rasmi, diakses pada 5 February 2021,
https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/kesemua-31-menteri-kabinet-angkat-sumpah-jawatan-di-
hadapan-agong/.

%07 pejabat Perdana Menteri Malaysia, "Pengumuman Pembentukan Kabinet Baharu Kerajaan,"
Laman Web Rasmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia, diakses pada 10 February 2021,
https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/pengumuman-pembentukan-kabinet-baharu-kerajaan-2/.
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Tabel 4

Susunan Timbalan Menteri pada kabinet pemerintahan Perdana
Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin®®

No. Jabatan Timbalan Menteri
Menteri Kanan — Menteri | Datuk Lim Ban Hong
1.
Perdagangan  Antarbangsa
dan Industri
2. | Menteri Kanan — Menteri | YB Dato’ Sri Ikhmal Hisham
Pertahanan Bin Abdul Aziz
3 YB Datuk Abd. Rahim Bakeri
" | Mentei Kewangan YB Mohd Shahar Bin
Abdullah
4. | Menteri Kanan — Menteri | YB Datuk Dr Shahruddin Bin
Kerja Raya Md Salleh
5. | Menteri — Menteri Dato’ Dr Mah Hang Soon
Pendidikan YB Muslimin Bin Yahaya
6. | Menteri di Jabatan Perdana | YB Arthur Joseph Kurup
Menteri (Ekonomi)
7. | Menteri di Jabatan Perdana | YB Datin Mastura Binti Yazid
Menteri (Tugas-tugas Khas)
8 Menteri di Jabatan Perdana | YB Dato’ Eddin Syazlee Shith
" | Menteri  (Parlimen dan
Undang-Undang)
9 Menteri di Jabatan Perdana | YB Ahmad Marzuk Bin
" | Menteri (Hal Ehwal | Shaary
Agama)
10 Menteri di Jabatan Perdana | YB Dato’ Hajah Hanifah
" | Menteri (Hal Ehwal Sabah | Hajar Taib
dan Serawal)
11. | Menteri Pengangkutam YB Haji Hasbi Bin Haji
Habibollah
12. | Menteri Alam Sekitar Dato’ Dr Ahmad Masrizal
Muhammad
13. | Menteri Sumber Manusia YB Haji Awang Bin Hashim
14. | Menteri Wilayah | YB Dato’ Sri Dr Santhara
Persekutuan Kumar
15. | Menteri Wanita dan | YB Dato’ Hajah Siti Zailah
Keluarga Binti Mohd Yusoff
16. | Menteri Pengajian Tinggi YB Dato’ Dr Mansor Bin
Othman

508

Pejabat  Perdana

Menteri  Malaysia,  diakses

pada 10 February 2021,

https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2020/03/Speech_Kabinet-final.pdf.pdf.
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17. | Menteri Tenaga dan | YB Ali Anak Biju
Sumber Asli
18 YB Dato’ Sri Dr Haji Ismail
" | Menteri Dalam Negeri Bin Haji Mohamed Said
YB Jonathan Yassin
19 _ _ YB Da_to’ Dr Noor Azmi bin
" | Menteri Kasihatan Ghazali
YB Datuk Aaron Ago Dagang
YB Datuk Seri Hj. Ahmad Bin
20. | Menteri Pertanian dan Hamzah
Industri Makanan YB Dato” Haji Che Abdullah
Bin Mat Nawi
21. | Menteri Pembangunan Luar ?\(AB g, edul Rahman Bin
Bandar e
YB Dato’ Henry Sum Agong
22. | Menteri Luar Negeri YB Dato’ Kamaruddin Jaffar
23 Menteri Perdagangan | YB Dato’ Rosol Bin Wahid
" | Dalam Negeri dan Hal
Ehwal Pengguna
24. | Menteri Komunikasi dan | YB Datuk Zahidi Bin Zainul
Multimedia Abidin
25. | Menteri Perumahan dan | YB Dato’ Sri Ismail Bin Abd
Kerajaan Tempatan Mutalib
26. | Menteri Sains, Teknologi | YB Ahmad Amzad Bin
dan Inovasi Hashim
27. | Menteri Pembangunan | YB  Datuk  Wira  Mas
Usahawan dan Koperasi Ermieyati Binti Hj. Samsudin
28. | Menteri Perusahaan YHDat0" SuiDr Wee Jeck
Perladangan dan Komoditi L o .
YB Willie anak Mongin
29. | Menteri Pelancongan, | YB Datuk Dr. Jeffrey G.
Kesenian dan Kebudayaan | Kitingan
30. | Menteri Perpaduan Negara | YB Dato’ Sri Tiong King Sing
31 | Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Fayshal Bin Wan
Ahmad Kamal
Wakil menteri dalam melaksanakan tugasnya selain

bertanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong, juga bertanggung

jawab

langsung kepada menteri.

Pada organisasi

kementerian

Malaysia, wakil menteri merupakan bagian dari kabinet. Wakil
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menteri  kendati hanya bertugas membantu menteri dalam
melaksanakan tugas dan fungsi kementerian, namun ia memiliki
seluruh kewenangan yang dimiliki oleh menteri sehingga dapat
dikatakan bahwa wakil menteri mempunyai wewenang yang cukup
luas dalam urusan pemerintahan yang berhubungan dengan bidang
kementerian dimana ia ditugaskan.
c. Meninjau Prosedur Pengangkatan Wakil Menteri di Amerika
Serikat

Amerika Serikat atau lebih dikenal dengan United States of
America (USA) adalah negara federal dengan 50 negara bagian yang
sebagian besar negara bagiannya terletak di Amerika Utara.>®
Amerika Serikat adalah gabungan dari 13 bekas koloni Britania Raya
yang menyatakan kemerdekaannya pada 4 Juli 1776.°'° Pasca
kemerdekaan Amerika Serikat, the Founding Fathers negara Amerika
Serikat menuliskan konstitusinya pada tahun 1787, dimana konstitusi
tersebut saat ini dikenal dengan istilah The Constitution of the United

States of America.

% Negara Amerika Serikat berbatasan langsung dengan beberapa negara, di sebelah selatan
berbatasan dengan negara Meksiko, di sebeah utara dan barat laut berbatasan dengan Kanada, di
sebelah barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan sebelah timur berbatasan dengan Samudera
Atlantik. Dikutip dari Jonathan R Dull, A Companion to the American Revolution, ed. Jack P.
Greene and J. R. Pole Maiden (Mass: Blackwell, 1999), 352-361.

519 perumus deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, Thomas Jefferson, mengemukakan bahwa
koloni orang-orang Amerika harus mandiri dan bebas dikarenakan Britania Raya tidak
memperhatikan dan tidak peduli terhadap hak dasar setiap orang yang ada di koloni. Sehingga
dalam deklarasinya, Thomas Jefferson menuliskan bahwa koloni Amerika harus dan akan menjadi
negara yang bebas dan merdeka dari Britania Raya. Dikutip dari U.S Citizenship and Immigration
Services, Learn About the United States : Quick Civics Lessons for the Naturalization Test
(Washington DC: U.S Citizenship and Immigration Services, 2019), 3.

238



Konstitusi negara Amerika Serikat adalah hukum tertinggi
yang berlaku di negara Amerika Serikat, konstitusi ini merupakan
prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Amerika
Serikat.®™ Konstitusi Amerika Serikat menetapkan sebuah sistem
pemerintahan yang disebut representative democracy, dimana warga
negara memilih perwakilannya untuk membuat hukum yang akan
diberlakukan, selain itu warga negara juga memilih Presiden sebagai
pemimpin cabang kekuasaan eksekutif pemerintahan.>*?

Seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang
dibentuk di Amerika Serikat harus mematuhi seluruh ketentuan yang
terdapat dalam The Constitution of the United States of America dan
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. The Constitution of the
United States of America tercatat sudah mengalami kurang lebih 27
kali amandemen dengan amandemen pertamanya yang dikenal dengan
sebutan The Bill of Rights.>*

Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem politik

demokrasi konstitusional. John Adams—salah satu the Founding

511 U.S Citizenship and Immigration Services, Learn About the United States : Quick Civics
Lessons for the Naturalization Test, 1.

°2 Dalam konstitusi Amerika Serikat juga memuat hak-hak fundamental yang dimiliki oleh
seluruh warga negara dan seluruh orang yang tinggal di Amerika Serikat. Dikutip dari U.S
Citizenship and Immigration Services, Learn About the United States : Quick Civics Lessons for
the Naturalization Test, 1.

°13 Amandemen pertama The Constitution of the United States of America atau yang dikenal
dengan sebutan the Bill of Rights ini memuat beberapa hal yaitu perlindungan tentang hak
seseorang dalam kebebasan berekspresi, melindungi kebebasan dalam beragama dan bebas
berargumen, perlindungan atas hak warga negara untuk mengajukan petisi kepada pemerintah agar
mengubah hukum yang berlaku apabila dinilai tidak adil dan merugikan masyarakat. Amandemen
pertama ini menjamin dan melindungi 5 hal pokok vyaitu speech, religion, assembly, press, dan
petition the government. Dikutip dari U.S Citizenship and Immigration Services, Learn About the
United States : Quick Civics Lessons for the Naturalization Test, 2. dan USA gov, "U.S. History
and Historical Documents," usa.gov, diakses pada 11 February 2021, https://www.usa.gov/history.
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Fathers dan Presiden kedua Amerika Serikat—mengemukakan bahwa
“a government of laws, and not of men”, hal tersebut bermakna bahwa
pemerintahan negara Amerika Serikat dijalankan atas dasar hukum
bukan perseorangan/pemimpin, tidak ada individu atau kelompok
tertentu yang memiliki kedudukan di atas hukum sehingga seluruh
warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku.”** Konstitusi
Amerika Serikat membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam 3
kelompok vyaitu legislatif, eksekutif dan yudisial. Adapun pembagian

kekuasaan pemerintahan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut.

514 pada sistem demokrasi konstitusional, orang-orang memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum
karena hukum dibuat oleh orang-orang yang tekah dipilih untuk menjadi perwakilan rakyat di
pemerintahan. Peraturan perundang-undangan diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh
rakyat adalah sama di hadapan pemerintah dan melindungi hak setiap orang khususnya dari
kekerasan yang melanggar hak asasinya sebagai seorang manusia. Dikutip dari U.S Citizenship
and Immigration Services, Learn About the United States : Quick Civics Lessons for the
Naturalization Test, 4.
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Gambar 8 Pembagian Kekuasaan Amerika Serikat™™

Kekuasaan legislatif di Amerika Serikat dipegang oleh
Kongres (Congress of the United States) yang terdiri dari Senat dan
Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives).”’® Anggota
House of Representative terdiri dari 435 perwakilan dari seluruh
negara bagian, dimana di antara 50 negara bagian tersebut memiliki
jumlah perwakilan yang proporsional sesuai dengan jumlah penduduk
di masing-masing negara bagian.”*’ Setiap anggota House of
Representative memiliki masa jabatan 2 tahun tanpa batasan jumlah

masa jabatan.

1 USA gov, "Branches of the U.S. Government," usa.gov, diakses pada 11 February 2021,
https://www.usa.gov/branches-of-government.

516 The Constitution of the United States of America, Article | section (1).

*7 The Constitution of the United States of America, Article | section (2).
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Terdapat tambahan anggota House of Representative yang
berasal dari delegasi non-voting perwakilan dari District of Columbia
dan daerah teritorial.**® Sedangkan anggota Senat merupakan 2 (dua)
perwakilan terpilih dari setiap negara bagian, sehingga terdapat total
100 senator dari jumlah total seluruh negara bagian dengan masa
jabatan 6 (enam) tahun dan tidak ada batasan jumlah masa jabatan
bagi setiap senat.”’® Cabang kekuasaan legislatif ini memiliki tugas
sebagai berikut.>?

1) Merancang undang-undang (membentuk hukum federal);

2) Menerima atau menolak usulan Presiden terkait rekomendasi
calon Kepala Lembaga Federal, Hakim Federal, dan
Mahkamah Agung;

3) Kewenangan menyatakan perang, dan kewenangan lain
sebagai pemegang kekuasaan legislatif pemerintah.
Kekuasaan eksekutif tertinggi Amerika Serikat dipegang oleh

Presiden. Selain sebagai eksekutif tertinggi, Presiden adalah kepala

negara Amerika Serikat, pemimpin pemerintah federal dan Panglima

Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Masa jabatan

518 USA gov, "Legislative Branch of the U.S. Government," usa.gov, diakses pada 11 February
2021, https://www.usa.gov/branches-of-government#item-214496.

519 Jabatan Senat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu kursi Senat golongan pertama
dengan masa jabatan berakhir pada tahun kedua, kursi Senat golongan kedua dengan masa jabatan
berakhir pada tahun keempat, dan kursi senat golongan ketiga dengan masa jabatan berakhir pada
tahun keenam. Sehingga setiap 1/3 anggota senat dapat terpilih kembali setiap dua tahun. The
Constitution of the United States of America, Article I section (3).

20 Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Kongres memiliki
lembaga cabang kekuasaan legislatif yang berperan untuk membantu pelaksanaan tugas yang
dimiliki oleh Kongres, di antaranya yaitu Arsitek Capitol, Kantor Anggaran Kongres, Layanan
Riset Kongres, Kantor Hak Cipta, Kantor Akuntabilitas Pemerintah, Kantor Penerbitan
Pemerintah, Rumah Kantor Inspektur Jenderal, Rumah Kantor Panitera, Komite Kongres
Gabungan tentang Upacara Pengukuhan, Perpustakaan Kongres, Komisi Pembayaran dan Akses
Medicaid dan CHIP, Komisi Penasihat Pembayaran Medicare, Kantor Kepatuhan, Pusat
Kepemimpinan Dunia, Pusat Layanan Publik Stennis, Kebun Raya AS, Kepolisian AS, dan Pusat
Pengunjung Capitol AS. Dikutip dari USA gov, "Legislative Branch of the U.S. Government,"
usa.gov, diakses pada 11 February 2021, https://www.usa.gov/branches-of-government#item-
214496.
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Presiden adalah 4 (empat) tahun untuk maksimal 2 (dua) kali masa
jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum
bersamaan dengan Wakil Presiden.®?! Pemilihan Presiden di Amerika
Serikat pada dasarnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat
melainkan dipilin rakyat melalui Dewan Elektoral (Electoral
College).>*

Sebagai pelaksana dan penegak hukum, kekuasaan eksekutif
pemerintah Amerika Serikat apabila dirinci meliputi Presiden sebagai
kepala eksekutif pemerintahan, wakil Presiden, kabinet, departemen
eksekutif, lembaga independen, dewan, komisi, dan komite lain,
dimana keseluruhan cabang kekuasaan eksekutif ini memiliki peran
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal
membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutif
tertinggi Amerika Serikat.”*®

Cabang kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat yang
terakhir adalah kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah

Agung.®®* Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Amerika

Serikat, seluruh putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung

°2! The Constitution of the United States of America, Article 11 section (1).

Pemenang pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak ditentukan dari suara terbanyak
peserta pemilih (popular vote) akan tetapi ditentukan oleh Electoral College. Anggota dari
Electoral College ini dipilih secara langsung oleh seluruh warga negara Amerika Serikat dimana
seluruh anggota Electoral College merupakan perwakilan dari setiap negara bagian. Dikutip dari
U.S Citizenship and Immigration Services, Learn About the United States : Quick Civics Lessons
for the Naturalization Test, 7.

52 USA gov, "Executive Branch of the U.S. Government," usa.gov, diakses pada 11 February
2021, https://www.usa.gov/branches-of-government#item-214500.

524 The Constitution of the United States of America, Article 111 section (1).
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menurut konstitusi dan hukum federal bersifat final."® Akan tetapi,

kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung bersifat terbatas,

dimana ia tidak dapat membuat keputusan tentang hukum negara atau

hukum konstitusi.

Hakim Mahkamah Agung terdiri atas 9 (sembilan) orang

meliputi seorang Ketua Mahkamah Agung dan 8 (delapan) Hakim

Madya yang dicalonkan oleh Presiden dengan saran dan persetujuan

dari Senat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kongres.>*® Kewenangan

yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan kehakiman Amerika Serikat

mencakup semua kasus dalam urusan hukum dan keadilan, apabila

dirinci kewenangannya adalah sebagai berikut.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

527

Memutus perkara terkait permasalahan yang berhubungan
dengan Duta Besar, Menteri dan Konsul;

Memutus semua perkara yang berada di bawah hukum
Departemen Angkatan Laut dan Maritim;

Permasalahan yang melibatkan Amerika Serikat sebagai
salah satu pihak yang bersengketa;

Permasalahan antara dua negara atau lebih;

Permasalahan antara sebua negara dan warga negara lain;
Permasalahan antar warga negara lain;

Permasalahan antar sesama warga negara Amerika Serikat
yang saling menuntut terkait masalah pertanahan dari negara
lain;

Permasalahan antar sebuah negara;

Permasalahan antar warga negara; dan

10) Permasalahan luar negeri dan warga negara luar negeri.

525 USA gov, "Judicial Branch of the U.S. Government,” usa.gov, diakses pada 11 February 2021,
https://www.usa.gov/branches-of-government#item-211477.

526 Supreme Court of the United States, "About the Court," Supreme Court of the United States,
diakses pada 11 February 2021, https://www.supremecourt.gov/about/about.aspx.

527 The Constitution of the United States of America, Article I11 section (2).
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Pada cabang kekuasaan yudikatif, Kongres memiliki
kewenangan untuk membentuk pengadilan federal di bawah
Mahkamah Agung untuk menyelesaikan beberapa masalah tertentu di
luar kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung seperti
berbagai kasus yang melibatkan hukum federal contohnya masalah
pajak dan kepailitan, tuntutn hukum yang melibatkan pemerintah
Amerika Serikat dan/atau negara bagian lain, dan permasalahan-
permasalahan lain. Berikut adalah beberapa pengadilan federal di
bawah Mahkamah Agung yang terdapat dalam sistem pemerintahan
Amerika Serikat.*®

1) Administrative Office of the U.S. Courts
2) Bankruptcy Courts

3) Court of Appeals for the Armed Forces
4) Court of Appeals for the Federal Circuit
5) Court of Federal Claims

6) Court of International Trade

7) Federal Court Interpreters

8) Federal Judicial Center

9) Judicial Panel on Multidistrict Ligitation
10) Supreme Court of the United States

11) Tax Court

12) U.S. Court of Appeals for Veterans Claims
13) U.S. Courts of Appeal

14) U.S. Sentencing Commision

Kabinet dalam Pemerintahan Amerika Serikat terdiri atas 15
departemen eksekutif, termasuk di dalamnya Presiden dan Wakil
Presiden sebagai pemimpin kabinet. Seluruh anggota kabinet memiliki

gelar Sekretaris (Secretary) kecuali Kepala Departemen Kehakiman

528 Seluruh hakim pada pengadilan federal ini dicalonkan oleh Presiden kepada Senat. Setelah
Senat memberikan persetujuan, seluruh hakim pengadilan federal diangkat oleh Kongres. USA
gov, "Judicial Branch of the U.S. Government,” usa.gov, diakses pada 11 February 2021,
https://www.usa.gov/branches-of-government#item-211477.
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yang memiliki gelar Jaksa Agung.>®® Pengangkatan anggota kabinet
dilaksanakan oleh Presiden dengan persetujuan dari Senat. Berikut
adalah 15 departemen eksekutif pada pemerintahan Amerika
Serikat.

1)  U.S. Department of Agriculture

2)  U.S. Department of Commerce

3) U.S. Department of Defense

4)  U.S. Department of Education

5)  U.S. Department of Energy

6) U.S. Department of Health and Human Services
7)  U.S. Department of Homeland Security

8)  U.S. Department of Housing and Urband Development
9) U.S. Department of Justice

10) U.S. Department of Labor

11) U.S. Department of State

12) U.S. Department of the Interior

13) U.S. Department of the Treasury

14) U.S. Department of Transportation

15) U.S. Department of Veterans Affairs

Dalam menjalankan tugasnya, menteri-menteri kabinet
(sekretaris departemen eksekutif) dibantu oleh wakil menteri. Wakil
menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari senat, dimana
setiap departemen setidaknya memiliki satu wakil menteri—atau biasa
disebut juga dengan wakil sekretaris departemen. Wakil menteri pada
dasarnya bertugas sebagai penasihat menteri—dalam susunan

ketatanegaraan Amerika Serikat disebut Sekretaris Departemen—

52 WH.GOV, "THE BIDEN-HARRIS ADMINISTRATION : THE CABINET," whitehouse.gov,
diakses pada 11 February 2021, https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet/.

530 WH.GOV, "The Executive Branch : From the President, to the Vice President, to the Cabinet,
learn more about the Executive Branch of the government of the United States," whitehouse.gov,
pada 11 February 2021, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-
government/the-executive-branch/.
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memberikan saran dan membantu menteri dalam melaksanakan
seluruh tugas yang dimilikinya.

Kedudukan wakil menteri atau wakil sekretaris departemen
berada di bawah menteri (sekretaris departemen), dan ia memiliki
kewajiban untuk bertanggung jawab kepada menteri. Berikut adalah

susunan organisasi beberapa kementerian di Amerika Serikat.>*!

>31 Susunan organisasi departemen kementerian Amerika Serikat dapat diakses pada laman web
resmi setiap departemen eksekutif Amerika Serikat antara lain yaitu Department of Agriculture, ,
https://www.usda.gov/. Department of Commerce, , https://www.commerce.gov/. Department of
Defense, , https://www.defense.gov/. Department of Education, , https://www.ed.gov/.
Department of Energy, , https://www.energy.gov/. Department of Health and Human Services, ,
https://www.hhs.gov/. Department of Homeland Security, , https://www.dhs.gov/. Department of
Housing and Urban Development, , https://www.hud.gov/. Department of Justice,
https://www.justice.gov/. Department of Labor, , https://www.dol.gov/. Department of State, ,
https://www.state.gov/. Department of the Interior, , https://www.doi.gov/. Department of the
Treasury, : https://home.treasury.gov/. Department of  Transportation, :
https://www.transportation.gov/. Department of Veterans Affairs, , https://www.va.gov/.
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Gambar 9 Susunan organisasi Department of State

532

Departmen of State,

diakses pada 11 February 2021,

content/uploads/2021/01/Dept-Org-Chart-Feb-2020-508.pdf.

248

532

https://www.state.gov/wp-



Prapared hy: Dlrestoralefor
Oy artizatichal Prdicy aad
Declgit Support
OFLOSACMWHOSL

DoD Organizational Structure

Department of Defense
Sacratary of Defanse

The averall argamization of Dol is
estgbiished ir faw im IO U 5. C 5171
and in Do Poficy ir Dol 5100071,

Ofiice of the Inepactor Ganaral
of the Dapartmant of Dafensa

[ : [ [ | T

H Oflce of tha I Depariment of Depariment of Deparbment of ' Jaint Chisfa '
. : Lhet ART Lha W Lhe Alr Force | al SLaM |
. Sacrwtary of the Alr Force [ - Chalrman of tha .
' H [ Joinl Chiwfa of Sl \
' OMfica OHIca Crifice Hoads Criflca ! ' !
Dafansae, Assisbant ' o the e o af tha ta o the e . Tha Tha '
Sacrwtarkes of 1| SaLrdary Ammy Statr Chisl SeCruEny l:::nn:’ SrLrelary Br St H Jodnt Chials Joimd Btakf |}
Derfense, and ot . ol the of Haval af tha c ol the '
I'Hild offichaln ! Army Op=radlcns Hawy frp AIr Force E
. I I I |
' ' '
! = . i '
i Bhides : Ty The | Slice Jns | Tha : Shde
283 : Ay Ney | 586 | coms gigrorcd, | | d :
--------------------------------------------------------------------------------------------- : ;
'
{ ] :

Defanse Bgencles (19)

oD Fleld Acilvilies (3)

Dolunza Advanced Rexaarch Projacts Agancy
Dolunza Commiscary Agency
Dolunza Comtrac susdH Agency

Dwfansa Madia Actvlty
Dwfensa Tachnical brformation Center
Dwfensa Tachrodogy Sacurity Adminlstration

! Cormbatant Cormmands (3%}

1| . Adrica Command
' & Central Command
1| & Europaan Command

' & Horthem Comamand

u.% PacHic Command

U.%. Soautham Command

U.% Spaclal Oparations Command

Dolunza Comtracl Managamarnt Agancy *
Dolunza Finance and Accounting Servica
Dalmnza Health Agancy *

Dolunza Information Syxtars Agancy *

Dol Egucation Activity

Dol Human Rasowrcas Acthity

Bolr Text Rexourca Managemart Centar '
Cilce of Economic Adgsment ; :

Dolunza Iminllgenca Agancy * Washington Headguartsrs Ssrvicac ' | Wk Ftratwghc Command
Dolunza Leqal Sarvices Agency ! +| W& Transportation Command
Dolunza Logichics Agancy * ' 1| =U.% Cybar Command = KOG 2017

Dolunza POWTRLAL Arcoumtng Agency .

Dolmnza Securlty Cooperation Agency S”EES 0 i B
Dakunza Fecurty 5II'\"|DI 4 TR A&D LT Llevatier =1 s, Cuber Comim 312 1= a Combasan)
Dalunza Threat Raduction Agency - amranc wallaze ar Jpon ke cor-rmalan ank

Miczila Doionen Agancy |

apazinicenl =l e -5l ezhraizer
Mational Gaocpatlaklmtalligance Agsncy *
Mabional Reconnaseance Oifica 3 4 —— e .
. . o Jetense Agoisy dersl od as 3 Sambal 2 appee
:::::“S;cmnjéﬁqun:_ﬂc:n;.ml ) il Mgerey IC5A FLsual la T LS T, S D '
gon Force Frotacion Agency | T (Cbmme] [Svem)

Gambar 10 Susunan organisasi Department of Defense®*

°%3 Department of Defense, diakses pada 11 February 2021, https://www.defense.gov/our-
story/meet-the-team/deputy-secretary-of-defense/.
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Gambar 11 Susunan organisasi Department of the Treasury>**
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534 Department  of  the Treasury, diakses pada 11 February 2021,

https://home.treasury.gov/about/general-information/organizational-chart.

250

MALIK IBRAHIM




US Department of Labor Organizational Chart
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Berdasarkan beberapa susunan organisasi departemen Z
kementerian Amerika Serikat yang telah disebutkan di atas dapat 5'
dilihat bahwasannya kedudukan wakil menteri berada di bawah g
menteri (Sekretaris Departement). Pada beberapa kementerian, wakil 8

menteri langsung membawahi beberapa bidang tugas pemerintahan,

seperti contohnya pada departemen luar negeri, dimana wakil menteri

535

Department of Homeland  Security, diakses pada 11 February 2021,
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/dhs-orgchart.pdf.
536 Department of Labor, diakses pada 11 February 2021,

https://www.dol.gov/general/aboutdol/orgchart.
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memiliki 6 tugas utama yaitu urusan politik (political affairs), urusan
manajemen (management), urusan ekonomi, bisnis, dan pertanian
(economic growth, energy and environment), urusan diplomasi publik
dan urusan publik (public diplomacy and public affairs), urusan
pengawasan senjata dan keamanan internasional (arms control and
international security affairs), serta urusan keamanan sipil, demokrasi
dan urusan global (civilian security, democracy, and human rights).>*’

Susunan organisasi departemen kementerian Amerika Serikat
yang disebutkan di atas, selain menjelaskan mengenai kedudukan
wakil menteri di setiap departemen kementerian, pada beberapa bagan
organisasi dapat dilihat pembagian tugas yang antar setiap pejabat
kementerian termasuk di dalamnya pembagian tugas terhadap wakil
menteri.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa secara
umum tugas yang dimiliki oleh wakil menteri di Korea Selatan,
Malaysia, dan Amerika Serikat adalah sama yaitu sebagai pembantu
menteri dalam melaksanakan tugas kementerian. Kedudukan wakil
menteri dalam struktur ketatanegaraan Korea Selatan, Malaysia, dan
Amerika Serikat berada langsung di bawah menteri, kecuali di Korea
Selatan pada dasarnya kedudukan wakil menteri berada di bawah
menteri namun pada praktiknya kedudukan wakil menteri adalah

sejajar dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Terdapat

7 Departmen of State, diakses pada 11 February 2021, https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2021/01/Dept-Org-Chart-Feb-2020-508.pdf.
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perbedaan istilah untuk menyebut wakil menteri, di Korea Selatan
wakil menteri dikenal dengan sebutan vice minister, di Malaysia
dikenal dengan istilah timbalan menteri, dan di Amerika Serikat
disebut dengan deputy secretary.

Terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengangkatan wakil
menteri, di Korea Selatan wakil menteri diangkat oleh menteri secara
langsung>*® dengan ketentuan batas maksimal wakil menteri yang
boleh diangkat adalah 2 (dua) wakil menteri pada setiap kementerian,
Setiap kementerian di Korea Selatan memiliki minimal 1 (satu) wakil
menteri dan maksimal 2 (dua) wakil menteri. Banyaknya jumlah wakil
menteri yang diangkat oleh setiap menteri didasarkan pada
pertimbangan beban kerja yang dimiliki oleh setiap kementerian.
Menteri sebagai pemimpin kementerian dinilai memiliki pengetahuan
paling banyak terkait beban kerja di kementerian yang bersangkutan,
sehingga menteri dapat mempertimbangkan berapa banyak wakil
menteri yang perlu diangkat menyesuaikan dengan beban kerja di
kementerian yang dipimpinnya.

Berbeda halnya dengan pengangkatan wakil menteri di
Malaysia, wakil menteri diangkat secara langsung oleh Perdana
Menteri dimana pelantikannya dilaksanakan secara bersamaan dengan
pelantikan menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Wakil menteri

terdapat di seluruh kementerian dalam pemerintahan negara Malaysia

5% Sung Chul Yang, "The North and South Korean Political Systems : A Comparative Analysis",

42.
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dengan ketentuan setiap kementerian terdapat 1-2 wakil menteri.
Penentuan jumlah wakil menteri pada setiap kementerian disesuaikan
dengan banyaknya beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing
kementerian. Penentuan beban kerja pada setiap kementerian ini
didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri
Malaysia.

Wakil menteri Malaysia selain bertugas membantu tugas
menteri, pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh wakil menteri
adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh menteri. Wakil
menteri  berfungsi menggantikan menteri dalam melaksanakan
tugasnya, termasuk dalam mewakili menteri untuk menghadiri acara
kenagaraan yang tidak bisa dihadiri langsung oleh menteri yang
bersangkutan.

Pengangkatan wakil menteri di Amerika Serikat dilakukan
oleh Presiden dengan persetujuan dari Senat.>*® Eksistensi wakil
menteri dalam pemerintahan Amerika Serikat berada di setiap
kementerian, dimana masing-masing kementerian memiliki satu wakil
menteri yang bertugas membantu menteri melaksanakan tugasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil menteri, ia
bertanggungjawab langsung kepada menteri pada kementerian yang

bersangkutan.

5% The Constitution of the United States of America.
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Kedudukan wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan
Amerika Serikat berada di bawah menteri®*®, namun pada beberapa
kementerian terentu terdapat beberapa wakil menteri yang memiliki
kedudukan yang sejajar dengan pejabat lain pada kementerian
tersebut.>*" Berbeda dengan wakil menteri di Korea Selatan dan
Malaysia yang turut menjadi bagian dari kabinet, wakil menteri di
Amerika Serikat bukanlah anggota kabinet.>** Setiap wakil menteri
memiliki tugas yang berbeda antara satu kementerian dengan
kementerian yang lain, tugas yang dimiliki oleh setiap wakil menteri
menyesuaikan pada kementerian mana ia ditempatkan. Selain itu,
pembagian tugas wakil menteri di Amerika Serikat pada kementerian
tertentu sudah dirinci pada bagan organisasi di kemeterian yang

bersangkutan.>*?

%0 Salah satu contohnya yaitu pada Department of the Treasury kedudukan wakil menteri dalam
struktur organisasinya berada di bawah menteri. Dikutip dari Department of the Treasury, diakses
pada 11 February 2021, https://home.treasury.gov/about/general-information/organizational-chart.
>531ah satu contohnya yaitu pada Department of Housing and Urban Development kedudukan
wakil menteri sejajar dengan kepala staff kementerian, dikutip dari Department of Housing and
Urban Development, , https://nlihc.org/sites/default/files/2014AG-43.pdf.

>2 Kabinet pemerintahan Amerika Serikat terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala
Departemen Eksekutif (menteri pada kementerian tersebut). Dikutip dari USA gov, "Executive
Branch of the U.S. Government," usa.gov, diakses pada 11 February 2021,
https://www.usa.gov/branches-of-government#item-214500.

>3 pada bagan organisasi Department of State terdapat pembagian tugas untuk wakil menteri yang
menjabat, wakil menteri memiliki 6 bidang tugas yang harus dilaksanakan yaitu urusan politik
(political affairs), urusan manajemen (management), urusan ekonomi, bisnis, dan pertanian
(economic growth, energy and environment), urusan diplomasi publik dan urusan publik (public
diplomacy and public affairs), urusan pengawasan senjata dan keamanan internasional (arms
control and international security affairs), serta urusan keamanan sipil, demokrasi dan urusan
global (civilian security, democracy, and human rights). Dikutip dari Departmen of State, diakses
pada 11 February 2021, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Dept-Org-Chart-Feb-
2020-508.pdf.
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C. Aspek Ontologis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019 Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dengan
Teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi

Hakikat pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan yang terdapat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019°* tindakan
yang melarang seseorang memiliki jabatan ganda, baik sebagai pejabat
pemerintah ataupun bukan. Pada dasarnya pelarangan ini ditujukan sebagai upaya
preventif terhadap terjadinya pelanggaran lain yang mungkin ditimbulkan oleh
tindakan rangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan yang termuat dalam putusan

Mahkamah Konstitusi ini hakikatnya tidak hanya berlaku bagi wakil menteri saja,

akan tetapi berlaku bagi seluruh pejabat pemerintahan. Rangkap jabatan sebagai

salah satu tindakan yang memicu adanya konflik kepentingan dan berujung pada
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme®* harus dicegah sejak awal agar
tidak berimbas pada hal lain yang menimbulkan dampak buruk bagi jalannya

pemerintahan.

Sejalan dengan hakikat pelarangan praktik rangkap jabatan yang terdapat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, dalam teori al-
wizarah Imam al-Mawardi juga terdapat larangan untuk merangkap jabatan yang
pada hakikatnya pelarangan ini melarang tidak hanya bagi wazir saja, melainkan
bagi seluruh pejabat pemerintahan.>*® Tujuan utama larangan rangkap jabatan

menurut teori al-wizarah adalah untuk mencegah timbulnya mudharat bagi

> pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI1/2019, 96

> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Konflik Kepentingan", 4-5.

5% Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
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masyarakat, karena rangkap jabatan merupakan tindakan yang merugikan
masyarakat. Secara ontologis, pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan baik
menurut putusan Mahkamah Konstitusi maupun menurut teori al-wizarah
memiliki jangkauan dan tujuan yang sama. Berdasarkan dua sudut pandang ini,
rangkap jabatan dinilai sebagai tindakan tercela yang akan menghambat jalannya
pemerintahan dan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas. Berikut
adalah analisis lebih lanjut terkait aspek ontologis larangan rangkap jabatan
menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 dan teori al-

wizarah imam al-Mawardi.

1. Ratio Legis Hukum Terkait Larangan Rangkap Jabatan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019

Rangkap jabatan dalam KBBI diartikan sebagai suatu keadaan
dimana ketika terdapat dua jabatan atau lebih dalam pemerintahan ataupun
organisasi tertentu yang dijabat oleh satu orang secara bersamaan.>*
Adanya praktik rangkap jabatan ini apabila dilakukan setidaknya telah
melanggar ketentuan dalam kurang lebih 9 (sembilan) peraturan perundang-
undangan yang terdiri atas 7 (tujuh) Undang-Undang dan 2 (dua) Peraturan
Pemerintah. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, praktik
rangkap jabatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan kode etik

pemerintahan.>*®

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua™.

%8 May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)," Jurnal Legislasi Indonesia
8.
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Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) wakil menteri
yang diangkat pada awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan tindakan
yang melanggar peraturan perundang-undangan. Rangkap jabatan yang
esensinya dianggap sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan moral
dan etika yang berlaku, sehingga tidak seharusnya dilakukan terutama oleh
pejabat pemerintahan. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negarabeserta
dengan kedudukan yang dimilikinya dalam hukum dan pemerintahan
mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi hukum yang
berlaku.>*® Terdapat 9 peraturan perundang-undangan yang melarang
praktik rangkap jabatan.”®® Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh
wakil menteri, secara yuridis sudah melanggar ketentuan dalam Undang-
Undang BUMN mengenai larangan rangkap jabatan.

Kendati dalam Undang-Undang Kementerian Negara tidak terdapat
larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, namun tindakan tersebut tentu
saja tetap dilarang. Apabila dikaji lebih lanjut, 3 (tiga) wakil menteri yang
merangkap jabatan tersebut hampir seluruhnya merangkap jabatan sebagai
komisaris utama dan/atau wakil komisari utama pada beberapa perusahaan

plat merah (BUMN). Berdasarkan teori hierarki Hans Kelsen,> ketentuan

> pasal 27, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

50 Rofiq Hidayat, "Rangkap Jabatan Komisaris Dinilai Langgar Sejumlah UU dan PP Ini,"
Hukumonline.com, 2020, diakses pada 29 Maret 2021,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0eceb9d2c15/rangkap-jabatan-komisaris-dinilai-
langgar-sejumlah-uu-dan-pp-ini/.

! Teori hierarki yang dicetuskan oleh Hans Kelsen ini meyakini bahwa sistem hukum adalah
suatu sistem anak tangga yang memiliki kaidah berjenjang, dimana hubungan antara norma dasar
yang mengatur norma perbuatan satu dengan norma yang lain disebut sebagai hubungan super
daan sub-orfinasi pada konteks spasial. Suatu norma bersifat superior apabila ia menjadi dasar
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dalam UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara—baik bagi warga
negara biasa hingga warga negara yang memiliki kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan—untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat terhadap
larangan untuk merangkap jabatan.

Vacuum of norm terhadap larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara, tidak mengubah fakta
bahwa rangkap jabatan adalah tindakan yang dilarang secara hukum.
Berpegang pada ketentuan Pasal 27 UUD 1945, maka undang-undang yang
digunakan pada praktik rangkap jabatan wakil menteri ini adalah ketentuan
dalam Undang-Undang BUMN. Pada Undang-Undang BUMN dengan tegas
melarang seluruh anggota direksi dan komisaris BUMN untuk merangkap
jabatan baik sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, sebagai
pejabat struktural ataupun pejabat fungsional di pemerintahan pusat atau

pemerintahan daerah serta sebagai pejabat pada jabatan lain yang dapat

pembuatan norma lain. Sedangkan norma yang dibentuk dengan berlandaskan norma superior
disebut sebagai inferior. Kesesuaian antara norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan
norma yang memiliki kedudukan lebih rendah berpengaruh pada validitas norma tersebut. Apabila
norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka norma tersebut
dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dikutip dari Jimly
Asshiddigie dan M. Ali Safa'at, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jenderal
& Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

Pada teori ini Hans Kelsen menyebutkan bahwa “The unity of these norm is constituted by the fact
that creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher one—the creation
of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest,
the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its
unity.” Adanya tingkatan norma dalam suatu sistem hukum menurut Hans Kelsen disebabkan
akibat adanya fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih
tinggi. Hal tersebut kemudian menjadi awal mula munculnya tingkatan norma. Dikutip dari Hans
Kelsen, General Theory of Law and State, terj. Translated by Anders Wedberg (Massachusetts,
USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009), 124.
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memicu adanya konflik kepentingan.>® Fakta bahwa terdapat anggota
direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan sebagai wakil
menteri adalah bukti yang menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan
wakil menteri melanggar peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Kementerian Negara pada dasarnya mengatur
tentang larangan rangkap jabatan, namun peruntukannya adalah bagi
menteri, dimana dalam Undang-Undang Kementerian Negara disebutkan
bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain ketika ia masih
menjadi menteri, baik sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi
pada perusahaan negara ataupun swasta, dan pimpinan organisasi yang
dibiayai oleh APBN dan/atau APBD.”*® Mahkamah Konstitusi—dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80-PUU-XV11/2019—berpendapat
bahwa ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku
bagi wakil menteri. Mahkamah menegaskan bahwa segala sesuatu yang
dilarang bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri, sehingga secara tidak
langsung larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku bagi wakil menteri.

Wahiduddin Adams—salah satu hakim anggota Mahkamah
Konstitusi—menyatakan bahwa apabila wakil menteri dikategorikan
sebagai pejabat negara, maka secara otomatis larangan rangkap jabatan yang

diberlakukan dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang

%2 pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003.

%3 pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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Kementerian Negara juga berlaku bagi wakil menteri.®* Keterangan
tersebut sejalan dengan pernyataan Eko Prasojo—ahli dari pemerintah—
pada sidang perkara nomor 80/PUU-XVI11/2019 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
acara mendengarkan keterangan DPR dan ahli Presiden yang
mengemukakan bahwa disebabkan pengangkatan wakil —menteri
dilaksanakan secara politik, maka status wakil menteri dapat dikategorikan
sebagai pejabat negara sehingga peraturan yang melarang pejabat negara
merangkap jabatan sebagai komisaris dan/atau direksi di BUMN, BUMD,
atau BUMS serta sebagai jabatan lainnya berlaku pula bagi wakil menteri.>>®

Mahkamah Konstitusi—dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVI1/2019—juga menegaskan bahwa larangan rangkap
jabatan dalam Undang-Undang Kementerian Negara tidak hanya berlaku
bagi menteri saja melainkan juga berlaku bagi wakil menteri. Pertimbangan
hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah bahwa
pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri dilaksanakan atas dasar hak
prerogratif yang dimiliki oleh Presiden, dimana hal tersebut serupa dengan

pengangkatan dan pemberhentian menteri yang juga dilaksanakan atas dasar

4 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-
XVI1/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)", 13.

5% Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Risalah Sidang Perkara Nomor 80/PUU-
XVI1/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Acara
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)", 19.
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hak prerogratif Presiden sehingga status pejabat negara yang diberikan
kepada menteri juga diberlakukan bagi wakil menteri.>*®

Apabila dilihat dari segi pengangkatan dan pemberhentiannya yang
dilaksanakan oleh Presiden secara langsung berdasarkan hak prerogratifnya
maka kedudukan menteri dan wakil menteri adalah sama, sehingga
meskipun tugas wakil menteri adalah membantu menteri dalam menangani
beban kerja tertentu dalam suatu kementerian namun status menteri dan
wakil menteri tetap sama sebagai pejabat negara yang diangkat secara
langsung oleh Presiden. Dengan demikian, seluruh ketentuan terkait
larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang Kementerian yang berlaku
bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri.

Sikap yang ditunjukkan oleh Presiden dan menteri BUMN yang
menganggap bahwasannya pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tidak mempunyai
kekuatan hukum tetap karena pertimbangan hukum Mahkamah bukan
merupaakan bagian dari amar putusan.®’ Padahal pertimbangan Mahkamah

558

Konstitusi tersebut merupakan ratio decidendi atas permasalahan

% pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUUXVI1/2019, 96.

>7 pemerintah dalam hal ini memiliki pemahaman bahwa apabila suatu amar putusan menyatakan
bahwa permohonan tidak diterima maka seluruh ketentuan lain yang terdapat dalam putusan
tersebut tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali amarnya saja. Hal
tersebut yang menjadi alasan mengapa dari pihak pemerintah dalam hal pendapat yang diberikan
Mahkamah Konstitusi pertimbangan hukum Mahkamah dinilai tidak memiliki kekuatan hukum
karena dianggap bukan bagian dari amar putusan yang berkekuatan hukum mengikat. Dikutip dari
Agus Sahbani, "MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri,"” Hukum
Online, diakses pada 02 February 2021,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f5881c04afbd/mk-diminta-tegaskan-larangan-
rangkap-jabatan-wakil-menteri.

58 Ratio dicendi adalah
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konstitusionalitas pada ketentuan norma terkait wakil menteri.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan demikian mempunyai kekuatan
hukum mengikat yang sama dengan amar putusan, mengingat bahwasannya
pertimbangan Mahkamah dan amar putusan merupakan satu kesatuan
dimana adanya putusan yang ditetapkan dalam amar putusan merupakan
hasil kesimpulan dari berbagai pertimbangan hukum Mahkamah yang
ada.559
Guna menindaklanjuti pendapat terkait larangan rangkap jabatan
bagi wakil menteri yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVI1/2019, Mahkamah Konstitusi disarankan untuk
memberikan putusan terkait pernyataan terhadap Pasal 23 Undang-Undang
Kementerian khususnya pada frasa menteri tetap dianggap konstitusional
dan berkekuatan hukum tetap sepanjang dimaknai dengan pemahaman
termasuk wakil menteri.>®
Sehingga dapat dipahami bahwasannya keberlakuan aturan
larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri mengakibatkan bahwa
ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tetap
dianggap berstatus konstitusional dan berkekuatan hukum mengikat apabila
dalam pemahamannya dimaknai dengan pemahaman bahwa peraturan

tersebut diperuntukkan bagi menteri dan wakil menteri secara bersamaan.

%9 Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", 211.

%0 Utami Argawati, "Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri," Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, diakses pada 02 February 2021,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2.
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Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri yang ditegaskan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan
olen Mahkamah, mengingat bahwa wakil menteri memiliki kedudukan yang
sama dengan menteri yakni sebagai pejabat negara sehingga wakil menteri
memiliki kewajiban yang sama untuk tidak melakukan praktik rangkap
jabatan karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.

Adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdapat praktik rangkap
jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri semakin menunjukkan
pentingnya penegasan terhadap aturan larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri. Ratio legis aturan terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
dengan demikian menjadi bentuk kepastian hukum Mahkamah sebagai
penegasan status wakil menteri sebagai pejabat negara yang harus mematuhi
aturan larangan rangkap jabatan. Putusan tersebut juga berperan sebagai
upaya penegakan hukum terhadap terjadinya praktik rangkap jabatan di
lingkungan pemerintahan, dan untuk mencegah terjadinya praktik rangkap
jabatan baik dalam organisasi kementerian—khususnya bagi wakil

menteri—maupun di lingkungan organisasi pemerintahan yang lain.
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2. Menelaah Corak Rangkap Jabatan Dalam Teori Al-Wizarah Imam Al-
Mawardi
Pada salah satu kitab karangan Imam Al-Mawardi yang berjudul
Adab Al-Wazir atau juga dikenal dengan judul Qawanin Al-Wizarah wa
Siyasat al-Mulk terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa terdapat
beberapa alasan yang menyebabkan diberhentikannya seorang wazir sebagai
pejabat pemerintahan, salah satunya yaitu keinginan untuk merangkap
jabatan.®®! Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa sekadar
memiliki keinginan untuk rangkap jabatan saja dilarang, terlebih melakukan
rangkap jabatan. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan akhlak
mulia yang harus dimiliki oleh setiap wazir sebagai pra-syarat yang harus
dipenuhi sebelum dapat diangkat menjadi wazir. Penjelasan lebih lanjut
terkait ketentuan rangkap jabatan dalam teori al-wizarah dipaparkan pada
pembahasan berikut.
a. Ragam Pengklasifikasian Wazir Menurut Teori Al-Wizarah
Wazir secara bahasa dimaknai sebagai beban (al-wizru),
tempat berlindung (al-wazar), dan tulang punggung (al-azru).>®
Wazir sebagai salah satu pejabat negara yang dibutuhkan bantuannya
baik tenaga ataupun pikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan
menjadikan posisi wazir sangat penting dalam jalannya suatu
pemerintahan, terutama dalam urusan mengatasi persoalan-persoalan

kenegaraan yang berat sehingga wazir sering disebut sebagai tangan

%L Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
%2 Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman.

265



kanan seorang kepala Negara dalam menjalankan roda
pemerintahan.*®
Pada teori wizarah yang dikemukakan oleh imam Al-
Mawardi, wazir diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu sebagai
berikut.
1) Wazir Tafwidh
Wazir tafwidh merupakan pembantu utama kepala
negara dalam urusan pemerintahan, dimana kekuasaan yang
dimiliki oleh wazir tafwidh cukup luas hingga dapat dikatakan
bahwa wazir tafwidh merupakan tangan kanan seorang kepala
negara dalam menjalankan roda pemerintahan.*®* Seorang wazir
tafwidh meskipun statusnya hanya sebagai pembantu kepala
negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
seorang wazir tafwidh memiliki kekuasaan yang sama dengan
seorang kepala negara kecuali dalam beberapa hal tertentu.
Wazir tafwidh di samping memiliki tugas untuk
melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh
seorang kepala negara, ia juga berwenang untuk ikut
merumuskan berbagai kebijakan yang akan diterapkan dalam
suatu negara. Sebagai seorang pembantu kepala negara, wazir

tafwidh memiliki tanggung jawab penuh dalam hal mengurusi

%3 Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj.
Fadli Bahri", Cet. Cet. 1 (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), 79.

%4 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 44.
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berbagai permasalahan yang ada dalam urusan pemerintahan.
Sehingga, wazir tafwidh menempati posisi yang penting dan
berpengaruh dalam jalannya suatu pemerintahan.

Wazir tafwidh memiliki kewenangan yang sangat luas
dalam urusan pemerintahan, bahkan terdapat pendapat yang
mengatakan bahwa kedudukan seorang wazir tafwidh dapat
dikatakan hampir menyamai kedudukan seorang kepala
negara.”®® Seorang wazir tafwidh atas kedudukannya sebagai
seorang pembantu kepala negara dalam urusan pemerintahan
diberikan kepercayaan penuh dalam hal pengaturan dan
penyelesaian berbagai masalah kenegaraan dengan berdasarkan
keputusan dan pertimbangannya sendiri tanpa melibatkan kepala
negara. Adanya ketentuan tersebut tidak lain juga dikarenakan
luasnya keseluruhan kekuasaan yang diemban oleh seorang
kepala negara, sehingga adanya wazir tafwidh ini merupakan
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kepala negara demi
kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan
efisien.

Wazir tafwidh memiliki berbagai kewenangan dalam
urusan pemerintahan, antara lain yaitu kewenangan dalam hal
perancangan berbagai hukum ketatanegaraan, memberikan

putusan dalam berbagai urusan di peradilan, menjadi pemimpin

%% Sefti Nuraida Nasution, "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Imam Al-Mawardi", 56.
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pasukan tentara dan mengangkat seorang panglima, selain itu
seorang wazir tafwidh juga berwenang untuk melantik seorang
hakim serta berhak untuk melaksanakan berbagai urusan lain
yang menjadi tanggung jawabnya dan menugaskan orang lain
untuk menangani tugas tersebut.”®

Kewenangan yang dimiliki oleh wazir tafwidh pada
dasarnya sama luasnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh
kepala negara, kecuali pada beberapa bidang tertentu dimana
terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh wazir tafwidh,
mengingat secara struktural kedudukan wazir tafwidh tetap
berada di bawah kepala negara dan wajib bertanggung jawab
kepada kepala negara meskipun secara fungsional tugas
keduanya hampir sama. Terdapat setidaknya 2 hal utama yang
menjadi pembeda antara kepala negara dan wazir tafwidh, yaitu
kewenangan yang hanya dimiliki oleh kepala negara untuk
mengawasi kinerja wazir tafwidh terhadap pelaksanaan tugasnya
dalam hal penataan yang dilaksanakan, berbagai otoritas yang
dimilikinya dan kewenangan dalam hal pengangkatan jabatan
negara hal ini dilaksanakan untuk mencegah adanya
kewenangan yang melebihi kewenangan yang dimiliki kepala

negara dilakukan oleh wazir tafwidh.

%6 Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 50.
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Hal kedua yang membedakan wazir tafwidh dengan
kepala negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh kepala
negara untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai
tindakan yang diambil oleh wazir tafwidh dengan cara
mendukung semua tindakan yang sesuai dengan kebenaran dan
meluruskan semua tindakan yang menyimpang dari kebenaran,
hal ini dilaksanakan sebagai kontrol terhadap kewenangan
mengatasi berbagai permasalahan umat yang dilimpahkan
kepada wazir tafwidh agar tetap dijalankan sebagaimana
ketentuan yang sesuai dengan kebenaran yang ada.*®’

Wazir tafwidh dalam menjalankan tugasnya sebagai
seorang pembantu kepala negara memiliki fungsi sebagai
seorang administrator (al-galm) dan pertahanan (al-difa’),
dimana wazir tafwidh yang juga biasa disebut sebagai perdana
menteri atau menteri koordinator ini juga memilki kewenangan
untuk mengangkat seorang wazir tanfidz (menteri teknis).>®® Hal
ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tugasnya dalam
membantu penyelenggaraan pemerintahan, dimana hal-hal
dalam pemerintahan yang dinilai membutuhkan penanganan
khusus maka seorang wazir tafwidh berhak mengangkat seorang

menteri teknis untuk menangani permasalahan tersebut.

%7 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 49.
%68 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir" (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), 9-12.
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Fungsi wazir tafwidh dalam hal pertahanan dapat
dilihat dari kewenangan yang dimilikinya untuk memimpin
peperangan dan mengangkat seorang panglima, selain pada hal
tersebut fungsi pertahanan yang dimiliki oleh wazir tafwidh ini
mencakup seluruh pertahanan dalam suatu negara baik
pertahanan bagi kepala negara, pertahanan negara, pertahanan
lembaga, dan pertahanan rakyat.

Eksistensi wazir tafwidh dalam suatu pemerintahan
bertujuan selain untuk membantu untuk menangani berbagai
tugas yang dimiliki oleh seorang kepala negara, adanya wazir
tafwidh ini diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap diri
seorang kepala negara agar terjaga dari kekeliruan dalam
bertindak dan mengambil keputusan serta mencegah terjadinya
berbagai penyimpangan lain akibat kekuasaan yang berada di
tangan seorang kepala negara.”®
2) Wazir Tanfidz

Wazir tanfidz merupakan pembantu kepala negara
dalam urusan administrasi pemerintahan.>’® Wazir tanfidz lebih
dipahami sebagai seorang pembantu kepala negara yang
memiliki fungsi sebagai mediator antara kepala negara dengan

rakyat, dimana fungsi dari wazir tanfidz ini memiliki peranan

%9 Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 44.
% Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 51.
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penting dalam menjalin hubungan yang baik antara kepala
negara dan rakyat. Selain itu, keberadaan wazir tanfidz di sini
juga berperan sebagai penyambung lidah rakyat atas berbagai
keluhan, kebutuhan dan berbagai permasalahan yang tengah
dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan
sesuatu yang penting bagi kepala negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dengan adanya aspirasi masyarakat yang diterima
dan dikelola dengan baik oleh seorang wazir tanfidz maka
diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat
luas.

Tugas yang dimiliki oleh seorang wazir tanfidz pada
dasarnya hanya terbatas pada apa yang diperintahkan oleh
kepala negara, merealisasikan apa yang telah diinstruksikan oleh
seorang kepala negara, memberikan informasi terkait pelantikan
pejabat, mempersiapkan pasukan dan melaporkan berbagai
informasi penting dan aktual kepada imam untuk selanjutnya
menunggu perintah penanganan terhadap permasalahan yang
ada.”™ Dengan kata lain, seorang wazir tanfidz tidak memiliki
tugas secara spesifik sebagaimana halnya tugas yang dimiliki
oleh seorang wazir tafwidh, dimana tugas yang dimilikinya

menunggu instruksi dari kepala negara.

1 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 52.
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Selain beberapa tugas umum yang telah disebutkan
tersebut, wazir tanfidz memiliki tugas khusus yang hanya
diberikan kepala negara kepadanya yaitu menjadi birokrat
sekaligus duta (safarat) bagi kepala negara untuk bawahan dan
seluruh rakyatnya.’> Adanya pemberian tugas khusus ini
ditujukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya
pemberontakan terhadap kekuasaan kepala negara akibat adanya
persekongkolan antara wazir tanfidz dan wazir tafwidh untuk
menjatuhkan kepala negara yang berkuasa, mengingat bahwa
wazir tafwidh juga memiliki kekuasaan untuk mengangkat
menteri untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan,
adanya hal tugas khusus yang diberikan pada wazir tanfidz ini
merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kemungkinan-
kemungkinan buruk yang bisa terjadi kapan saja.

Kendati tugas yang dimiliki oleh wazir tanfidz hanya
berfokus pada dua hal yaitu mendampingi kepala negara dan
melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh kepala negara,®”
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa seorang
wazir tanfidz memiliki tugas khusus birokrasi yang diberikan
oleh kepala negara. Tugas khusus birokrasi yang dilimpahkan

pada wazir tanfidz ini setidaknya terbagi atas 5 bidang, yaitu

572 Muhammad Ishom, “"Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara :
Studi Kitab Adab Al-Wazir," al Qisthas: Jurnah Hukum dan Politik, Jilid Vol. 7 (2016): 9.

° Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 52.
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birokrasi atara kepala negara dengan pasukan tentaranya,
birokrasi antara kepala negara dan seluruh pegawai yang
dimilikinya, birokrasi antara kepala negara dengan seluruh
rakyatnya, birokrasi rumah tangga, dan birokraasi organisasi dan
tatakelola pegawai negara.””

b. Teknik Pengangkatan Wazir Menurut Teori Al-Wizarah

Adanya perbedaan antara wazir tafwidh dan wazir tanfidz
baik dari segi kedudukan maupun tugas dan fungsi yang dimilikinya
berpengaruh terhadap prosedur pengangkatan bagi kedua wazir ini.
Syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon pun berbeda
antara satu dengan yang lainnya.

Pada pengangkatan seorang wazir tafwidh terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon sebelum akhirnya
diangkat menjadi seorang wazir tafwidh. Imam Al-Mawardi dalam
gagasannya menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk
setiap calon wazir tafwidh adalah sama dengan syarat bagi seorang

imam®”® kecuali pada persyaratan nasab.

> Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.

> Imam Al-Mawardi dalam kitabnya, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah menyebutkan bahwa setidaknya
terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam (khalifah), yaitu adil dengan berbagai
syarat umum yang mengikutinya, ilmu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berijtihad dalam
memecahkan berbagai kasus dan permasalahan hukum yang ada, sehat secara jasmani dan rohami
sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan secara langsung, sehat organ tubuh dan
tidak terdapat cacat yang menghalangi untuk menunaikan kewajiban, memiliki wawasan yang luas
untuk memimpin rakyat dan mengelola berbagai kepentingan pemerintahan, berani dan memiliki
jiwa kesatria sebagai pondasi untuk melindungi negara dan melawan musuh, dan nasab berasal
dari keturunan kaum Quraisy. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah :
Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam" (Jakarta: Darul Falah, 2007), 3-4.
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Seorang wazir tafwidh memang tidak diharuskan berasal dari
keturunan bangsa Quraisy, akan tetapi seorang wazir tafwidh harus
memenuhi persyaratan tambahan yaitu keahlian dalam berijtihad.
Mengingat bahwa tugas seorang wazir tafwidh sangat luas dan
mencakup berbagai urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
maka sudah seharusnya ia memiliki sifat sebagaimana sifat-sifat yang
dimiliki oleh para mujtahid. Seorang wazir tafwidh juga dituntut untuk
memiliki keahlian dalam tugas yang diberikan kepadanya, khususnya
dalam urusan peperangan dan kharaj (pajak).

Al-Ma’mun dalam tulisannya tentang kriteria dalam
pemilihan wazir mengemukakan bahwa dalam memilih seorang wazir
setidaknya harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu mampu menjaga
harga diri, berakhlak mulia, memiliki pengalaman yang memadai,
amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya,
memiliki ilmu dan wawasan yang luas, jujur, tawadhu’, sabar, dan
tidak rakus terhadap kekuasaan dunia, dimana Al-Ma’mun
menyebutkan bahwa karena tugasnya yang besar yaitu mewakili
seorang imam dalam menjalankan tugas, maka dalam diri seorang
wazir harus terhimpun berbagai sifat terpuji sehingga dapat dijadikan
teladan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.®”®

°’® Berbagai kriteria tersebut diambil dari kitab yang berjudul Tuhfah al-Wuzara’ yang dikarang
oleh Abu Manshur ats-Tsa’alabi dan dinisbatkan kepada ‘Amr bin Mas’adah, 24. Dikutip dari
Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 45.
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Dalam pengangkatan seorang wazir tafwidh, setelah calon
wazir tafwidh memenuhi semua persyaratan yang ditentukan maka
tahapan selanjutnya adalah adanya akad yang diucapkan secara jelas
oleh seorang imam untuk mengangkat wazir. Pelaksanaan akad dalam
pengangkatan wazir tafwidh ini merupakan sesuatu yang penting
untuk keabsahan jabatan wazir tafwidh, meskipun secara tradisi
pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan dan atas
kehendak imam sendiri. Namun dari sisi hukum apabila tidak ada
akad yang jelas maka pengangkatan wazir tafwidh dianggap tidak sah.
Terdapat setidaknya dua hal pokok yang harus disampaikan dalam
pengangkatan wazir, yaitu terkait wewenang penuh dan mandat.>”’

Terdapat setidaknya dua cara dalam menyatakan dua hal pokok pada

pengangkatan seorang wazir yaitu dengan hukum-hukum akad yang

> Imam harus menyampaikan kedua hal tersebut agar pengangkatan wazir dinyatakan sah dan
sempurna. Pasalnya, apabila dalam pengangkatan hanya memberikan pernyataan terkait pemberian
wewenang penuh tanpa adanya pemberian mandat maka hal tersebut hanya berlaku dalam
pengangkatan pengganti imam bukan untuk pengangkatan wazir. Sedangkan apabila imam hanya
memberikan pernyataan terkait pemberian mandat tanpa adanya pernyataan pemberian wewenang
penuh maka hal tersebut dinilai tidak jelas dan masih bersifat umum apakah orang tersebut
diangkat sebagai wazir tafwidh atau wazir tanfidz. Dengan demikian, dalam pengangkatan wazir
tafwidh, seorang imam harus memberikan pernyataan yang lengkap dan sesuai dengan dua hal
pokok tersebut. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan
Khilafah Islam Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 46.
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bersifat khusus®"® dan dengan menyebut jabatan yang dimaksud secara
langsung.>™

Berbeda dengan wazir tafwidh, kriteria yang harus dipenuhi
oleh seorang calon wazir tanfidz tidak sama dengan persyaratan untuk
menjadi seorang imam>®®. Sejalan dengan tugas yang dimilikinya
yaitu menjadi pendamping kepala negara dan melaksanakan apa yang
diperintahkan kepadanya menjadikan kriteria seorang wazir tanfidz
tidak seberat kriteria wazir tafwidh.

Wazir tanfidz tidak harus memenuhi Kkriteria seorang
mujtahid, akan tetapi terdapat setidaknya 7 sifat yang harus dimiliki
oleh wazir tanfidz yaitu amanah dalam menjalankan tugas dan
memberikan nasihat yang tidak menyesatkan, jujur terhadap apa yang
perbuatannya baik yang dilakukan maupun yang diucapkan, tidak
memiliki sikap rakus terhadap harta dan kekuasaan, tidak menyukai

permusuhan dan pertengkaran, harus seorang laki-laki karena

578 Contoh dari pernyataan yang menggunakan hukum-hukum akad yang bersifat khusus yaitu
dengan pernyataan “Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas
kepemimpinan(ku)”’. Pernyataan ini memiliki 2 hukum keabsahan yaitu pengangkatan dianggap
sah karena telah mencakup 2 hal pokok yang dimaksud yaitu pemberian wewenang penuh dan
mandat dan pengangkatan dianggap tidak sah karena pernyataan tersebut dianggap masih
membutuhkan akad karena hanya berupa izin saja. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam
Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah :
Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 46-47.

> Contoh pernyataan ini yaitu “aku melantikmu sebagai wazir dan mempercayakan tugasku
padamu ”. Pernyataan ini memiliki 2 hukum keabsahan yaitu pengangkatan dianggap sah karena
istilah yang digunakan adalah isilah yang sering dipakai dalam pengangkatan wazir tafwidh, dan
pengangkatan dianggap tidak sah karena masih memerlukan akad penyempurnaan. Dikutip dari
Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 48.

%80 Seorang wazir tanfidz tidak disyaratkan harus merdeka, tidak harus beragama Islam dan
diperbolehkan dari kalangan Kkafir dzimmi, tidak harus ahli dalam berbagai ilmu dalam hukum
syari’at, dan seorang wazir tanfidz tidak harus ahli dalam bidang peperangan dan kharaj. Dikutip
dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 54-55.
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memiliki  kewajiban untuk sering mendampingi imam dan
melaksanakan semua perintahnya, cerdas dan cekatan, dan yang
terakhir adalah bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak
mudah menyelewengkan kewenangan yang diberikan kepadanya.®®!

Prosedur pengangkatan wazir tanfidz juga berbeda dengan
pengangkatan wazir tafwidh, dimana dalam pengangkatan wazir
tanfidz penunjukkan dan pengangkatannya cukup dilaksanakan hanya
dengan izin dan persetujuan tanpa adanya prosedur kontrak tertentu
antara kepala negara dengan wazir tanfidz.>®> Pada pengangkatan
wazir tanfidz pun juga tidak diwajibkan adanya pelantikan. Setelah
seseorang ditunjuk dan bersedia untuk diangkat menjadi wazir tanfidz
maka secara langsung ia sudah sah menjadi wazir tanfidz tanpa perlu
adanya pelantikan terlebih dahulu.
c. Mengkaji Kewajiban dan Larangan Bagi Wazir dalam Teori Al-

Wizarah

Seorang wazir—baik wazir tafwidh maupun wazir tanfidz—
dalam melaksanakan tugas, pada dasarnya memiliki kewajiban yang
sama Yyaitu menaati semua yang diperintahkan oleh kepala negara.

Wazir yang notabene merupakan pembantu kepala negara,®®® sehingga

%81 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 52-53.

%82 Wahbah Az-Zuhaili, "Figih Islam Wa Adlatuu Jihad : Pengadilan dan Mekanisme Mengambil
Keputusan Pemerintahan dalam Islam" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348.

%83 peran wazir sebagai pembantu kepala negara dalam sejarah Islam dapat dilihat dari peran Abu
Bakar dalam membantu berbagai tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW sebagai
pemimpin umat Islam pada masa itu. Abu Bakar sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad
SAW merupakan perwujudan seorang wazir pada masa sekarang, dimana semua yang ia lakukan
untuk membantu urusan tugas kenegaraan yang diberikan kepadanya dilaksanakan dengan amanah
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kewajiban utama yang dimilikinya adalah melaksanakan semua tugas
yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggng jawab, khususnya
tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan
pemerintahan.

Di samping kewajiban untuk menjalankan berbagai tugas
yang diberikan oleh kepala negara, seorang wazir memiliki kewajiban
lain dalam pelaksanaan tugasnya yaitu membangun integritas lembaga
kementerian. Kewajiban ini merupakan upaya preventif untuk
mencegah adanya distabilitas kekuasaan, sehingga seorang wazir
wajib membangun integritas yang baik bagi lembaga kementerian.
Integritas yang dimaksud di sini terbagi ke dalam 4 konteks yaitu
konteks ketuhanan, konteks kekuasaan, konteks kepribadian, dan
konteks situasi dan kondisi.?®* Kewajiban lain yang harus ditaati oleh
seorang wazir adalah menjaga loyalitas dan siap diberhentikan kapan

saja dari jabatan yang dimilkinya.>®®

dan penuh tanggung jawab. Dikutip dari Sayuti Pulungan, "Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

%84 pada konteks ketuhanan, seorang wazir wajib membangun integritas berdasarkan pada
moralitas dan ajaran teologis dimana ia harus taat dalam melaksanakan perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya, hal ini sejalan dengan kriteria seorang wazir yang harus menghimpun
berbagai akhlak mulia dalam dirinya. Pada konteks kekuasaan, seorang wazir dalam membangun
integritasnya harus berdasarkan pada loyalitas subyektif, dimana dalam pelaksanaan tugasnya
sebagai pembantu kepala negara harus dilaksanakan dnegan sungguh-sungguh dan menjaga
kepentingan pribadi agar tidak tercampur dengan urusan pemerintahan guna menghindari
penyimpangan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pada konteks kepribadian, integritas seorang
menteri terlihat dari adanya ikap disiplin, cerdas, tegas dan menghindari berbagai sifat tercela yang
menjadi sebab lahirnya tindakan korupsi dan hal buruk lain yang dapat memicu Kkerugian
masyarakat. Dan yang terakhir pada konteks situasi dan kondisi, pembangunan integritas wazir
berpedoman pada visi yang akan diwujudkan guna menghadapi dinamika politik dan berbagai
tantangan perubahan jaman. Dikutip dari Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 21-31.

%8 Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab wazir terhadap kepala negara, dimana loyalitas
dalam menjalankan tugas yang diemban memiliki pengaruh terhadap hasil yang akan diberikan
sehingga wazir dituntut untuk menjaga loyalitas dalam menjalankan tugasnya. Ditambah adanya
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Sebagai seorang pembantu kepala negara, wazir diwajibkan
untuk senantiasa sigap dan siaga dalam menangani berbagai urusan
kenegaraan, kewajiban untuk pandai memfilter berbagai laporan yang
akan dilaporkan dan tidak menunda laporan yang harus segera
diinformasikan kepada kepala negara, dan wajib memiliki kemampuan
yang baik dalam memberikan pemaparan serta melaksanakan berbagai
program prioritas pemerintahan berdasarkan besar-kecil dan panjang-
pendek.

Seorang wazir juga memiliki kewajiban untuk menjaga
kepentingan dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara,
khususnya bagi wazir tanfidz wajib melaksanakan hal tersebut
mengingat tanggung jawabnya dalam menyangga beban dan tanggung
jawab kepala negara secara langsung mewakili dan mendampingi
kepala negara dalam mengatasi berbagai urusan kenegaraan, sehingga
ia harus mampu menjaga kepentingan dan kekuasaan kepala negara.®®

Selain ~ memiliki  kewajiban-kewajiban  sebagaimana
disebutkan di atas, seorang wazir juga dilarang melakukan hal-hal lain
di luar yang menjadi kewenangannya. Wazir—baik wazir tafwidh
maupun wazir tanfidz—harus menjunjung tinggi akhlak-akhlak mulia
seorang pemimpin, karena tugasnya sebagai pembantu kepala negara

sehingga ia dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mengandung

rasa siap untuk diberhentikan kapan pun merupakan wujud ketaatan seorang wazir, dimana wazir
harus patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh kepala negara termasuk terhadap perintah
untuk memberhentikannya dari jabatan yang dimilikinya. Dikutip dari Al-Mawardi, "Adab al-
Wazir", 31-36.

586 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 42-43.
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unsur sifat tercela. Sehingga semua ketentuan terkait sifat-sifat yang
termuat dalam kriteria seorang wazir harus dipenuhi.®®’

Secara umum, wazir dilarang melakukan penyimpangan
terhadap kewenangan yang diberikan kepadanya, ia harus bertanggung
jawab dan amanah terhadap semua beban tugas yang harus
diselesaikannya. Bagi wazir tafwidh selain hal-hal tersebut, setidaknya
terdapat 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wazir tafwidh yaitu
mengangkat seorang pengganti, mengundurkan diri dari jabatan, dan
memecat pejabat yang telah dilantik oleh kepala negara.®®

Berbagai larangan yang telah disebutkan di atas juga berlaku
bagi wazir tanfidz. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa tugas wazir tanfidz hanya terbatas pada apa yang diperintahkan
oleh kepala negara kepadanya, sehingga selain hal tersebut maka
dilarang untuk dikerjakan tanpa adanya perintah dan persetujuan dari
kepala negara. Seorang wazir tanfidz juga dilarang melaksanakan

tugas-tugas yang dimiliki oleh wazir tafwidh seperti memutuskan

suatu hukum, menangani berbagai kasus kriminal, mengurusi

%87 Adanya penyimpangan terhadap kriteria wazir baik wazir tafwidh maupun wazir tanfidz adalah
sesuatu yang dilarang apabila seseorang sudah sah diangkat menjadi seorang wazir. Dengan
demikian, wazir dilarang untuk tidak amanah terhadap tugas dan tanggung jawab yang
diembannya, dzalim terhadap tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala negara, tidak memiliki
keahlian dalam bidang yang harus ditanganinya, tidak jujur terhadap apa yang dikatakan dan
diperbuatnya, bersikap rakus terhadap harta dan kekuasan, suka bermusuhan, bodoh dan memiliki
sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri serta tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam
Al-Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 44-53.

%88 3 (tiga) kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala negara akan
tetapi dilarang atau tidak sah apabila dilakukan oleh wazir tafwidh. Namun demikian, apabila
terdapat penyerahan mandat dari kepala negara untuk dapat melaksanakan 3 hal tersebut, maka
seorang wazir tafwidh diperbolehkan untuk melakukan 3 (tiga) kewenangan sebagaimana
disebutkan di atas. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan
Khilafah Islam Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 50.
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permasalahan dalam hal peperangan, melantik pejabat, menjadi
komandan perang dan mengelola harta baitul mal.*®
d. Anotasi Larangan Rangkap Jabatan Berdasarkan Paradigma Teori
Al-Wizarah

Pada teori al-wizarah yang digagas oleh imam Al-Mawardi
menyebutkan bahwa seorang kepala negara memiliki kewenangan
untuk melantik dua wazir tanfidz sekaligus dalam waktu yang
bersamaan ataupun berbeda. Namun, kewenangan tersebut tidak
berlaku pada pengangkatan wazir tafwidh, karena luasnya
kewenangan yang dimiliki oleh wazir tafwidh sehingga menyebabkan
kepala negara tidak diperkenankan mengangkat dua wazir tafwidh

sekaligus baik dalam waktu yang berbeda ataupun dalam waktu yang

bersamaan.®® Selain itu, seorang kepala negara diperbolehkan untuk

%9 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 54.

>% Terdapat setidaknya 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi apabila terjadi pengangkatan dua
wazir tafwidh sekaligus dalam waktu bersamaan, yaitu:

Pertama, terjadi pemberian wewenang yang lebih luas kepada salah satu wazir oleh kepala negara.
Jika pelantikan dua wazir tafwidh ini dilakukan secara bersamaan maka keduanya dinyatakan batal
dan tidak sah, akan tetapi jika salah satunya dilantik lebih dulu maka yang dianggap sah
pelantikannya adalah wazir yang dilantik lebih awal.

Kedua, apabila pemberian wewenang yang diberikan kepada dua wazir tafwidh yang diangkatnya
sama besarnya antara satu dengan yang lainnya, maka pelantikan dua wazir tafwidh ini tetap
dianggap sah. Kendati terjadi persoalan yang menjadi perselisihan di kemudian hari akan
diserahkan kepada kepala negara untuk menanganinya secara langsung. Perlu diingat juga bahwa
kewenangan yang dimiliki oleh wazir tafwidh dalam keadaan seperti ini menjadi sangat terbatas,
karena terdapat pembagian wewenang yang sudah ditetapkan bagi masing-masing wazir tafwidh
yang telah diangkat oleh kepala negara.

Ketiga, pemberian wewenang yang dilakukan oleh kepala negara dibagi dengan luas/beban yang
berbeda dimana wewenang salah satu wazir lebih luas daripada yang lain. Pengangkatan wazir
dengan kondisi seperti ini dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu salah seorang diberikan
wewenang luas untuk menangani berbagai urusan di wilayah terbatas dan yang lain diberikan
kewenangan untuk mengurus wilayah lain. Cara kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan
membagi urusan yang dimiliki oleh wazir menjadi dua, dimana satu wazir menangani urusan
perang dan satu wazir lainnya mengurusi masalah kharaj. Pada cara kedua ini wazir yang diangkat
tidak dapat dikategorikan sebagai wazir tafwidh karena terbatasnya wewenang yang dimilikinya,
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mengangkat wazir tafwidh dan wazir tanfidz dalam waktu bersamaan.
Hal ini disebabkan karena tugas yang dimiliki oleh kedua wazir ini
adalah berbeda, sehingga merupakan sesuatu yang sah secara hukum
apabila wazir tafwidh dan wazir tanfidz diangkat dan dilantik dalam
waktu yang bersamaan.>**

Adanya ketentuan yang memperbolehkan kepala negara
mengangkat dua wazir sekaligus tidak dapat dijadikan landasan
diperbolehkannya seorang wazir memiliki jabatan selain jabatan yang
telah diberikan oleh kepala negara kepadanya sebagai seorang wazir.
Pada kriteria calon wazir—baik wazir tafwidh maupun wazir tanfidz—
terdapat ketentuan bahwa seorang calon wazir harus memiliki sifat
amanah, jujur dan tidak rakus terhadap harta dan kekuasaan.*®?
Sehingga secara tidak langsung seorang wazir tidak diperbolehkan
memiliki jabatan lain selain jabatan wazir yang telah dimilikinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah
satu larangan yang harus dihindari oleh wazir adalah tidak boleh
menjalankan kewenangan lain selain yang telah diberikan kepala
negara kepadanya. Dengan demikian, apabila seorang wazir memiliki

jabatan lain dalam pemerintahan selain sebagai wazir maka ia dinilai

mengingat kekuasaan yang dimiliki wazir tafwidh sebagai pembantu kepala negara adalah sangat
luas karena perannya sebagai pembantu penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga adanya
pembagian seperti ini berakibat pada wazir yang diangkat tidak dapat dikategorikan sebagai wazir
tafwidh. Dikutip dari Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah
Islam Imam Al-Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 55-57.

%! Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 57.

%2 Imam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 52.

282



telah menyalahi aturan yang berlaku. Kendati tidak terdapat aturan
yang secara langsung melarang adanya praktik rangkap jabatan bagi
wazir, praktik rangkap jabatan ini adalah sesuatu yang tidak
seharusnya dilakukan oleh seorang wazir, mengingat tugasnya sebagai
pembantu kepala negara maka adanya jabatan ganda yang diemban
oleh satu orang hanya akan memicu terjadinya konflik kepentingan
dalam suatu pemerintahan.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Adab Al-
Wazir mengemukakan bahwa terdapat 8 alasan adanya pemecatan
terhadap seorang wazir yaitu khianat, tidak cakap, melakukan
kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas, tidak disiplin,
mempunyai keahlian di luas tugas yang diberikan kepadanya
(direkomendasikan untuk reshufflei), ada kandidat lain yang lebih ahli,
terdapat tokoh yang menginginkan jabatan menteri tertentu, dan
adanya keinginan dalam diri wazir tafwidh untuk merangkap jabatan
sebagai wazir tanfidz.>

Pada salah satu dari 8 alasan dipecatnya seorang wazir
tersebut dengan jelas disebutkan bahwa apabila dalam diri wazir
tafwidh terdapat keinginan untuk merangkap jabatan sebagai wazir
tanfidz saja dapat menjadi sebab seseorang dipecat dari jabatannya
sebagai wazir, padahal pada ketentuan ini yang disebutkan baru

sebatas ‘keinginan’. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang

593 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
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wazir dilarang melakukan rangkap jabatan, baik wazir tafwidh
maupun wazir tanfidz karena menginginkan untuk rangkap jabatan
saja akan berakibat pada pemecatan apalagi secara langsung
melakukan praktik rangkap jabatan maka hal tersebut jelas tidak boleh
dilakukan.

Seorang wazir juga dituntut untuk dapat membangun
integritas lembaga kementerian dengan baik dan mampu menjaga
loyalitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai wazir’®*. Adanya
praktik rangkap jabatan bagi wazir hanya akan merusak integritas
yang telah dibangun dengan baik, sehingga tujuan untuk mencegah
adanya distabilitas kekuasaan malah akan berbalik memperparah
terjadinya ketidakstabilan kekuasaan karena wazir memiliki jabatan
ganda.

Praktik rangkap jabatan apabila dilakukan oleh seorang wazir
juga akan berpengaruh buruk terhadap loyalitas wazir dalam
menjalankan kewajibannya sebagai seorang pembantu kepala negara.
Dengan demikian, praktik rangkap jabatan merupakan sesuatu yang
dilarang bagi seluruh pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya wazir yang memiliki tugas penting sebagai
pembantu kepala negara dalam menjalankan berbagai tugas yang

dimilikinya.

5% Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 21-34.
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3. Analisis Ontologis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 dan Teori Al-Wizarah Imam Al Mawardi Terkait
Larangan Rangkap Jabatan

Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 dan teori al-wizarah
memiliki esensi yang sama. Latar belakang dan tujuan adanya larangan
rangkap jabatan menurut dua sudut pandang ini adalah sama yaitu guna
mencegah adanya konflik kepentingan yang disebabkan oleh rangkap
jabatan. Menurut perspektif putusan ataupun teori al-wizarah, keduanya
sama-sama menganggap bahwa rangkap jabatan adalah tindakan tercela
yang dapat memicu dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan merugikan masyarakat. Analisa lebih lanjut terkait kesesuaian secara
ontologis mengenai larangan rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 dan teori al-wizarah adalah sebagai
berikut.
a. Disparitas Pemikiran Tentang Larangan Rangkap Jabatan Antara
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 dan
Teori Al-Wizarah Imam Al Mawardi
Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019, larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi
menteri beralih berlaku bagi wakil menteri juga.*® Pertimbangan

Mahkamah yang berpedoman pada prosedur pengangkatan wakil

5% pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019, 96.
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menteri memiliki pola yang sama dengan pengangkatan menteri
dimana baik menteri maupun wakil menteri diangkat secara langsung
olen Presiden melalui hak prerogratif yang dimilikinya, sehingga
berdasarkan hal tersebut Mahkamah memberikan kedudukan yang
sama bagi menteri dan wakil menteri sebagai pejabat negara yang
sama-sama diangkat oleh Presiden.>*®

Larangan rangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 23 Undang-Undang Kementerian yang melarang seorang
menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai
komisaris atau direksi di perusahaan milik negara ataupun swasta, dan
sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau
APBD juga berlaku bagi wakil menteri.>®” Seseorang yang menjabat
sebagai wakil menteri dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberlakuan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri
mengakibatkan berlakunya pula akibat hukum apabila peraturan
tersebut dilanggar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-
Undang Kementerian yang menyebutkan bahwa apabila ketentuan
mengenai larangan rangkap jabatan tersebut dilanggar maka seorang

menteri akan diberhentikan dari jabatannya.>*®

5% pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019, 96.

%97 pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

>% pasal 24 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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Adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil
menteri yang terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini
seharusnya berdampak pada pemberhentian wakil menteri yang
bersangkutan. Namun, faktanya seluruh wakil menteri yang
merangkap jabatan tidak diberhentikan dari jabatannya, malah salah
satu wakil menteri yang bersangkutan melakukan rangkap jabatan
oleh Presiden diangkat menjadi menteri kesehatan pada reshuffle
kabinet Indonesia Maju yang dilakukan pada bulan Desember 2020.%%°

Rangkap jabatan apabila dilihat dari teori al-wizarah
merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban untuk menjunjung
tinggi akhlak mulia seorang pembantu kepala negara dan harus
diterapkan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.®® Al-
Ma’mun dalam pendapatnya mengemukakan bahwa seorang wazir—
baik wazir tafwidh maupun wazir tanfidz—dalam menjalankan
tugasnya harus amanah terhadap tanggung jawab yang dipercayakan
kepadanya, mengutamakan sifat jujur dan tidak memiliki sifat rakus
terhadap kekuasaan dunia.’®* Dengan cara tersebut sesuai dengan
kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon wazir dimana ia harus
memiliki sifat jujur, amanah dan tidak tamak terhadap harta ataupun

silau terhadap kekuasaan yang dimilikinya.

599 Humas, "Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Wamen Kabinet Indonesia Maju," Sekretariat
Kabinet Republik Indonesia, diakses pada 2020 Desember 2020, https://setkab.go.id/presiden-
jokowi-lantik-menteri-dan-wamen-kabinet-indonesia-maju/.

%0 Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 44-53.

%! Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 45.
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Adanya praktik rangkap jabatan pada dasarnya hanya
menciderai kriteria yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi sejak
awal seseorang diangkat menjadi seorang wazir.°® Rangkap jabatan
merupakan tindakan tercela yang menunjukkan tidak adanya sifat
amanah dan kejujuran dalam diri seseorang, dimana ia menempati dua
jabatan dalam waktu yang bersamaan yang dapat memicu lahirnya
konflik kepentingan antara dua jabatan yang dipegang.

Idealnya seorang pembantu kepala negara adalah seseorang
yang memiliki loyalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk
membantu berbagai tugas yang dimiliki oleh seorang kepala negara,
apabila seorang wazir memangku jabatan lain ketika ia masih
menyandang status sebagai seorang wazir maka perlu dipertanyakan
tanggung jawab terhadap kedudukannya sebagai seorang wazir.
Rangkap jabatan juga menunjukkan adanya sifat tamak terhadap
kekuasaan dunia, dibuktikan dengan adanya dua jabatan yang
dipegang oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan.’® Hal
tersebut merupakan bukti nyata bahwa seseorang memiliki sifat yang
rakus terhadap kekuasaan, maka sebanyak apapun jabatan yang
dipegang tetap akan terasa kurang.

Pada teori al-wizarah Imam Al-Mawardi ini, rangkap jabatan

merupakan sesuatu yang sangat dilarang untuk dilakukan bagi seluruh

%02 Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "al-Ahkam
as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance", terj. Translated by Asadullah Yate (London
SW9 0BB, United Kingdom: Ta-Ha Publisher Ltd., 450 AH), 37-39.

%03 Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "al-Ahkam
as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance", terj. Translated by Asadullah Yate, 43.
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pejabat pemerintahan, khususnya wazir. Apabila seorang wazir
diketahui merangkap jabatan, maka akibat hukum yang akan
diperolehnya adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai wazir.
Bahkan, dalam kitabnya yang berjudul Adab Al-Wazir, Imam Al-
Mawardi menyebutkan bahwa salah satu alasan pemberhentian
seorang wazir adalah adanya keinginan dalam diri seorang wazir
untuk merangkap jabatan sebagai wazir di bidang lain ataupun sebagai
pejabat pemerintahan lainnya.®®

Sebelum lebih jauh membahas terkait perbedaan hukum
rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI11/2019 dengan ketentuan di dalam teori al-wizarah Imam
Al-Mawardi, pada pembahasan ini penulis akan sedikit mengulas
terkait perbedaan antara konsep wakil menteri dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia dengan konsep wazir dalam teori al-wizarah
Imam Al-Mawardi. Wakil menteri, sebagaimana yang telah kita
ketahui bersama merupakan jabatan pemerintahan yang berfungsi
sebagai pembantu menteri dalam menjalankan tugas kementerian,
dimana pengangkatannya dilaksanakan apabila terdapat beban kerja
yang membutuhkan penanganan khusus pada kementerian tertentu.®%

Pengangkatan wakil menteri dilaksanakan secara langsung
oleh Presiden melalui hak prerogratif yang dimilikinya. Hanya

terdapat 1 pasal dalam Undang-Undang Kementerian yang memuat

604 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
%05 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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ketentuan terkait pengangkatan wakil menteri. Ketentuan yang
terdapat dalam pasal tersebut hanyalah ketentuan umum yang menjadi
dasar diperbolehkannya pengangkatan wakil menteri oleh Presiden.
Dengan kata lain, adanya ketentuan tersebut adalah dasar kewenangan
Presiden untuk mengangkat wakil menteri. Pengaturan lebih lanjut
mengenai prosedur pengangkatan hingga indikator diperbolehkannya
mengangkat wakil menteri dalam suatu kementerian dilimpahkan
kepada Presiden untuk menentukan hal tersebut berdasarkan
pertimbangannya sebagai seorang kepala negara.

Pada teori al-wizarah Imam Al-Mawardi dapat dipahami
bahwasannya wazir terbagi menjadi dua yaitu wazir tafwidh yang
bertugas membantu kepala negara dalam bidang pemerintahan dan
wazir tanfidz yang membantu kepala negara dalam bidang
administrasi.’°®® Pada pengangkatannya, baik wazir tafwidh maupun
wazir tanfidz keduanya sama-sama diangkat oleh kepala negara,
namun pada pengangkatan wazir tanfidz adanya proses pelantikan
bukanlah sesuatu yang diwajibkan dan wazir tanfidz juga bisa
diangkat langsung oleh wazir tafwidh dengan persetujuan dari kepala
negara. Apabila dirinci berikut adalah perbedaan wakil menteri

dengan konsep wazir dalam teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

506 |mam Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj.
Fadli Bahri", Cet. Cet. 1, 44.
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Tabel 5

Perbedaan Wakil Menteri, Wazir Tafwidh dan Wazir Tanfidz

Poin

No. Perbedaan Wakil Menteri Wazir Tafwidh | Wazir Tanfidz
Kepala Negara

1 Pengangkatan | Kepala Negara. Kepala Negara. | dan Wazir

' Tafwidh.
Membantu  tugas | Membantu tugas | Membantu
menteri pada | kepala  negara | kepala negara

2, | Tuges kementerian dalam  urusan | dalam urusan
tertentu. pemerintahan. administrasi.

Kewenangan
Memiliki terbatas  pada
kewenangan urusan
Kewenangan seperti administrasi
terbatas pada hal- | kewenangan dan  beberapa
hal yang diberikan | yang dimiliki | hal yang
oleh menteri | olen  kepala | diperintahkan
kepadanya. negara kecuali | secara
dalam hal-hal | langsung oleh

3 | Kewenangan tertentu. kepala negara.

' Tidak memiliki | Memiliki Tidak
kewenangan untuk | kewenangan memiliki
menetapkan suatu | untuk kewenangan
kebijakan. menetapkan untuk

suatu kebijakan. | menetapkan

suatu

kebijakan.
Kewenangan Kewenangan Kewenangan
terbatas. sangat luas. terbatas.
Dilaksanakan Dilaksanakan Pelantikan
langsung oleh | langsung  oleh | bukan
kepala negara. kepala negara. merupakan

4 Pelantikan kewajiban

: dalam

prosedur

pengangkatan

wazir tanfidz.
Prosedur Terdapat kriteria | Terdapat
pengangkatan dan | dan syarat | kriteria ~ dan
kriteria calon wakil | khurus yang | syarat khurus

5 Pengangkatan | menteri tidak diatur | harus dipenuhi | yang harus

' secara rinci dalam | oleh seorang | dipenuhi oleh
peraturan calon wazir | seorang calon
perundang- tafwidh. wazir tanfidz.
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undangan.
Calon wakil | Calon wazir | Calon  wazir
menteri tafwidh tafwidh
diutamakan berasal | diperbolehkan diperbolehkan
dari kalangan | berasal dari | berasal dari
profesional  yang | kalangan kalangan
Latar belakang | berpengalaman dan | apapun, dengan | apapun
calon sesuai dengan | syarat harus | tergantung
bidang pada | memenubhi kebijakan
kementerian yang | Kriteria yang | kepala negara.
bersangkutan. sudah ditetapkan
untuk  menjadi
wazir tafwidh.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan
wakil menteri apabila dilihat dari sudut pandang teori al-wizarah
Imam Al-Mawardi dapat dikategorikan sebagai wazir tafwidh ataupun
wazir tanfidz. Apabila dilihat dari prosedur pengangkatannya yang
sama dengan prosedur pengangkatan menteri yaitu diangkat secara
langsung oleh Presiden dan juga dilantik secara langsung oleh

Presiden,®®’

maka wakil menteri dapat dikategorikan sebagai wazir
tafwidh dimana pengangkatan dan pelantikan wazir tafwidh dilakukan
langsung oleh kepala negara.’® Tugas yang dimiliki oleh wakil
menteri dan wazir tafwidh juga sama, yaitu membantu pelaksanaan
tugas dalam urusan pemerintahan.

Apabila dilihat dari sifat kewenangan yang dimiliki, wakil

menteri lebih sesuai dengan wazir tanfidz yang memiliki wewenang

807 pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, , Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008 dan Panitia Khusus
RUU Kementerian Negara, "Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Kementerian
Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia", 17.

%8 Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj.
Fadli Bahri", Cet. Cet. 1, 55-59.
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yang terbatas®®

meskipun keduanya memiliki kewenangan yang
berbeda. Selain itu tidak adanya kewenangan wakil menteri untuk
menetapkan suatu kebijakan juga sama dengan wazir tanfidz yang
juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan.

Terkait larangan rangkap jabatan yang terdapat pada
ketentuan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019°*° maupun di dalam teori al-wizarah Imam Al-Mawardi,®*
terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Salah satu perbedaan
yang paling menonjol terkait hukum larangan rangkap jabatan ini
terletak pada keberlakuan larangan tersebut. Larangan rangkap jabatan
dalam teori al-wizarah kendati pada dasarnya berlaku baik bagi wazir
tafwidh maupun wazir tanfidz, namun apabila dalam keadaan tertentu
kepala negara memberikan tugas ganda kepada wazir tanfidz yang
menyebabkan wazir tanfidz harus rangkap jabatan maka hal tersebut
diperbolehkan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan
tugasnya sebagai wazir tanfidz, mengingat tugas yang dimiliki oleh
wazir tafwidh juga lebih berat daripada wazir tanfidz.

Pada bukunya, Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa
terdapat tugas khusus yang dimiliki oleh wazir tanfidz, selain berperan

sebagai pembantu kepala negara di bidang administrasi, wazir tanfidz

juga merupakan seorang birokrat sekaligus duta kepala negara untuk

809 Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "al-Ahkam
as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance", terj. Translated by Asadullah Yate, 42-45.

619 pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019, 96

** Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
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bawahan dan seluruh rakyatnya.®*? Hal ini menunjukkan bahwa pada

kondisi tertentu, wazir tanfidz merangkap jabatan sebagai birokrat dan

duta secara bersamaan dengan catatan hal tersebut dilaksanakan

dengan izin kepala negara.

Apabila dirinci, maka perbedaan mengenai larangan rangkap

jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

XV11/2019 dan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Tabel 6
Perbedaan Konsep Larangan Rangkap Jabatan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi dan Teori Al-Wizarah

Nomor 80/PUU-

jabatan sebagai
pejabat negara
lain, sebagai
komisaris atau
direksi pada
perusahaan
negara atau
swasta, dan
sebagai ketua
organisasi yang
dibiayai oleh

jabatan sebagai
wazir tanfidz dan
pejabat
pemerintahan
lainnya.

NG PerFl):)(()aldnaan Wakil Menteri Wazir Tafwidh Wazir Tanfidz
Rangkap Dilarang Dilarang Dilarang merangkap
1. Jabatan merangkap merangkap Jjabatan, akan tetapi
jabatan jabatan. dalam keadaan
sebagaimana tertentu wazir tanfidz
larangan yang bisa merangkap
diterapkan bagi Jabatan sebagai
menteri. birokrat dan duta
dalam waktu
bersamaan dengan
izin dari kepala
negara.
Dilarang Dilarang Dilarang merangkap
merangkap merangkap jabatan sebagai wazir

tafwidh dan pejabat
pemerintahan lainnya.

612 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 37-38.
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APBN dan/atau
APBD.

Pemberian
sanksi
pelanggaran

Dilaksanakan
ketika seorang
wakil menteri
terbukti telah
melakukan
rangkap jabatan.

Akibat hukum
diberikan kepada
wazir tafwidh
apabila diketahui
bahwa terdapat
keinginan dalam
diri wazir tafwidh
untuk merangkap
jabatan.

Akibat hukum
diberikan kepada
wazir tafwidh apabila
diketahui bahwa
terdapat keinginan
dalam diri wazir
tafwidh untuk
merangkap jabatan.

kementerian

Latar Kedudukan wakil | Bertentangan Bertentangan dengan
belakang menteri yang dengan akhlak akhlak mulia yang
larangan dinilai memiliki mulia yang harus | harus dijunjung tinggi
rangkap status yang sama | dijunjung tinggi oleh wazir dan
jabatan dengan menteri oleh wazir dan rangkap jabatan
sebagai pejabat rangkap jabatan adalah perbuatan
negara yang adalah perbuatan | tercela yang tidak
diangkat langsung | tercela yang tidak | seharusnya dilakukan.
oleh Presiden. seharusnya
dilakukan.
Pengangkat | Diperbolehkan. Dilarang. Diperbolehkan pada
an lebih dari kondisi tertentu.
1 wakil
menteri
dalam satu

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa secara

umum rangkap jabatan adalah sesuatu yang dilarang baik dalam

ketentuan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

80/PUU-XVI1/2019 dengan teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Namun, pada beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup menonjol,

yaitu pengecualian pada wazir tanfidz yang diperbolehkan merangkap

sebagai birokrat dan duta ketika ia menjabat sebagai wazir tanfidz.

Akan tetapi, hal tersebut hanya bisa dilaksanakan pada kondisi

tertentu dan dengan izin dari kepala negara.
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Pemberian hukuman terhadap pelanggar ketentuan rangkap
jabatan ini juga berbeda, dimana pada wakil menteri hukuman
diberikan ketika sudah dapat dibuktikan bahwa menteri yang
bersangkutan melakukan rangkap jabatan.®*® Sedangkan pada teori al-
wizarah, wazir mendapatkan hukumannya ketika diketahui dalam diri
wazir yang bersangkutan terdapat keinginan untuk merangkap jabatan
tanpa harus menunggu rangkap jabatan tersebut direalisasikan.

Kemudian yang terakhir adalah latar belakang adanya
pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan juga berbeda, dimana
pertimbangan hukum yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVII/2019 adalah pertimbangan mengenai status
kedudukan wakil menteri yang dinilai sama dengan menteri yaitu
sebagai pejabat negara karena keduanya sama-sama diangkat oleh
Presiden melalui hak prerogratif yang dimilikinya.®®* Sedangkan
menurut teori al-wizarah, pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan
adalah pertimbangan terhadap nilai akhlak yang harus dipatuhi oleh
seorang wazir, dimana dalam teori ini rangkap jabatan dinilai sebagai
perbuatan yang tercela dan dapat merugikan masyarakat luas sehingga

harus dihindari.®*®

613 pasal 24, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

614 pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008., dan Pertimbangan
Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019, 96.
615 Rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang wazir merupakan tindakan yang menciderai
kewajiban wazir untuk senantiasa menjaga integritas lembaga kementerian. Dikutip dari Al-
Mawardi, "Adab al-Wazir", 7.
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b. Analogi Terhadap Esensi Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
dan Teori Al-Wizarah Imam Al Mawardi

Kedudukan wakil menteri apabila dilihat dari segi
pengangkatan dan bidang tugas yang harus ditangani dapat
dikategorikan sebagai wazir tafwidh dalam teori al-wizarah Imam Al-
Mawardi, sedangkan apabila dilihat dari segi keterbatasan
kewenangan dan tidak adanya kewenangan untuk menetapkan suatu
kebijakan maka wakil menteri dapat dikategorikan sebagai wazir
tanfidz.

Kendati tugas yang dimiliki oleh wakil menteri adalah
membantu  menteri  dalam  melaksanakan  berbagai  tugas
kementerian®® dan tugas wazir adalah membantu tugas kepala negara,
pada dasarnya baik wakil menteri maupun wazir—wazir tafwidh dan
wazir tanfidz—merupakan jabatan yang berperan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Terlepas dari hal itu, praktik rangkap
jabatan adalah sesuatu yang sama-sama dilarang baik dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 maupun dalam
teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019, rangkap jabatan adalah tindakan yang bertentangan

dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

616 pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,
Lembaran Negara Nomor 129, Tahun 2012.
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undangan. Rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang
memicu lahirnya konflik kepentingan dan dapat mengakibatkan
terjadinya praktik KKN khususnya di lingkungan pemerintahan.®*’
Pengangkatan wakil menteri dilakukan hanya pada kondisi tertentu
saja yakni apabila terdapat beban kerja dalam kementerian tertentu
yang membutuhkan penanganan khusus, adanya persyaratan “adanya

%1% menunjukkan

beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus
bahwa keberadaan wakil menteri untuk membantu pelaksanaan tugas
tersebut sangatlah urgent.

Dengan demikian, akan menjadi pertanyaan besar jika
terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan, mengingat bahwa
keberadaan wakil menteri dalam suatu kementerian adalah untuk
membantu pelaksanaan tugas dan beban kerja tertentu pada suatu
kementerian sehingga tugas yang diberikan kepada wakil menteri
tentunya tidak sedikit.

Berdasarkan opini penulis, praktik rangkap jabatan oleh
wakil menteri memiliki dua kemungkinan, pertama tugas yang
diberikan kepada wakil menteri bukan merupakan tugas yang berat
dan banyak sehingga apabila wakil menteri merangkap jabatan tidak
menjadi permasalahan yang berarti karena keduanya dapat

dilaksanakan secara bersamaan dan kedua, wakil menteri tidak

memiliki tugas yang pasti sehingga dapat merangkap jabatan di

817 K omisi Pemberantasan Korupsi, "Konflik Kepentingan”, 4-5.
%18 Ketentuan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,
Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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instansi lain. Dua kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa terdapat
kemungkinan politisasi terhadap jabatan wakil menteri.

Praktik rangkap jabatan dalam lingkungan pemerintahan
menurut teori al-wizarah mencerminkan sifat rakus terhadap
kekuasaan dunia. Padahal, salah satu persyaratan untuk menjadi
pejabat pemerintahan—dalam hal ini wazir—harus memiliki berbagai
akhlak mulia beberapa di antaranya adalah amanah terhadap tanggung
jawab yang diberikan, jujur dalam menjalankan tugas, dan tidak rakus
terhadap kekuasaan yang sudah dimilikinya.®*°

Rangkap jabatan dinilai sebagai tindakan yang hanya akan
merugikan orang lain dan akan menyebabkan kekacauan dalam
penyelenggaraan pemerintahan karena terdapat campur aduk
kewenangan antara satu jabatan dengan jabatan lain yang dipegang
oleh satu orang yang sama.

Tujuan dilarangnya praktik rangkap jabatan baik menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 maupun
menurut teori al-wizarah adalah untuk mencegah terjadinya konflik
kepentingan yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan
pemerintahan.®® Akibat hukum yang disebabkan karena adanya
pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan baik menurut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 maupun menurut

%9 Jmam Al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Imam Al-
Mawardi", ed. Penerjemah : Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, 45.

620 May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)," Jurnal Legislasi Indonesia
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teori al-wizarah adalah sama vyaitu diberhentikan dari jabatannya,
meskipun dalam praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh
beberapa wakil menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf belum
mendapatkan sanksi yang seharusnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI1/2019 yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 23
Undang-Undang Kementerian mengenai larangan rangkap jabatan
berlaku juga bagi jabatan wakil menteri mengakibatkan segala aturan
terkait pelanggaran terhadap pasal tersebut juga berlaku bagi wakil
menteri.®? Pada Pasal 24 Undang-Undang Kementerian Negara
menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 23 akan
mengakibatkan diberhentikannya seseorang dari jabatan yang
bersangkutan.®”? Dengan demikian, apabila wakil menteri merangkap
jabatan dan dapat dibuktikan bahwa praktik rangkap jabatan tersebut
benar dilakukan maka seharusnya ia diberhentikan secara langsung
dari jabatannya sebagai wakil menteri.

Kendati terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan aturan
larangan rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVI1/2019 dan teori al-wizarah, namun pada

dasarnya praktik rangkap jabatan adalah tindakan yang sama-sama

621 pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019, 96.

622 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

300



dilarang baik menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019 maupun menurut teori al-wizarah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
menyebutkan bahwa pelarangan rangkap jabatan bagi wakil menteri
ini bertujuan agar wakil menteri berfokus pada beban kerja yang
diberikan kepadanya sehingga dapat mencegah adanya percampuran
kepentingan politik dalam pelaksanaan tugasnya.®® Tujuan adanya
pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan menurut kedua perspektif
ini dengan demikian sama-sama untuk mencegah terjadinya konflik
kepentingan dalam lingkungan pemerintahan yang dapat menggangu
jalannya roda pemerintahan. Pelanggaran terhadap aturan rangkap
jabatan menurut dua perspektif ini adalah berdampak pada
diberhentikannya pejabat—dalam hal ini wakil menteri maupun
wazir—dari jabatannya.

Pemberian sanksi terhadap pelaku rangkap jabatan,
pemerintah Indonesia dinilai kurang tegas. Hal tersebut dibuktikan
dengan tidak adanya tindakan lebih lanjut terhadap beberapa wakil
menteri yang merangkap jabatan, seluruh wakil menteri pelaku
rangkap jabatan ini masih menjabat sebagai wakil menteri bahkan
salah satu wakil menteri pelaku rangkap jabatan diangkat menjadi
menteri pada reshuffle kabinet Indonesia Maju. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 yang melarang praktik rangkap

$23pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019, 96.
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jabatan bagi wakil menteri oleh pemerintah maupun pihak
kementerian yang bersangkutan dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum tetap karena bukan bagian dari amar putusan.®®* Padahal pada
dasarnya pertimbangan hukum Mahkamah dan amar putusan adalah
satu kesatuan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib
dipatuhi.®®
Pemerintah harus lebih tegas dalam hal penegakan hukum
terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, karena meskipun
dalam Undang-Undang Kementerian tidak disebutkan secara eksplisit
larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri namun sesuai dengan
pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan rangkap jabatan
yang berlaku bagi menteri berlaku juga bagi wakil menteri.??® Akibat
hukum yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap larangan
tersebut juga berlaku bagi wakil menteri yaitu dengan
diberhentikannya wakil menteri yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai wakil menteri.®*’

Adanya praktik rangkap jabatan dalam dua perspektif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 dan teori

al-wizarah pada hakikatnya memiliki konsep yang sama mulai dari

%24 Dini Purwono, "Istana Jelaskan Pendapat MK soal Rangkap Jabatan Wakil Menteri," detik
News, diakses pada September November 2020, https://news.detik.com/berita/d-5162087/istana-
jelaskan-pendapat-mk-soal-rangkap-jabatan-wakil-menteri.

%25 Maruar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", 211.

626 pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/2019, 96.

627 Sanksi yang disebutkan terkait pemberhentian menteri yang terbukti melakukan rangkap
jabatan dimuat dalam Pasal 24, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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segi tujuan pelarangan hingga akibat hukum terhadap pelanggaran
aturan tersebut, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam
penerapannya namun tidak akan mengubah fakta bahwa menurut dua
perspektif tersebut rangkap jabatan adalah tindakan yang dilarang dan
tidak seharusnya dilakukan khususnya di lingkungan pemerintahan.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sesuai
dengan ketentuan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVII/2019 bahwa rangkap jabatan merupakan
tindakan yang dilarang bagi wakil menteri dengan statusnya sebagai
pejabat pemerintahan. Selaras dengan ketentuan pada teori al-wizarah
Imam Al-Mawardi yang mengkategorikan praktik rangkap jabatan
sebagai tindakan yang dilarang bagi seluruh pejabat pemerintahan
termasuk untuk wazir. Rangkap jabatan menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 merupakan tindakan yang
dapat merugikan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam
teori al-wizarah bahwa rangkap jabatan hanya akan menimbulkan
madarat bagi masyarakat dan tidak memiliki nilai kemanfaatan.®®®
Praktik rangkap jabatan dikategorikan pula sebagai tindakan yang
bertentangan dengan asas profesionalitas dan etika wakil menteri
sebagai pejabat pemerintahan. Fakta tersebut sama dengan yang
disebutkan dalam teori al-wizarah bahwa rangkap jabatan merupakan

tindakan yang tidak mencerminkan sifat jujur dan bertentangan

628 Al-Mawardi, Adab al-Wazir, 35-36.

303



dengan akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap pejabat
pemerintahan.

Rangkap jabatan berdasar teori al-wizarah juga bertentangan
dengan gagasan state yang diusung Imam Al-Mawardi bahwa seluruh
kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan demi kepentingan
pemeliharaan agama (muraat al-din) dan kepentingan orang banyak
(mashalih al-dunya).®® Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat
mengakibatkan  diberhentikannya pejabat pemerintahan yang
bersangkutan dari jabatannya. Ketentuan mengenai larangan rangkap
jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019 dengan demikian dapat dikatakan sesuai (relevan)
esensinya dengan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam teori al-
wizarah Imam Al-Mawardi.

4. Kerangka lus Constituendum Terkait Jabatan Wakil Menteri dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Eksistensi  jabatan  wakil ~menteri  dalam  struktur
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa pengangkatan wakil
menteri di setiap periode pemerintahan ditentukan oleh kepala

630

pemerintahan yang bersangkutan.”™ Wewenang untuk mengangkat

wakil menteri yang berada di tangan Presiden secara tidak langsung

629 Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), Terj.
Fadli Bahri", Cet. 1, 4.

630 Keberadaan wakil menteri dalam setiap periode pemerintahan ditentukan oleh Presiden yang
memegang kekuasaan pemerintahan, termasuk penentuan formasi wakil menteri yang akan
diangkat juga menjadi kewenangan penuh Presiden. Dikutip dari P. N. H. Simanjuntak, "Kabinet-
Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa
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menunjukkan bahwa keberadaan wakil menteri dalam suatu
kementerian bergantung pada pertimbangan Presiden dalam
menafsirkan beban kerja yang dimiliki oleh setiap kementerian.
Terbatasnya regulasi yang berkaitan dengan prosedur
pengangkatan wakil menteri mengakibatkan adanya beberapa
kerancuan yang ditimbulkan dalam urusan pengangkatan wakil
menteri.®** Tidak adanya indikator pasti yang menjadi patokan kapan
dan dalam kondisi seperti apa Presiden diperbolehkan mengangkat
wakil menteri mengakibatkan pengangkatan wakil menteri berpotensi
dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan politik tertentu saja.
Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri juga tidak
menyertakan job analysis dan job spesification pada setiap
kementerian yang membutuhkan wakil menteri dalam menjalankan
tugasnya.®®* Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait beban
kerja seperti apa yang kemudian menjadi alasan Presiden mengangkat
wakil menteri, mengingat bahwa pertimbangan dalam mengangkat
wakil menteri dilaksanakan oleh Presiden secara langsung. Sehingga
patut dipertanyakan apabila Presiden tidak mampu memberikan job
analysis dan job spesification pada kementerian yang bersangkutan
padahal yang melakukan pertimbangan untuk pengangkatan wakil

menteri adalah Presiden sendiri. Dalam Undang-Undang Kementerian

831 Kerancuan yang dimaksud disini adalah terkait eksistensi wakil menteri dalam struktur
organisasi kementerian negara dan mekanisme pengangkatan wakil menteri yang masih banyak
menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dikutip dari Teatrika Handiko Putri, "Pro
Kontra Jabatan Wakil Menteri," IDN Times, 2019.

632 pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-I1X/2011, 78.
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Negara juga tidak memuat terkait kriteria yang harus dipenuhi oleh
setiap calon wakil menteri, Presiden memiliki hak sepenuhnya untuk
mengangkat siapa yang akan menjadi wakil menteri dan pada
kementerian mana ia akan ditempatkan.

Eko Prasojo dalam pendapatnya mengemukakan bahwa
seorang calon wakil menteri harus memiliki keahlian, kepakaran, dan
pengalaman yang memadai mengingat bahwa tugas wakil menteri
adalah untuk membantu pelaksanaan beban kerja yang membutuhkan
penanganan khusus.®®® Sehingga sudah sewajarnya bahwa Presiden
mengangkat wakil menteri dari kalangan profesional, selain untuk
menunjang tugasnya dalam membantu menteri, pengangkatan wakil
menteri dari kalangan profesional adalah upaya preventif untuk
mencegah adanya kepentingan politik praktis tertentu dalam
menjalankan pemerintahan yang akan berujung pada terjadinya
konflik kepentingan.®®** Hal tersebut tentu akan mengganggu jalannya
pemerintahan, khususnya pada pos-pos kementerian yang benar-benar
membutuhkan penanganan khusus. Tidak adanya ketentuan mengenai
hal ini mengakibatkan banyaknya wakil menteri yang diangkat berasal
dari kalangan politisi, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan
Presiden Joko Widodo jilid 1. Hal tersebut memicu timbulnya asumsi

masyarakat yang meyakini bahwa pengangkatan wakil menteri hanya

%33 pendapat Ahli Presiden, Poin [4], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019,

68.

634 pendapat Ahli Presiden, Poin [4], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019,

68.
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dalih untuk menutupi adanya praktik bagi-bagi kekuasaan (akomodasi
politik) saja.

Keterbatasan regulasi yang mengatur tentang permasalahan
wakil menteri juga berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan lain yang dilakukan oleh wakil
menteri. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa wakil
menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf merupakan salah satu
contoh terhadap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan. 3 (tiga) wakil
menteri—2 (dua) wakil menteri BUMN dan 1 (satu) wakil menteri
keuangan—yang merangkap jabatan sebagai Komisaris dan Wakil
Komisaris di perusahan milik negara pada dasarnya sudah melanggar
ketentuan larangan rangkap jabatan pada Undang-Undang BUMN.%%®

Meskipun dalam Undang-Undang Kementerian Negara tidak
terdapat larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, akan tetapi
tindakan tersebut jelas sudah melanggar ketentuan dalam Undang-
Undang BUMN.®* Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XV11/2019, ketentuan larangan rangkap jabatan yang
semula hanya berlaku bagi menteri berubah menjadi berlaku untuk
wakil menteri juga. Hal tersebut semakin memperkuat pendapat

bahwa tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa wakil

635 pasal 25 dan Pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, Lembaran Negara Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003.
6% pasal 23 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, Lembaran Negara Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Tahun 2003.
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menteri Presiden Joko Widodo merupakan tindakan yang salah dan
patut mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Akan
tetapi, faktanya belum ada tindakan lebih lanjut terhadap 3 (tiga)
wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan tersebut.

Adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh
beberapa wakil menteri Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa
kurang selektifnya Presiden Joko Widodo dalam mengangkat wakil
menteri. Oleh karena itu, adanya kriteria pasti yang harus dipenuhi
oleh setiap calon wakil menteri adalah hal mutlak yang harus ada dan
dilaksanakan pada setiap pengangkatan wakil menteri. Sebagaimana
dalam teori al-wizarah Imam Al-Mawardi yang menetapkan Kriteria
tinggi bagi setiap calon wazir yang akan menjabat di pemerintahan.®*’
Hal tersebut dilakukan agar tujuan pengangkatan wazir sebagai
pembantu proses penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan
dan hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat ataupun pemerintah
dapat dihindari. Pada teori al-wizarah Imam Al-Mawardi juga
ditegaskan terkait sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada wazir
apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contohnya terkait aturan mengenai larangan rangkap jabatan, setiap
wazir yang merangkap jabatan sebagai pejabat lain dalam

pemerintahan, bahkan sebatas memiliki keinginan untuk merangkap

%37 Abu'l-Hasan 'Ali bin ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, "al-Ahkam
as-Sultaniyyah : The Lawsof Islamic Governance", terj. Translated by Asadullah Yate (London
SW9 0BB, United Kingdom: Ta-Ha Publisher Ltd., 450 AH), 37-39.
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jabatan akan mendapatkan sanksi diberhentikan dari jabatannya
sebagai wazir saat itu juga.®*®

Beberapa hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia,
khususnya untuk mewujudkan tujuan utama diangkatnya wakil
menteri pada suatu kementerian. Adanya kriteria yang jelas bagi setiap
calon wakil menteri hingga terkait sanksi yang akan diperoleh apabila
seorang wakil menteri melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan merupakan sesuatu yang penting keberadaannya,
terlebih  pengangkatan wakil menteri hanya dilakukan pada
kementerian tertentu yang memiliki beban kerja dan membutuhkan
penanganan kKhusus.

Pengangkatan wakil menteri harus dilaksanakan dengan
sangat selektif. Mengingat bahwa pada faktanya eksistensi wakil
menteri merupakan hal yang memang dibutuhkan, terutama pada
kementerian-kementerian yang memiliki cakupan tugas dan beban
kerja yang sangat luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya sedikit
perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, khususnya
yang mengatur permasalahan tentang wakil menteri.

Adanya pembaharuan terhadap regulasi yang mengatur
tentang masalah wakil menteri, khususnya dalam Undang-Undang
Kementerian Negara merupakan sesuatu yang dibutuhkan agar

berbagai permasalahan maupun pro-kontra yang ditimbulkan karena

638 Al-Mawardi, "Adab al-Wazir", 35-36.
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jabatan wakil menteri ini dapat ditangani dengan baik. Mulai dari
pengaturan terkait kriteria calon wakil menteri, prosedur
pengangkatan hingga kewajiban dan larangan yang harus ditaati harus
dimuat dalam undang-undang tersebut.

Substansi yang terdapat dalam Peraturan Presiden tentang
Wakil Menteri®*® pada dasarnya hanya mengatur pengaturan terkait
tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wakil menteri.
Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Wakil Menteri®®® yang mengatur tentang tugas yang dimiliki oleh
wakil menteri beserta rinciannya dapat memicu pertanyaan.
Mengingat bahwasannya pengangkatan wakil menteri dilaksanakan
apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus
pada kementerian tertentu, sehingga seharusnya tugas yang dimiliki
oleh wakil menteri menyesuaikan dengan beban kerja tersebut bukan
ditentukan sejak awal.

Berkaca pada model pengangkatan wakil menteri di Korea
Selatan, Malaysia, dan Amerika Serikat bahwa pengangkatan wakil
menteri  dilaksanakan dengan melibatkan kementerian yang

bersangkutan atau pihak lain yang dinilai mampu menganalisa beban

639 peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor
129, Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor 272, Tahun

640 Ketentuan yang dimuat pada pasal ini adalah terkait rincian tugas yang dimiliki oleh wakil
menteri dalam membantu menteri melaksanakan tugas kementerian. Dikutip dari Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor 129, Tahun
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kerja setiap kementerian dengan baik. Pengangkatan wakil menteri di
Korea Selatan dilaksanakan secara langsung oleh menteri yang
bersangkutan, hal ini merupakan sesuatu yang logis karena menteri
adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kementeriannya
masing-masing.®** Sehingga seberapa banyak beban kerja yang
dimiliki oleh setiap kementerian pasti diketahui oleh menteri yang
bersangkutan. Seorang menteri berhak mengangkat 1 (satu) atau 2
(dua) wakil menteri yang akan membantunya melaksanakan tugas
kementerian menyesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki.

Lain halnya pada pengangkatan wakil menteri di Malaysia,
dimana wakil menteri diangkat secara langsung oleh Perdana Menteri
dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong.®*? Perdana Menteri
sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan negara Malaysia
merupakan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan, sehingga Perdana Menteri dianggap mampu
menafsirkan seberapa besar beban kementerian. ®*® Penentuan jumlah
wakil menteri yang akan diangkat pada setiap kementerian
dilaksanakan dengan pertimbangan matang dari Perdana Menteri
beserta persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong.

Serupa pada praktik pengangkatan wakil menteri di Amerika

Serikat, Presiden dalam mengangkat wakil menteri di seluruh

%1 Sung Chul Yang, "The North and South Korean Political Systems : A Comparative Analysis",

42.

842 pasal 43A (1), Federal Constitution of Malaysia.
643 pasal 33, Federal Constitution of Malaysia.
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kementerian harus mendapatkan persetujuan dari Senat sebelum wakil
menteri yang bersangkutan dilantik oleh Kongres.®** Adanya
keterlibatan pihak lain, khususnya yang terlibat secara langsung dalam
kementerian bertujuan untuk menghindari subjektivitas dalam
pengangkatan wakil menteri. Selain itu, penafsiran cakupan beban
kerja yang dimiliki oleh suatu kementerian tidak mungkin bisa
dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang diberikan oleh orang-
orang yang berkecimpung langsung pada kementerian tersebut.

Poin penting terkait model pengangkatan wakil menteri di
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat, khususnya dalam hal
keterlibatan pihak lain dalam mempertimbangkan urgensi
pengangkatan wakil menteri pada suatu kementerian dapat diterapkan
di Indonesia.

Kewenangan mengangkat wakil menteri, sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Kementerian, merupakan hak
prerogratif yang dimiliki oleh Presiden.®* Perlu diingat bahwasannya
untuk menentukan beban kerja di setiap kementerian Presiden tidak
diperkenankan menggunakan peneliaian subyektif saja. Diperlukan
adanya pertimbangan lain dari orang-orang yang terlibat langsung dan
mengetahui seluk-beluk beban kerja kementerian, yaitu menteri.
Presiden dalam mengangkat wakil menteri harus melibatkan menteri

yang bersangkutan, pasalnya yang paling mengetahui beban kerja

%44 The Constitution of the United States of America, Article 11, section 2.
®5 pasal 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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setiap kementerian adalah menteri itu sendiri sebagai pemimpin
kementerian yang bersangkutan.®°

Dengan demikian, adanya keterlibatan menteri dalam
pengangkatan wakil menteri menjadi sesuatu yang penting agar
Presiden tidak sembarang mengangkat wakil menteri. Hal ini pada
dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak prerogratif yang
dimiliki oleh Presiden, akan tetapi agar Presiden lebih obyektif dan
selektif ketika melakukan pertimbangan dalam hal pengangkatan
wakil menteri.

Secara garis besar terdapat beberapa hal pokok terkait
masalah wakil menteri yang seharusnya dimuat dalam Undang-
Undang Kementerian Negara, antara lain yaitu.®*’
Kriteria wakil menteri;

Indikator pengangkatan wakil menteri;
Prosedur pengangkatan wakil menteri;
Hak dan kewajiban wakil menteri; dan

Larangan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.®*®

®o0 o

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan

kriteria wakil menteri diharapkan mampu menjadi pedoman bagi

%4 Ketentuan ini diadopsi dari model pengangkatan wakil menteri di Korea Selatan, dimana
pengangkatan wakil menteri dilakukan langsung oleh menteri yang bersangkutan atas persetujuan
dari Presiden. Hal tersebut dilakukan karena menteri dinilai sebagai orang yang paling mengetahui
beban tugas masing-masing kementerian. Dikutip dari Sung Chul Yang, "The North and South
Korean Political Systems : A Comparative Analysis", 42.

%47 pokok permasalahan yang disebutkan di atas merupakan hasil analisis dari Undang-Undang
Kementerian Negara terkait ketentuan yang mengatur tentang wakil menteri. Dikutip dari Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.

6% |arangan dan sanksi pelanggaran ini dapat mengadopsi ketentuan yang termuat pada Pasal 23
dan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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Presiden dalam mengangkat wakil menteri, agar orang-orang yang
diangkat menjadi wakil menteri benar-benar memiliki keahlian dan
kemampuan yang dapat membantu menteri dalam menjalankan tugas
kementerian. Selain itu, adanya ketentuan kriteria wakil menteri ini
dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya
politisasi terhadap jabatan wakil menteri.

Eksistensi wakil menteri yang ditujukan untuk membantu
pelaksanaan beban kerja kementerian yang membutuhkan
penanganan khusus dapat diwujudkan dengan optimal.®*® Dengan
adanya kriteria wakil menteri maka jabatan wakil menteri tidak
diobral sembarangan untuk kepentingan tertentu dan kemungkinan
untuk menempatkan seseorang yang tidak sesuai dengan bidang
keahlian, atau bahkan hanya untuk politisasi jabatan saja dapat
dicegah.

Penulis dalam hal ini selain menyarankan untuk menerapkan
kriteria yang diterapkan bagi menteri, juga menyarankan adanya
tambahan kriteria terkait kemampuan/keahlian calon wakil menteri
pada bidang kementerian yang bersangkutan. Hal ini ditujukan agar
keberadaan wakil menteri pada suatu kementerian benar-benar
memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan Kinerja

kementerian yang bersangkutan.

849 penjelasan Pemerintah tentang Jabatan Wakil Menteri, angka 43 dan 44, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 41.
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Adanya indikator pengangkatan wakil menteri juga
diperlukan, sehingga pengangkatan wakil menteri tidak didasarkan
pada penilaian subjektif Presiden saja. Keberadaan indikator
pengangkatan wakil menteri ini dapat dijadikan patokan terkait beban
kerja seperti apa yang layak mendapatkan bantuan dari wakil menteri.
Selain itu, adanya kewajiban untuk memberikan job analysis dan job
spesification dalam pengangkatan wakil menteri juga dibutuhkan agar
setiap orang mengetahui dengan pasti beban kerja seperti apa yang
dianggap membutuhkan penanganan khusus.

Adanya pemaparan terkait job analysis dan job spesification
pada kementerian-kementerian yang di dalamnya terdapat wakil
menteri menunjukkan adanya penerapan terhadap prinsip keterbukaan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.®®® Pengaturan tentang hal ini
selain untuk mencegah terjadinya politisasi jabatan juga ditujukan
agar Presiden tidak sembarangan mengangkat wakil menteri pada
kementerian-kementerian yang sebenarnya tidak membutuhkan
bantuan dari wakil menteri. Sehingga efektivitas dan efisiensi
keberadaan wakil menteri pada kementerian tertentu dapat
dioptimalkan dengan baik.

Pengaturan tentang prosedur pengangkatan wakil menteri
juga menjadi salah satu hal penting yang seharusnya diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Adanya pengaturan terkait prosedur

650 pemaparan terkait job analysis dan job spesification menunjukkan adanya penerapan terhadap
asas keterbukaan dalam pengangkatan wakil menteri. Dikutip dari Poin [3.14], Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 78.
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pengangkatan wakil menteri ini bukan untuk memangkas wewenang
Presiden dalam hal pengangkatan wakil menteri, melainkan agar
pengangkatan wakil menteri dapat dilaksanakan dengan sistematis
dan tertata dengan baik. Sehingga stigma negatif masyarakat yang
menganggap bahwa jabatan wakil menteri hanya dalih untuk
menutupi adanya praktik bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan oleh
Presiden dapat dihapuskan.

Pengangkatan wakil menteri yang hanya dilaksanakan pada
kondisi tertentu saja® menjadi salah satu alasan mengapa
keberadaan prosedur pengangkatan wakil menteri penting untuk
diadakan. Mengingat bahwa tujuan pengangkatan wakil menteri
adalah untuk meningkatkan Kkinerja kementerian, maka mulai dari
awal pengangkatannya harus melalui prosedur yang jelas. Dalam hal
ini menurut hemat penulis, prosedur pengangkatan wakil menteri
dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu.

a. Presiden bersama menteri mempertimbangkan tentang beban
kerja di masing-masing kementerian dan memilah pada
kementerian mana yang memiliki beban kerja lebih berat dan
membutuhkan penanganan khusus;

b. Presiden menyusun job analysis dan job spesification pada
masing-masing kementerian yang membutuhkan wakil
menteri;

c. Presiden merekomendasikan nama-nama yang akan menjadi
calon wakil menteri;

d. Calon wakil menteri diseleksi berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan;

651 Cekli Setya Pratiwi, dkk., "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB) Hukum Administrasi Negara"”, ed. Imam Nasima (Jakarta: Netherlands Embassy in
Jakarta : The Center for International Legal Cooperation (CILC) and The Indonesian Institute For
Independent Judiciary (LelP), 2016), leip.or.id.
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e. Calon wakil menteri yang memenuhi Kriteria dapat diangkat
oleh Presiden menjadi wakil menteri dimana penempatannya
menyesuaikan keahlian yang dimilikinya.

Selanjutnya terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
wakil menteri pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan
Presiden.®®> Namun demikian, pengaturan terkait hak dan kewajiban
wakil menteri dalam Peraturan Presiden hanya menyangkut hal-hal
terkait hak keuangan dan kewajiban untuk berkoordinasi dalam
pelaksanaan tugasnya. Hak dan kewajiban wakil menteri terkait fungsi
yang dimilikinya sebagai salah satu unsur pemimpin kementerian
tidak dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara®®® menyatakan bahwa wakil menteri
merupakan unsur pemimpin kementerian satu kesatuan dengan
menteri. Adanya pasal ini seharusnya membawa dampak berupa hak
dan kewajiban bagi wakil menteri dalam pelaksanaan fungsinya
sebagai unsur pemimpin kementerian, apa saja yang boleh dan tidak

boleh dilaksanakan oleh wakil menteri selama pelaksanaan tugas,

terlebih tugas wakil menteri yang disebutkan dalam Peraturan

652 pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,
Lembaran Negara Nomor 203, Tahun 2012. dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,
Lembaran Negara Nomor272, Tahun 2014.

%53 peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran
Negara Nomor 203, 2019.
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Presiden Nomor 60 Tahun 2012 hanya seputar tugas untuk membantu
menteri pada tugas-tugas tertentu saja.®>*

Terakhir adalah pengaturan terkait larangan dan sanksi bagi
wakil menteri. Larangan vyang dimaksud di sini adalah
perbuatan/tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan bagi wakil
menteri. Hal ini bertujuan agar pelanggaran yang dilakukan oleh wakil
menteri terhadap peraturan perundang-undangan lain karena hal
tersebut tidak dilarang dalam Undang-Undang Kementerian Negara
mengenai praktik rangkap jabatan tidak terulang kembali. Ketentuan
mengenai hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh wakil
menteri diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran-
pelanggaran lain yang mungkin dan dapat dilakukan oleh wakil
menteri.

Keberadaan sanksi merupakan satu kesatuan terhadap
larangan yang diterapkan, dimana sanksi adalah wujud akibat yang
harus ditanggung apabila suatu larangan dilanggar. Pengaturan
mengenai sanksi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap pejabat
pemerintahan yang melakukan pelanggaran baik itu wakil menteri
maupun pejabat lain mendapatkan hukuman yang sesuai, dan praktik

mengenai tidak adanya tindakan lebih lanjut bagi wakil menteri yang

854 Ketentuan lebih rinci terkait tugas wakil menteri dalam membantu menteri melaksanakan tugas
kementerian dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012
tentang Wakil Menteri, Lembaran Negara Nomor 192, Tahun 2012.
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telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan
tidak terulang kembali.

Pengaturan terkait larangan dan sanksi ini dapat mengadopsi
pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XV11/12019 bahwa seluruh aturan dalam Undang-Undang Kementerian
yang mengatur terkait larangan bagi menteri berlaku juga bagi wakil
menteri.®>® Sehingga, menurut hemat penulis ketentuan pada Pasal 23
Undang-Undang Kementerian terkait larangan rangkap jabatan dan
ketentuan mengenai pemberhentian menteri khususnya pada Pasal 24
ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Kementerian Negara®™® juga
diberlakukan bagi wakil menteri sebagai konsekuensi diterapkannya
Pasal 23 bagi wakil menteri.

Adanya beberapa catatan perbaikan terhadap Undang-
Undang Kementerian Negara yang sudah dipaparkan di atas
diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan jabatan wakil
menteri dalam organisasi kementerian negara. Fakta bahwa terdapat
beberapa kementerian yang memang memiliki beban kerja lebih berat
dan lebih banyak daripada kementerian lain merupakan salah satu

pertimbangan terhadap pentingnya eksistensi wakil menteri untuk

%% pertimbangan Hukum Mahkamah, Poin [3.13], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI1/2019, 96.

856 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916, Tahun 2008.
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membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Hal tersebut juga
merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa jabatan wakil
menteri tidak dapat serta merta dihapuskan karena adanya dugaan
politisasi terhadap jabatan wakil menteri.

Dengan adanya perbaikan terhadap regulasi terkait wakil
menteri, peningkatan kinerja kementerian®’ yang menjadi tujuan
utama diangkatnya wakil menteri dapat direalisasikan dengan baik.
Selain itu, dengan adanya regulasi yang baik dan didukung oleh
pelaksananya yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-
undangan maka kemungkinan-kemungkinan buruk seperti adanya
politisasi jabatan, konflik kepentingan, hingga terjadinya praktik KKN
dalam lingkungan pemerintahan dapat dicegah. Dengan demikian,
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal dan
kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring meningkatnya
Kinerja pemerintah.

Tabel 7

Hasil Penelitian dan Rekomendasi

No.

Rumusan Masalah Hasil Temuan Penelitian

Konstitusionalitas
praktik rangkap jabatan
pada pengangkatan
wakil menteri

Presiden menurut Pasal 17 UUD 1945
memiliki kewenangan untuk mengangkat para
menteri, pasal ini merupakan dasar adanya
kewenangan Presiden dalam hal
pengangkatan wakil menteri. Pengangkatan
wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden
dengan demikian merupakan tindakan yang

%7 peningkatan kinerja kementerian merupakan salah satu tujuan adanya pengangkatan wakil
menteri pada beberapa kementerian yang memiliki beban kerja tambahan dan membutuhkan
penanganan khusus. Dikutip dari Penjelasan Pemerintah tentang Jabatan Wakil Menteri, angka 43
dan 44, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-1X/2011, 41.
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bersifat konstitusional karena berdasarkan
tafsir Pasal 17 UUD 1945 kewenangan yang
disebutkan pada norma pasal tersebut tidak
hanya terbatas pada menteri, melainkan
berlaku pula bagi wakil menteri yang
notabene  merupakan  pembantu  tugas
kementerian.

Kewenangan Presiden dalam pengangkatan
wakil menteri menurut Undang-Undang
Kementerian Negara merupakan kewenangan
penuh yang dimiliki oleh Presiden mulai
penentuan calon wakil menteri hingga
mekanisme pengangkatannya.

Mekanisme pengangkatan wakil menteri
menurut Putusan Mahkamah  Konstitusi
Nomor 79/PUU-1X/2011 ditentukan oleh
Presiden, dalam hal pengangkatan wakil
menteri  Presiden memiliki kewenangan
mutlak  untuk  menentukan  bagaimana
prosedur pengangkatan wakil menteri itu
dilaksanakan.

Pengangkatan wakil menteri dipengaruhi oleh
beberapa hal vyaitu 1) faktor yuridis
dipengaruhi  olen adanya kewenangan
Presiden untuk mengangkat wakil menteri dan
diatur dalam undang-undang; 2) faktor politis
ditentukan oleh adanya kepentingan politik
yang berkuasa; dan 3) faktor sosiologis yang
ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan
masyarakat.

Terdapat kekosongan hukum terkait prosedur
pengangkatan wakil menteri dalam Undang-
Undang Kementerian Negara, dimana pada
undang-undang tersebut hanya memuat satu
pasal saja yang mengatur masalah wakil
menteri.

Kekosongan hukum pengangkatan wakil
menteri apabila dibiarkan berpotensi untuk
melahirkan berbagai pelanggaran hukum
khususnya terkait masalah pengangkatan
wakil menteri.

Keberadaan hukum terkait pengangkatan
wakil menteri dapat digunakan sebagai
landasan  bagi  Presiden agar dalam
pengangkatan wakil menteri dapat dilakukan
dengan selektif dan berdasarkan pada

321




pertimbangan yang matang.

Setiap warga negara menurut Pasal 27 UUD
1945 memiliki kewajiban untuk menjunjung
hukum dan pemerintahan serta menaati
hukum yang berlaku.

Terdapat sembilan peraturan perundang-
undangan yang mengatur larangan rangkap
jabatan.

Praktik rangkap jabatan secara yuridis telah
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang
BUMN mengenai larangan rangkap jabatan.

Praktik rangkap jabatan berdasarkan sudut
pandang teori lembaga negara merupakan
tindakan  yang dilarang dan  tidak
diperbolehkan karena tindakan tersebut baik
secara moral, etika dan AUPB merupakan hal
yang harus dihindari.

Adanya praktik rangkap jabatan dengan
demikian  dapat dikategorikan  sebagai
tindakan yang tidak mencerminkan ketaatan
terhadap  hukum,  sehingga  tindakan
merangkap jabatan merupakan tindakan yang
bersifat inkonstitusional karena menunjukkan
tindakan yang tidak menjunjung hukum.

Politik hukum
pengangkatan wakil
menteri berdasarkan
hak prerogratif
Presiden menurut
Undang-Undang
Kementerian Negara

Kewenangan Presiden menurut penafsiran
tekstual risalah uuD 1945
mengklasifikasikan  kewenangan Presiden
menjadi dua yaitu kewenangan sebagai kepala
negara dan kewenangan sebagai kepala
pemerintahan.

Terdapat setidaknya 17 pasal dalam UUD
1945 yang memuat aturan terkait kewenangan
yang dimiliki oleh Presiden.

Kewenangan Presiden dalam Undang-Undang
Kementerian Negara terbagi pada beberapa
bentuk vyaitu kewenangan dalam hal
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
suatu  kementerian.  Selanjutnya  yaitu
kewenangan dalam pengangkatan dan
pemberhentian menteri, kewenangan untuk
mengangkat wakil menteri, dan kewenangan
untuk menerima pertanggungjawaban dari
menteri, serta kewenangan untuk menetapkan
Peraturan Presiden dalam hal apabila terdapat
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yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut
khususnya terkait tugas, fungsi, dan susunan
dalam struktur organisasi kementerian.

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (2009-2014), politik
hukum  pengangkatan  wakil ~ menteri
cenderung berfokus pada upaya optimalisasi
kinerja kementerian yang dinilai kurang
akibat seringnya perombakan kabinet yang
dilakukan oleh Presiden SBY.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko
Widodo (2014-2019) terdapat penurunan
jumlah  wakil menteri yang diangkat.
Keseluruhan wakil menteri yang diangkat
berasal dari kalangan profesional.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko
Widodo jilid 11 (2019-2024) ada peningkatan
yang signifikan terkait jumlah wakil menteri
yang diangkat oleh Presiden. Jumlah total
wakil menteri hingga saat ini terhitung 5 kali
lipat daripada periode sebelumnya. Komposisi
wakil menteri pada periode ini selain berasal
dari kalangan profesional, juga berasal dari
kalangan politisi dan simpatisan Presiden
Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Secara historis, politik hukum pengangkatan
wakil menteri antara periode pemerintahan
yang satu dengan yang lain berbeda. Politik
hukum yang diterapkan pada setiap periode
pemerintahan  selain  dipengaruhi  oleh
pemimpin yang berkuasa juga dipengaruhi
oleh faktor politik dan sosial dalam birokrasi
kementerian.

Presiden dalam menetapkan politik hukum
mekanisme pengangkatan wakil ~menteri
berdasarkan konstitusi adalah bagian dari hak
prerogratif yang dimilikinya.

Politik hukum mekanisme pangangkatan
wakil menteri menurut Undang-Undang
Kementerian Negara juga menjadi bagian dari
hak prerogratif Presiden.

Adanya wakil menteri yang merangkap
jabatan pada pemerintahan Presiden Jokowi-
Ma’ruf menunjukkan bahwa politik hukum
yang digunakan dalam hal mekanisme
pengangkatan wakil menteri telah
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menyimpang dari ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Kementerian Negara.
Presiden dalam melaksanakan hak
prerogratifnya pada pengangkatan wakil
menteri telah melampaui batas, dimana
larangan terhadap adanya praktik rangkap
jabatan di lingkungan pemerintahan telah
dilanggar dan tidak dipatuhi. Hal ini
dibuktikan dengan adanya wakil menteri yang
rangkap jabatan sebagai pejabat BUMN.
Tindakan tersebut tentu telah melanggar
ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan
dalam Undang-Undang BUMN.

Poin penting terkait model pengangkatan
wakil menteri di Korea Selatan, Malaysia dan
Amerika Serikat, khususnya dalam hal
keterlibatan pihak lain dalam
mempertimbangkan urgensi pengangkatan
wakil menteri pada suatu kementerian dapat
diterapkan di Indonesia.

Aspek ontologis
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019
terkait larangan
rangkap jabatan dengan
teori al-wizarah imam
al-Mawardi

Ratio legis aturan terkait larangan rangkap
jabatan bagi wakil menteri dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XVI11/2019 adalah bentuk kepastian hukum
Mahkamah sebagai penegasan status wakil
menteri sebagai pejabat negara yang harus
mematuhi aturan larangan rangkap jabatan
dan sebagai upaya penegakan hukum
terhadap terjadinya praktik rangkap jabatan di
lingkungan  pemerintahan, serta  untuk
mencegah terjadinya praktik rangkap jabatan
baik dalam organisasi  kementerian—
khususnya bagi wakil menteri—maupun di
lingkungan organisasi pemerintahan yang
lain.

Rangkap jabatan berdasarkan hukum positif
merupakan tindakan yang tidak
mencerminkan penerapan asas profesionalitas
sebagai seorang pejabat pemerintahan.

Rangkap jabatan dalam perspektif teori al-
wizarah merupakan tindakan tercela yang
bertentangan dengan kriteria utama seorang
wazir yang harus memiliki akhlak mulia.
Rangkap jabatan dinilai sebagai tindakan
yang dapat menimbulkan madarat besar bagi
masyarakat luas.
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Rangkap jabatan bertentangan dengan
gagasan state yang diusung Imam Al-
Mawardi bahwa seluruh kegiatan
pemerintahan  harus dilaksanakan demi
kepentingan pemeliharaan agama (muraat al-
din) dan kepentingan orang banyak (mashalih
al-dunya).

Rangkap jabatan juga termasuk salah satu
tindakan yang dapat  mengakibatkan
pemberhentian pejabat pemerintah  dari
jabatan yang dimilikinya. Jangkauan larangan
rangkap jabatan menurut teori al-wizarah
tidak hanya berlaku bagi wazir saja, akan
tetapi  berlaku bagi seluruh  pejabat
pemerintahan.

Praktik rangkap jabatan dalam dua perspektif
Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor
80/PUU-XVI1/2019 dan teori al-wizarah
pada hakikatnya memiliki konsep yang sama
mulai dari segi tujuan pelarangan hingga
akibat hukum terhadap pelanggaran aturan
tersebut, meskipun terdapat beberapa
perbedaan dalam penerapannya namun tidak
akan mengubah fakta bahwa menurut dua
perspektif tersebut rangkap jabatan adalah
tindakan yang dilarang dan tidak seharusnya
dilakukan  khususnya  di  lingkungan
pemerintahan.

Ketentuan mengenai larangan rangkap
jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 80/PUU-XVI11/2019 dengan demikian
dapat dikatakan sesuai (relevan) esensinya
dengan ketentuan larangan rangkap jabatan
dalam teori al-wizarah Imam Al-Mawardi.

Rekomendasi

Pengangkatan wakil menteri oleh Presiden
menurut UUD 1945 merupakan tindakan yang
konstitusional. Akan tetapi praktik rangkap
jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri
merupakan tindakan yang melanggar hukum
yang berlaku, sehingga diperlukan adanya
larangan rangkap jabatan yang secara eksplisit
ditujukan bagi wakil menteri.

Pemerintah dan DPR perlu
mempertimbangkan adanya revisi terhadap
Undang-Undang Kementerian Negara,
mengingat permasalahan terkait wakil menteri
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adalah permasalahan yang selalu menuai pro-
kontra di kalangan masyarakat dan ahli.
Vacuum of norm terkait pengaturan lebih rinci
tentang wakil menteri menjadi salah satu yang
menyebabkan munculnya berbagai
permasalahan yang berhubungan dengan
wakil menteri.

Terdapat beberapa hal yang harus
dipertimbangkan untuk  dimuat dalam
Undang-Undang Kementerian Negara dalam
kaitannya dengan wakil menteri, yaitu:
Kriteria wakil menteri;

Indikator pengangkatan wakil menteri;
Prosedur pengangkatan wakil menteri;
Hak dan kewajiban wakil menteri;
Larangan dan sanksi apabila terjadi
pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

o0 o

Dalam hal terkait penentuan kriteria wakil
menteri, Pemerintah dapat
mempertimbangkan  kriteria yang harus
dipenuhi oleh seorang calon wazir dalam teori
al-wizarah. Pemerintah juga dapat
mempertimbangkan  untuk  menggunakan
kriteria yang sama dengan kriteria menteri
untuk kemudian diterapkan bagi wakil
menteri.

Terkait penentuan indikator pengangkatan
wakil menteri Presiden dapat
mempertimbangkan untuk melibatkan pihak
kementerian sebagaimana yang terdapat pada
model pengangkatan wakil menteri di Korea
Selatan.

Pada  permasalahan  terkait  prosedur
pengangkatan wakil menteri Presiden dapat
mengkaji  secara  mendalam  prosedur
pengangkatan wakil menteri di Korea Selatan,
Malaysia dan Amerika Serikat. Ketiga negara
tersebut dalam hal pengangkatan wakil
menteri selalu meminta pertimbangan dari
pihak lain terlepas dari kewenangan yang
dimiliki oleh kepala pemerintahannya dalam
urusan pengangkatan wakil menteri.

Terakhir terkait hak dan kewajiban wakil
menteri  serta  larangan dan  sanksi
pelanggaran, Pemerintah dapat menggunakan
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ketentuan dalam Undang-Undang
Kementerian Negara sebagai pedoman.
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A

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis di atas,

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil

menteri memiliki dua kesimpulan utama yaitu pertama, kewenangan
Presiden dalam pengangkatan wakil menteri didasarkan pada ketentuan
Pasal 17 UUD 1945. Pengangkatan wakil menteri oleh Presiden dengan
demikian merupakan tindakan yang bersifat konstitusional. Kedua,
rangkap jabatan merupakan tindakan yang dilarang bagi seluruh pejabat
pemerintahan, adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil
menteri merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Terdapat (9) sembilan peraturan perundang-
undangan yang memuat larangan praktik rangkap jabatan. Praktik
rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri melanggar ketentuan
dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN. Secara yuridis,
prakiik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri BUMN dan
wakil menteri keuangan merupakan tindakan yang melanggar aturan
hukum, yaitu ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang
BUMN. Rangkap jabatan secara etika dan moral juga merupakan

tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat
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pemerintahan karena hal tersebut menyalahi asas profesionalitas wakil
menteri sebagai pejabat pemerintahan yang seharusnya menjunjung
tinggi setiap asas yang termuat dalam AUPB ketika melaksanakan
tugasnya.

Politik hukum pengangkatan wakil menteri menurut Undang-Undang
Kementerian Negara secara historis yang diterapkan pada setiap periode
pemerintahan memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan tersebut
dipengaruhi oleh adanya faktor yuridis, faktor politis dan faktor
sosiologis. Berbagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Presiden
dalam Undang-Undang Kementerian Negara dalam pelaksanaannya
harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan urusan kementerian. Adanya wakil menteri yang merangkap
jabatan pada pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf menunjukkan bahwa
politik hukum yang digunakan dalam hal mekanisme pengangkatan wakil
menteri telah menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10
Undang-Undang Kementerian Negara. Presiden dalam menggunakan hak
prerogratifnya pada pengangkatan wakil menteri telah melampaui batas,
dimana larangan terhadap adanya praktik rangkap jabatan di lingkungan
pemerintahan telah dilanggar dan tidak dipatuhi. Hal ini dibuktikan
dengan adanya wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai pejabat
BUMN. Tindakan tersebut tentu telah melanggar ketentuan mengenai
larangan rangkap jabatan dalam Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang

BUMN.
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3. Kesesuaian secara ontologis terkait larangan rangkap jabatan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019 dengan teori
al-wizarah Imam Al-Mawardi menunjukkan bahwa menurut ketentuan
terkait rangkap jabatan yang termuat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI1/2019 menyatakan apabila rangkap
jabatan merupakan tindakan yang dilarang bagi wakil menteri dengan
statusnya sebagai pejabat pemerintahan. Selaras dengan ketentuan pada
teori al-wizarah Imam Al-Mawardi yang mengkategorikan praktik
rangkap jabatan sebagai tindakan yang dilarang bagi seluruh pejabat
pemerintahan termasuk untuk wazir. Rangkap jabatan menurut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI11/2019 merupakan tindakan
yang dapat merugikan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam
teori al-wizarah bahwa rangkap jabatan hanya akan menimbulkan
madarat bagi masyarakat dan tidak memiliki nilai kemanfaatan. Rangkap
jabatan adalah tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip muraat
al-din (kepentingan pemeliharaan agama) dan mashalih al-dunya
(kepentingan masyarakat banyak). Praktik rangkap jabatan dikategorikan
pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan
etika wakil menteri sebagai pejabat birokrasi pemerintahan. Fakta
tersebut sama dengan yang disebutkan dalam teori al-wizarah bahwa
rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sifat jujur
dan bertentangan dengan akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh

setiap pejabat pemerintahan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut

330



dapat mengakibatkan diberhentikannya pejabat pemerintahan yang
bersangkutan dari jabatannya. Ketentuan mengenai larangan rangkap
jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV11/2019
dengan demikian dapat dikatakan sesuai (relevan) esensinya dengan
ketentuan larangan rangkap jabatan dalam teori al-wizarah Imam Al-
Mawardi.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas,

terdapat beberapa saran terkait wakil menteri, antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang
Kementerian Negara, khususnya pada pasal yang berkaitan dengan wakil
menteri. Terdapat beberapa ketentuan tentang wakil menteri yang
seharusnya dimuat dalam Undang-Undang Kementerian Negara, mulai
dari indikator pengangkatan, mekanisme pengangkatan hingga larangan
yang berlaku bagi wakil menteri. Hal ini ditujukan agar praktik
penyimpangan hukum akibat tidak adanya regulasi yang mengatur dapat
dihindari.

2. Presiden dalam melaksanakan kewenangannya mengangkat wakil
menteri dapat memberikan rasionalisasi terkait kebijakannya mengangkat
wakil menteri. Presiden harus mampu memaparkan kepada publik
seluruh pertimbangan yang digunakan sehingga memutuskan untuk
mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Agar seluruh

masyarakat mengetahui urgensi diangkatnya wakil menteri, khususnya
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pada kementerian-kementerian yang dinilai tidak memiliki beban kerja
yang cukup berat. Presiden diharapkan dapat memaparkan analisa job
description yang jelas pada masing-masing kementerian yang dinilai
membutuhkan bantuan wakil menteri. Berkaca pada model pengangkatan
wakil menteri di negara Korea Selatan, Malaysia, dan Amerika Serikat,
Presiden dalam mempertimbangkan urgensi pengangkatan wakil menteri
harus melibatkan pihak lain yaitu kementerian yang bersangkutan. Pada
proses pengangkatannya dari awal seleksi hingga penentuan siapa calon
wakil menteri yang akan diangkat. Presiden diharapkan dapat
berkoordinasi bersama kementerian yang akan dituju, mengingat bahwa
kementerian yang bersangkutan adalah pihak yang lebih mengetahui
kondisi lapangan dan keahlian seperti apa yang dibutuhkan pada
kementerian tersebut. Selain itu, adanya perbandingan model wakil
menteri dari negara Korea Selatan, Malaysia, dan Amerika Serikat
diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan dapat dijadikan sebagai
bahan kajian sebagai referensi untuk perbaikan struktur organisasi
Kementerian Negara yang masih banyak menuai kritik dan persoalan
pada tingkatan normatif hingga pelaksanaannya.

. Berkaitan dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh wakil menteri,
kriteria wazir (tafwidh maupun tanfidz) diharapkan dapat digunakan
sebagai referensi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori al-wizarah
Imam Al-Mawardi, baik bagi wazir tafwidh atau wazir tanfidz keduanya

memiliki kriteria masing-masing yang harus dipenuhi oleh setiap calon.
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Presiden diharapkan untuk menetapkan kriteria seperti apa yang harus
dipenuhi oleh seorang calon wakil menteri. Sebagai pemegang
kedudukan sebagai pemimpin kementerian, baik menteri maupun wakil
menteri harus diangkat dengan selektif dan berdasarkan pertimbangan
yang matang. Oleh karena itu, adanya kriteria bagi masing-masing calon
tidak hanya untuk calon menteri, melainkan bagi calon wakil menteri

merupakan sesuatu yang penting untuk diterapkan.
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